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MOTTO

R P | A R O ol 2

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang
lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?
(Q.S. al-Maidah: 50).

(e 32 M/L;Uuw,gﬁ 5% g(,-;&ﬁ) K

‘Setiap dari Ralian adalah pemimpin dan setiap dari Ralian akan dimintai
pertanggungjawaban tentang Repemimpinannya”. (Muttafaqun ‘Alaihi)
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ABSTRAK
TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
TENTANG PIDANA PENJARA

Agus Santoso
NIM : 14923002

Tindak kejahatan yang merajalela di Indonesia akhir-akhir ini sangat
meresahkan dan membahayakan eksistensi kehidupan bermasyarakat.
Penjara dianggap kurang efektif dalam mengatasi berbagai macam
kejahatan. Interaksi di dalam penjara menjadi negative education bagi
narapidana. Dari tinjauan humanisme, hukuman penjara pada hakikatnya
adalah bentuk hukuman perampasan kebebasan dan perendahan kemuliaan
manusia. Di samping itu, penjara dianggap sebagai penyebab besarnya
beban pengeluaran anggaran Negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan
hidup para narapidana di penjara.

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana eksistensi hukum pidana
Islam terhadap hukum pidana penjara dan transformasi pemikiran hukum
pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memakai pola deskriptif
analitif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan magasid asy-
syari’ah dan filsafat hukum pidana, sedangkan teknik analisisnya adalah
kualitatif.

Hukum pidana Islam yang berlandaskan asas keadilan yaitu dengan
menyeimbangkan antara victim oriented dan offender oriented, sangat
relevan diterapkan sebagai sanksi tindak kejahatan dan terbukti mampu
menekan angka tindak kejahatan. Hukum pidana Islam bervariasi dalam
menetapkan sanksi atas kejahatan; Pertama, sanksi fisik yang berupa
hukuman mati atas kejahatan pembunuhan, riddah, pezina muhsan dan
pemberontakan, hukuman mati dan salib atas kejahatan perampokan,
hukuman cambuk atas pezina gairu muhsan, kejahatan gazf dan mabuk-
mabukan, hukuman potong tangan atas pencuri. Kedua, saksi harta terdapat
pada diat atas pembunuhan a/- ‘amd yang dimaatkan, pembunuhan syibh al-
‘amd, pembunuhan al-khata’ dan pelukaan badan. Ketiga hukuman ta ’zir
yang berupa hukuman cambuk, penjara dan sebagainya. Semenjak jaman
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penjajahan Belanda sampai sekarang hukuman penjara ditetapkan sebagai
hukuman pokok atas kejahatan di Indonesia. Terdapat hukuman mati di
dalam KUHP, akan tetapi sebagai ultimate atau capital punishment yang
sangat jarang sekali penerapannya. Apabila diperhatikan pada kasus
kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, perampokan,
semua sanksi yang diterapkan adalah penjara. Pada kondisi seperti ini,
hukuman penjara kurang efektif dalam menekan tindak kejahatan. Oleh
karena itu, hukuman penjara di Indonesia perlu dievaluasi yaitu dengan
menetapkan hukuman gisas, hudiid dan diat menjadi hukuman pokok bagi
kejahatan yang berat dan hukuman penjara ditetapkan atas kasus kejahatan
sedang dan ringan yang termasuk bagian dari hukuman za ’zir.

Kata Kkunci: transformasi, pemikiran, hukum pidana Islam, pidana
penjara dan KUHP Indonesia
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ABSTRACT
TRANFORMATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW TOUGHT
TOWARD THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM
ABOUT IMPRISONMENT

AgusSantoso
NIM : 14923002

The recent crime action in Indonesia is an unsettling problem for the
society and endangers their social life. The prisonis reputed as the less
effective way to solve various kinds of criminal action. The interaction of a
prison life is considered as the negative education for the convicts. Based on
the humanism review, the truth of the prison term is the form of deprivation
of a freedom and humiliates the human right and their magnificence. In the
other case, the prison is claimed as the cause of a large number of state
expending budgets related to the convicts’ daily needs in the jail.

This research is going to answer the existence of Islamic criminal
law against imprisonment and the transformation of Islamic criminal law
thought toward the reneval of prison in Indonesia. This research was
utilizing an analytic descriptive model of qualitative research method.
Besides, this research also was using magqasid asy-syariah and philosophy
criminal law approach by applying qualitative analysis technique.

A justice principle of Islamic criminal law is aimed to balance the
victim oriented and offender oriented. It is relevant to apply as the
punishment of a criminal action. Also, this law model is able to press the
number of crime acts. The Islamic criminal law has various methods to
establish the criminal sanction: first, a death penalty as a physical sanction
for the murder crime, apostate, a married adulterers and a rebel, death
penalty, cross punishment over the robbery, flogging for the unmarried
adulterer, crime accused others for fornicated, drunk, hand cut penalty for
the burglar. Second, wealth sanction is found in diat punishment over the
forgiven of murderer deliberately, semi-intentional murderer, unintentional
murderer and self-injure crime. Third, ta zir punishment as whip, jail etc.
Since the colonial epoch, the prison term that has been settled as the main
punishment for criminal case in Indonesia. A death penalty was mentioned
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in Indonesia’s criminal code as the ultimate and capital punishment that is
implemented infrequently. Take a look to the murder criminal case, rape,
theft, graft, robbery have the same punishment that is an imprisonment. In
this case, the prison term is less effective to press the criminal action.
Therefore, the sentences of imprisonment in Indonesia need to be evaluated
by applying qhisash, hudiid and diat punishment as the main criminal
penalty for severe crime and the prison term is applying for a petty and
sufficient crime as a part of a ta ’zir punishment.

Keywords: transformation, thought, Islamic criminal law, prison and
Indonesia’s criminal code.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN

Sesuaidengan SKB Menteri Agama RI,
MenteriPendidikandanMenteriKebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. KonsonanTunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
I Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
< Ba’ b -
< Ta t -
& Sa $ s (degan titik di
atas)
z Jim ] -
z Ha’ ha’ h (dengan titik di
atas)
¢ Kha’ kh -
2 Dal d -
3 Zal Z z (dengan titik di
atas)
D) Ra’ r -
J 7 z -
o Sin ] -
o Syin sy -
o Sad s s (dengan titik di
bawah)
o= Dad d d (dengan titik di
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bawah

b Ta t t (dengan titik di
bawah

L Za z z (dengan titik di
bawah

& ‘Ain ¢ koma terbalik ke

atas

¢ Gain g -

< Fa f -

3 Qaf q -

4 Kaf k -

J Lam 1 -

B Mim m -

o Niun n -

3 Wawu w -

2 Ha’ h -

7 Hamzah ' Aprosof

¢ Ya’ y =

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

(pixia Ditulis muta’aqqidin
RS Ditulis ‘iddah
III. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan, ditulis h:
da Ditulis hibah
Lo Ditulis Jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan
sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A dans ditulis ni’matullah
Jhidll 318 ditulis zakatul-fitri
IV. Vokal pendek
- - fathah ditulis A
-—=- kasrah ditulis I
- dammah ditulis U
V. Vokal panjang
1. Fathah + Alif ditulis A
Alals ditulis Jjahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
s ditulis yas'a
3. Kasrah + ya mati ditulis I
e ditulis majid
4 Dammah + wawu mati ditulis U
] ditulis furid
VI. Vokal rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis Ai
P ditulis Baynakum
2. fathah + wau mati ditulis Au
Js8 ditulis Qaul
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
<l . ,
ditulis a’antum
Gael ditulis u’iddat
A3 S cal ditulis la’in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

olal

ditulis

al-Qur’an

ool

r

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)-

nya.

Laall . B
F ditulis as-sama’
el ditulis asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

s Al s 5

ditulis

zawi al-furid

Al Jal

ditulis

ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR
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Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah #.
Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi
Muhammad # yang telah membimbing dan menunjuki umatnya menuju
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan rahmat, hidayah, ‘inayah dan
karunia Allah % tahap demi tahap penulis dapat menyelesaikan disertasi
dengan judul “TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
TENTANG PIDANA PENJARA” guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program
Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga
dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak,
dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan
Jjazahumullahu khairan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul
Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas [lmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.
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4. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas [lmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

5. Promotor Bapak Prof. Dr. Drs.Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Co-
Promotor Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A atas motivasi dan
kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga
disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur
akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini sah sebagai sebuah
karya ilmiah.

7. Bapak-ibu dosen Program Studi Doktor Hukum Islam UII yang telah
memberikan ilmu dan bimbingan selama studi.

8. Bapak-ibu staf akademik, karyawan dan karyawati Program Studi
Doktor Hukum Islam UII yang telah menjalankan tugasnya dalam
mendukung selesainya disertasi ini.

9. Istriku tercinta Ramdana, S.Pd.I. yang telah memotivasi dan mendukung
terselesainya disertasi ini, orang tua, mertua, dan anak-anak tercinta
yang terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang
membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis panjatkan doa kepada Allah % semoga amal baik dari
semua pihak yang telah disebut di atas diterima oleh Allah 45 dan
mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga disertasi ini bisa
memberikan kontribusi bagi pembaharuan undang-undang pidana Indonesia.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini belum
mencapai kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, penulis
mengharapkan kritik, koreksi dan saran yang membangun demi
kesempurnaan disertasi ini.
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Agus Santoso
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mengabadikan zaman keemasan umat Islam,
dimulai negara Madinah', dilanjutkan al-Khulafa ar-Rasyidiin, kemudian
kekhalifahan Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyyah® dan Turki U$mani.’
Pasca keruntuhan khilafah Islamiyyah Turki Usmani di Istambul Turki,
umat Islam mengalami keterpurukan dan keterbelakangan, hal ini bukan
disebabkan jumlah umat Islam yang sedikit, namun dikarenakan jauhnya
umat Islam dari implementasi syariat Islam yang universal secara
individu, bermasyarakat dan hukum undang-undang negara,
sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadi§ riwayat Imam Abu Dawud*
dari sahabat Ibnu Umar’ R.A..°

'Negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad # berada di tengah-tengah
pluralitas warganya, baik ras, suku, bangsa dan agamanya. Mereka membangun negara
bangsa (nation state) atas dasar jiwa dan solidaritas ingin bersatu menuju masyarakat yang
beradab atau masyarakat madani (civil society). Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia:
Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam
Sistem Ketatanegaraan RI. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him 216.

*Periode Negara Madinah berlangsung 22 tahun beberapa bulan, dimulai tahun
611 M-632 M, Periode al-Khulafa’ ar-Rasyidin dan Daulah Umawiyah berlangsung dari
tahun 11 H (=632 M) s/d tahun 101 H (=720 M), Daulah Abbasiyah berlangsung + 250
tahun sejak tahun 101 H (=720 M) s/d tahun 350 H (=961 M). Mardani, Hukum Islam:
Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59

*Pembaharuan hukum Islam melalui proyeksi kontitusi modern di mulai pada
permulaan abad ke-16 M ketika Sultan Salim I dari Dinasti USmaniyah berkuasa
mengeluarkan titah raja tentang keharusan mufti dan hakim dalam memutuskan perkara
berpegang pada madzhab Hanafi. Lihat Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006), him. 189.

“Beliau bernama Sulaiman bin al-Asy’a$ bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin
‘Amr bin ‘Imran al-Azdi, beliau adalah imam ahli hadits di jamannya, beliau berasal dari
Sijistani, beliau melawat ke berbagai daerah untuk berguru, beliau lahir pada tahun 202 H
dan meninggal pada tahun 275 H di Bashrah. Lihat Khoiruddin bin Mahmud al-Zarkali, al-
A’lam, (Dar al-llmi It al-Malayin, 2002), juz 3 hlm. 122. dan Bahauddin Muhammad bin
Yusuf al-Jundi al-Kandi, as-Suluk fi Thabaqat al-Ulama wa al-Muluk, (Shan’a: Maktabah
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Akibat ketiadaan implementasi hukum pidana Islam,
bermunculan kerusakan dan kejahatan di muka bumi; degradasi moral
yang membudaya yang meninggalkan norma-norma yang luhur yang
wajib dilestarikan. Berita di media cetak dan elektronik banyak
mengulas tindakan kejahatan di Indonesia yang sangat memprihatinkan,
seperti  korupsi, pembunuhan, teroris, perampokan, pemerasan,
perzinaan, pemerkosaan, pencurian dan kejahatan miras dan narkoba.

al-Irsyad, 1990). juz 1 hlm. 142. dan Abu Ishaq al-Syirazi, Tabagat al-Fuqaha, (Beirut: Dar
ar-Raid al-‘Arabi, 1970), hlm. 171.

*Beliau bernama Abdullah bin Umar bin al-Khattab al-‘Adawi Abu Abdirrahman,
yang dilahirkan selang sebentar setelah diutusnya Rasulullah #, ketika perang Uhud masih
dianggap kecil, beliau salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, beliau
dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat dalam mengikuti sunnah Rasulullah #, beliau
meninggal pada tahu 73 H di akhir tahun atau di awal tahun setelahnya. Ibnu Hajar al-
Asqalani, Tagrib at-Tahdzib, (Suriah: Dar ar-Rasyid, 1986), juz 1 hlm 315. Ibnu Hajar al-
Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 5 hlm. 287.

%Hadi$ yang dimaksud: Rasulullah # bersabda (artinya): “Apabila kalian telah
berjual-beli dengan ‘inah, kalian telah memegang ekor-ekor sapi (senang berternak, pent.),
kalian telah ridha dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah % pasti
menimpakan kepada kalian kehinaan, Allah % tidak akan mencabutnya sehingga kalian
kembali kepada agama kalian. (Sulaiman bin al-Asy’as Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abu
Dawud , (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabf, tt.), juz 3 hlm. 291 no. 3464, Abu Bakar Ahmad
bin ‘Amru al-Bazzar, Musndd al-Bazzar, (Madinah: Maktabah al-Uliim wa al-Hikam, 1988),
juz 12 hlm. 205 no. 5887, Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqgi al-Kubra,
(Mekkah: Maktabah Dar Baz, 1994), Juz 5 him. 316 no.10484. Hadits ini dinilai shahih oleh
al-Albani dan Abd al-Muhsin al-‘Abbad di Syarah Sunan Abi Dawud juz 18 hlm 82).

Jual beli ‘Tnah adalah penjual menjual barang dengan harga yang ditentukan tapi

dengan hutang atau cash tapi belum diserahterimakan, kemudian penjual membeli kembali
barang itu secara cash dari pembeli dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya,
sehingga pembeli menanggung hutang yang banyak dari penjual. (Muhammad Lukman al-
Salafi, Tuhfah al-Kiram, Syarh Bulig al-Maram, (Riyad: Dar ad-Da’1 IT an-Nagsr wa at-
Tauzi’, 2006), hlm. 336-337).
“..kembali kepada agama kalian”, Maksudnya mempelajari dan mengimplementasikan
syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah, muamalah, akhlak dan hukum Pidana Islam
dalam kehidupan sehari-hari secara individu, bermasyarakat dan menjadi hukum negara. Hal
ini sesuai dengan firman Allah 4 : &S L) 6 185 1 il o)) L3l Artinya: “Wahai orang-
orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan”. (Imam al-Tabari di
dalam tafsirnya menukil tafsir dari Abdullah bin Abbas, Mujahid, al-Sudiy, al-Dhahak, Ibnu
Zaid dan lainnya bahwa makna as-silmi adalah Islam, yaitu; masuklah ke dalam agama
Islam secara keseluruhan. Muhammad bin Jarir at-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Ta'wil Al-
Qur’an, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), juz 4 hlm. 252).



Bahkan yang sangat biadab kejahatan 14 pemuda yang
memperkosa anak perempuan yang bernama Yuyun (14 th) siswi SMP di
Bengkulu secara bergilir kemudian membunuhnya.” Di lain tempat tiga
pemuda memperkosa seorang wanita yang bernama Enno (18 th)
kemudian membunuhnya dengan memasukkan gagang cangkul ke dalam
kemaluannya sampai tembus ke dada.® Hukum positif Indonesia’ yang
berupa penjara dianggap kurang efektif dalam mengatasi berbagai
macam kejahatan. Contoh kasus pelaku kejahatan atas Yuyun yang
dihukum sepuluh tahun penjara, apabila ditimbang dengan tujuan hukum
yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum ini belum cukup
untuk membalas kesakitan yang dirasakan oleh korban dan keluarga
korban. Keluarga korban telah kehilangan salah satu anggota keluarga
yang disayangi mereka dan tidak akan pernah kembali lagi. Sedangkan
para pelakunya masih bisa bebas hidup setelah selesai menjalani
hukuman penjara. Apakah ini sebuah keadilan? tentu saja ini tidak adil,
karena seharusnya hukuman bagi para pelaku pembunuhan adalah
dihukum gisas.

Sejarah mencatat bahwa hukum pidana Islam yang diterapkan
mampu mengatasi berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Dalam kasus pembunuhan, hukum pidana Islam memberikan ketetapan
hukuman yang setimpal, yaitu dengan membunuh semua pelaku
pembunuhan itu'®, berdasarkan hukum qisdsl ! dan sadd az-zari’ah;?

"Yuliardi Harjo Putra, “Siswi SMP di Bengkulu dicabuli 14 Pemuda Hingga
Tewas”, dikutip dari http://regional.liputan6.com/read/2483200/siswi-smp-di-bengkulu-
dicabuli-14-pemuda-hingga-tewas pada hari Jum’at 18 November 2016 jam 07.30 WIB

*Andiono Hermawan, “Gagang Pacul Masuk ke Kemaluan Eno Dengan Cara
Ditendang Hingga Amblas 50cm”, dikutip dari

http://www.lensaindonesia.com/2016/05/17/gagang-pacul-masuk-ke-kemaluan-enno-

dengan-cara-ditendang-hingga-amblas-50-cm.html pada hari Minggu tgl 28 Agustus 2016
jam 11.15 WIB.

*Hukum positif Indonesia diartikan dengan kumpulan asas dan akidah hukum
tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau
khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara
Indonesia. Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, (Yogyakarta: FH
UII Press, 2004), him. 1.

"Debat pro kontra tentang adanya hukuman mati telah lama berlangsung,
pandangan yang kontra menganggap bahwa hukuman mati tidak manusiawi dan bukan
merupakan hukuman yang memperbaiki tingkah laku seseorang, bagi kalangan yang pro,



tindakan preventif untuk menutup jalan kejahatan, sebagaimana hukum
ini dijalankan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab'® R.A. tatkala
mendengar kabar dari kota San’a Yaman ada seorang remaja yang
dibunuh oleh empat orang, maka khalifah memutuskan untuk membunuh
empat orang pelaku itu, beliau juga berkata, Jika seluruh penduduk kota
San’a ikut serta dalam pembunuhan remaja itu, maka semua penduduk

akan dibunuh dengan sebab membunuhnya”."*

tentu saja alasan-alasan itu tidak dapat diterima, karena anggapan tidak manusiawi itu jangan
hanya dilihat dari sudut kepentingan pelaku kejahatan yang dihukum, namun juga harus
dilihat dari kepentingan korban, anggota keluarga korban dan kepentingan masyarakat secara
luas, memang orang yang dihukum mati tidak dapat memperbaiki kelakuannya, tetapi apalah
artinya seseorang yang memang tidak bisa memperbaiki kelakuannya jika dibandingkan
dengan keselamatan dan kepentingan semua anggota masyarakat yang ingin hidup damai
dan baik. Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan:
Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara,
(Bandung: Mizan, 1997), him 112-113.

""Al-Qardawi mendefinisikan gisds dengan membalas pelaku kejahatan dengan
hukuman yang setimpal yaitu dibunuh. Lihat Yusuf al-Qardawi, al-Fighu al-Islami wa
Adillatuhu, (Suriah: Dar al-Fikr, 1980), juz 6 hlm 261.

"Sadduzzari’ah adalah wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang
secara syar’i. Muhammad Mustafa Salbi, Usul Figh al-Islami, (Mesir: al-Dar al-Jami’iyyah,
tt.), him. 312.

“Beliau adalah Umar bin al-Khattab bin Naufal bin Abd al-‘Uzza al-Qurasy al-
‘Adawi Abu Hafs yang bergelar al-Fartiq, ibunya bernama Khantamah binti Hisyam saudari
Abu Jahl, Umar masuk Islam ketika berumur 27 tahun, beliau mengikuti seluruh peperangan
bersama Nabi, beliau wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 23 H dalam umur 63
tahun. Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahzib at-Tahzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 7 hlm. 385,
Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyitt, Tarikh al-Khulafa, (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah,
1952), juz 1 hlm. 108, Ismail bin Umar Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, (Beirut:
Maktabah al-Ma’arif; tt.), juz 7 hlm. 133.

“Musthafa Sa’id al-Khan, Usu/ Fighi al-Islami, Tarikhuh wa Tatawwuruh,
(Beirut: 2000), hlm. 82. Pemahaman Umar sangat komprehensif dan dia mempunyai nurani
yang tinggi, dengan begitu, dia dengan cepat mampu mengaitkan hal-hal yang khusus
kepada hal-hal yang bersifat umum, dan mampu mengikuti cabang-cabang suatu persoalan
dikembalikan kepada dasar-dasar agar supaya melihat implikasi-implikasi luasnya. Dan
beliau juga sering konsultasi dan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Taha Jabir al-
Wani, Source Methodology In Islamic Jurisprudence, Usul Fighi al-Islami, alih bahasa
Yusdani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 20-
21. Keputusan Khalifah Umar Ibnu al-Khaftab ini masuk akal, karena mereka semua
membunuh secara bersama-sama dengan sengaja, suatu hal yang tidak mungkin untuk
membalas yang sama, tidak bisa pembunuhan itu dibagi rata kepada semua, karena hukum
bunuh tidak bisa dibagi-bagi, sedangkan kalau tidak membunuh mereka, itu adalah



Negara Indonesia sudah menjalankan sebagian hukum Islam
sesuai UUD 1945 setelah amandemen ke-4 yang secara formal mengakui
secara legalitas eksistensi hukum Islam dan keagamaan di Indonesia'’,
dan bercabang darinya legalitas undang-undang Islam, antara lain
dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, dan dipertegas dengan UU
No. 7 tahun 1989 tentang eksistensi Peradilan Agama yang kemudian
direvlizi dengan UU No. 3 tahun 2006 tetang perubahan UU No. 7 tahun
1989°°.

Demikian pula diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dan UU No.
44/1999 tentang keistimewaan Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan
syariat Islam dalam bermasyarakat, dan perluasan kewewenangan
Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
tertuang di dalam UU No. 3 tahun 2006,'” Serta eksistensi Bank syariah
tertuang di dalam UU No. 10 tahun 1998."* Dengan demikian hukum
privat di atas telah menjadi hukum positif (ius constitutum).

Akan tetapi hukum pidana Indonesia masih berkiblat kepada
hukum barat yaitu Civil Law System' yang merupakan peninggalan

kezaliman terhadap korban yang dibunuh, karena mereka sengaja membunuhnya dan
menghilangkan nyawanya, bagaimana mungkin mereka tidak dibalas bunuh? Muhammad
bin Salih al-USaimin, Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustagni’, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi,
2005), juz 14 hlm. 24.

“Muhammad Amin Suma, Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern:
Pengalaman Indonesia, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah, tt),
hlm. 9.

"http:/hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_2006.htm dikutip tanggal 27 November 2016
jam 08.35 WIB.

"Teks UU, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, sadagah dan ekonomi syariah.
A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 29-
30.

"®Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 82.

YCivil law adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa
daratan, civil law berasal dari kodifikasi hukum yang berlakui di Kekaisaran Romawi pada
masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke 5 sebelum Masehi, dalam masa



kolonial Belanda sewaktu menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang
sangat lama yaitu +350 tahun. Hukum pidana Islam®*® masih belum
diimplementasikan secara konstitusi di Indonesia selain di Aceh.”'
KUHP Indonesia tidak melegitimasi hukuman rajam bagi pezina
muhsan, hukuman cambuk bagi pezina gairu muhsan, qazf dan
pemabuk, hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi
perampok dan hukuman gisas bagi pembunuh dan bagi orang yang
murtad.** Hukum pidana Islam yang merupakan hukum publik saat ini
masih sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

KUHP menetapkan penjara sebagai hukuman pokok bagi semua
pelaku kejahatan dianggap tidak mampu mengatasi masalah-masalah
kejahatan yang semakin meningkat. Sebagai contoh pada kasus
pembunuhan, pelaku pembunuhan yang diancam pidana maksimal lima
belas tahun sesuai yang tertera di KUHP Pasal 338, “Barang siapa
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dari
sisi victim oriented, maka hukuman penjara ini kurang adil, sebab
hukuman penjara ini tidak mampu mengobati kesedihan keluarga korban

perkembangannya kaidah hukum yang disebut Corpus Juris Civilis dijadikan dasar
perumusan kodifikasi hukum di Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Italia,
juga Amerika latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebagaimana
penjelasan R. Abdoel Djamali. Rachmadi Utsman, Perkembangan Hukum Perdata dalam
Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003),
hlm. 18.

*Sebagian wilayah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kira-kira tiga setengah
abad lamanya, maka KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari negara
Belanda. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 60.

*'Realisasi Syariat Islam di Aceh berawal dengan Undang-undang Nomor 44
Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, sebagai tindak lanjut
UU tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan
Syariat Islam. Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi
dan Implementasi, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 132.

**Secara historis-sosiologis, penerapan hukum Islam di wilayah nusantara ini telah
berlangsung belasan abad, sejak kehadiran Islam di bumi Indonesia ini 14 abad yang lalu,
jauh sebelum NKRI didirikan, agama Islam dan ajarannya telah diberlakukan di bumi
nusantara ini. Muhammad Amin Suma, Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara
Hukum Indonesia, (disampaikan pada kegiatan kuliah umum dan seminar Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dll, 2009), him. 39.
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yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, sedangkan pembunuh
akan hidup bebas setelah selesai menjalani hukuman penjara.

Berbagai macam tindak kejahatan yang ada tidak cukup
memakai hukuman penjara saja, perlu dijalankan hukuman yang lebih
variatif pula. Hukum pidana adalah perkara yang darurat untuk
ditegakkan di masyarakat, maka perkara darurat harus ditegakkan secara
proporsional dan seimbang sebagaimana dalam kaidah:

S P
Artinya: “Darurat diukur sesuai dengan ukuran yang proporsional”.

Hukum pidana Islam yang berupa hukuman hudid, qisas, diat
dan ta’zir tampak lebih variatif dan seimbang dalam pemidanaan
kejahatan. Tindak kejahatan itu seperti penyakit yang harus ditangani
oleh dokter ahli yang berkompeten untuk memberikan penanganan
medis dan resep obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita pasien.
Awdah menjelaskan, bahwa dalam penetapan hukuman tidak boleh
melebihi hukuman yang pantas atas tindak kejahatan dan tidak boleh
menghukum dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang
pantas atas tindak kejahatan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan
masyarakat.”?

Dari sisi manfaat, hukuman penjara kurang bermanfaat bagi
terpidana, korban, keluarga korban, masyarakat dan negara. Dari
tinjauan efektifitas penjara juga kurang efektif, karena penjara bukan
tempat education yang baik bagi para narapidana, sebaliknya penjara
justru sebagai tempat negatif education yang menjadikan para napi lebih
jahat dan lebih terorganisir dalam aksi kejahatan mereka setelah keluar
dari penjara.

Teks KUHP Pasal 415 tentang korupsi yang berbunyi, “Seorang
pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya,...diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Di dalam teks di atas, menunjukkan bahwa seorang koruptor diancam

“Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’” al-Jindi al-Islami Mugdranan bt al-Qaniin al-
Wadh’r. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 384.



pidana penjara maksimal tujuh tahun. Di dalam UU Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 2
disebutkan bahwa koruptor diancam hukuman penjara antara empat
tahun sampai dua puluh tahun dan denda antara dua ratus juta sampai
satu miliar rupiah.

Dari sisi keadilan, hukuman penjara bagi koruptor yang
menggelapkan uang negara dan rakyat yang bisa mencapai puluhan
milyar ini dianggap kurang adil, karena koruptor menjadi bebas setelah
selesai menjalani masa hukuman penjara. Adapun rakyat dan negara
tetap dirugikan milyaran rupiah. Demikian pula denda yang tidak
sebanding dengan nilai harta korupsi tetap merugikan negara dan
masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi salah satu pejabat yang
divonis 11 tahun penjara dan denda Rp. 900 juta rupiah, dengan
dakwaan korupsi sebesar Rp. 12,887 miliar rupiah.?* Semestinya
koruptor dihukum fa’zir dengan hukum cambuk dan diharuskan
mengembalikan semua jumlah uang yang telah digelapkan agar
memberikan efek jera. Koruptor layak dihukum berat karena secara tidak
langsung menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat. Uang
negara yang dikuras koruptor akan menyebabkan negara kekurangan kas
negara dan bertambahnya hutang negara pada akhirnya pajak-pajak atas
rakyat dinaikan, demikian pula BBM dinaikan, sehingga kebutuhan
bahan makanan pokok juga ikut naik.

Hukuman penjara yang dihimpun oleh KUHP berlaku atas
semua pelaku kejahatan yang berat ataupun yang ringan, sehingga semua
narapidana kelas berat dan kelas ringan berkumpul di satu tempat. Hal
ini yang menyebabkan tertularnya kejahatan antar narapidana, karena
mereka saling berinteraksi dan bertukar pengalaman tentang kejahatan,
yang pada akhirnya penjara bukan sebagai tempat rehabilitasi untuk
menjadi orang baik, justru akan menjadikan para narapidana menjadi
penjahat yang lebih buruk dan lebih merusak tatkala mereka bebas dari
penjara. Himsi menyimpulkan, “Ketika mereka keluar dari penjara akan

**Nazar Nurdin, “ Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Klaten Divonis 11 Tahun
Penjara” dikutip dari https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/14082681/kasus-suap-
dan-gratifikasi-bupati-klaten-divonis-11-tahun-penjara pada hari Senin 7 Oktober 2019 jam
05.49 WIB.
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melakukan kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang terdahulu
dengan metode dan cara-cara yang baru”.*’

Pada sisi lain, hukuman penjara pada hakikatnya adalah bentuk
hukuman yang merendahkan kemuliaan manusia, karena hal yang paling
berharga bagi manusia adalah kebebasan. Hukuman penjara telah
menjadikan kebebasan hidup seseorang dikebiri.*® Jika dibandingkan
antara hukuman cambuk dan penjara tentu akan dirasakan bahwa hukum
cambuk jauh lebih ringan dari pada hukuman penjara.”” Di samping itu,
penjara dianggap sebagai penyebab besarnya beban pengeluaran
anggaran negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup para
narapidana di penjara. Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa konsep
dominasi hukuman penjara atas hampir semua tindak pidana
mengakibatkan kerugian-kerugian dan kurang seimbang antara victim
oriented dan offender oriented.

Dikarenakan kerugian-kerugian itu, maka penjara kurang efektif
digunakan untuk memidanakan para penjahat. Sehingga muncul
paradigma negara tanpa penjara yang digagas oleh Hazairin. Hazairin
menganalisis bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di
bidang materiil. Selama ini masyarakat banyak menanggung beban
untuk pembangunan penjara, untuk personilnya, pemeliharaan,
perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya
dan sebagainya.”® Di sini penulis bukan menolak sama sekali hukuman
penjara, namun sekedar menggarisbawahi tentang perlunya mengkaji

*Muhammad Amir Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand fi al-Islam,
(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 593.

**Hukuman penjara dapat membawa akibat buruk bagi pelaku pidana karena ia
tidak dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri atau terampas kehidupan seksual
normalnya, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan
narapidana dan pengalaman penjara dapat meyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan
derajat dan harga diri manusia. Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan:
Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015),
hlm. 99.

“Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam
Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 226.

“Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek”, al-Ahkam, Vol. 26,
No. 2. (Oktober 2016). Semarang: IAIN Wali Songo, hlm, 257.
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ulang kebijakan hukuman penjara agar dijalankan secara efektif sesuai
dengan kondisi dan kasus kejahatan.

Hukum pidana Islam sendiri melegitimasi adanya hukuman
penjara bukan sebagai hukuman pokok, tetapi termasuk ke dalam
kategori hukuman ta zir. Allah 4 berfirman:

-

SEe Ao £ . .7 R It b S 22
ol l}l:,bjgl lJLwJU.bSYlLSQMJ ::\j};j‘w‘ :

E 2V o oSl cls 02 o gla5l gl bt 15 1)
Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari
tempat kediamannya (dipenjara). (Q.S. al-Maidah: 33).%’

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti an-nafyu adalah al-
habs (penjara). Pendapat ini dikuatkan dengan atsar dari Makhil
menyebutkan bahwa khalifah Umar bin al-Khattab adalah orang yang
pertama kali memenjarakan narapidana di penjara, ia berkata, “Kita
penjarakan dia sampai diketahui taubatnya”.*

Penjara dalam perspektif pidana Islam dimasukkan ke dalam
hukuman ta’zir yang disesuaikan dengan tindak kejahatan dan kondisi
pelaku kejahatan atas wewenang hakim.’' Sedangkan hukuman pokok
pidana Islam adalah berupa hukum hudiid, gisds dan diat. Kejahatan
yang diancam dengan hukuman hudiid, gisas dan diat adalah kejahatan
yang berat, sangat merugikan dan mengancam eksistensi kehidupan
beragama di masyarakat, sehingga sangat penting untuk ditegakkan
dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya pelaku kejahatan pembunuhan telah berbuat
sewenang-wenang atas umat manusia, bahkan sewenang-wenang
dengan kehidupan manusia yang dilindungi agama Islam. Allah 4
berfirman yang artinya :

EE .ﬁce)// 7
2 ol T Lo

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 113.

**Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi , al-Jami’ i Ahkam Al-Qur’an, (Riyad: Dar
‘Alim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 153.

*'"Muhammad Amir Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand fi al-Islam,
(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 35.
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena
orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
semua manusia, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan
semua manusia. (Q.S. al-Maidah: 32).%

Ayat ini menunjukkan bahwa kejahatan melampaui batas dengan
membunuh satu jiwa tanpa hak, seolah-olah menghilangkan
kehidupan seluruh manusia.

2. Sesungguhnya menahan dari penegakan hukuman hudiid bagi
penjahat justru akan menciptakan gangguan terhadap eksistensi
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan menegakkan
hukuman hudid akan menguatkan sendi-sendi kehidupan di
masyarakat.

3. Hukuman hudiid ditegakkan dalam rangka menolak kerusakan. Dan
menolak kerusakan bertujuan untuk mendatangkan maslahat.
Bahkan menolak kerusakan atau bahaya didahulukan dari pada
menarik maslahat.”

Hukum pidana Islam memiki keistimewaan atas hukum pidana
positif pada sisi moral dan akhlak, yang menjaga masyarakat dari akhlak
yang buruk. Syariat Islam berupaya menutup sarana-sarana (Zari’ah)
menuju perzinaan dan menghukuminya dengan perbuatan haram dan
zina merupakan sumber penyaklt . Allah % berfirman:

=

Q;BLM ujwug;ml JJH).)J.O_:YJ

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

»Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Uqibdt fi al-Figh al-Islami, (Cairo:
Dar al-Fikr al-Arabiy, 1946), hlm 7-8.

*Menurut dokter ahli penyakit kulit dan kelamin, zina merupakan sumber
penularan penyakit sifilis, gonore dan sejenisnya yang sangat berbahaya. Chuzaimah T.
Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994), hlm. 48.
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-
Isra’: 32).%

Menurut Abd al-Qadir Awdah: Bahwa hukum al-wad’iyyah
(positif) hampir meniadakan sisi masalah akhlak secara keseluruhan, dan
tidak mengikat kecuali apabila kasus kejahatan itu membahayakan
secara langsung terhadap individu, mengganggu keamanan dan
peraturan umum. Undang-undang hukum positif tidak menjerat
perbuatan zina misalnya, kecuali apabila salah satu pelakunya dirugikan
atau zina tanpa kerelaan, karena dua keadaan zina ini membahayakan
individu secara langsung dan membuat tidak aman. Berbeda dengan
hukum pidana Islam yang menjerat pelaku perbuatan zina atas semua
bentuk dan keadaannya, karena zina di dalam syariat Islam telah
melanggar norma dan akhlak mulia. Apabila moral telah rusak, maka
rusak pula kehidupan masyarakat dan runtuhnya sendi-sendi
kehidupan.*°

Semakna dengan perkataan Awdah, Makhrus Munajat
menyebutkan: Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan
berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau
tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita
oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan
penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak,
karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan
badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.3 -

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 285. Al-Sa’di mengatakan,”Larangan dari mendekati (zina)
lebih dalam dari pada larangan dari perbuatannya, karena hal itu berarti melarang semua hal
yang merupakan faktor pendorongnya... (zina) adalah dosa yang keji menurut pandangan
syariat, akal dan fitrah, karena zina telah melanggar larangan di dalam hak Allah 4, hak
wanita, keluarganya, suaminya dan merusak keluarga, tercampurnya nasab dan kerusakan-
kerusakan selain itu. Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir
Kalam al-Manan, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), him. 457.

*Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’” al-Jindi al-Islami Mugdranan bt al-Qaniin al-
Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabt), hlm. 70.

*’Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Bidang
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 8.
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Magdasid asy-syari’ah al-islamiyah yang merupakan ruh syariat
Islam yang melindungi ad-darirah al-khamsah (lima kebutuhan primer
manusia), yaitu: menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan,
sehingga penerapan hukum pidana Islam sebagai penopang kuat dalam
menjaga  ad-darirah  al-khamsah  serta  menghilangkan atau
meminimalisasi hal-hal yang bisa mengancam eksistensi ad-darirah al-
khamsah tersebut, sehingga akan terwujud kesejahteraan hidup umat
Islam di dunia dan di akherat. Penegakan hukum pidana Islam tetap
mengakui prularitas keberagamaan tanpa mendiskriminasi kaum non
muslim, karena syariat Islam adalah rahmatan lil’alamin (rahmat bagi
seluruh alam), bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam saja, tetapi
mencakup umat manusia seluruhnya. Perlu dibedakan antara wilayah
syariat Islam khusus dan umum, pada syariat Islam khusus hanya
diberlakukan untuk umat Islam, sedangkan non muslim diberikan
kebebasan menjalankan aturan agamanya masing-masing. Adapun
dalam wilayah syariat umum dalam hal ini adalah hukum pidana Islam,
diberlakukan untuk seluruh warga negara. Sebagai contoh pelarangan
praktek riba yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, karena
riba akan menghancurkan ekonomi masyarakat, baik muslim maupun
non muslim.

Hukum pidana Islam berdasarkan kitab suci yang berasal dari
Allah Yang Maha Sempurna, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana,
sehingga hukum-hukumNya bebas dari unsur kezaliman, cacat dan hawa
nafsu. Berbeda dengan hukum pidana buatan manusia yang kontennya
tidak lepas dari unsur kezaliman, cacat dan hawa nafsu yang berasal dari
akal-akal manusia yang tidak sempurna, lemah dan penuh kekurangan.
Keberadaan hukum buatan manusia lahir melalui ‘pertempuran’ politik
yang cenderung memihak dan subyektif untuk keuntungan golongan
tertentu. Inilah yang kemudian memunculkan komentar bahwa “hukum
buatan manusia itu cacat sejak dilahirkan”.

Hukum Islam yang bersifat universal meliputi seluruh muka
bumi yang tidak dibatasi pada teritorial tertentu dan sosial tertentu
seperti luang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Syariat Islam ini
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berlaku bagi orang Arab dan orang ‘gjam (non Arab).’® Allah %
berfirman:

el N CJT,_L,—,lui_JJ 2355 Www 2B Y| Sl Uy
Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan
kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan
sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui. (Q.S. Saba’: 28).%
Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibnu ‘Asyiir yang mengatakan:

a5 Opedd) ade aal Lo pall sl (3l slo dey 2 o el

Artinya : “Universalitas syariat Islam untuk semua manusia di seluruh
masa termasuk perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Kaum
muslimin juga bersepakat bahwa keuniversalitasan syariat Islam ini
relevan untuk manusia di setiap masa dan tempat”.*’

Hukum pidana Islam yang datang dari sisi Allah 4 memiliki
kekuatan rohani yang masuk ke dalam relung hati hamba Allah,
sehingga seseorang akan merasa takut berbuat kejahatan meskipun
ketika sendirian tanpa ada orang yang melihatnya. Sifat hukum Islam
bukan hanya mengandung subtansi yang berkategori hukum tetapi juga
berkategori moral.*' Inilah panggilan hati, meskipun tidak ada
seorangpun yang melihatnya berbuat jahat, namun Allah 4 melihatnya,
begitu pula malaikat akan mencatat amal perbuatannya. Pelaku
kejahatan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia dan di
akhirat.

Kekuatan hukum pidana Islam inilah yang membuat orang yang
telah melakukan kejahatan, sukarela untuk ditegakkan hukum hudid

*Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999),
hlm. 49.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 431.

“Tonu “Asyiir, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafis,
2001), hlm. 325.

* Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, (Yogyakarta:
TAIN Sunan Kalijaga, 1999), him. 22.
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atasnya, sebagaimana terjadi pada Ma’iz bin Malik*’, wanita dari
Juhainah®* dan wanita al-Gamidiyyah**. Ketiganya melaporkan diri
kepada Rasulullah #£ bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina dan
memohon agar dibersihkan diri mereka dari dosa dengan ditegakkan
hukuman hudiid yaitu hukum rajam,*’ karena ketiganya telah menikah.*®
Berbeda dengan hukum buatan manusia yang hanya mengikat lahirnya
saja. Seorang penjahat umumnya tidak berani berbuat kejahatan ketika
ada orang lain atau pengawasan aparat keamanan. Apabila tidak ada
pengawasan, maka ia akan berbuat kejahatan. Setelah berbuat kejahatan,
maka dia tidak akan melaporkan dirinya untuk dihukum.

Hukum pidana Islam yang telah dikaji dan diteliti di berbagai
universitas di dunia hanya sebatas ilmu saja tanpa diamalkan, kecuali
sebagian saja. Jumlah muslim sekarang ini di dunia menduduki
peringkat satu terbesar dibanding dengan pemeluk agama lain*’. Tercatat
hanya beberapa negara saja yang mempraktikkan hukum Islam dalam

“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami’ as-Sahih, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 207.

“Muslim, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 120.

“Ibid. hlm. 119.

*Selain pelaporan pelaku zina, rajam ditegakkan dengan persaksian 4 laki-laki dan
adanya bukti-bukti meyakinkan yang menunjukkan terdakwa telah melakukan zina. Jika
tidak, maka yang didengar adalah keterangan terdakwa di bawah sumpahnya. Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyah, at-Turuq al-Khukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah, Adnan Qohar,
Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
hlm. 168.

*“Hukum had pezina yang sudah pernah menikah adalah dirajam, dengan dilempari
batu sampai meninggal dunia. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisir al-‘Alam
Syarh Umdah al-Ahkam, (Cairo: Dar al-‘Aqidah, 2002), hlm 280. Prosesi rajam menurut al-
Jazairi yaitu badan pezina dikubur sampai di dada, kemudian dilempari batu sampai
meninggal dengan disaksikan oleh pemerintah atau wakilnya beserta jamaah kaum muslimin
yang tidak kurang dari empat orang. Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1976), him 452. Namun ulama lain berpendapat bahwa terpidana tidak dikubur.
Menurut Syeikh Utsaimin bahwa perkara ini dikembalikan kepada hakim berdasarkan
mashlahat. Muhammad bin Salih al-USaimin, Syarh al-Mumti’ ‘ald Zad al-Mustagni’,
(Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 2005), juz 14 hlm. 227.

“Masri Muadz, “Hari Ini Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia”, dikutip dari

http://m.republika.co.id/berita/dunia-Islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-Islam-jadi-
agama-terbesar-di-dunia, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 13.27 WIB.
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kehidupan bernegara dan masyarakat, di antaranya negara Arab Saudi*®
dan Brunai Darussalam. Kebanyakan umat Islam justru lebih memilih
mengadopsi hukum pidana Barat dari pada hukum Islam. Padahal Allah
% berfirman:
AT R TIE U SR N NP R T i
D 05s 58 LS Al e (i1 505 D5z ke (S
Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang
yakin? (Q.S. al-Maidah: 50).%

Kalangan sekuler yang mengadopsi hukum barat mentah-mentah
untuk diterapkan bagi umat Islam ini merupakan perkara yang tidak
bijaksana dan cenderung merugikan umat Islam, mereka akan terasing
dari sistem hukum mereka (hukum Islam) karena hukum barat bukan
berasal dari tradisi mereka.”

Hukum pidana Islam memiliki asas keadilan dan menyeluruh
yang mengikat seluruh lapisan masyarakat; kalangan atas dan bawah
secara legalitas maupun penerapan. Hukum pidana Islam tidak
membedakan pelaku kejahatan, semua orang sama kedudukannya di
hadapan hukum.

Dahulu Rasulullah # mengajarkan asas keadilan ini kepada umat
secara konkrit sebagaimana di dalam hadi$ dari 'Aisyah’’ R.A. berkata,

*®Al-Qur’an adalah Undang-undang dasar tertulis Kerajaan Saudi Arabia, negara
Saudi menerapkan semua ketentuan-ketentuan Syari’ah Islam. Muhammad Thahir Azhary,
Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2004),
hlm. 220.

* Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 116. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, "Maksudnya siapa
yang lebih adil dari pada Allah % dalam hukumNya (diketahui) bagi orang yang mengetahui
syariat Allah %, mengimaninya, meyakini dan mengetahui bahwa Allah #£ adalah Hakim
yang Maha Bijaksana, Dia lebih menyayangi makhluknya dari pada kasih sayang ibu kepada
anaknya, karena sesungguhnya Allah 4% Maha Mengetahui atas segala sesuatu, Maha
Berkuasa atas segala sesuatu dan Maha Adil terhadap segala sesuatu. Imaduddin Ibnu Katsir,
Tafsir Al-Qur’an al-Adhim. (Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiyyah, 2008), juz 2 him. 63.

*Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 23.

*'Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakr al-Shiddiq al-Taimiyyah, Istri Rasulullah ,
Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir, Rasulullah # menikahinya di Mekkah dua tahun
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bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang
menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhziim1) yang
mencuri pada zaman Nabi tatkala menaklukan Mekkah, lalu mereka
berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada
Rasulullah?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani
menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan
Rasulullah. Maka wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah
pun menyampaikan masalah wanita itu, maka berubahlah raut wajah
Rasulullah, lalu Beliau bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan
atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Maka Usamah bin Zaid
berkata: Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian
pada sore harinya Beliau berdiri menyampaikan khutbah dan memuji
Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu bersabda amma
ba’du: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada
orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat)
mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari
kalangan rendah (rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan
hukuman hudid atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti
Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". Kemudian beliau
memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri itu dipotong. Yunus
berkata, Ibnu Syihab berkata, ‘Urwah berkata, ‘Aisyah berkata: Maka
wanita yang dijatuhi hukuman Audiid itu bagus taubatnya setelah itu dan
menikah. Wanita itu datang kepada kami setelah itu, maka aku
menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah.>*

sebelum hijrah, ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah, atau satu setengah tahun
sebelum hijrah, umur beliau ketika itu enam tahun, Nabi #£ berkumpul di satu rumah dengan
Aisyah pada umur sembilan tahun setelah perang Badar pada tahun ke-2 hijriyah, beliau
meninggal pada tahun 57 H pada umur 65 tahun dan dikuburkan di Baqi’. Ibnu Hajar al-
Asyqalani, Tahdzib at-Tahdzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 12 hlm. 461-462. Yusuf bin
al-Zaki al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980), juz 35 hlm. 227,
dan Hamd bin Ahmad al-Dzahabi, al-Kasyif fi Ma rifah man lahu Riwayah fi al-Kutub as-
Sittah, (Jeddah: Dar al-Qiblah [T as-Sagafah al-Islamiyah, 1992), juz 2 hlm. 513.
**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 114.
Adapun dalam hukuman fakzir diperbolehkan syafa’at pembatalan atau pengurangan
hukuman, Ibnu Hajar berpendapat bolehnya syafaat dalam hukuman takzir dan bahkan
beliau menukil perkataan Ibnu Abdil Bar yang mengatakan ijma’ ulama atas hal itu. Ahmad
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Refleksi keadilan hukum Islam juga dijalankan pada zaman al-
Khulafa’ ar-Rasyidiin; pada masa Khalifah Umar Ibnu al-Khattab R.A.,
beliau menghukum anak gubernur Mesir ‘Amrii bin al-‘As R.A. > yang
bernama Muhammad, karena telah mencambuk seorang bangsa Qibti
yang beragama nasrani.>® Ini juga menunjukkan keadilan hukum Islam
terhadap non muslim.

Praktek tidak mengenal kebal hukum ini juga dijalankan oleh
negara Arab Saudi, dengan menghukum g¢isas seorang pangeran
kerajaan Arab Saudi yang bernama al-Amir Turki Ibnu Su’td al-Kabrr,
karena telah membunuh seorang warga biasa yang bernama Salman Ibnu
Abd al-Hakim al-Muhaimidi. Perintah menghukum gisds ini langsung
dari Raja Salman Ibnu Abd al-‘Aziz Alu Su’id, setelah terbukti sebagai
kasus pembunuhan dengan sengaja dan ayah korban tidak mau
menerima diat ratusan juta real Saudi dari keluarga pelaku. Kasus ini
telah diangkat ke pengadilan dan diteliti semenjak empat tahun yang
lalu. Adapun penegakan gisas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1
Muharram 1438 H atau tanggal 18 Oktober 2016 M di kota Riyad.>”
Inilah praktek keadilan hukum pidana Islam yang tidak tumpul ke atas,
namun selalu runcing ke atas dan ke bawah.

Negara Islam di dunia ini jumlahnya banyak, namun terhitung
hanya dua negara yang menjadikan hukum Islam menjadi hukum

bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979), juz 12 hlm..
88. Lihat juga pendapat al-Albani tentang pembolehan syafa’at selain hukuman Audid.
Ibrahim Abu Syada, al-lkhtiyarat al-Fighiyyah [t al-Imam al-Albani. (Cairo: Dar al-Gad al-
Jadid, 2006), hlm. 471.

>Nasab beliau adalah Amri bin al-‘As bin Wail bin Hasyim bin Su’aid bin Sahm
bin ‘Amr bin Hashis bin Ka’ab bin Luayy al-Qurasyi al-Hasyimi, kuniahnya Abu Abdillah
dan Abu Muhammad, ibunya al-Nabigah binti Khuzaimah dari Bani ‘Anazah. Beliau masuk
Islam sebelum penaklukan kota Mekkah pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriyah, ada yang
mengatakan antara Hudaibiyah dan Khaibar. Beliau meninggal di Mesir pada hari ‘Idul Fitri
tahun 42 Hijriyah, ada riwayat tahun 43 dan 51 hijriyah. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, al-Isabah
fi Tamyiz as-Sahabah, (Mesir: Dar al-Kutub, 1853), juz 5, hlm. 2-3, Muhammad Ibnu Sa’ad,
Kitab at-Tabagat al-Kubra, (Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001), juz 5, him. 82

**Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan
Implementasi, (Jakarta: Logos, 2003), him. 126.

> Nur Muhammad, “Qishas al-Amir Turki Ibni Su’ud al-Kabir: Tafasil I'dam al-
Amir Turkt Ibni Su’iid al-Kabir” dikutip dari http://www.thagfny.com/85761/ »uSll-3 gxasp-
S - pa¥)-gabaill/ pada tanggal 30 Oktober 2016 jam 07.39 WIB.
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negara. Para ahli hukum al-wad’i (positif) tidak mau menerapkan
hukum Islam sebagai hukum negara, karena mereka beranggapan hukum
Islam sudah tidak relevan dengan jaman sekarang. Hukum Islam
menurut mereka tidak cocok lagi untuk jaman sekarang yang modern ini
yang sudah berlalu empat belas abad lebih, sehingga tidak bisa
menyelesaikan masalah kriminal yang ada saat ini.

Kaum yang menolak hukum Islam menganalogikan hukum
Islam dengan hukum positif buatan manusia. Seperti diketahui bahwa
hukum positif itu berkembang secara bertahap; di mulai dari masa awal
yang bersifat sederhana dan terbatas tempat tertentu, yang dimulai dari
hukum yang diletakkan di dalam keluarga, kemudian masyarakat dalam
arti sempit, dalam kabilah atau suku tertentu, yang kemudian dijadikan
hukum negara. Kemudian materi hukum itu dikembangkan seiring
berjalannya waktu berpuluh tahun sampai ratusan tahun, sehingga
akhirnya menjadi lengkap seperti pada jaman ini. Maka hukum positif
yang awal pertama kali dibuat tidak relevan jika diterapkan untuk jaman
sekarang, seperti itulah hukum Islam yang sudah lama sekali tidak akan
relevan jika diterapkan pada jaman sekarang.

Anggapan mereka itu tidak berlandaskan ilmu dan bukti, hal itu
disebabkan karena mereka tidak mempelajari syariat Islam dengan baik
dan lengkap atau mempelajari Islam dengan metode yang salah. Analogi
mereka tidak benar, karena menyamakan hukum Islam buatan Allah
yang tetap dan absolut dengan hukum positif buatan manusia yang
senantiasa berubah. Mereka menyamakan hukum Allah yang tinggi dan
sempurna dengan hukum buatan manusia yang rendah dan tidak
sempurna, mereka menganalogikan hukum buatan Allah yang Maha
Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan hukum buatan manusia yang
lemah ilmu dan kurang kebijaksanaan. Tentu ini adalah giyas ma’al
farig atau giyas batil, padahal Allah 4 berfirman:

2o
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Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu untukmu, dan
telah Ku-cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam
sebagai agamamu. (Q.S. al-Maidah: 3).%

Perkembangan hukum Islam berbeda dengan hukum positif
buatan manusia yang diawali dengan masa bayi kemudian berkembang
menjadi masa anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Hukum Islam
sebagai wahyu yang diturunkan Allah # dalam keadaan dewasa dan
lengkap yang sudah mampu digunakan sebagai dasar hukum negara dan
hukum-hukumnya tidak berubah, asas-asasnya dan kaidah-kaidahnya
bersifat orisinil, konstan dan fleksibel serta relevan di setiap jaman dan
tempat. Allah % berfirman:

Gd" P 2 .
bl A=) s Y

Artinya : Tidak ada perubahan bagi janji-janji (kalimat-kalimat) Allah.
(Q.S. Yunus: 64).”

Syariat Islam datang membawa hukum-hukum untuk menata
seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah legislasi
hukum merupakan masalah yang ada batas-batasannya secara jelas
dalam sistem politik Islam. Khalifah (presiden-pent.) tidak berhak
membuat sendiri sanksi-sanksi pidana untuk kejahatan berat seperti
pembunuhan, pencurian, pembegalan, dan pelanggaran kehormatan,
karena syariat telah menetapkan Audiid dan gisas sebagai sanksi-sanksi
untuk tindakan kriminal yang mengancam hilangnya maslahat-maslahat
primer manusia, seperti pemeliharaan harta, jiwa, dan kehormatan.’®

Jika ada seorang yang menyangkal, bukankah tidak semua
hukum atau permasalahan dijelaskan di dalam al-Qur’an atau al-Hadi$?
Bagaimana relevansinya hukum Islam sebagai solusi penyelesaian
permasalahan kejahatan di akhir jaman ini? Maka dijawab, bahwa
syariat Islam secara umum telah sempurna dan lengkap; asas-asasnya,

* Tim Syamil Quran, Al-Qur’'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 107.

"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 216.

*Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, at-Tasyri” wa Sann al-

Qawanin fi ad-Daulah al-Islamiyah: Dirasah Tahliliyyah, Muhammad Shiddiq al-Jawi,
Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara: Suatu Studi Kritis, (Yogyakarta: Media
Pustaka IImu, 1992), him. 59.
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kaidah-kaidahnya, magasid-maqasidnya dan hukum-hukum yang utama
telah dijelaskan semuanya. Meskipun ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-
hadi$ terbatas jumlahnya, seorang ahli hukum Islam bisa beristimbat al-
ahkam min an-nas untuk menghukumi masalah kontemporer
berlandaskan asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah ushul fikih dan
magqasid-magqasidnya. Jadi hasil ijtihad ahli hukum Islam ini tidak keluar
dari magqasid asy-syari’ah yang merupakan ruh syariat Islam.

Hal ini semakna dengan perkataan Sulaiman Abdullah bahwa
sumber hukum Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tidak pernah
kering dan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap
perkembangan hukum, memenuhi tuntutan keadilan dan kemaslahatan
umat sepanjang masa yang berbeda dan tempat yang berlainan budaya.*
Jadi, hukum pidana Islam masih sangat relevan dijalankan di setiap
tempat dan masa.®’

Fleksibilitas hukum pidana Islam ini juga diakui oleh
kebanyakan para ilmuwan barat sebagaimana perkataan Abd ar-Razzaq
al-Sanhiiri di majalah al-Qadha al-‘Iragiyyah, “Bahwa kebayakan ahli
hukum barat mengakui bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan
muatan teori-teori beserta asas-asas hukum yang lebih istimewa dan
komprehensif jika dibandingkan dengan teori-teori ahli hukum barat”.°’

Berkaitan dengan ini, penulis berinisiatif untuk mengadakan
penelitian dengan judul; “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam
Terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia Tentang Pidana Penjara”.
Penulis melakukan kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam,
kontribusinya terhadap hukum pidana penjara yang berlaku di Indonesia
perspektif magqdasid asy-syari’ah dan filsafat hukum pidana Islam.

¥Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him 187.

“Berbeda dengan pandangan kaum orentalis, mereka mencela hukum Islam,
menurut mereka hukum Islam out of date, sejalan dengan Snouck Hurgronje yang
menyatakan bahwa hukum Islam milik masa lampau yang telah lewat dan ia berada dalam
keadaan yang benar-benar pasif laksana kuburan. Muhammad Muslehuddin, Philosophy of
Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System, Yudian
Wahyudi, Asmin, et, Filsafat Hukum Islam, Cet. 11, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,
1997), hlm. 17-18.

"Mahmud al-Syarbini, Taammulat ft asy-Syariati al-Islamiyyah, (Mesir: Haiah al-
Misriyyah al-‘Amabh 11 al-Kitab, 1987), hlm 13-14.
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Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada
kebijakan hukum pidana penjara Indonesia dan wawasan kepada umat
Islam di Indonesia tentang pentingnya transformasi hukum pidana Islam
ke dalam hukum positif.

Sedikit didapatkan tulisan-tulisan terkini yang mengkaji hukum
pidana dengan membawakan literatur furas islami yang merupakan
peninggalan para ulama Islam terdahulu. Kebanyakan konsep pidana
yang dikaji menyodorkan pemikiran para pemikir modern, bahkan tidak
sedikit yang berkiblat kepada teori-teori pidana ilmuwan barat. Para
pemikir Islam seakan-akan lupa akan warisan emas para leluhur ulama
Islam yang sangat perlu digali dan dikaji. Kedalaman ilmu para ulama
Islam di dalam kitab-kitab mereka terutama di bidang pidana Islam
sangat layak untuk dikaji secara komprehensif, kemudian disajikan
kepada publik secara sistematik dengan bahasa yang lugas dan mudah
dipahami.

Para ulama, negarawan muslim, cendekiawan muslim dan umat
Islam Indonesia hendaknya bersama-sama untuk bangkit dan
bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan melakukan penelitian
terhadap hukum-hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam
kemudian diaplikasikan menjadi undang-undang yang mengatur dalam
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, agar terciptanya kehidupan
yang sejahtera, adil dan makmur.

Busthanul Arifin menekankan: “Kalau kita hendak menyodorkan
hukum Islam sebagai alternatif dari sistem hukum lain, maka tidak ada
jalan lain kecuali kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk
menemukan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sehingga fikih yang
dihasilkan akan benar-benar dapat menjadikan hukum hidup dalam

masyarakat”.?

. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah
kajian tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap
sistem hukum pidana Indonesia tentang pidana penjara. Dengan

%Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani

Press, 1996), him. 43.
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demikian, inti permasalahan di dalam penelitian ini berporos pada dua

hal, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara?

2. Bagaimana transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap
pembaharuan pidana penjara di Indonesia?

Dua fokus permasalahan ini memiliki lingkup pembahasan yang
berbeda namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Lingkup
pembahasan masalah pertama adalah kajian terhadap eksistensi hukum
pidana Islam atas hukum pidana penjara. Kajian ini mencakup kajian
hukum pidana Islam secara materi yang diambil dari kitab-kitab furas
fikih tentang hudiid dan jarimah, konsep hukum pidana Islam dengan
perspektif maqasid asy-syari’ah dan filsafat pidana hukum Islam dan
relevansi hukum pidana Islam.

Sedangkan lingkup permasalahan kedua adalah kajian tentang
transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan
pidana penjara di Indonesia. Pembahasan ini meliputi: prinsip keadilan
dalam hukum pidana Islam, paradigma hukuman penjara dan
transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan
hukum pidana secara umum dan pidana penjara secara khusus.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan
dicapai dalam penelitian itu menurut misi ilmiah.®’
1. Tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk menjelaskan eksistensi hukum pidana Islam terhadap
pidana penjara.
b. Untuk menjelaskan transformasi pemikiran hukum pidana Islam
terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
a. Manfaat Secara Teoritis
Menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi
para pembaca pada umumnya tentang eksistensi hukum pidana

%Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002),
hlm. 91.
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D.

Islam dan tranformasinya terhadap pembaharuan hukum penjara
di Indonesia.
b. Manfaat Secara Praktis

1) Memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi para
negarawan dan ahli hukum untuk perumusan rancangan
materi hukum pidana Islam yang direalisasikan ke dalam
RUU KUHP yang kemudian disahkan secara legal sebagai
KUHP yang berlaku di Indonesia.

2) Memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang eksistensi,
efektivitas dan transformasi hukum pidana Islam terhadap
pembaharuan hukum pidana penjara Indonesia.

3) Menambah motivasi masyarakat Indonesia untuk menerima
hukum pidana Islam dan turut mendukung implementasinya
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka penulisan rencana
penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir. Pada bagian
pertama akan disajikan bab 1 yang merupakan bagian asas yang akan
mengantarkan kepada inti dari penelitian ini. Di dalam bab I dari
penelitian ini menyajikan pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah dan pentingnya topik penelitian, fokus dan pertanyaan
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab II menyajikan tentang kajian penelitian
terdahulu dalam bentuk review literatur atau hasil penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk menjelaskan posisi
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini
juga menyajikan kerangka teori sebagai landasan dasar dan acuan bagi
penelitian ini secara teoritis. Hubungan bab I dengan bab II adalah
bahwa bab I itu sebagai acuan dasar yang mengantarkan kepada
penelitian ini, sedangkan bab II sebagai pengembangan dan tindak lanjut
dari pemikiran bab I. Bab II ini sebagai penjajakan dan invansi terhadap
tulisan-tulisan terdahulu yang terkait sebagai dasar pijakan dalam
membangun pemikiran baru secara teoritis yang berbeda dengan tulisan-
tulisan terdahulu.
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Pada bab III memuat tentang metode penelitian yang merupakan
langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan
bahan-bahan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian
ini yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang
ditempuh, bahan data dan analisis data. Hubungan bab III ini dengan
bab-bab sebelumnya adalah bahwa bab I dan bab II telah terbentuk dasar
dan bangunan pemikiran penelitian, sehingga untuk melanjutkan
kegiatan penelitian ini sangat diperlukan metodologi penelitian sebagai
sistem tindakan atau tata kerja secara beraturan yang berguna untuk
membantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

Adapun bab IV dan bab V menyajikan hasil penelitian. Bab IV
berisi kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam atas hukum pidana
penjara. Kajian ini mencakup konsep hukum pidana Islam secara materi
dan dalam perspektif maqasid asy-syari’ah serta filsafat hukum pidana
Islam, dan relevansi hukum pidana Islam yang meliputi konformitas
hukum pidana Islam dalam hukum positif, hukum pidana Islam dan
HAM, efektifitas hukum pidana Islam dan perbandingan tingkat
kejahatan.

Sedangkan pada bab V menyajikan kajian tentang tranformasi
pemikiran hukum pidana Islam terhadap sistem hukum pidana penjara di
Indonesia. Pembahasan ini meliputi kajian tentang prinsip keadilan
dalam hukum pidana Islam, tranformasi pemikiran delik tindak pidana
Islam dan ta’zir, tranformasi pemikiran tentang konsep sanksi,
tranformasi pemikiran tentang pertanggungjawaban hukum pidana
Islam, paradigma hukuman penjara beserta kelebihan dan
kekurangannya dan tranformasi pemikiran hukum pidana Islam tentang
eksistensi pidana penjara di Indonesia

Bab VI sebagai bab terakhir dari penelitian ini meliputi: penutup
yang mencakup tentang kesimpulan, rekomendasi, dan penutup, dan
bagian akhir dari penyusunan disertasi ini, yang meliputi : daftar pustaka
dan lampiran-lampiran. Inti dari bab VI ini adalah kesimpulan dan
rekomendasi. Kesimpulan merupakan inti sari dari hasil penelitian pada
bab IV dan V. Kesimpulan ini adalah hasil penelitian yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan rekomendasi
dari penulis sebagai kontribusi terhadap pembaharuan pembangunan
hukum pidana Indonesia.



BABII

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1.

Rusli Muhammad mengangkat tulisan yang berjudul, “Tinjauan
Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan
Pemidanaan dalam RUU KUHP”." Problem akademik tulisan ini
adalah bahwa RUU KUHP tahun 2004 kurang sempurna dan
menyisakan persoalan yang perlu dibahas demi terwujudnya
pemindanaan yang berbobot dan memberikan efek jera. Kerangka
teori tulisan ini adalah RUU KUHP masih hanya menggunakan teori
relatif yang mengatakan bahwa dasar hukum dari hukuman adalah
pertahanan tata tertib masyarakat yang juga disebut the theory of
social defence, oleh karena itu hukuman pidana yang banyak
tersebut dalam RUU tersebut adalah penjara.

Padahal selain teori itu ada pula teori absolut yang muncul dan
dikembangkan dalam aliran klasik, sedangkan teori relatif
dikembangkan dalam aliran modern. Meskipun begitu, bukan berarti
aliran klasik tidak bermanfaat, karena banyak pula para ahli yang
mendukungnya, selain itu dalam teori ini memperlihatkan suatu
ajaran yang berdasarkan suatu pandangan hidup yang religius. Teori
absolut muncul sebagai reaksi terhadap ancient regime yang banyak
menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum
dan ketidakadilan. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang: azas
legalitas, azas kesalahan dan azas pengimbalan (pembalasan).

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif diskriptif yang
berpijak pada bahan data library dengan memakai pendekatan
normatif dan komparatif analisis kritis. Hasil penelitian ini
menunjukkan kritikan atas RUU KUHP agar juga menggunakan
teori absolut dan teori gabungan, karena tujuan pemindanaan tidak

'Rusli Muhammad, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah

Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP”, Jus Quia Iustum, Jurnal Hukum. No. 2, Vol
13, Mei 2006, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 157.
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hanya sekedar untuk kepentingan pencegahan kejahatan dan
pembinaan si pelaku, melainkan pula bertujuan untuk memberikan
balasan atas perbuatannya sehingga si pelaku merasakan pula
bagaimana akibat dari perbuatannya itu. Dan itu merupakan tindakan
preventif, karena bagaimana mungkin dapat menghentikan
pengulangan kejahatan atau mencegah orang lain berbuat hal yang
sama jika pidana yang diberikan tidak menimbulkan derita bagi si
pelaku? Di sisi lain, penulis menyodorkan pemidanaan alternatif
yaitu pemidanaan cara Islam sebagai pembaharuan hukum pidana di
Indonesia.

2. Jeje Zaenudin mengangkat tulisan di dalam disertasinya yang
berjudul “Metode dan Strategi Penerapan Syari’at Islam di
Indonesia™. Problem akademik dari penelitian ini adalah pertama,
Persoalan permusan konsep tadarruj sebagai pembentukan hukum
Islam, kedua, Persoalan pola dan bentuk implementasi asas tadarruj
dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia, ketiga, Upaya
perumusan konsep aplikatif asas tadarruj dalam legislasi hukum
Islam di Indonesia. Landasan teori tulisan ini adalah bahwa asas
hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, sebab asas
merupakan landasan utama bagi lahirnya peraturan hukum, Asas
hukum merupakan unsur integral di dalam peraturan hukum, namun
keberadaanya tetap memerlukan penelitian yang mendalam.
Legislasi hukum Islam di Indonesia berdasarkan asas tadarruj yang
berlangsung puluhan tahun lamanya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan bahan data
library yang menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis,
politis dan historis. Hasil penelitian ini adalah bahwa asas tadarruj
dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, terutama jika
ditinjau dari empat landasan utama legislasi nasional, yaitu landasan
fisolofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan politis.
Secara filosofis, pembentukan hukum Islam ditujukan untuk
menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui langkah pembangunan di bidang hukum
secara bertahap.

*Jeje Zaenudin, Metode dan Strategi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia,
Disertasi Doktor, (Jakarta: Pembela Islam Media: 2015).
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Secara yuridis, pembangunan hukum Islam merupakan
implementasi dari pasal 29 UUD 1945 yang dilakukan sesuai dengan
pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan melalui
penyusunan program legislasi nasional secara bertahap dan
berkesinambungan menurut skala prioritas kebutuhan adanya sebuah
pengaturan hukum. Secara sosiologis, pembentukan hukum Islam
merupakan jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi di
internal umat Islam yang semakin sadar akan kebutuhan hukum yang
didasarkan pada norma-norma agama mereka sendiri. Secara politis,
pembentukan hukum Islam sejalan dengan dukungan kebijakan
politik pemerintah di bidang hukum sebagai bentuk respon positif
terhadap aspirasi masyarakat.

3. Sirajuddin. M. di dalam disertasinya yang berjudul, “Pemberlakuan
Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi”.’
Problem akademik dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana
proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh Darussalam pasca
reformasi dan faktor-faktor pendorongnya? Kerangka teori
penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan syariat Islam di Provinsi
Aceh merupakan kemajuan implementasi hukum Islam di Indonesia
di bawah payung dasar negara Pancasila dan UUD ‘45. Keberhasilan
implementasi syariat Islam ini tidak lepas dari usaha keras dan
proses atau tahapan tagnin. Proses atau tahapan ini penting untuk
diteliti dan diplubikasikan kepada masyarakat agar menjadi
percontohan yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan
pendekatan sosio-legal-historis. Hasil penelitiannya adalah bahwa
legislasi syariat Islam di NAD berjalan melalui sebuah
proses/tahapan, yang diawali dengan penyusunan kanun-kanun yang
berhubungan dengan materi-materi syariat Islam dari lembaga-
lembaga terkait. Proses legislasi kanun di NAD secara umum
melewati empat tahap yaitu :

a. Proses penyusunan rancangan kanun (rankanun).
b. Proses pengajuan rankanun ke DPRA untuk dibahas.

*Sirajuddin. M., “Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca
Reformasi”, Disertasi Doktor. Y ogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
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c. Proses konsultasi dan pembahasan rankanun antara
DPRA/DPRK dengan MPU atau antara pemerintah provinsi
dengan MPU.

d. Proses legislasi kanun dapat diinisiasi baik oleh lembaga
eksekutif (Dinas syariah) maupun lembaga legislatif Aceh
(DPRA/DPRK).

4. Ocktoberrinsyah di dalam jurnal yang berjudul “Kanun Jindyah

Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik
Agama dalam RUU KUHP Indonesia.”® Problem akademik tulisan
ini adalah bagaimana proses penerapan kanun jinayah syariah di
Brunei Darussalam pada tahun 2013 beserta faktor-faktor pendorong
dan penghambat dan relevansinya dengan delik agama dalam RUU
KUHP Indonesia? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa
pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu agenda
besar yang belum terwujud saat ini. Tim demi tim sudah dibentuk
seminar demi seminar sudah dilakukan, sudah sejumlah draf RUU
Hukum pidana Indonesia dihasilkan, namun hingga saat ini
rancangan tersebut belum juga disepakati dan disahkan.

Perlunya melihat penerapan kanun jinayah syariah di Brunei
Darussalam yang tidak lepas dari dukungan sosial budaya
masyarakat, walaupun muncul kritikan-kritikan tajam, hal itu tidak
menyurutkan langkah Brunei dalam menegakkan syariat Islam.
Fenomena ini layak untuk dikaji tentang subtansi hukum dan budaya
hukum di negara Brunei secara deskriptif sebagai pencerahan bagi
para ahli hukum Indonesia dan pembaharuan bagi hukum pidana
Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif diskriptif dengan
menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan budaya, normatif
dan historis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pembaharuan hukum
pidana nasional ini sangatlah penting, mengingat KUHP saat ini
adalah warisan kolonial Belanda, adalah sesuatu yang wajar jika
nilai-nilai Agama Islam berkontribusi bagi pembaharuan KUHP
Indonesia, karena di samping ia sejalan dengan falsafah Negara

*Ocktoberrinsyah, ~ “Kanun Jinayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan

Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia”, asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum. Vol. 51, No. 1 Juni 2017, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 95.
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Pancasila, nilai-nilai tersebut juga merupakan bagian dari keyakinan
mayoritas penduduk Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana
nasional ini pada hakekatnya berkaitan erat dengan kebijakan
penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Penulis
menyatakan bahwa  kanun jindyah  Brunei  Darussalam
memungkinkan untuk dimasukkan dalam rancangan KUHP yang
baru.

5. Ocktoberrinsyah di dalam disertasi yang berjudul “Hukuman Mati
dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia.”
Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana eksistensi hukuman
mati dalam Islam dan relevansinya dengan hukum pidana di
Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah adanya pro kontra
penegakan hukuman mati atas pelaku kejahatan. Perlu adanya kajian
tentang kajian hukuman mati di dalam Islam berdasarkan hukum
syar’i sebagai penguatan hukum mati yang ada di dalam hukum
pidana Indonesia. Bahwa hukuman mati itu dibutuhkan dalam
pemidanaan kejahatan, terutama kejahatan berat. Hukuman mati jika
dijalankan sesuai dengan aturan akan berdampak positif dalam
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan
menggunakan pendekatan normatif-konsultatif dengan
mengedepankan disiplin keilmuan hukum pidana Islam dan
mengkonsultasikanya dengan paradigma keilmuan hukum pidana
yang terus berkembang. Adapun hasil penelitian ini adalah :

a. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman mati berdasarkan
sejumlah nas al-Qur’an dan al-Hadi$. Dari sisi aksiologisnya,
hukuman mati dianggap mampu meminimalisasi bahkan
menegasikan tindakan balas dendam dari keluarga korban atau
masyarakat, dan juga mampu mencegah orang lain untuk
melakukan tindakan yang sama, mengingat ancamannya yang
sangat berat. Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar
hak-hak asasi manusia, akan tetapi justru sebaliknya hukuman

*Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum
Pidana Indonesia.” Disertasi Doktor, Y ogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.
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mati melindungi hak-hak asasi manusia (individu dan
masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang.

b. Kategori tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman mati
adalah tindak pidana yang mengancam hak-hak asasi manusia
dengan kriteria: perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa
orang lain (pembunuhan, dengan berbagai variasinya:
pembunuhan murni, perampokan, pemberontakan, terorisme, dan
lain-lain).

6. Sultan Syahril di dalam disertasi yang berjudul “Islam dan Negara:
Studi Komparatif Pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la al-
Maududi”.® Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana
pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la al-Maududi tentang
eksistensi syariat Islam atas pengaturan Negara? Kerangka teori
penelitian ini adalah adanya paradigma Islam dan negara yang
memunculkan pro kontra integrasi syariat Islam dalam hukum
negara. Sebagian pemikir berpendapat bahwa Islam dipahami
terpisah dengan negara, Islam mengatur permasalahan spiritual saja
sedangkan negara mengatur permasalahan dunia, tidak ada
percampuran antara agama dan negara. Sebagian pemikir lainnya
berpendapat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara,
karena agama Islam sebagai pedoman hidup umat Islam dalam
urusan agama maupun hubungan antar manusia secara individu
maupun bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk katagori
penelitian tokoh dan pemikiran dengan menggunakan pendekatan
ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hasil penelitian ini adalah
bahwa al-Raziq berpendapat bahwa hukum antara Agama dan
negara tidak mungkin diintegrasikan, keduanya merupakan dua hal
yang berbeda, Agama menurutnya hanya berhubungan dengan
masalah-masalah spritual sementara negara murni berhubungan
dengan persoalan-persoalan duniawi. Berbeda dengan pandangan al-
Maududi bahwa Islam adalah agama yang paripurna, lengkap
dengan petunjuk untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia
termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat

SSultan Syahril, “Studi Komparatif Pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la
al-Maududi, Disertasi Doktor, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008.
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Islam tidak perlu bahkan dilarang meniru sistem kenegaraan yang
berkembang di barat, cukup kembali pada sistem hukum Islam.

7. Lahaji di dalam disertasi yang berjudul “Pelembagaan Hukum Islam
(Studi Tentang Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia
dan Malaysia)”.” Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana
usaha dan proses pelembagaan peradilan di Indonesia dan di
Malaysia dalam bingkai situasi politik masing-masing? Adapun
kerangka teorinya adalah bahwa pelembagaan Islam tidak lepas dari
situasi politik di suatu negara. Sebagai contoh pelembagaan hukum
Islam di Indonesia dan Malaysia yang berjalan puluhan tahun
lamanya yang membutuhkan usaha keras dan dukungan politik
penguasa dan rakyat. Pembahasan ini menarik dikaji sebagai
kontribusi perkembangan implementasi hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berdasarkan
data library dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil
penelitian ini adalah bahwa pelembagaan peradilan Islam bukanlah
perjuangan yang mudah. Buktinya untuk kasus di Indonesia di
butuhkan waktu 44 tahun sejak kemerdekaannya. Sedangkan
Malaysia membutuhkan waktu 31 tahun sejak kemerdekaanya sejak
tahun 1957. Dengan mengurai secara komprehensif perjalanan
panjang pelembagaan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia
menunjukan bahwa dukungan politik pemerintah yang berkuasa
sangat besar pengaruhnya dalam proses pelembagaan hukum Islam.

8. Bakar bin Abdullah Abu Zaid menulis “al-Hudiid wa at-Ta zirat
‘inda Ibni al-Qayyim: Dirasah Mugaranah™.®. Problem akademik
tulisan ini adalah pertama, para hakim sangat membutuhkan tentang
kajian hukum pidana menurut konsep Ibnu al-Qayyim, kedua,
Sesungguhnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hAudiid dan
ta’zir adalah kajian yang sangat dibutuhkan para hakim karena
dengan hukum itu akan terjaga kebutuhan pokok manusia yang
harus dijaga, ketiga, Ibnu al-Qayyim tidak menulis kajian tentang

"Lahaji, “Pelembagaan Hukum Islam (Studi Tentang Peradilan Islam dalam Politik
Hukum di Indonesia dan Malaysia), Disertasi Doktor, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,
2010.

*Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-Hudid wa at-Ta’zirdt ‘inda Ibni al-Qayyim:
Dirdasah Muqaranah, Disertasi Doktor, (Riyad: Dar al-‘Ashimah, 1994).
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hukum pidana secara khusus, akan tetapi kajian ini tersebar di
berbagai macam tulisannya, sehingga sulit bagi praktisi hukum
untuk mengumpulkan konsep hukum pidananya. Oleh karena itu
sangat dibutuhkan penelitian tentang bagaimana konsep hukum
pidana Islam menurut Ibnu al-Qayyim?

Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa para hakim sangat
membutuhkan konsep hukum Pidana Islam sebagai acuan dalam
memutuskan perkara sidang pengadilan. Konsep hukum yang
penting dikaji adalah konsep hukum pidana Islam menurut Ibnu al-
Qayyim yang tersebar di berbagai tulisan-tulisan beliau. Rumusan
konsep hukum pidana Ibnu al-Qayyim dikumpulkan lalu
dibandingkan dengan pendapat para ahli hukum pidana terutama
pendapat imam madzhab yang empat beserta dali-dalil dan sisi
pendalilannya, kemudian dirajihkan salah satu pendapat yang
dianggap paling kuat.

Penelitian ini termasuk kategori studi tokoh dan pemikiran yang
memakai metode kualitatif berdasarkan bahan data library yang
menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi dan
komparatif antar mazhab. Hasil penelitian ini adalah bahwa keadaan
pendapat Ibnu al-Qayyim terbagi menjadi:

a. Sesuai dengan pendapat imam madzhab empat.

b. Menyelisihi pendapat madzhab empat, akan tetapi pendapatnya
didukung dengan riwayat sebagian sahabat atau tabi’in.

c. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, akan tetapi menyelisihi
madzhab Imam Ahmad.

d. Sesuai dengan pendapat sebagian ulama, akan tetapi menyelisihi
jumhur ulama.

e. Pendapat yang belum pasti terhadap masalah yang dianggap
diperselisihkan. Di akhir pembahasan, penulis menyebutkan
pendapat-pendapat Ibnu al-Qayyim yang tidak sesuai dengan
pendapat penulis.

9. Ali Imron di dalam disertasinya yang berjudul “Legal Resposibility,

Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia”.’ Permasalahan yang

diangkat dalam disertasi ini adalah (1) Bagaimana hakekat

°Ali Imron, Legal Resposibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia,
Disertasi Doktor (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
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pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila sebagai cita-
cita pembangunan hukum nasional Indonesia perspektif Islam dan
keterkaitannya dengan perkembangan dinamika masyarakat; (2)
Bagaimana batasan konsepsi taklif dan masuliyyah dalam hukum
Islam relevansinya dengan pertanggungjawaban hukum dalam cita-
cita pembangunan hukum nasional dan peraturan perundangan di
Indonesia; dan (3) Bagaimana problematika implementasi konsepsi
taklif dan masiliyyah dalam legislasi hukum nasional.

Kerangka teori penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban
hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban
hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala
sesuatu akibat dari tindakannya atau sebagai fungsi menerima
pembebanan. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dikenal
dengan istilah taklif dan masaliyyah. Pertanggungjawaban dalam
hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan
beberapa kriteria yaitu ‘aqil, balig, mumayyiz, fahmul mukallaf dan
ikhtiyar. Sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya
disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin
di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan,
kemaslahatan, dan keadilan. Penilaian terhadap kriteria tersebut
menggunakan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (socio legal),
sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi hukum.
Adapun  hasil  penelitian ini adalah bahwa  hakekat
pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila adalah tatanan
pertanggungjawaban yang berorientasi pada nilai-nilai 1) moral
religius (ketuhanan); 2) humanistik (kemanusiaan); 3) nasionalistik
(kebangsaan); 4) demokrasi (kerakyatan); dan 5) sosial yang
berkeadilan. Dalam hal subtansi atau nilai filosofis rumusan norma
pertanggungjawaban hukum terdapat kesamaan antara hukum Islam
dengan nilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional,
yaitu terwujudnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan
hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan batasan usia
atau  dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul
pertanggungjawaban hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip
antara rumusan ‘agqil balig dalam hukum Islam dengan peraturan
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perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan
perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial
masyarakat dewasa ini. Implementasi konsepsi taklif dan masiliyyah
dalam legislasi hukum nasional dengan cara mengintegrasikan asas-
asas hukum dan mengintegrasikan istinbat al-ahkam ke dalam
hukum nasional.

10. Ibnu Hadjar di jurnal yang berjudul “Syariat Islam dan Hukum
Positif ~ di Indonesia”.'” Problem akademik tulisan ini adalah
bagaimana implementasi syariat Islam di dalam hukum positif di
Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah bahwa formalisasi
syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat
rumit, karena berkaitan dengan berbagai aspek historis, ideologis,
politis, yuridis, religius, sosiologis, dan cultural, baik di lingkup
nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut dalam
realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, proses
formalisasi syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia memerlukan
waktu sangat panjang, melintasi beberapa periode dan generasi serta
memunculkan problematika yang amat krusial. Dari segi historis,
umat Islam telah memperlihatkan keuletan dalam memperjuangkan
pelaksanaan syariat Islam walaupun pihak kolonial Belanda selalu
berusaha menjauhkan umat Islam dengan agamanya. Memasuki
masa kemerdekaan terlihat betapa sengitnya perdebatan dan
perselisihan para founding father dalam menentukan dasar Negara
Indonesia, antara umat Islam nasionalis dan umat Islam sekuler yang
mendapat dukungan dari masyarakat non muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis,
religius dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah
kualitatif dan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa
dengan mencermati dan memperhatikan aspek historis, ideologis,
politis, yuridis, religius, sosiologis, dan cultural, maka kajian teoritis
dan empiris terhadap formalisasi syariat Islam dalam tata hukum
Indonesia ini perlu dirckomendasikan kepada masyarakat Indonesia,

"Ibnu Hadjar, “Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, A/-Mawarid,
Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hIm.
1.
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khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syariat Islam harus tetap
ditempuh, diantaranya secara politis-yuridis sebagai wujud tuntutan
akidah. Namun demikian, cara yang ditempuh tidak perlu lagi secara
politis-ideologis di tingkat konstitusi, melainkan cukup dengan
memproses legislasi syariat Islam setingkat peraturan dan
perundang-undangan, seperti yang saat ini telah berlaku, hanya
cakupan wilayah hukumnya perlu diperluas lagi, selain di bidang
‘ubiidiyah dan muamalah juga ke bidang ekonomi dan jinayah yang
justru lebih strategis dalam memberdayakan ekonomi umat serta
menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat
dan bangsa Indonesia.

11. Yusdani di jurnal al-Mawarid menulis jurnal yang berjudul
“Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”."’
Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana polemik formalisasi
syariat Islam terhadap HAM di Indonesia? Kerangka teori penelitian
ini adalah pro kontra formalisasi syariat Islam berujung perdebatan
yang panjang. Namun semangat penegakkan syariat Islam di
Indonesia tidak pernah padam. Wacana tentang formalisasi syariat
Islam dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan topik
kontekstual bagi dunia politik Indonesia. Tiga aspek hak asasi
manusia yang paling banyak berkaitan dengan penerapan dan
formalisasi syariat Islam adalah pembatasan terhadap kebebasan
beragama, diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi
terhadap non muslim.

Pendekatan yang digunakan adalah historis dan sosiologi,
sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi
pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa tuntutan formalisasi
syariat Islam di berbagai negeri muslim termasuk di Indonesia
belum ada konsep yang jelas dan tidak didasarkan pada analisis yang
serius terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat
muslim kontemporer. Ketiadaan konsepsi yang jelas di balik
tuntutan formalisasi syariat Islam dapat berimplikasi yang amat

"Yusdani, “Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, A/-
Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol . XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, hlm. 191.
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13.

serius dengan munculnya konflik internal di kalangan umat Islam
dan eksternal.

Pudjo Suharso di jurnal yang berjudul “Pro Kontra Implementasi
Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”.'? Problem akademik
tulisan ini adalah bagaimana respon masyarakat tentang
implementasi Perda Syariah? Kerangka teoritik tulisan ini adalah
mengungkap respon masyarakat terhadap hadirnya perda-perda
syariah sebagai produk hukum negara, karena umumnya kebijakan
hukum pemerintahan dimonopoli oleh elit politik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi,
sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi. Adapun
hasil penelitian ini adalah bahwa peta respons elemen masyarakat
terhadap hadirnya Perda Syariah sebagai produk hukum negara akan
memberikan implikasi pada tatanan kehidupan sehari-hari (form of
everyday life). Bagi elemen masyarakat yang mempunyai kesadaran
kolektif sejalan dengan kepatuhan akan hadirnya hukum Negara,
termasuk Perda bernuansa syariat Islam, akan menjadikan hal itu
sebagai norma dan nilai bersama bagi tatanan kehidupan. Namun
apabila reproduksi norma atau nilai bersama ini dibangun atas
landasan kesadaran palsu (false conciousness) maka yang
berkembang nantinya juga adalah kepura-puraan dan dalam ranah
religiusitas akan muncul apa yang dikatakan Herfner sebagai
kesalehan formal, bukan kesalehan substansial, suatu kepatuhan
palsu sekedar untuk menghindari jeratan sangsi negara. Yang
diperlukan adalah ruang negosiasi di antara dua kutub yang akan
selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila ruang negosiasi
antara masyarakat yang menganut folk law dengan masyarakat yang
setuju state law tidak terakomodasi, maka hampir dipastikan bahwa
konflik akan selalu membayangi tatanan kehidupan masyarakat.

Elfa Murdiana di dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban
Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap

"Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen

Masyarakat)”, Al-Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Edisi XVI Tahun 2006, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, him. 229.
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Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”."’ Problem akademik
tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam
perspektif Hukum Islam dan eksistensinya dalam rancangan hukum
pidana nasional Indonesia sebagai wujud pembaharuan KUHP?
Kerangka teoritik tulisan ini adalah bahwa substansi KUHP
Indonesia banyak tertinggal oleh kemajuan dan kecanggihan modus
kejahatan. Telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan KUHP sejak
tahun 1963. Tindak pidana tidak lepas dengan pertanggungjawaban
pidananya yang include pada kesalahan pelaku kejahatan. Kajian
tentang konsep pertanggungjawaban pidana Islam akan sangat
bermanfaat guna pembaharuan hukum Pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis,
filosofis, yuridis, sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah
kualitatif dan sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa
pembenahan dan penataan hukum nasional membawa implikasi
terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia di mana dalam
perkembangannya pembaharuan tersebut juga berpengaruh terhadap
pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana yang telah
mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai
amanat dari TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 adanya
perbuatan konkrit sebagai wujud adanya niat dan kesadaran yang
dimiliki pelaku akan akibat dari perbuatan yang diketahui pelaku
merupakan syarat yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana
dalam perspektif hukum Islam pada implikasinya konsep KUHP
mendatang menganut prinsip yang sama dan relevan.

14. Sularno, M. di jurnal yang berjudul “Membumikan Hukum Pidana
Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)”.'* Problem akademik
tulisan ini adalah bagaimana upaya membumikan hukum pidana
Islam di Indonesia beserta faktor pendorong dan penghambatnya?

PElfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan
Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Al-Mawarid, Jurnal
Hukum Islam. Edisi XII No.1 Feb-Agustus 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
hlm. 1.

“Sularno, M., “Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan
Kendala)”, Al-Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII, No 1 Februari-Agustus 2012,
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 19.
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Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa eksistensi Hukum Pidana
Islam (jinayah) diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif
bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk
Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-
Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan
mendalam oleh masyarakat Indonesia kecuali sedikit orang,
sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah
bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Landasan
tegak berdirinya fasyri’ Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2)
Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena
keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di
hadapan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan
sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan
sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum pidana Islam
(jinayah) merupakan aturan yang bersifat /lahiyah dan terbuka bagi
upaya pembinaan/ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan
dengan kepentingan kemanusiaan. Hukum ini idealnya dapat
membumi di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti
Indonesia, namun dalam realitanya hal itu belum terjadi, sehingga
perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga
legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi Massa Islam, dan lain-lain
untuk mewujudkannya.

Terdapat berbagai pilihan untuk membumikan Hukum Pidana
Islam di Indonesia, antara lain: merubah konstitusi, mengubah
sistem hukum Nasional menjadi Hukum Islam, Islamisasi Hukum
Nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, memasukkan
unsur/konsep hukum Islam bidang jinayah dalam Hukum Nasional,
dan optimalisasi Peraturan Daerah yang bernuansa syariah.
Sedangkan kendalanya antara lain: adanya resistensi terhadap sanksi
hukum pidana Islam, masih kuatnya pengaruh hukum pidana
warisan Belanda, kendala kultural, kendala struktural, kendala
yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan
kendala konsolidasi.
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15. Khamami Zada di jurnal yang berjudul “Politik Pemberlakuan
Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014)”."" Problem
akademik tulisan ini adalah bagaimana proses pemberlakuan syariat
Islam di Aceh dan Kelantan dalam situasi konflik elit politik masing-
masing? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa hukum-hukum
agama (syariat Islam) yang hendak diberlakukan dalam sistem
hukum negara sesungguhnya memiliki hubungan dengan politik.
Oleh karena itulah, hukum selalu berkorelasi dengan politik karena
hukum adalah produk politik dan hasil pertarungan aspirasi politik.

Oleh karena itu, individu atau kelompok-kelompok yang ingin
memasukkan nilai-nilai tertentu (termasuk agama) ke dalam suatu
produk hukum harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak
legislatif. Inilah argumen logis bahwa hukum merupakan produk
politik. Jika demikian halnya, maka hukum rentan dijadikan sebagai
sarana bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan pasca merdeka
telah lama diperjuangkan yang melahirkan konflik antara Pemerintah
Pusat dan daerah. Di Aceh, konflik antara Pemerintahan Pusat
dengan Daerah berlangsung dalam dimensi politik dan religius
(syariat).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan
sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif diskriptif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan syariat Islam di
Aceh dan Kelantan memiliki relasi dengan politik kekuasaan. Ada
perbedaan yang signifikan tentang politik pemberlakuan syariat
Islam di Aceh dan Kelantan. Di Aceh, pemerintah pusat (Indonesia)
memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah
sebagai bagian dari strategi untuk menyelesaikan konflik. Konflik
vertikal yang terjadi antara Pusat dengan rakyat Aceh di antaranya
diselesaikan dengan memberikan otonomi khusus dalam
pelaksanaan syariat Islam. Bukan hanya hukum keluarga dan

“Khamami Zada, “Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan
(1993-2014)”, Al-Thkam. Vol.10 No.l Juni 2015, Pamekasan: APHI (Islamic Law
Researcher Association) & STAIN Pamekasan, him. 41.
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ekonomi yang diberikan kewenangan untuk dilaksanakan di Aceh,
tetapi juga kewenangan melaksanakan hukum jinayah .

Sebaliknya, Pemerintahan Federal Malaysia tidak memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Kelantan dan rakyat Kelantan untuk
melaksanakan syariat Islam, termasuk hukum jindyah. Pemerintahan
Federal Malaysia justru menolak pemberlakuan hukum jinayah di
Kelantan. Penolakan ini merupakan jalan politik yang ditempuh
Pemerintahan Federal yang dipimpin UMNO untuk mendapatkan
simpati politik secara luas dari rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa
pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dan Kelantan merupakan
produk politik yang saling berkontestasi di antara elit-elit politik.
Abdul Jalil di dalam jurnal yang berjudul “Magasid asy-Syari’ah al-
Syatibr (Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi
Hukum Islam)”'® Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana
konsep magqasid asy-syari’ah al-Syatibi  sebagai metodologi
penggalian hukum Islam? Kerangka teori tulisan ini adalah sketsa
magqasid asy-syari’ah pada prinsipnya berpijak pada penalaran
terhadap teks. Sebelum al-Syatibi, metode penalaran teks masih
didominasi oleh dua teori kekhususan sebab, yaitu al-ibrah bi umiim
al-lafz la bi khusiis as-sabab. Teori ini menghendaki bila sebuah
teks memakai redaksi yang bersifat umum, maka teks tersebut harus
diaplikasikan berdasarkan kepada semua cakupannya tanpa
memperhatikan sebab-sebab khusus yang menjadi background-nya.
Bertolak belakang dengan teori di atas yang memperhatikan latar
belakang (realitas kehidupan) yang menjadi momen utama lahirnya
teks tersebut dengan menafikan cakupan umum teks tersebut (al-
ibrah bi khusiis as-sabab la bi umum al-lafz). Al-Syatibi
menawarkan teori magqasid asy-syari’ah dengan memadukan kedua
teori tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan pemikiran yang
menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi dan
sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif diskriptif.
Hasil penelitian adalah bahwa al-Syatibi membagi maslahat pada

"®Abdul Jalil, “Maqasid asy-Syari’ah al-Syatibi, Sebuah Upaya untuk Menyingkap

Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam”, Al-Thkam. Vol .VI No .1 Juni 2011, Pamekasan:
APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan, hlm. 25.
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tiga tingkatan: Pertama, daririyyat (kepentingan primer). Tingkatan
pertama ini pengaruhnya sangat nampak manakala kebutuhan ini
tidak bisa terealisasi. Akibat yang bakal ditimbulkan mengarah pada
tatanan sosial yang akan tercabikcabik kesejahteraannya. Al-Syatibi
juga membagi lagi darariyyat ini pada lima pokok kepentingan,
yaitu: (1) Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada
paksaan untuk pindah agama; (2) Keselamatan fisik dari tindakan
badani; (3) Kebebasan berfikir dan berekspresi dari intimidasi; (4)
Keselamatan keluarga dan sanak keturunan; (5) Keselamatan harta
benda. Kedua, hdajiyyat, sebagai aspek kedua merupakan bentuk
kepentingan yang sifatnya sekunder, yang dimaksudkan untuk
menghilangkan kesukaran dan kesulitan serta memberikan
keleluasaaan dalam kehidupan manusia. Ketiga, tahsiniyyat, berupa
kepentingan tersier yang melengkapi kepentingan lainnya. Ketiga
aspek ini membentuk suatu struktur yang satu dengan yang lainnya
memiliki keterkaitan yang sama-sama menunjang mekanismenya.

17. Asmuni Mth, Muntoha dan Ahmad Arif Syarif di dalam jurnal yang
berjudul, “Dinamika Hukum Islam di Indonesia, Studi Atas Fatwa
Wahdah Islamiyah™'” Problem akademik tulisan ini adalah Pertama,
persoalan dan produk hukum Islam apa yang dihasilkan oleh
Wahdah Islamiyah sejak awal berdirinya sampai sekarang; Kedua,
bagaimana metodologi hukum Islam yang dikembangkan Wahdah
Islamiyah? Ketiga, bagaimana karakteristik dan dinamika pemikiran
hukum Islam yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah untuk
merespon problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di
Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah dinamika pemikiran
hukum Islam ormas Wahdah Islamiyah dalam perjalanannya
memformulasikan beberapa fatwa dengan berinteraksi dengan
realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, lokalitas, nasional dan
global, hal ini tidak lain untuk menegakkan kesejahteraan manusia
tanpa mengesampingkan nas. Interaksi dengan realitas sosial

' Asmuni Mth, Muntoha, dkk., “Dinamika Hukum Islam di Indonesia, Studi Atas
Fatwa Wahdah Islamiyah”, 4/-Thkam. Vol . X No .1 Juni 2015, Pamekasan: APHI (Islamic
Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan, hlm. 128.
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tersebut membentuk pemikiran Wahdah Islamiyah mengarah atau
cenderung kepada sifat moderat dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis,
sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif yang
menggunakan dua analisis, Pertama analisis domain yaitu analisis
atau potret yang bersifat umum dan analisis taksonomi, yaitu analisis
pada karakteristik dan metodologi hukum Islam. Adapun hasil
penelitian ini adalah bahwa kelahiran Wahdah Islamiyah bukanlah
karena pengaruh ideologi Timur Tengah, akan tetapi Wahdah
Islamiyah lahir dari pergulatan ideologi politik bangsa: politik asas
tunggal rezim Orde Baru. Selain masalah politik, juga dipicu oleh
meluasnya penyimpangan akidah atau tauhid di kalangan umat dan
persoalan—persoalan lainnya.

Fatwa-fatwa Wahdah Islamiyah dapat diklasifikasikan menjadi:
(1) Fatwa yang merujuk kepada pendapat-pendapat para as-salaf as-
salih; (2) Fatwa-fatwa yang bersumber langsung dari pertimbangan
magqasid asy-syari’ah berupa kemaslahatan umum;
mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk kepentingan umum
demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha di Jurnal menulis tentang
“Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia “.'® Problem
akademik tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan mati
dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?
Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara
yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat
menghargai hukum Islam, yang pada akhirnya hukum Islam
memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan
hukum di Indonesia. Sehingga dalam memberikan pertimbangan
konstitusional hukum Islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi
di mata hukum Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum
Islam menjadi referensi utama sebagai pertimbangan keputusan
hukumnya. Hukuman mati adalah hukuman yang menuai proposisi
dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam.

Indonesia

"R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di
“, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016,

Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, him. 1.
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Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain
dianggap sebagai penegakan HAM.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
perbandingan (comparative approach), sedangkan analisisnya
adalah kualitatif, normatif dan doktrinal. Hasil penelitian ini adalah
bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang dasar, hukuman
mati di Indonesia adalah Konstitusional. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih
tetap bisanya hukuman mati di Indonesia diterapkan. Ada tiga
kelompok aturan, yakni pidana mati dalam KUHP, pidana mati di
luar KUHP, dan pidana mati dalam Rancangan KUHP. Menurut
hukum Islam, khususnya fiqih mazahib al-arba’ah bahwa hukuman
mati bisa diterapkan kepada beberapa tindak pidana atau jinayah,
baik berupa hudud, qisas, diat atau ta ’zir. Antara lain kepada pelaku:
murtad, pemberontak, zina, gazf (tuduhan zina), mencuri (korupsi),
merampok (korupsi), dan pembunuhan. Sedangkan LBM dan MUI
juga telah mengeluarkan fatwa bahwa hukuman mati boleh
diterapkan.

19. Syamsul Fatoni di dalam jurnal dengan judul “Pembaruan Hukum
Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan
Pendekatan Religius”.'”  Problem akademik tulisan ini yaitu,
bagaimana membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia yang
bersumberkan Pancasila khususnya sila I, dan pembaruan Hukum
Pidana melalui Politik Hukum Nasional yang mengedepankan nilai-
nilai religius? Adapun kerangka teorinya adalah bahwa
pembangunan sistem hukum nasional (hukum pidana) harus berakar
dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila
sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeits). Hukum yang
tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan

“Syamsul Fatoni, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius”, Ahkam, Jurnal Hukum Islam. Volume III,
No. 1, Juli 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, him. 41.
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nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu
melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan
mainstream masyarakatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, normatif dan
historis, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik
kualitatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam
pembangunan Sistem Hukum Nasional membutuhkan/menuntut
adanya, (1) Pendekatan nilai yaitu Pendekatan moral religius
(Ketuhanan); Pendekatan humanistik (Kemanusiaan); Pendekatan
keadilan social, (2) Pendekatan nasionalistik; (3) Pendekatan
demokratik/hikmah kebijaksanaan, artinya pendekatan moral-
religius (ke-Tuhanan) juga menjadi bagian dari upaya Pembangunan
sistem Hukum Nasional yang harus menjadi dalam Bangkumnas.

Politik hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana
terasa mendesak untuk dilakukan karena berbagai alasan, yaitu:
bahwa KUHP yang berlaku sekarang secara politik merupakan
peninggalan kolonial, secara sosiologis materinya tidak mengacu
kepada nilai-nilai bangsa bahkan secara praktis sulit dimengerti oleh
masyarakat. Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang
mengedepankan nilai-nilai religius melalui kebijakan hukum pidana
atau penal policy adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum
pidana (kriminalisasi) yang sesuai dengan norma hukum yang
bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum agama serta
hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan
lahir dan batin.

Masruhan di jurnal yang berjudul “Positivisasi Hukum Islam di
Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”.*
Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana pasang surut
positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa orde lama sampai
masa sekarang? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa penentuan
politik hukum Indonesia bersumber pada Pembukaan UUD 1945
yang memuat cita negara, cita hukum dan dasar politik hukum
negara. Di tengah perdebatan mengenai penggantian hukum

**Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga

Masa Orde Baru”, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 1,
No.02, Desember 2011, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, him. 111.
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kolonial, muncullah berbagai tuntutan dan perdebatan tentang
hukum yang seharusnya mewarnai pembentukan hukum nasional
Indonesia modern.

Sebagian kalangan ingin mempertahankan hukum barat dengan
memperbaharuinya  sejalan  dengan  perkembangan  dalam
masyarakat. Kelompok pelopor hukum adat juga menghendaki
pemberlakuan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia.
Sementara kelompok lain mengusulkan agar syariat Islam
diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia sebagai salah satu
elemen pendukung pembangunan hukum nasional Indonesia, peran
hukum Islam dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-
undangan yang memuat nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis,
sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan positivisasi hukum
Islam di Indonesia pada masa penjajahan hingga orde baru
mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum
yang diterapkan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam
diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori receptio in
complexu namun kemudian ditentang dengan teori receptie. Pada
masa Jepang keadaan tidak banyak berubah karena singkatnya
Jepang menguasai Indonesia. Pada masa Orde Lama hukum Islam
belum menandakan perbaikan bahkan berada pada kondisi yang
suram.

Pada masa Orde Baru pemerintah juga memperketat
pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam, namun
kondisinya mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menjadi akhir dari teori
resepsi. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum
nasional memiliki dua bentuk. Pertama, hukum Islam tidak bisa
diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas
bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu
sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum
Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi umat Islam
melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang muamalah
atau hukum privat.
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21. Moh. Makmun di jurnal menulis “Perbandingan Hukum Antara
Hukum Barat dan Hukum Islam”.*' Problem akademik tulisan ini
adalah bagaimana perbandingan hukum antara hukum barat dan
hukum Islam dan sisi kelebihan dan kekurangannya? Kerangka teori
tulisan ini adalah bahwa manusia sebagai mahluk sosial, dalam
berhubungan satu sama lain, pasti mengalami konflik atau
permasalahan yang membutuhkan aturan dan hukum. Para ahli
hukum mencoba untuk memformulasikan suatu peraturan yang
nantinya harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya, kemudian
berkembang terus menerus dan akhirnya menjadi sebuah ilmu yang
terkenal dengan nama ilmu hukum. Ilmu hukum ada yang
merupakan buatan manusia yaitu hukum umum dan ada yang
merupakan wahyu dari Allah 4 yang disebut hukum Islam. Akan
tetapi antara hukum umum dan hukum Islam mempunyai beberapa
perbedaan yang mendasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, normatif
dan historis, yang dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif
diskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum Barat apabila
dibandingkan dengan hukum Islam, hanya sebuah norma yang
didapat melalui konsensus masyarakat, hanya bernuansa duniawi
semata dan tidak mempunyai sebuah pertanggungjawaban
selanjutnya di hadapan Sang Pencipta. Sedangkan dalam hukum
Islam, dia merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran
Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Allah #. Selain itu, hukum barat tidak mengenal unsur religi. Maka
yang perlu dilakukan adalah dengan jalan mengambil aturan atau
hukum barat yang sesuai dengan hukum Islam, yang kemudian nilai-
nilai Islami dimasukkan demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di
akhirat serta akan menemukan ketenangan jasmani dan rohani
dengan mengetahui dan menjalankan ritual-ritual keagamaan.

“"Moh. Makmun, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”,
Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember
2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm. 180.
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22. Achmad Kemal Riza di jurnal menulis “Dinamika Pemikiran Hukum
Islam di Malaysia”.”> Problem akademik tulisan ini adalah
bagaimana dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia dalam
kancah politik pemerintah dan partai oposisi? Kerangka teori tulisan
ini adalah bahwa dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia
adalah kontestasi konservatisme, moderatism dan liberalisme. Ketika
partai oposisi PAS mempromosikan konservatisme dan menuduh
pemerintah menjadi tidak-Islam, UMNO partai yang berkuasa
merespon dengan meluncurkan seri kampanye Islam. Di sisi lain,
pemikiran liberal Islam dalam bidang hukum keluarga Islam
didorong oleh kesetaraan gender yang diwakili oleh Sisters in Islam
(SIS), yang aktif terlibat dalam diskusi dan mencoba yang terbaik
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pada keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologi dan
historis, yang dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan
sosiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa sebagai sebuah negara
yang ingin menonjolkan identitas keislamannya, pemerintah
Malaysia yang direpresentasikan oleh UMNO menginginkan
pemahaman Islam yang modern dan moderat. Dalam
mewujudkannya, pemerintah mengundangkan hukum perkawinan
Islam yang tergolong modern, mengembangkan Bank Islam,
menjadi tuan rumah bagi Universitas Islam Internasional dan
sebagainya. Di lain pihak, pihak oposisi yang dimotori PAS sejak
awal mengampanyekan penerapan ajaran Islam secara konservatif.

Mereka menganggap upaya pemerintah dalam memperjuangkan
Islam belum maksimal atau menganggap upaya tersebut hanya /ip
service. Posisi JAKIM sebagai lembaga pengkajian Islam
pemerintah telah berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan
pemerintah federal di bidang Islam. Selain itu, sebagai sebuah
negara federal dimana kewenangan di bidang keagamaan (baca:
Islam) berada di tangan pemerintahan negara-negara bagian,
keinginan pemerintah federal untuk melakukan gerakan modernisasi

2Achmad Kemal Riza, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia”, Al-
Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013,
Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, him. 124.
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23.

penerapan ajaran Islam juga terbentur sekat-sekat federalisme kerap
dipengaruhi oleh pemahaman yang konservatif. Dapat disimpulkan
bahwa konservatisme Islam, termasuk di bidang hukum perkawinan
Islam, cenderung semakin menguat di Malaysia.

Abd. Wahed di dalam jurnal Menulis “Aktualisasi Hukum Islam
Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer”.” Problem akademik
tulisan ini adalah bagaimana aktualisasi hukum Islam dan
eksistensinya terhadap masalah-masalah kontemporer? Kerangka
teorinya adalah bahwa keluwesan dan kedinamisan hukum Islam
harus diimbangi kreatifitas yang tinggi para pemikir kaum muslimin
supaya aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini berjalan
semestinya, sehingga hukum Islam mampu menjadi pioner dalam
mengarahkan kehidupan umat manusia khususnya kaum muslimin
menuju keridaan Allah 4.

Aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam tersebut mutlak harus
dilaksanakan walaupun tidak dengan cara formalisasi ajaran Islam,
walaupun berupa aktualisasi ajaran Islam secara substantive. Tidak
semua nilai-nilai luhur agama Islam yang harus diaktualkan oleh
kaum muslimin, melainkan hanya sisi agama yang mengatur
perilaku atau tatalaksana hidup, baik intern sesama kaum muslimin
dan ataupun tata laksana hidup antara kaum muslimin dan non
muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi,
sedangkan analisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif dan
sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa aktualisasi
hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer adalah
rangkaian kegiatan untuk mengekstrak unsur-unsur masalah
kontemporer tersebut kemudian dicarikan solusi supaya sesuai
dengan ideal moral syariah melalui metode-metode penetapan
hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam mazhab fikih klasik.
Terdapat dua bentuk usaha untuk aktualisasi hukum Islam di dalam
NKRI, pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum voluntir
yaitu pelaksanaan hukum Islam oleh individu dan masyarakat dalam

“Abd. Wahed, “Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah

Kontemporer”, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02,
Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, him. 148.
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rangka civil society yang relatif independen daripada pelaksanaan
hukum Islam oleh negara. Kedua, formalisasi syariat Islam menjadi
hukum positif, sebagai jalan pintas. Kedua pola usaha ini yang
sebenarnya sudah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam
Jakarta. Jadi, walaupun terdapat dualisme pelaksanaan hukum di
Indonesia, aktualisasi hukum Islam tetap bisa diupayakan dan
dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral cendikiawan
kaum muslimin.

24. Rahmatunnair di dalam jurnal yang menulis ‘“Paradigma Formalisasi
Hukum Islam di Indonesia”.** Problem akademik tulisan ini adalah
bagaimana paradigma formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam
konteks keindonesiaan? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa
formalisasi hukum Islam di Indonesia pada prinsipnya merupakan
upaya transformasi nilai-nilai subtanstif hukum Islam dalam sistem
hukum Nasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga
formalisasi hukum Islam mesti mengacu pada hukum negara.
Formalisasi hukum Islam tidak cukup jika hanya dipahami secara
tunggal. Realitas keragaman (pluralitas) dan realitas sosial politik
harus diajak berdialog sebagai variabel yang selalu hadir dalam
kehidupan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, normatif dan
sosiologi, sedangkan analisisnya dengan menggunakan teknik
kualitatif dan sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah
bahwa paradigma formalisasi hukum Islam, dapat dilihat dalam teori
yang dikemukakan oleh sosiolog tentang hubungan Islam dengan
negara, secara garis besarnya dibedakan menjadi tiga paradigma.
Pertama, paradigma integralistik (unified paradigm). Dalam
paradigma ini, antara agama dan negara menyatu, sehingga domain
agama termasuk negara. Kedua, paradigma simbiotik (symbiotic
paradigm). Dalam paradigma ini antara agama dan negara
mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling
memerlukan. Ketiga, paradigma sekularistik (secularistic paradigm).

*Rahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”, Ahkam,
Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam
Negeri, hlm. 99.
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Paradigma ini menganut disparitas pemisahan antara agama dan
negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara
diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada
hukum Islam.

Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan
Indonesia, cukup dilakukan secara transformatif dengan penekanan
bahwa hakikat hukum Islam terletak pada substansinya, bukan pada
bentuk legal formal simbolik. Oleh karena itu, formalisasi hukum
Islam dalam bentuk legal formal simbolik, apalagi mendirikan
negara Islam Indonesia, hanya membangkitkan sikap traumatik
bangsa Indonesia dan akan mengalami distorsi. Itu artinya bahwa
formalisasi hukum Islam dengan paradigma transformatif lebih
menjanjikan dan lebih prospektif dibanding dengan formalisasi
hukum Islam dengan paradigma legal formal simbolik sebagaimana
yang ditampilkan sebagian kecil kelompok muslim Indonesia.

25. Faisal di jurnal menulis “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum
Pidana Islam di Indonesia”.>> Problem akademik tulisan ini adalah
bagaimana wacana positif konsep hukum pidana Islam ke dalam
formalisasi perundang-undangan Negara dalam rangka memperkaya
sekaligus merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap
komitmen dalam berbangsa dan bernegara? Kerangka teori tulisan
ini adalah bahwa hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang
baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga
berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Sebelum Indonesia
merdeka, syariat Islam sudah ada dan sudah populer. Hukum Islam
secara menyeluruh pernah berkembang di wilayah Indonesia, yaitu
ketika Indonesia masih terdiri atas pelbagai kerajaan, seperti Banten,
Demak, Mataram, dan Samudera Pasai. Formalisasi syariat Islam
dalam beberapa perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat
dirasa rumit, karena berkaitan dengan pelbagai aspek historis,
ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural, baik
dilingkup nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut

PFaisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”,
Ahkam, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.l1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama
Islam Negeri, hlm 37.



53

dalam realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling
memengaruhi satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, normatif dan
politik hukum, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik
kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa melalui formalisasi dan
legislasi, hukum Islam telah bergeser dari otoritas hukum agama
(devin law) menjadi otoritas hukum negara (state law). Legislasi
hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan
Negara memiliki kontribusi positif dalam rangka memperkaya
sekaligus merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap
komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum
pidana Islam sejatinya sangat mendukung reformasi dalam bidang
hukum pidana Nasional, dan juga sebaliknya. Syariat Islam sebagai
hukum yang berasal dari wahyu Ilahi, sudah barang tentu akan
memberikan jiwa dan ruh kepada hukum pidana Nasional yang
dihormati dan dipatuhi oleh bangsa Indonesia yang nota bene
mayoritas beragama Islam, juga bangsa Indonesia yang beragama
selain Islam. Dalam konteks ini, sudah barang tentu formalisasi
hukum pidana Islam di Indonesia ke dalam hukum pidana Nasional
menjadi suatu kebutuhan dan tentu tidak akan melangggar dan
menabrak aturan-aturan yang sudah ada.

Karya-karya yang telah dipaparkan di atas pembahasannya
berkisar tentang hukum pidana positif dan pidana Islam yang berbeda-
beda dalam sudut pandang; ada yang berkonsentrasi konsep hukum
pidana Islam Ibnu al-Qayyim seperti penelitian yang diangkat oleh
Bakar Abu Zaid, ada yang membandingkan dengan hukum Islam dengan
hukum barat seperti tulisan yang disajikan oleh Moh. Makmun, ada yang
membahas magqdasid asy-syari’ah al-Syatib1 seperti tulisan Abdul Jalil,
ada pula yang berkonsentrasi tentang dinamika implementasi hukum
Pidana Islam, seperti tulisan Rahmatunnair, Faisal, Syamsul Fatoni,
Abd. Wahed, Masruhan, Khamami Zada, Sularno, Yusdani, Ibnu Hadjar,
Pudjo Suharso, Elfa Murdiana, Asmuni Mth, R. Ahmad Muhamad
Mustain Nasoha, Achmad Kemal Riza, sedangkan Ali Imron
menyajikan tentang legal resposibility, membumikan asas hukum Islam
di Indonesia yang mengupas tentang pertanggungjawaban dalam hukum
Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban.
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Kajian pustaka di atas secara umum ingin memberikan
kontribusi tentang pentingnya hukum Islam secara umum dan hukum
pidana Islam secara khusus dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan
dan manfaat-manfaatnya secara teoritik dan praktik. Menurut hemat
penulis jarang ada tulisan yang membahas tentang studi kritis hukum
pidana Indonesia secara khusus hukuman penjara, karena sebenarnya
inti dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam itu
ingin menawarkan hukum pidana Islam ke publik, namun disayangkan
tulisan-tulisan tersebut masih bersifat global dan tidak secara fokus
melakukan studi kritis dalam rangka pembaharuan hukum pidana
positif.

Rusli Muhammad menulis di sebuah jurnal yang berjudul
“Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan
Pemidanaan dalam RUU KUHP”. Penulis melakukan studi kritik
terhadap RUU KUHP dari tinjauan penggunaan teori hukum pidana,
teori yang dikitisi penulis adalah teori hukum relatif dan menawarkan
teori lain yaitu teori absolut dan gabungan, kemudian di akhir tulisan
penulis memberikan penawaran alternatif bagi RUU untuk
menggunakan hukum pidana Islam karena sesuai dengan teori absolut.
Perbedaan antara tulisan di atas dengan penelitian ini tampak jelas fokus
penelitian, Rusli berfokus pada kritik teori hukum pidana RUU
sedangkan penulis berfokus pada kritik atas hukuman penjara dan
transformasi hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana
penjara. Dari sisi pendekatan penelitian juga tampak perbedaannya,
tulisan di atas memakai pendekatan teori hukum; teori absolut dan
gabungan, sedangkan penelitian ini memakai pendekatan magasid asy-
syari’ah dan filsafat hukum pidana Islam.

Jarang ditemui tulisan-tulisan terkini tentang hukum pidana
membawakan literatur turas islami peninggalan para ulama Islam.
Banyak konsep-konsep yang ditawarkan membawakan pemikiran para
pemikir modern, bahkan tidak sedikit yang berkiblat dengan teori-teori
pidana ilmuwan barat. Padahal para ulama Islam, mereka memiliki ilmu
yang murni yang mewarisi ilmunya para ulama Islam terdahulu, mereka
telah menetapkan teori-teori dasar, konsep-konsep dan kaidah-kaidah
tentang hukum pidana Islam. Menurut hemat penulis, karya-karya
ulama Islam itu sangat pantas untuk digali dan diteliti secara
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komprehensif; konsep hukumnya dan metodologinya, kemudian
hasilnya disajikan kepada publik secara sistematik dan dengan bahasa
yang lugas dan mudah dipahami agar memberikan wacana dan
pencerahan kepada masyarakat tentang hukum pidana Islam dan sebagai
jawaban atas anggapan ketidakjelasan konsep hukum pidana Islam.

Penulis menggunakan analisa dan pendekatan magasid asy-
syari’ah dan filsafat hukum pidana Islam di dalam penelitian ini, yang
disajikan dengan jelas agar mudah diterima oleh akal, karena setiap
hukum syariat pasti ada ‘illah al-hukm (alasan hukum). Sebagian orang
menolak hukum pidana Islam dengan anggapan bahwa hukum pidana
Islam itu bersifat keras dan kejam. Penegakan hukuman gisas dan hudiid
tidak menujukkan bahwa agama Islam itu keras. Sebab agama Islam itu
adalah agama yang rahmah (kasih sayang), Allah 4 berfirman:
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Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya’: 107).%

Bukanlah termasuk perbuatan rahmah jika berlemah lembut
dengan orang yang berbuat jahat, karena tidak ada lemah lembut bagi
orang-orang jahat yang merusak tatanan hidup masyarakat.”’

Pola pikir penolak hukum pidana Islam ini didasarkan atas
negative thinking tanpa dasar pengetahuan terhadap magasid asy-
syari’ah dan filsafat hukum Pidana Islam yang merupakan landasan
diberlakukan hukum pidana Islam. Magdasid asy-syari’ah dan filsafat
hukum sangat diperlukan untuk membawa akal ke dalam pemahaman
secara hakiki dan yakin, sehingga hukum pidana Islam lebih mudah
diterima oleh akal. Analisa ini yang belum tampak secara eksplisit dari
tulisan-tulisan tentang hukum pidana di atas. Sehingga diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk perbaikan
hukum pidana Indonesia.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 331.

*Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugibat ff al-Figh al-Islamf, (Cairo:
Dar al-Fikr al-Arabiy, 1946), him. 11.
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Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini yang berjudul
“Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum
Pidana di Indonesia Tentang Pidana Penjara”. Meskipun demikian,
penulis mengakui bahwa karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan
hukum pidana adalah bahan bacaan yang sangat berkontribusi secara
langsung atau tidak langsung terhadap penelitian ini.

. Kerangka Teori

Untuk mengkaji permasalahan di atas, teori yang digunakan
adalah teori yang berada di ranah hukum pidana, yang mencakup norma-
norma hukum, asas-asas hukum dan filsafat hukum. Di dalam hukum
Islam dikenal adanya al-gawaid al-usiliyyah yang merupakan inti sari
dari usil al-figh, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang
global yang digunakan untuk istimbdat hukum-hukum syariah®®. Juga ai-
qawaid al-fighiyyah yaitu kaidah-kaidah yang mencakup permasalahan-
permasalahan yang bercabang darinya hukum-hukum syar’i yang
banyak®’.

Selain itu, dalam ilmu metodologi penggalian hukum ada istilah
teori maqdsid asy-syari’ah’®, teori ini dimunculkan dan dipopulerkan
oleh Imam al-Syatibi di dalam kitab al-Muwafagat. Penulis memakai
analisa dengan pendekatan teori magqasid asy-syari’ah Imam al-Syatibi,
karena beliau dianggap sebagai peletak dasar ilmu magasid asy-syari’ah,
dan para penulis ilmu al-maqdsid asy-syari’ah setelah beliau tidak
keluar dari teorinya, namun sekedar melakukan modifikasi dan
penyusunan ulang.’' Al-Syatibi telah memunculkan ilmu magasid asy-

*Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, (Muassasah Qurthubiyyah, tt.),

hlm. 11. Definisi serupa disebutkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf. Abd al-Wahhab Khallaf,
Ilmu Usul al-Figh, Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tholchah Mansoer, Kaidah-kaidah
Hukum Islam, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996), him 3.

*Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, al-Muhazzab fi llmi Usiil al-Figh al-Mugaran,

(Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), juz 1 hlm. 35.

*Sebagaian ulama menamai dengan kaidah-kaidah analisis mashlahat atau

manhaj ishtishlahy. Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis, (Jakarta:
Logos, 1999), him 15.

*'Tamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf’ili Magasid asy-Syari’ah, (Damaskus: Dar al-

Fikr, 2003), hIm. 15.
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syari’ah menjadi salah satu disiplin ilmu, beliau meletakkan dasar-dasar
ilmu magqasid asy-syari’ah  dan kaidah-kaidahnya, menjelaskan
hakikatnya dan jenis-jenisnya. Maka jadilah ia sebagai bapak magqasid
asy-syari’ah dan ahli spesialis di bidang ini.

Secara ringkas ada beberapa metode untuk menetapkan magqdasid
asy-syari’ah, yaitu:

1. MNas yang jelas di dalam al-Kitab dan as-Sunnah.
2. Melakukan penelitian mendalam tentang perkara-perkara yang
ditetapkan Allah % yang membuat syariat, yaitu ada dua:

a. Menelaah secara mendalam tentang hukum-hukum yang
diketahui ‘illat-nya (alasan hukum) tanpa penyebutan secara
jelas.

b. Menelaah secara mendalam tentang hukum-hukum yang
berserikat di dalam tujuan dan faktor pendorongnya yang sama.

3. Mengikuti para sahabat dalam pemahaman mereka terhadap hukum-
hukum di dalam al-Kitab dan as-Sunnah.**

Dalam perspektif hukum Islam pendekatan filsafat sangat
diapresiasikan sehingga salah satu tema bahasan yang populer dalam
kajian hukum adalah hikmah at-tasyri’ wa falsafatuh (hikmah dan
filsafat pembentukan hukum Islam).*> Setiap hukum Islam yang
diturunkan Allah % memiliki ‘i/lat dan filosofis yang membantu akal
untuk memahami syariat Allah, sehingga akan memudahkan manusia
untuk tunduk dan menerima hukum Allah. Ibnu al-Qayyim mengatakan,
“Bahwa sesungguhnya syariat Islam dasar bangunan dan asasnya
berpijak kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan para hamba di dalam
kehidupan dunia dan akherat, yaitu syariat Islam itu seluruhnya
berasaskan keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah”.>*

Hukum pidana Islam memiliki hikmah yang mulia, kandungan
yang tinggi dan tujuan yang mulia, oleh karena itu sepantasnya untuk

*Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyir, Magdasid asy-Syariah al-Islamiyyah, (al-
Urdun: Dar an-Nafais, 2001), hlm 190-194. Lihat juga Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf"ili
Magagid asy-Syart’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 15.

PAbu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 80.

*bnu al-Qayyim al-Tauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Riyad:
Dar Ibni al-Jauzit: 2003), juz 4 hlm. 337.
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ditegakkan dalam rangka untuk pengajaran, penyucian dosa dan terapi
atau obat dari kejahatan, bukan bertujuan untuk penyiksaan dan balas
dendam. Hukum pidana Islam adalah nikmat Allah % yang bertujuan
untuk mendapatkan barokah dan maslahat, penyucian dari dosa, kafarah
dari hukuman lainnya, sebagai pelajaran dan ancaman agar kejahatan itu
tidak dilakukan orang lain, sebagai penghalang dari tersebarnya
kejahatan dan kekejian, sebagai penjagaan terhadap kejahatan darah,
harta dan kehormatan, sehingga bumi menjadi aman dan makmur. Akan
tetapi apabila hukum pidana Islam ini tidak ditegakkan kehidupan dunia
akan rusak dan tersebarnya berbagai macam kejahatan. Dari sini
diketahui bahwa hukum pidana Islam itu berlandaskan hikmah dan
rahmat Allah % *°

Negara Indonesia dijajah selama + 350 tahun oleh negara
Belanda, dalam kurun waktu yang panjang itu menyisakan peraturan-
peraturan dan perundang-undangan sistem penjajah, sehingga hukum
positif Indonesia masih berkiblat kepada hukum barat. Jauh sebelum
datangnya para penjajah, agama Islam telah masuk ke Indonesia dengan
damai sejak abad ke-5 hijriyah atau abad ke-10 masehi’®, dengan bukti
ditemukannya kuburan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur.
Sehingga sistem hukum Islam bertemu dengan hukum Romawi dan atau
hukum adat, di mana Islam menghargai hukum selainnya, selama tidak
bertentangan dengan hukum Islam.’’

Implementasi hukum pidana Islam adalah perkara yang lazim
bagi orang yang beragama Islam, agama Islam bukanlah agama individu
semata, akan tetapi merupakan agama yang mengatur kehidupan
individu, masyarakat dan bernegara. Karena tidak mungkin umat Islam
bisa mempraktekkan syariat Islam secara kaffah, kecuali dengan
mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan

»Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Tuaisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-

Ahkam, (Riyad: Dar al-Aiman, 2005), juz 2 hlm. 341.

**Ada yang berpendapat Islam masuk di Indonesia pada sekitar abad ke-7 dan ke-

8 Masehi. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), him161.

*’Kaidah fikih yang berbunyi, “al-‘Addah Muhakkamah” yaitu adat bisa menjadi

hukum syar’i, sebagai cara alternatif menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Shalih
Bin Ghanim al-Sadlan, al-Qawaid al-Fighiyyah al-Kubrd wa ma Tafarra’a ‘anha, (Riyad:
Dar Balansiyah, 1996) hlm. 328-329.
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bernegara. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah 4£, agar tercapai
kehidupan yang berbahagia dunia-akherat dan menciptakan tatanan
kehidupan yang aman, adil dan beradab.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas
penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena
itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam
pembentukan hukum-hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang hampir semuanya menjadikan
Islam sebagai dasar negara, maka peranan ulama dan ilmuwan yang
concern terhadap Islam sangat diperlukan.*®

Opini penegakan hukum pidana Islam terus bergulir bak bola
salju. Sebagian umat Islam yang dulu tidak mengenal Islam dan anti
Islam, kini tampak mulai menerima hukum pidana Islam. Ini dibuktikan
melalui hasil survey Roy Morgan Research (Juni 2008), bahwa 52%
rakyat Indonesia menuntut penerapan syariat Islam. Hasil survey PPIM
UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2001 dan 2002 (Majalah Tempo,
edisi 23-29 Desember 2002) menunjukkan 57,8% responden pada tahun
2001 berpendapat bahwa pemerintah yang berdasarkan syariat Islam
adalah yang terbaik bagi Indonesia, sedangkan survey di tahun 2002
meningkat secara signifikan responden yang mendukung penegakan
syariat Islam menjadi 67%.*

Busthanul Arifin mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia yang
memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum Islam, secara
historis dan sosiologi sangat memungkinkan untuk menjadikan hukum
Islam sebagai aturan yang resmi negara yang mengatur kehidupan
masyarakat. L.W.C. Van Den Berg, seorang sarjana Belanda
berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi
orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto “receptio in
complexu” yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan
memberlakukan syareat secara keseluruhan. Pada masa-masa itu (sampai
1 April 1937), Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas,

*M. Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam,
(Yogyakarta: Surya Raya, 2004), him. 50.

* Adi Wijaya, “Syariat Islam dan Masyarakat Nonmuslim”, dikutip dari
http:-www.kompasiana.com/adiwijaval 924/550d679fa33311201e2e3ael/syariat-islam-dan-
masyarakat-nonmuslim, pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 jam 09.50 WIB.
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yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan
diputuskan menurut hukum Islam.*’

Implementasi hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan
konstitusi Indonesia, hal itu terkandung di dalam sila pertama Pancasila
yang berbunyi; “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan esensi
aqidah tauhid, yang memiliki konskwensi menerima dan menjalankan
syareat Islam. Secara tegas UUD 1945 dalam pasal 29 (1) dan (2).
menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”*!

Ahmad Sukardja menyimpulkan, “Apabila dibandingkan materi
antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945
mengandung unsur Islami”.*

Demikian halnya, menurut GBHN 1993, berasaskan keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa segala
usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan
hukum di dalamnya, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai
luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila.* Karena itu peluang berlakunya
Hukum Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka lebar dan
penerapan hukum pidana Islam semakin besar.

Implementasi hukum pidana Islam bagi umat Islam di Indonesia
tidak melazimkan untuk diresepsi oleh hukum adat terlebih dahulu.
Menurut teori Receptie a Contrario®, bahwa hukum Islam itu berlaku di

“Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him. 35.

“Meskipun UUD 45 telah mengalami empat kali amandemen, kemerdekaan
mengamalkan keyakinan agamanya/menjalankan syariat Islam tidak mengalami
perubahan/tetap dijamin secara kontitusional. Achmad Djauhari, Arbitrase Syari’ah di
Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006), hlm 11.

“Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum
Ketatanegaraan, (Jakarta, Kompas: 2008), hlm. 58.

“Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 100.

*Teori yang digagas oleh Sajuti Thalib yang merupakan perkembangan dari teori
Receptie Exit yang digagas oleh Hazairin. Juhaya S. Praja, Epistemologi Syara’: Mencari
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Indonesia, dan hukum adat bisa berlaku hanya jika tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Teori ini merupakan pengembangan teori Receptie
Snouck Hurgronje sekaligus bantahan terhadap teori ini.** Dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menurut Hazairin dan Maududi merupakan ajal bagi kematian teori
receptie karena dengan berlakunya Undang-Undang tentang Perkawinan
ini menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus
melalui hukum adat*.

Imam al-Syatibi menjelaskan di dalam teori magasid asy-
syari’ah,'” bahwa penerapan hukum Islam merupakan penopang bagi
terpeliharanya ad-dariirah al-khamsah (lima kebutuhan dasar manusia),
yakni: hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa),
hifz al-’agl (memelihara akal), hifz an-nasl (memelihara keturunan),
hifz al-mal (memelihara harta). Sebagai contoh, hukum hAudiid bagi
pezina, yaitu dirajam bagi pezina yang sudah pernah menikah dan
dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun bagi pezina yang belum

Format Baru Fikih Indonesia, dalam Anang Haris Himawan (Peny.), Cet. I, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 129-130.

®Juhaya S. Praja dinukil oleh Jeje Zainuddin. Jeje Zainuddin, Metode Strategi
Penerapan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2015), hlm 11.

*“Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan
Hingga Masa Orde Baru”, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.
1, No.02, Desember 2011, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm 130.

“Imam Malik dianggap orang yang paling banyak menggunakan teori magqasid
asy-syariah, sepeninggalan Imam Malik, teori ini disempurnakan oleh murid-muridnya di
antaranya adalah Imam al-Syatibi. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hIm. 327. Ada yang mengatakan bahwa al-Juwaini adalah
ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid asy-syariah
dalam menetapkan hukum, kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali. Fathurrahman Jamil.
Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 37. Sedangkan
at-Tufi dari Hanbali (tetapi ada yang mengatakan dia orang syi’i/syiah) dikenal sebagai
penggagas pandangan yang radikal dan liberal tentang kemaslahatan; akal bebas menentukan
kemaslahatan dan kemafsadatan, bahkan maslahat menurut dia menjadi dalil yang paling
kuat dan didahulukan dari pada nas dan ijma’. Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi
Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UIl Press, 2001), hlm 50-54. Lihat juga Nasrun
Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 41.
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menikah, hal itu bertujuan untuk menjaga agama (hifz ad-din) dan
menjaga keturunan (hifz an-nasl).*®

Contoh lain adalah hukuman gisas, hukum ini ditegakkan jika
ahli waris korban tidak menerima diat (tebusan). Tujuan ditegakkan
qisas adalah dalam rangka untuk peringatan atas pembunuhan jiwa tanpa
hak dan agar terjaga jiwa manusia dari kezaliman. Tanpa ada hukuman
yang tegas, eksistensi masyarakat secara umum akan roboh dan
meruntuhkan stabilitas keamanan masyarakat, berdasarkan kaidah
bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan
pribadi. Hal ini karena salah satu magasid asy-syari’ah adalah hifz an-
nafs (memelihara jiwa) yang sangat dijaga oleh syariat Islam.*’

Inti dari tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai
kemaslahatan manusia:

,J\.c:r_“ tl—qﬂ-& R.Ojf.";.» (\g}i}!\
Artinya : “Hukum-hukum disyariatkankan untuk mendapatkan
kemaslahatan bagi para hamba”.’® Dengan kata lain, tujuan hukum Islam
adalah mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani
maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya

untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal
di akhirat kelak.”'

*Hukuman pelaku zina adalah hukuman yang berat, namun hukuman itu tidak
dilaksanakan kecuali atas pengakuan pelaku atau adanya empat orang saksi laki-laki yang
adil, bahwa mereka melihat dengan jelas masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan
perempuan, dan ini mustahil terjadi persaksian empat orang ini, kecuali memang zina itu
dilakukan di tempat ramai. Munawir Sjadzali, [jtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina,
1997), hlm. 63. Bahkan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa hukuman kiad zina belum
pernah ditegakkan semenjak jaman Rasulullah # sampai jaman beliau dengan bukti
persaksian empat orang saksi.

“Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad
Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 156-157

YAbu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, al-Muwafagat, (Mamlakah al-
Arabiyyah as-Su’tdiyyah: Dar Ibnu Affan, 1997), juz 2 him. 86.

*'Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) Segi Pembuat Hukum
Islam, yaitu Allah dan RasulNya, yang meliputi: pertama, untuk memenuhi keperluan hidup
manusia yang bersifat primer, skunder dan tersier, kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan
oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. (2) Segi Manusia yang menjadi pelaku dan
pelaksana hukum Islam itu, yang meliputi mendapatkan penjagaan atas lima kebutuhan
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Pensyariatan hukuman hudiid, gisas dan ta ’zir bukanlah menjadi
tujuan aslinya, namun sebagai wasilah tercapainya tujuan pemidanaan
atas kejahatan yang di dalamnya terkandung hikmah dan filsafat hukum.
Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak mensyariatkan
suatu hukum melainkan untuk kemaslahatan para hambaNya. Salah satu
ulama yang banyak menulis tentang hikmah dan filsafat hukum pidana
adalah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Pembahasan tentang filsafat hukum
pidana ini bertujuan untuk menampakkan kelebihan hukum pidana Islam
secara logis sehingga akan menghilangkan pandangan-pandangan
negatif terhadap hukum pidana Islam. Pendekatan kebijakan
pemindanaan secara rasional akan membuktikan bahwa sanksi pidana
Islam dijalankan untuk mencapai kemashlahatan umum dan
perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Berkenaan dengan filsafat hukum pidana Islam tentang
perbedaan hukuman hudiid zina dengan pencuri, Ibnu al-Qayyim
menjelaskan:

alad o I 5 O e s sliady S5 G et (3 Wl LT
o B b AR e Gl s L il 28 8 U 0 Lo e
Sy oA Ol e U O Uy 850 8 lnd il y 3,0 A 0w
do poldly Oled) e Jhy s QLY BBl e b L ol
Jal ST 3 ol wsles 3 JSTLad Ludly & A AN s (3 ) sLs)
Jﬁ@ww@dﬁxa&txﬁjfw\{wﬁ}wﬁﬂm@gﬂ\
OGN (TS OV [ P R W (P A R L WP RV [ S DI

BN
Artinya : Adapun tentang zina, sesungguhnya pezina ketika berzina

seluruh badannya merasakan kelezatan dengan memuaskan nafsu
syahwatnya, dan umumnya orang yang berzina itu rela dengan

manusia. Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), hlm. 6-7.
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perbuatannya, dia tidak takut sebagaimana orang yang mencuri
ketakutan diketahui orang lain. Oleh karena itu pelaku zina dihukum
dengan hukuman yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan hukuman
cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi
pezina yang sudah menikah. Zina adalah induknya kejahatan dan dosa
terbesar yang menyebabkan percampuran nasab, sehingga membatalkan
nasab seseorang dan tolong menolong dalam menegakkan ajaran agama.
Kejahatan ini akan menyebabkan terjadinya kepunahan generasi dan
keturunan, maka zina ini maknanya atau dominasinya seperti
pembunuhan yang mengakibatkan kebinasaan. Maka pelaku zina
dihukum dengan gisas (ganti bunuh/rajam-pent.) sebagai ancaman bagi
orang yang berkeinginan berzina takut dan segera menjahuinya,
sehingga dunia akan kembali makmur dan alam menjadi baik, dan
menghantarkan kepada tegaknya sendi-sendi ibadah dan tercapai nikmat
di dalam kehidupan akherat.*

Syariat Islam menetapkan cambuk/dera sebagai hukuman yang
menyangkut gangguan terhadap eksistensi kehormatan, akal dan
kemaluan yang tidak sampai kepada hukuman mati dan potong tangan,
terkecuali jinayah terhadap kemaluan (zina) karena kejahatannya bisa
menyebabkan pembunuhan, akan tetapi kejahatan zina bagi pezina yang
bujang digugurkan dari hukuman mati (rajam), dikarenakan faktor
pendorong nafsunya sangat besar dan tidak ada tempat penyalurnya yang
berbeda dengan pezina yang menikah, dan bagi pezina bujang tidak
hanya dicukupkan dengan cambuk namun ditambah dengan diasingkan
selama satu tahun agar merasakan akibat perbuatannya dan mampu
membersihkan dirinya dari perbuatan keji itu.>”

Sesungguhnya tujuan nyata dari syariat hukuman hudid atas
kejahatan besar dan gisas dalam perkara kejahatan dan darah, yaitu
untuk menjaga keamanan masyarakat dan menjaga bahaya yang
mengancam eksistensi masyarakat. Maka tujuannya adalah kebaikan
masyarakat di dunia; Seperti riba menghancurkan ekonomi umat, zina
menghancurkan akhlak umat, begitu pula pencurian, pembunuhan,
kerusakan di bumi dan pecandu minuman keras dan narkoba, semua ini

*Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’n ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 355.
*Ibid., him. 340.



65

adalah kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat yang sangat
membahayakan. Apabila masyarakat meremehkan dalam menghukum
para pelaku kejahatan, maka akan membahayakan eksistensi masyarakat,
atau jika masyarakat diam dengan kejahatan tersebut, maka masyarakat
akan hancur secara menyeluruh dan tidak akan kembali berdiri
setelahnya.**

Hukuman penjara dinilai kurang efektif dalam menimbulkan
efek jera bagi pelaku kejahatan, karena faktanya para penjahat pasca
hukuman penjara bukan bertambah menjadi baik, justru semakin
menjadi penjahat kelas berat setelah selesai menjalani hukuman di
penjara. Penjara hakikatnya adalah hukuman yang lebih berat dari pada
hukuman fisik misalnya hukuman cambuk, karena penjara mengebiri
kebebasan manusia yang merupakan hak asasi kehidupan. Adapun
hukuman cambuk lebih ringan dari sisi kebebasan hidup dan psikis
terpidana, akan tetapi hukuman cambuk lebih mengena dan menjerakan
terpidana karena rasa sakit yang dirasakan. Sehingga hukuman cambuk
lebih simpel, praktis, efektif dan hemat.

The American Correctional Association pada tahun 1959 juga
mengkritik bahwa pidana penjara saat ini bukanlah alat pencegah yang
efektif untuk narapidana. Hukuman penjara juga tidak efektif dan boros
dalam pelaksanaannya, karena harus menanggung kebutuhan hidup
sekian banyak para napi selama di penjara, sehingga menambah
besarnya anggaran biaya pengeluaran negara.

Dikarenakan kerugian-kerugian itu, muncul paradigma negara
tanpa penjara yang digagas oleh Hazairin. Hazairin menganalisis bahwa
penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil, selama
ini masyarakat banyak menanggung beban untuk pembangunan penjara,
untuk personilnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum,
pengobatan penghuni-penghuninya dan sebagainya.’’Pada tingkat dunia
gerakan penghapusan hukuman penjara juga telah dideklarasikan dalam
konferensi internasional oleh [International Conference on Penal

**Mujahid Ma’mun Diraniyyah, “Falsafah al-Hudid wa al- Ugqibah ft al-Islam”,
Dikutip dari http://eldorar.com/node/68031 pada hari Kamis 3 November 2016 jam 10.57
WIB.

>Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek”, Al-Ahkam, Vol. 26,
No. 2. Oktober 2016, Semarang: IAIN Wali Songo, hlm. 257.
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Abolition (ICOPA), pertama di Toroto, Canada pada bulan Mei 1983
dan kedua di Amsterdam, Nederland pada bulan Juni 1985.%°

Penulis tidak menolak adanya pidana penjara secara mutlak,
hanya saja pidana penjara perlu direkontruksi ulang dan dikolaborasikan
dengan sanksi-sanksi lainnya seperti: gisdas, hudiid, diat dan ta’zir.
Hukum pidana Islam melegalkan hukuman penjara sebagaimana di
dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 15, surat al-Maidah ayat 33 dan ayat
106, surat at-Taubah ayat 5, surat Yusuf ayat 33 dan surat Muhammad
ayat 4. Demikian pula di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan
selainnya, dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya:
Sesungguhnya Nabi # menahan (memenjarakan) seorang laki-laki
karena suatu tuduhan.”’

Menurut Muhammad Syahrur dalam teorinya nazariyyah al-
hudiid berkenaan dengan pidana pencurian, menggunakan teori batas
maksimal yaitu hukuman potong tangan atas pencuri adalah sebagai
batas maksimal hukuman, sehingga tidak boleh melebihi hukuman itu,
sedangkan batas minimumnya adalah dimaafkan.’® Menurut Syahrur
hukuman penjara bisa menjadi alternatif sebagai saksi atas tindak pidana
pencurian.

Teori Syahrur ini dapat dipahami dengan adanya pembagian
sanksi atas kejahatan pencurian menjadi dua: pertama, pencurian yang
diancam hukuman had potong tangan yaitu apabila pada kasus pencurian
yang telah terpenuhi syarat-syarat ditegakkan hukuman had, seperti
barang curian telah mencapai nisab dan barang curian dalam keadaan
tersimpan, demikian pula tidak adanya syubhat. Kedua, pencurian yang
diancam dengan hukuman ta’zir, yaitu kasus pencurian yang tidak

* Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek”, Al-Ahkam, Vol.
26, No. 2. Oktober 2016, Semarang: IAIN Wali Songo, hlm. 251.

’Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 him.
350. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm. 28.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbaat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai sahih oleh Syeikh al-Albani.

M. Zainal Abidin, “Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikasinya
Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Figh”, Al-Mawarid, Edisi XV Tahun 2006, Yogyakarta: UII
Yogyakarta, him. 108.
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terpenuhi syarat-syarat ditegakkan had atau adanya syubhat.”® Pada
kasus pencurian jenis kedua ini pencuri bisa dijatuhkan hukuman
penjara. Dengan demikian, kasus tindak pidana pencurian yang ada
unsur keterpaksaan (tidak sempurna syaratnya) atau tidak melebihi
nisab, maka gugurlah hukuman potong tangan dan diganti dengan
hukuman yang lain termasuk hukuman penjara.®’

Dampak buruk penggunakan pidana penjara bertambah besar
dengan adanya overcrowding penghuni di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas). Kondisi seperti ini menyebabkan rehabilitasi napi tidak tercapai,
demikian pula anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup napi
di Lapas semakin besar.

Memperhatikan kondisi tersebut, penggunaan hukuman penjara
sebagai sanksi utama atas tindak kejahatan kurang mampu mencapai
tujuan pemidanaan, sehingga perlu dikaji ulang. Penggunaan model-
model hukuman yang variatif seperti: gisas, hudiid, diat dan ta zir lebih
menguntungkan, efisien dan efektif. Penggunaan model-model hukuman
yang variatif tersebut juga akan mengurangi overcrowding penghuni
Lapas.

Menurut Alf Ross concept of punishment bertolak pada dua
tujuan utama:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderita terhadap orang yang
bersangkutan.

2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap
perbuatan si pelaku.’’

Pemidanaan secara umum memiliki beberapa tujuan, yaitu
membuat jera (detterence), membalas perbuatan (retribution), merampas
kebebasan pelaku (incapacitation) dan merubah perilaku pelaku

*Moch. As’at Sa, “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian
dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia,
Vol. 1, 0. 2, Mei 2012, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 510.

“Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks
Keindonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), him. 303.

%'Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan
Pemidanaan”, Mimbar Hukum, Volume 21, No 1, Februari 2009, Yogyakarta: Fakultas
Hukum UGM, hlm. 99.
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(reformation). Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada sejumlah teori
yakni: absolut, relatif dan gabungan.

Teori absolut atau retributif memandang bahwa pemidanaan
merupakan pembalasan atas suatu kejahatan yang dilakukan, sehingga
sanksi dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian
memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang juga disebut the theory of
social defence. Teori relatif ini adalah lawan dari teori absolut, karena
pemidanaan itu bukan semata-mata balasan, akan tetapi sebagai sarana
untuk mencapai tujuan yang bermanfaat.

Menurut Jeremy Bantham yang dikenal sebagai penganut teori
relatif, bahwa tujuan pidana adalah:

1. mencegah semua pelanggaran;

2. mencegah pelanggaran yang paling berat;
3. menekan kejahatan;

4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.®*

Adapun teori gabungan atau juga disebut teori integratif adalah
perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, yaitu tujuan pemidanaan
di samping untuk pembalasan, juga untuk melindungi masyarakat dan
mewujudkan ketertiban. Dalam pelaksanaan teori ini dibagi menjadi tiga
golongan: golongan yang menitikberatkan pada pembalasan, golongan
yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib dan golongan yang
menyeimbangkan antara kedua hal tersebut.

Sistem hukum pidana Indonesia cenderung mengadopsi teori
relatif. Apabila dicermati dominasi pidana penjara di KUHP tidak semua
tujuan bisa tercapai. Apabila mengacu tujuan pemidanaan teori relatif
menurut Jeremy Bantham, pidana penjara saat ini kurang
menguntungkan. Penjara tidak efektif dalam mencegah semua
pelanggaran dan mencegah pelanggaran yang paling berat, karena
faktanya semakin banyak kasus-kasus kejahatan yang terungkap dan
kejahatan semakin berat dan semakin canggih. Dengan merajalelanya
tindak kriminal, akan bertambah banyak jumlah narapidana yang
ditampung di Lapas, sehingga bertambah pula beban anggaran belanja

%2Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum

Jambi, vol. 2, No. 1, 2011, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 71.
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untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktiknya, berbagai tujuan
pemidanaan dapat dicapai secara efektif dengan hukuman alternatif
selain hukuman penjara.

Tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebagai
retribution (pembalasan) semata, tetapi juga deterrence (pencegahan)
dan reformation (perbaikan), serta mengandung tujuan at-tahdzib
(pendidikan) yang dalam  penerapannya demi mewujudkan
kemashlahatan umat manusia.”® Jika diperhatikan hukum pidana Islam
lebih condong kepada teori gabungan atau integratif yang bernilai plus
pada sisi at-tahdzib (pendidikan) yang menyentuh ke dalam hati manusia
dalam memperbaiki akhlak dan tingkah laku masyarakat.

Dalam penerapan hukum g¢isas atas pembunuhan misalnya,
bukan hanya bertujuan retribution, akan tetapi juga berfungsi sebagai
deterrence (pencegahan), yaitu sebagai tindakan pencegahan agar orang
yang mau berbuat jahat takut melakukannya, sehingga dalam gisdas
terkandung pemeliharaan kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di
dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 179. Adapun aspek reformation
(perbaikan) dan at-fahdzib (pendidikan) tampak pada efek positif
penegakan gisas sebagai perbaikan tingkah laku masyarakat dan
pembelajaran tentang bahaya kejahatan pembunuhan agar dijauhi.

Yusril Thsa Mahendra sewaktu menjabat sebagai Menteri
Kehakiman dan HAM pernah mengusulkan masalah kodifikasi hukum
pidana Islam menjadi hukum nasional yang banyak menuai perdebatan
yang panjang. Bahkan penentangan ini datang dari sebagian masyarakat
Islam sendiri, baik dari para politisi, praktisi, maupun ahli hukum.
Syariat Islam saat ini masih dipahami oleh sebagian orang sebagai
hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi hukum bagi
masyarakat.**

Penegakan hukum pidana Islam sejatinya sangat mendukung
reformasi dalam bidang hukum pidana Nasional. Syariat Islam sebagai

%Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh
Jinayah, Al-Qaniin, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Ampel, him. 313.

*Ibnu Hadjar, “Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, A/-Mawarid,
Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm.
10
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hukum yang berasal dari wahyu Ilahi, yang sudah barang tentu akan
memberikan jiwa dan ruh kepada hukum pidana Nasional yang ditaati
dan dihormati bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim.®

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif tidak
lepas politik hukum di Indonesia. Menurut Soedarto politik hukum
adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam amsyarakat untuk
mencapai apa yang dicita-citakan.®

Politik hukum yang berkaitan dengan pembaharuan sistem
pidana penjara terasa mendesak, karena KUHP yang berlaku sekarang
adalah peninggalan kolonial Belanda yang jauh dari nilai-nilai rakyat
yang mayoritas muslim. Terlebih lagi, banyaknya kerugian-kerugian
dalam pemberlakuan hukum pidana penjara ini. Menurut Mulder yang
dikutip Barda Nawawi, bahwa politik hukum dalam transformasi hukum
ditentukan oleh garis kebijakan tentang: (1) Seberapa jauh ketentuan
pidana perlu dirubah; (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah
terjadinya tindak pidana; (3) Cara bagaimanakah penyidikan, peradilan
dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.®’

Dengan melihat fenomena ini, maka kajian terhadap hukum
pidana pidana Islam secara materiil dengan analisa magasid asy-syari’ah
dan filsafat hukum pidana Islam sangat dibutuhkan dalam rangka
memberikan pencerahan kepada negarawan dan masyarakat tentang
rahasia dan manfaat yang terkandung di dalam hukum pidana Islam.
Lebih lanjut penelitian dan penggalian hukum pidana Islam dilakukan
untuk menghasilkan hukum materi pidana Islam secara konseptual,
sampai di sini hukum pidana Islam masih bersifat normatif, sehingga
perlu ditransformasikan menjadi kanun yang mengintegrasi ke dalam
hukum pidana positif. Dalam persiapan transformasi hukum pidana
Islam ke dalam hukum positif dilakukan dengan pembuatan draf RUU

%Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”,

Ahkam, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.l1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama
Islam Negeri, hlm 48.

%Syamsul Fatoni, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius”, Ahkam, Jurnal Hukum Islam. Volume III,
No. 1, Juli 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hIm. 54.

Ibid., hlm, 54-55.
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pidana untuk disempurnakan dan diujikan materinya, kemudian RUU
pidana tersebut disahkan sebagai KUHP dan menjadi hukum hidup yang
berlaku di Indonesia.

Untuk tegaknya hukum materiil pidana, diperlukan hukum acara
pidana yang disebut dengan hukum formil. Hukum acara pidana
merupakan ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang
menegakkan hukum materiil pidana. Tanpa adanya hukum acara pidana,
penegakan hukum pidana akan sulit dan kacau. Oleh karena itu, hukum
acara pidana harus dikuasai oleh polisi, jaksa, hakim, advokat dan
petugas ekskusi. Polisi harus menguasai tugasnya dalam penyelidikan
dan penyidikan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi
pelaku kejahatan, sedangkan jaksa bertugas melakukan tuntutan dan
pelaksana putusan hakim. Sebagai penyeimbang jaksa, advokat bertugas
untuk memajukan gugatan kliennya. Petugas ekskusi bertugas untuk
menegakkan hukuman atas pelaku kejahatan sesuai dengan hukuman
yang telah diputuskan.

Agar lebih jelasnya alur trasformasi hukum pidana Islam untuk
pembaharuan hukum pidana penjara adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Sistematika Analisa Magasid asy-Syari’ah dan Filsafat Hukum

KUHP
(Hukuman Penjara) < » Hukum Pidana Islam
7Y
RUU Analisa Magasid asy- Ad-Darirah
Pidana Syari’ah dan Filsafat » al-Khamsah:
) Hukum - hifz ad-din
- hifz an-nafs
- hifz al’aql
Penemuan Materi Hukum | - hifz an-nasl
Pidana Islam (Konseptual) | - hif? al-mal




BAB III
METODE PENELITIAN

Agar diperoleh informasi atau jawaban atas rumusan masalah dan
tujuan penelitian, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai, metode
penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian yang berguna untuk
memudahkan proses penelitian dan agar penelitian tidak menyimpang dari
pembahasan. Metode adalah pengetahuan tentang penyusunan gagasan,
tindakan atau tata kerja secara beraturan atau beurutan." Metode penelitian
juga dapat diartikan sebagai alur proses yang mengarahkan peneliti untuk
menyelesaikan penelitiannya. Suatu penelitian merupakan usaha untuk
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.’

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif, yaitu
data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.®

Penelitian ini kualitatif dengan memakai pola deskriptif analitif.
Penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya.’

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan
library research, karena didasarkan atas data-data yang dikumpulkan

'Dradjat Suhardjo, Metodologi Penelitian Interdisipliner dan Penulisan Laporan
Karya Ilmiah, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), him. 1.

*Roni Hanitio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), him. 2.

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (JTakarta:
Rineka Cipta, 1998), him. 245.

*Haidar Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Y ogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1994), him. 73.
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dari buku-buku klasik dan kontemporer, jurnal ilmi. Library research
termasuk salah satu jenis dari metode deskriptif.’

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan hukum pidana
Islam dan pidana penjara, mengklasifikasikannya, kemudian
menganalisis  kritis sehingga diperoleh pemecahan masalah dan
transformasi hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara
di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam penelitian
hukum klinis (clinical legal research). Alur kerja penelitian hukum
klinis (clinical legal research) adalah diawali dengan mendeskripsikan
legal facts, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis
terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya
menemukan hukum in concreto untuk menyelesaikan suatu perkara
hukum tertentu.

Tujuan penelitian analisis kritis adalah mengkaji gagasan primer
mengenai suatu luang lingkup permasalahan yang dipercaya oleh
gagasan sekunder yang relevan. Fokus penelitian analisis kritis adalah
mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer dan
selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam
upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan
pengembangan model.’

Penelitian menggunakan pendekatan magqasid asy-syari’ah, yang
berpijak pada teori magasid asy-syari’ah Imam al-Syatibi yang
digunakan untuk menimbang permasalahan dengan berdasarkan prinsip
tujuan utama implementasi syariat Islam yaitu hifz ad-din (memelihara
agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz al-’aql (memelihara akal),
hifz an-nasl (memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta).
Agama Islam mengharamkan zina dan memberikan hukuman hudid
yang berat bagi pezina yaitu rajam dan cambuk. Hukuman berat itu
disyariatkan dalam rangka hifz an-nas! (memelihara keturunan).

*Jenis-jenis penelitian deskriptif yaitu, metode survey, metode deskriptif
berkesambungan, studi kasus, analisa pekerjaan, penelitian tindakan dan penelitian
perpustakaan dan dokumenter. Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), hlm. 65.

SAmiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2004), hlm. 125-126.

"Harun Nasution, dkk, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar
Disiplin Ilmu Agama, (Bandung: Pusjarlit, 1998), him. 45.
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Kejahatan zina ini akan merobohkan tegaknya sendi-sendi
kehidupan dan akhlak bermasyarakat, mengancam eksistensi dan
keutuhan kehidupan keluarga dan akan merentaskan hubungan nasab
dan kehormatan manusia, yang semua ini adalah perkara yang mulia dan
agung untuk senantiasa dijaga dan dipelihara oleh orang yang berakal.®

Penulis juga menggunakan pendekatan filsafat hukum pidana
Islam. Filsafat hukum sangat diperlukan untuk membawa akal ke dalam
pemahaman secara hakiki dan yakin, sehingga akan menjadi penjelas
bahwa hukum pidana Islam dapat diterima secara logika. “Dengan sifat
filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat
akan mengupas isu hukum (legal issues) dalam penelitian normatif
secara radikal dan mengupasnya secara mendalam”.’

Teori filsafat hukum yang digunakan adalah teori filsafat hukum
pidana Ibnu al-Qayyim yang banyak memaparkan hikmah at-tasyri’ wa
falsafatuh secara logis sehingga dapat dicerna oleh akal. Salah satu
contoh filsafat hukum bagi pezina yaitu hukuman rajam dan cambuk,
bukan dipotong kemaluannya seperti pencuri yang hukumannya
dipotong tangannya adalah:

bahwa hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman potong
tangan atas pencuri dan tidak menjatuhkan hukuman potong alat kelamin
atas pezina, maka ini menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan
maslahat. Dan tidak termasuk kebijaksanaan Allah 4 dan maslahat bagi
hambaNya, penjagaanNya dan rahmatNya atas para hambaNya dengan
merusak anggota badan setiap pelaku maksiat yang telah melakukan
kemaksiatan, seperti dengan mencokel mata yang telah melihat hal yang
haram, memotong telinga yang telah mendengar hal yang haram,
memotong lisan yang telah berbicara haram, memotong tangan yang
digunakan untuk memukul orang lain. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa

Thaha Faris, Magasid at-Tasyri’ al-Jindi fi al-Islam, Makalah disampaikan pada
muktamar internasional, diselenggarakan di Universitas asy-Syarigah Uni Emirat Arab, 29
April-01Mei 2008. hlm. 88.

*Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), him. 320.
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semua ini adalah tindakan yang melampaui batas dalam penerapan
hukuman dan membolak-balikkan tingkatan-tingkatan kejahatan. "

Di sisi lain, karena sesungguhnya dia berzina dengan seluruh
badannya, merasakan kelezatan pada seluruh badannya dengan
memuaskan nafsu syahwatnya, dan umumnya orang yang berzina itu
rela dengan perbuatannya, dia tidak takut sebagaimana orang yang
mencuri ketakutan diketahui orang lain. Oleh karena itu pelaku zina
dihukum dengan hukuman yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan
hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam
bagi pezina yang sudah menikah.''

Pendekatan komparatif hukum dipilih dalam penelitian ini,
karena penelitian ini disamping bersifat analisis kritis terhadap hukum
pidana penjara Indonesia, penelitian ini juga membandingkan antara
hukum pidana penjara Indonesia dengan hukum pidana Islam. “Studi
perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan
hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu
waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.'?

Pendekatan historis (historical approach) digunakan, yang
bertujuan untuk merekontruksi ulang masa lalu secara sistematis dan
objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi,
serta mensintesiskan bukti-bukti untuk mendukung fakta perolehan
kesimpulan yang kuat."? Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk
memahami filosofi aturan hukum yang berkembang dalam sejarah.'*
Dengan pendekatan historis ini akan digunakan untuk mendiskripsikan
sejarah hukum pidana Islam dan hukuman penjara. Dalam pengumpulan
sumber data historis, haruslah berasal dari sumber-sumber yang valid,
sehingga perlu adanya kroscek validitas data secara teliti dan detail.

“Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-J1l, 1973), juz 3 him. 354.

"' Ibid., hlm. 355.
"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana Prenada Media

Group, 2005), hlm. 133.

“Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Takarta:

Bumi Aksara, 2006), him. 4 dan Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him. 56.

“Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.
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B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data

diperoleh.'> Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer dari penelitian ini yang pertama adalah kitab-
kitab turats islami yang membahas tentang hukum pidana Islam
secara khusus ataupun kitab-kitab fikih secara umum dari mazhab-
mazhab yang populer, bahan kedua adalah KUHP Indonesia, bahan
ketiga adalah kitab magasid asy-syari’ah: al-Muwafaqat karya al-
Syatib1 dan kitab /’lam al-Muwaqqi’in karya Ibnu al-Qayyim.

2. Sumber Data Skunder
Di samping sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan
sumber data skunder, yaitu:

a.
b.
C.

d.

Al-Qur’an dan terjemahan.

Kitab-kitab hadis.

Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas hukum pidana
penjara.

Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang magqdasid
asy-syari’ah dan filsafat hukum pidana Islam.

Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang
perbandingan madzhab dalam hukum pidana Islam.

Buku-buku dan semua dokumen-dokumen, artikel, jurnal-jurnal
ilmiah, majalah, website tentang hukum pidana Islam dan hukum
pidana penjara yang relevan dengan materi disertasi ini.

Dari sumber-sumber data di atas, yang dikehendaki adalah suatu

informasi dalam bentuk deskriptif. Setelah terkumpul data tersebut
dengan lengkap, akan dilakukan klasifikasi, verifikasi dan analisa data
secara komprehensif kemudian ditarik hasil dan kesimpulan penelitian.

C. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan

pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), him. 114.
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seperti yang disarankan oleh data.'® Dalam penelitian hukum, dilakukan
pencarian, pemilihan dan penghimpunan aturan-aturan hukum yang ada
menjadi obyek penelitian, kemudian aturan-aturan hukum yang sudah
dipilih tersebut disusun dalam suatu kerangka untuk memudahkan
analisisnya.'” Teknik ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis
data hasil penelitian dalam rangka menguji hipotesa sehingga diperoleh
kesimpulan hasil penelitian.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, sebagaimana teori Milles dan Huberman'®. Maka
penulis melakukan pertama kali melakukan pengumpulan data (data
collection) yang diambil melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Data
yang terkumpul diolah menjadi data condensation yaitu, proses seleksi
data, memfokuskan, penyederhanaan, mengabstraksi dan atau
transformasi data yang muncul dalam kumpulan tulisan yang lengkap
dari hasil data lapangan, dokumen dan bahan empiris lainnya. Data
display dilakukan untuk menyajikan data-data secara tersusun yang
memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

Langkah selanjutnya adalah conclusion drawing/verification,
yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Pengkodean data misalnya data
condensation mengarah kepada ide baru yang akan dimunculkan pada
data display. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang
kuat pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada
tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.'’

"Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2008), hlm. 178.

124.

""Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), him.

""Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, alih

bahasa Tjetjep Rohandi Rohidi, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 2018), him. 20.

“Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), him. 338.
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BAB IV
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PIDANA
PENJARA INDONESIA

A. KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM

1. Dasar-dasar Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam termasuk dalam bidang kajian fikih.
Kitab-kitab karangan para ulama fikih banyak sekali yang tersebar di
perpustakaan-perpustakaan. Pembahasan hukum pidana di dalam
kitab-kitab furas umumnya terkandung dalam kitab-kitab fikih dan
kitab-kitab hadis al-ahkam di dalam bab khusus yaitu bab tentang
jindayah atau jarimah. Namun ada juga sebagian ulama yang
mengarang kitab khusus tentang jinayah atau jarimah.

Sehingga dasar hukum pidana Islam adalah al-Qur’an, as-
Sunnah, al-ijma’ dan giyas/ijtihad. Sumber hukum ini bisa diringkas
menjadi dua yaitu: an-nas dan al-ijtihad’.

Sedangkan Abd al-Karim Zaidan membagi landasan hukum
menjadi dua: dalil-dalil naq!/ dan dalil-dalil ‘agl. Dalil-dalil naql
berupa, al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’, juga mazhab as-sahabt dan
syariat nabi-nabi sebelum Islam atas pendapat yang menetapkannya.
Adapun dalil-dalil ‘agl/ yaitu dalil yang lebih banyak menggunakan
akal untuk beristimbat, yaitu giyas, dan termasuk juga al-istihsan,
al-masalih al-mursalah dan al-istishab. Dalil-dalil di atas jika
dinisbatkan kepada landasan hukum. Adapun berkaitan dengan
istimbat al-ahkam setiap dalil tidak berdiri sendiri, namun saling
mendukung dan membutuhkan. Dalil-dalil naq/ tidak bisa diambil
faedah melainkan harus dengan penelitian dan telaah oleh akal,
sebaliknya akal digunakan untuk menggali dalil-dalil nagl. Tanpa
adanya nagq/ akal semata tidak bisa menjadi landasan sumber

'Al-Hadi Karruw, Usil at-Tasyri'al-Islami, (Tunisia: al-Dar al-‘Arabiyyah al-
Kitab, 1976), hlm 20.
81
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hukum.?Allah % memerintahkan agar manusia agar menjadikan al-

Qur’an menjadi landasan hukum pidana,

Artinya : Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (Q.S.
Yusuf: 40).?

Di samping al-Qur’an, as-Sunnah menjadi landasan hukum
pidana yang kedua, Allah 4 berfirman:

R T NI S S e I B R 228G e G5
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|

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam
hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan,
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. an-Nisa’: 65).*
Adapun ijma’ diartikan sebagai kesepakatan semua ahli
ijjtihad umat ini sepeninggalan Nabi Muhammad # atas suatu hukum
syar’i.’ Dalil ijma’ menjadi landasan hukum pidana Islam adalah
firman Allih
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*Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, (Muassasah Qurthubiyyah, tt.),
hlm. 149.

Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 240.

“Ibid., hlm. 88.

*Muhammad bin Salih al-Usaimin, al-Usil min ‘Timi al-Usil, (Riyad: Dar Ibnu al-
Jauzi, 2004), hlm. 64.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa’: 59).°

Ayat di atas menjadi dasar hujahnya ijma’, karena Allah 4
merintahkan orang-orang yang beriman untuk mengembalikan
perkara kepada Allah (al-Qur’an) dan RasulNya (as-Sunnah) ketika
berselisih dalam suatu perkara, maka ketika kaum muslimin
bersepakat dalam suatu hukum, maka itu menjadi hujjah/dalil.

Qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang tidak ada
nasnya kepada hukum yang ada nasnya karena kesamaan ‘illat
hukum.” Di antara dalil ¢giyas adalah firman Allah #&:

=X

T ol i
Artinya : Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai
orang-orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. al-Hasyr: 2)."

ol dle s, sa L)

Artinya : “I’tibar adalah mengembalikan sesuatu kepada yang
semisalnya”.’

Sedangkan dalil ijtihad sebagai dasar hukum pidana Islam
terdapat di dalam hadis Mu’az tatkala Rasulullah # mengutusnya ke
negeri Yaman untuk berdakwah, beliau bertanya kepadanya:

B OB 5 Uy sl s JB ¢ sl Bl (5 15 ek (S
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Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 87.

"Muhammad bin Salih al-Usaimin, Syarh al-Usil min ‘llmi al-Usil, (Cairo: Dar al-
Qadd al-Jadid, 2007), hlm. 335.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 545.

’Alauddin al-Bazdawi, Kasyfu al-Asyrar, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1997), juz 3 hlm. 407.
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Artinya "Bagaimana cara engkau memutuskan apabila dihadapkan
padamu suatu perkara?" ia menjawab; Aku memutuskan hukum
berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya
lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab; Dengan
sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam
sunnah Rasulullah?" la menjawab; Aku akan berijtihad dengan
pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah
memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.""

Ibnu al-Qayyim mengatakan, “Sungguh Nabi # telah
mengakui Mu’adz atas ijtihadnya dalam memutuskan perkara yang
tidak ada nasnya dari Allah # dan RasulNya”."" Hadis ini
dipermasalahkan tentang kesahihannya, namun hadis ini banyak
tersebar dan dijadikan dalil di dalam kitab-kitab usul fikih.'?
Sehingga sebagian ulama menganggap hadis ini magbil seperti
Imam al-Syaukani di dalam kitab Irsydd al-Fuhil”? Semakna
dengan perkataannya, Imam al-Juwaini juga mengatakan, “Hadis ini

""Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 5 hlm. 230, al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas
al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm. 616, Abu Ja’far Ahmad bin Muhamad al-Tahawi, Syarh Musykilah
al-Atsar, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), juz 9, him. 212.

""Abu Tayyib Muhammad Syamsulhaq al-*Adhim Abadi, ‘Aun al-Ma bid Syarh
Sunan Abi Dawud, (al-Madinah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1968), juz 9, hlm 453.

"Hadits ini dinilai lemah oleh al-Albani di dalam as-Silsilah adh-Dhaifah karena
tiga sebab: 1) Mursal, 2) Majhulnya teman-teman Mu’adz, 3) Majhulnya al-Haris bin ‘Amr.
Ibnu al-Jauzi mengatakan di kitab al- ‘llal al-Mutandhiyah: Hadis ini tidak sahih meskipun
semua ahli fikih menyebutkannya di kitab-kitab mereka dan dijadikan dalil, meskipun
makna (isi) dari hadis ini sahih. Syamsulhaq menjawab dengan mengatakan, “Hadis ini
meskipun tidak disebutkan nama-nama mereka, namun mereka adalah para sahabat Mu’adz,
sehingga hal itu tidak berbahaya yang menunjukkan hadis ini sudah terkenal, dan al-Haris
bin ‘Amr menyampaikan hadis itu dari jamaah teman-temannya Mu’adz, bukan satu orang
,maka ini lebih syuhrah (terkenal) dari pada yang menyampaikan satu orang saja”. Abu
Tayyib Muhammad Syamsulhaq al-‘Adhim Abadi, ‘Aun al-Ma’biid Syarh Sunan Abi
Dawud, (al-Madinah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1968), juz 9, him 453.

“Muhammad bin Ali al-Syaukani, Irsyad al-Fuhil ild Tahqiq al-Haq min ‘llmi al-
Usil, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 2 hlm. 99.
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tersebar di kitab-kitab sahih yang disepakati kesahihannya yang
tidak terbantahkan”.'* Orang yang berijtihad disebut dengan
mujtahid. Di antara syarat-syarat mujtahid, yaitu:

a. Islam.

b. Berakal.

c. Balig.

d. Mengetahui ayat-ayat dan hadis tentang hukum-hukum, secara

nas atau zahir, dan mampu membedakan antara hadis yang sahih
dengan hadis yang tidak sahih.

e. Mengetahui perkara nasikh dan mansyikh dari hukum-hukum
yang ada di dalam al-Qur’an dan al-Hadis.

f. Mengetahui perkara-perkara yang menjadi ijma’, sehingga tidak
menyelisihinya.

g. Mengetahui metode istimbat fikih dan cara beristidlal.

h. Mengetahui dallil-dalil lafaz dan mengetahui metode atau uslub
yang benar dari pada yang salah.

i.  Mengetahui kedudukan dalil-dalil, metode penggabungan dan
metode tarjih jika terjadi pertentangan.

j.  Adil”

Di antara dalil tentang kewajiban menegakkan hukum pidana

dari Allah 4 di dalam al-Qur’an, firman Allah %&:
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Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya

(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan

“Abu al-Ma’ali al-Tuwaini, al-Burhan ft Usil al-Figh, (Mesir: al-Wafi, 1998), juz
2 hlm. 505.

“Iyadh bin Nami al-Sulami, Usil Figh Allazi la Yasa’u al-Faqih Jahluh, hlm. 451-
454, Abd al-Qadir bin Syaibah, Imta’ al- ‘Uqul Biraudah al-Usil, (Madinah: Dar al-Fajr al-
Islamiyyah, 2002), him. 143-144.
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luka luka (pun) ada gisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
qisdas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
(Q.S. al-Maidah: 45).'

Allah % mengingkari dan mencela orang yang berhukum
dengan selain hukum Allah, sebab hukum Allah adalah hukum yang
terbaik. Allah 4 berﬁrman

s {,A U5l e 2T 0y O 4 allaladd e
Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan
(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi
orang-orang yang yakin? (Q.S. al-Maidah: 50)."”

Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini, maksudnya siapa yang lebih
adil dari pada Allah dalam hukumNya (diketahui) bagi orang yang
mengetahui syariat Allah, mengimaninya, meyakini dan mengetahui
bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Bijaksana, Dia lebih
menyayangi makhluknya dari pada kasih sayang ibu kepada
anaknya, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala
sesuatu, Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan Maha Adil terhadap
segala sesuatu.'®

Hukuman hudiid  disyariatkan berdasarkan al-Kitab, as-
Sunnah dan ijma’ ulama, serta penegakkan hukuman hudiid sesuai
dengan giyas yang sahih, hukuman ini merupakan balasan bagi
orang 1%lang berbuat maksiat, menerjang perkara yang diharamkan
Allah.

Allah % ketika menetapkan hukuman hudiid, rahmatNya
mendahului murkaNya, sehingga Allah memaatkan kejahatan anak
kecil, orang yang tidak berakal dan tanpa kesengajaan. Demikian
juga ditetapkan syarat yang sulit dalam pelaksanakan hukuman

"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

"Ibid., him. 116.

®Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azim. (Beirut: Dar al-Qutub al-Tlmiyyah, 2008),
juz 2 hlm. 63.

“Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-
Ahkam, (Riyad: Dar al-Aiman, 2005), juz 2 him. 341.
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hudiid, seperti pada kasus pidana zina, harus terpenuhi syarat adanya
persaksian empat orang yang adil yang melihat secara jelas
perbuatan zina itu atau dengan adanya pengakuan seseorang tanpa
ada paksaan.

Dalam kasus pencurian juga demikian ketat dalam
penegakkan hukuman hudiid harus dipastikan terbukti benar adanya
kejahatan itu, terpenuhi syarat-syaratnya dan tanpa adanya syubhat.
Semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada para hambaNya
dan pemberian kesempatan kepada pelaku kejahatan agar bertaubat
secara pribadi.

2. Asas-asas Hukum Pidana Islam
Kata asas berasal dari bahasa Arab:

s (VI i plel ast ol Sy (ool amay sl Lol Y0
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Artinya : “al-Uss adalah asal bangunan (kata), bentuk pluralnya

adalah asas, dikatakan untuk menunjukan satu asas dengan

dikurangi huruf alif yang bentuk pluralnya adalah wusus ~.*°

a. Asas Legalitas

Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh
Anselm Van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat
dilihat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat
dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-
undangan pidana yang sudah ada sebelumnya”.?'

Istilah asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak
disebutkan secara jelas, dikarenakan istilah ini adalah istilah
kontemporer dalam bidang hukum. Namun demikian, bukan
berarti di dalam hukum pidana Islam tidak ada asas legalitas ini.
Terbukti secara subtansi hukum pidana Islam mengandung asas

legalitas, sebagaimana termaktub di dalam ayat-ayat al-Qur’an

*Ibnu Faris, Mu jam Maqayis al-Lugah, (Dar al-Fikr, 1979), juz 1 him 45.
*'Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks
Keindonesiaan, (Y ogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 50.
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bahwa Allah % tidak akan menjatuhkan hukuman kepada
manusia sebelum adanya penjelasan secara legal melalui para
rasul dan diturunkan kitab-kitab suci.

Di antara ayat-ayat sebagai dasar asas legalitas adalah
sebagai berikut :

z PRIV IR Y B S
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Artinya : Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami

mengutus seorang rasul. (Q.S. al-Isra’: 15).*
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Artinya : Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota,
sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah

(pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya
dalam keadaan melakukan kezaliman. (Q.S. al-Qasas: 59).%

et S5 Olsall 1s ) (=l
Artinya : Dan al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya
dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada
orang-orang yang sampai al-Qur’an (kepadanya). (Q.S. al-
An’am: 19).%*
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Artinya : (Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada
alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-
rasul itu. (QS. an-Nisa’: 165).%

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 283.

*Ibid., hlm. 392.

*Ibid., hlm. 130.

*Ibid., him. 104.
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Artinya : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan

mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.
(Q.S. al-Anfal: 38).%°

) ) ek

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 286).%’

Para wulama fikih membuat kaidah-kaidah yang
menguatkan asas legalitas:

e e s o Y 2291 3 Y

Artinya : “Hukum asal sesuatu atau perbuatan itu mubah sampai

ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*®

ALY 2o ¢ A o LY Lol 3 oYy

Artinya : “Dan hukum asal dalam adat itu adalah boleh, sampai
datang dalil yang memalingkan dari hukum boleh”.*’

o2 3955 U8 D JWY (S Y

Artinya : “Tidak ada hukum atas perbuatan orang-orang yang

berakal sebelum datangnya nas”.*

DAl o 3 i Sl R sde Ny A Y

Artinya : “Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa ada
nas dalam kejahatan hudiid .

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 181.

*'Ibid., hlm. 49.

*Jalaluddin al-Suyiiti, al-Asybdh wa an-NaZdir, (Mekkah: Maktabah Nazar al-
Baz, 1997), juz 1 hlm. 102

* Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, al-Qawa id al-Fighiyyah, (Kuwait: Idarah al-
Masajid Muhafazah al-Jahra’, 2007), hlm 130.

*Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri” al-Jindi al-Islami Mugaranan bt al-Qanin al-
Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 115.
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Berdasarkan ayat-ayat dan kaidah-kaidah di atas, maka
seseorang yang berbuat kejahatan dapat dikenai hukuman jika
terpenuhi syarat-syarat berikut:

1) Syarat bagi mukallaf:

a) Berakal, yaitu ia mampu memahami perkara yang
diperintahkan dan dilarang oleh syariat yang berarti tidak
gila, termasuk juga sadar/sengaja dan tidak lupa.

b) Balig, yaitu ia telah dewasa dan pantas
mempertanggujawabkan perbuatannya.

2) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan:

a) Perintah atau larangan yang dilanggar itu memungkinkan
atau mampu untuk ditaati.

b) Perintah atau larangan itu sudah dijelaskan ke publik
atau perkara yang sudah pasti diketahui bersama min ad-
din br ad-dartirah bahwa itu adalah perintah atau
larangan, misalnya perbuatan zina, semua orang pasti
mengetahui keharaman zina.

“Dengan adanya asas legalitas ini di dalam hukum pidana
sejak empat belas abad yang lalu, menunjukkan keistimewaan
hukum pidana Islam ini atas hukum pidana buatan manusia yang
baru dimasukkan di dalam landasan hukum pada tahun 1789
masehi di Perancis”.*?

Di antara contoh penerapan asas legalitas di dalam
syariat Islam yaitu sebagai berikut:
1) Beristrikan bekas ibu tiri
Menikahi bekas ibu tiri sudah menjadi adat
kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah sampai masa di awal
Islam. Pernikahan ini dilarang oleh Islam dengan turunnya
surat an-Nisa’ ayat 22:
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' Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri” al-Jindi al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-

Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 118.

21bid.
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Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci
Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. an-
Nisa’: 22).*

Penerapan asas legalitas ini dijalankan pada masalah
menikah bekas ibu tiri, bahwa seseorang yang menikahi
bekas ibu tirinya sebelum turunnya larangan tidak dipidana.
Namun ia harus segera menceraikan mantan ibu tirinya yang
sesuai dengan teks ayat:

el Uy

Artinya : Kecuali pada masa yang telah lampau. (Q.S. an-
Nisa’: 22).
2) Hukum riba

Riba adalah termasuk dosa besar yang pelakunya
diancam dengan hukuman fa zir. Bentuk-bentuk transaksi
riba telah menyebar di masyarakat jahiliyah, sampai
datangnya ajaran Islam yang melarang semua transaksi riba.
Berkenaan dengan larangan riba ini Allah % menurunkan
surat al-Baqarah ayat 275:
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Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 81.
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Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka
berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 275).*

Riba dapat dibagi menjadi dua macam: nasiah dan
fadl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan
oleh orang yang meminjamkan, sedangkan riba fad! adalah
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis yang
termasuk komoditi riba, tetapi salah satunya lebih banyak
jumlahnya, seperti penukaran emas dengan emas, padi
dengan padi, dan sebagainya.

Asas legalitas diterapkan pada riba, tatkala orang
yang telah melakukan transaksi riba sebelum turun larangan
tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diperintahkan untuk
membatalkan transaksi riba itu dan hanya boleh mengambil
uang modalnya.

5B Ny 5 alS N Ll (st 12l S5
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Artinya : Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Bagarah: 279).%

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 47.

S Ibid.
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b. Asas Tidak Berlaku Surut
Hukum pidana Islam secara umum berlaku asas tidak
berlaku surut yang berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak
dianggap melakukan jarimah kecuali setelah ditetapkan
hukumnya secara legal. Akan tetapi, ada pengecualian atas
tindak pidana yang bisa dianggap jarimah meskipun belum ada
dalil larangan. Hal ini dikarenakan kejahatan itu merupakan
kejahatan yang besar yang menyangkut kehormatan seseorang,
apabila tidak diterapkan hukuman akan menjadi masalah besar
dan muncul kekacauan di masyarakat. Di antara jarimah yang
diberlakukan surut adalah:
1) Jarimah qazf
Dasar yang menunjukkan berlakunya hukum surut atas
Jjarimah qazf adalah firman Allah %:

R
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka
itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nir: 4).*°
Orang yang pertama kali menyebarkan isu keji
bahwa ‘Aisyah R.A. berzina dengan Shafwan bin Mu’attal
R.A. adalah gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salil,
dia yang memprakarsai penyebaran tuduhan dusta ini
sehingga sebagian kaum muslimin ikut terhasut oleh isu
yang disebarkan, kemudian isu itu menjadi bahan gunjingan
dari mulut ke mulut. Meskipun sebagian kaum muslimin
tidak merespon isu itu. Keadaan itu berlanjut selama hampir
satu bulan sampai akhirya turun ayat surat an-Nir yang

i

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
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2)

membantah berita bohong itu dan membersihkan Aisyah
R.A. dari tuduhan itu.

Atas dasar turunnya ayat di atas, Rasulullah
menjatuhkan hukuman cambuk delapan puluh kali terhadap
para penyebar berita bohong yang disebutkan di dalam
riwayat Abu Dawud bernama Hassan bin Sabit, Mastah bin
Asasah dan Hamnah bintu Jahsy.>’

Penjatuhan hukuman hudiid ini dalam rangka
hukuman atas pelaku dan pemulihan stabilitas keamanan
kota Madinah. Hal ini menunjukkan ini berlaku hukum surut.
Jarimah Perampokan

Dasar hukum berlakunya surut atas jarimah
perampokan adalah firman Allah # dan juga hadis
Rasulullah #:
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Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka
peroleh siksaan yang besar. (Q.S. al- Maldah 33)
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*7 Ismail bin Umar, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-Azim, (Beirut: Dar al-Qutub

al-Ilmiyyah 2008), juz 3 hlm. 246.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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Artinya : Dari Anas R.A. bahwa ada sekelompok orang dari
'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah.
Maka Rasulullah # memberi keringanan kepada mereka
untuk mendatangi unta sedekah dan meminum susu-susunya
dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu
membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-
untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka
Rasulullah mengutus seseorang, akhirnya mereka dibawa ke
hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan
kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan
besi panas lalu menjemur mereka di bawah panas dan
ditindih dengan bebatuan"*’

Tujuan pemberlakuan hukum surut untuk memelihara
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi,
pemberlakuan hukum surut itu hanya berlaku pada jenis
tindak kejahatan yang berbahaya.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu asas yang ada dalam hukum pidana Islam adalah
asas praduga tak bersalah. Selanjutnya setiap orang dianggap
tidak bersalah dalam suatu kasus kejahatan kecuali ada bukti atas
kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Asas
praduga tak bersalah ini telah ada semenjak empat belas abad
yang lalu, tentang kewajiban tabayyun (mencari penjelas) dalam
menerima tuduhan. Allah 4 berfirman:
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*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Cairo: Dar al-Sya’b,
1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 101.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. al-Hujurat: 6).*

Rasulullah # juga menegakkan asas praduga tak bersalah
ini, tatkala ada tuduhan atas perkara kejahatan beliau minta bukti
yang jelas dan tertuduh tidak dianggap bersalah sebelum ada
bukti-bukti atas kesalahannya.
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Dari Ibnu Abbas R.A., sesungguhnya Nabi i)ersabda,
“Seandainya setiap manusia diberikan (diterima) atas setiap
tuduhannya, maka manusia akan mudah mengklaim (menuduh)
ia memiliki hak atas darah dan harta orang lain, akan tetapi

sumpah atas orang yang tertuduh”.*'
Ada tambahan pada riwayat al-Tirmiz1:

f
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Artinya : Bukti hendaknya dibawa oleh orang yang menuduh.*
Termasuk hikmah Allah # dan rahmatNya seorang
penjahat tidak dihukum melainkan harus ditegakkan bukti atau
hujjah. Hujjah itu bisa berupa pengakuan pelaku kejahatan atau
saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan pelaku berbuat
kejahatan, misalnya bau mulut peminum khamr yang
menyengat, hamil tanpa ada suami atau bukan budak yang punya
tuan atau keberadaan barang curian di rumah pencuri. Bukti-

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 516.

“Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 128 dan Ibnu Majah,

Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 416.

“Muhammad bin ‘Isa al-Tirmiz, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya’ at-Turas,

tt.), juz 3 hlm. 626.
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bukti ini dianggap lebih kuat dari pada pengakuan diri pelaku
kejahatan.®
d. Asas Tidak Sah Hukuman Karena Keraguan
Asas ini memiliki makna tentang batalnya kasus pidana
apabila tidak berdasar bukti-bukti valid yang meyakinkan.
Apabila dalam kasus pidana kejahatan ada syubhat yang
meragukan, maka hukuman pidana tidak bisa dijalankan.
ANV PP P ;m Jo’y JB 16w Lo
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Artinya : Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah # bersabda:

Tolaklah Audiid semampu kalian untuk kaum muslimin, jika

kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka

lepaskanlah, karena sesungguhnya seorang imam/hakim yang

keliru dalam menetapkan ampunan atas suatu perbuatan lebih

baik baginya dari pada keliru dalam memberikan hukuman.*
Al-Imam al-Suytitt membuat kaidah:

Artinya : “Hukum hudiid gugur dengan adanya syubhat”.*’

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai yang asli namun
sebenarnya bukan asli. Di antara contoh syubhat yang bisa
menolak hukum hudiid adalah syubhat kepemilikan, misalnya
seseorang mencuri harta bersama, karena ia juga punya
kepemilikan atas harta itu. Demikian pula seorang ayah mencuri
harta anaknya, maka ia tidak dihukum Audiid karena bapak juga

®Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 247.

“Muhammad bin Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihaini aa’a
Ta’ligat al-Zahabi fi al-Talkhis, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1990), juz 4 him. 426.
Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqt, Sunan al-Baihaqt al-Kubra, (Makkah: Maktabah
Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 238.

*Jalaluddin al-Suyiti, al-Asybah wa an-Nazdir, (Mekkah: Maktabah Nazar al-
Baz, 1997), juz 2 hlm. 203.
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punya hak atas kepemilikan harta anaknya berdasarkan sabda
Rasulullah #:

GJ-:-& éﬂ\-ﬁj <l

Artinya : Kamu dan hartamu milik bapakmu.*®

Contoh lain, suami yang mendatangi dubur istrinya (/iwat),
maka suami tidak dihukum Audiid , karena suami memiliki hak
atas seluruh badan istrinya, ia boleh melakukan semua hal yang
dikehendaki.*’

Meskipun begitu, hukum mendatangi istri di dubur adalah
haram dan termasuk dosa besar berdasarkan hadis$ berikut:
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah
bersabda: Barang siapa yang mendatangi istrinya yang haid atau
mendatangi duburnya atau mendatangi dukun dan membenarkan
perkataannya, maka sungguh ia telah kafir dengan syariat yang
dibawa Muhammad.*®
Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan
antara majikan dan budak, antara kaya dan miskin, antara
pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita di hadapan
hukum pidana Islam.

Asas persamaan di hadapan hukum tidak hanya terdapat
dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam saja, akan tetapi hal
itu dilaksanakan secara praktis yang dilaksanakan oleh
Rasulullah #, para khalifah dan penerus beliau. Rasulullah #
bersabda yang artinya: Demi Allah, sendainya Fathimah binti

*Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah,

tt.), juz 2 hlm. 204, Hadi$ ini dikatakan hasan ligairihi oleh Sy’aib al-Arniit.

YAbd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-

Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 209.

“Muhammad bin ‘Isa al-Tirmiz, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya’ at-Turas,

tt.), Juz 1 hlm. 242. Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz
1 hlm. 404. Hadis$ ini dihukumi sahih oleh al-Albani.
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Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya".*” Khalifah
Umar R.A., pernah menghukum Muhammad anak gubernur
Mesir ‘Amril bin al-‘As R.A., karena telah mencambuk seorang
laki-laki dari bangsa Qibti yang beragama Nasrani.*

Hukum pidana Islam telah menerapkan asas ini sejak lebih
dari empat belas abad yang lalu tanpa membedakan keadaan
strata sosial pelaku kejahatan, sehingga memiliki dampak yang
baik yaitu terjaga kewibawaan dan kehormatan hukum pidana
Islam di mata masyarakat.

3. Pengertian Jinayah , Jartimah, Uqibah dan Hudiid
a. Pengertian Jinayah
Jinayah secara harfiyah adalah bentuk masdar (kata
asal) yang fi'il-nya jand — yajni, secara etimologi adalah:
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Artinya : “Apa yang diperbuat dari keburukan, yaitu yang
dikerjakan dan yang dilakukan...yang bermakna umum
mencakup seluruh perkara yang buruk dan jelek, dan
dikhususkan dalam perbuatan yang haram”.”!
Al-Buhtitt mendefinisikan secara jinayah bahasa :
oA b ol oy e sl

Artinya : “Berbuat aniaya atas badan, harta dan kehormatan”.”

Sedangkan jinayah secara terminologi di kalangan ulama
ahli fikih adalah gis@s jiwa dan bagian tubuh®® yang berupa
terpotong dan luka di tubuh.>

“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 him. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 him. 114.

*Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan
Implementasi, (Jakarta: Logos, 2003), him. 126.

*'Qasim bin Abdillah al-Qunawi, Anis al-Fugahd fi Ta rifat al-Alfazi Baina al-
Fuqaha, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), him 108.

*Al-Buhiiti, Raudul Murbi Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Muassasah ar-
Risalah, tt.), hlm. 631.



100

Sedangkan Ibnu Qudamah menyamakan kitab jirah dengan
kitab jinayah vyang mengartikannya dengan setiap perbuatan
yang melanggar hak jiwa dan harta. Akan tetapi secara ‘urf
diartikan secara khusus dengan pelanggaran pada badan, dan
dinamakan jinayah atas harta seperti, gasab, pencurian, khianat
dan pengrusakan.

Jinayah yang ada hukum hudiid nya secara syariat seperti
jinayah atas badan disebut dengan pembunuhan dan
penganiayaan. Jindyah atas kemaluan disebut zina, jinayah atas
harta apabila secara paksa atau kekerasan dinamakan hirabah
(perampokan), jika ada takwil (tidak taat penguasa) dinamakan
pemberontakan, apabila secara sembunyi disebut pencurian,
apabila dengan cara kekuatan maka disebut gasab. Jinayah atas
kehormatan manusia adalah gazf. Jinayah karena melampaui
batas dalam hal makan dan minum adalah jinayah meminum
minuman keras. Apabila jinayah atas badan atau anggota badan
maka bisa dijatuhi hukuman gisa@s atau hukuman harta yang
dinamakan diat.”

Pengertian Jarimah

“Jarimah secara bahasa seperti jarmun yang berarti dosa
dan pemutusan”.”’

Jarimah secara terminologi adalah “Perkara yang dilarang
syariat yang Allah menetapkan hukuman atas pelakunya dengan
hukum /udiid dan ta’zir”.’® Perkara yang dilarang syariat bisa
berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Maka
jarimah adalah melakukan perbuatan haram yang ditetapkan

»Qasim bin Abdillah al-Qunawi, Anis al-Fugahd fi Ta rifat al-Alfazi Baina al-

Fuqaha, (Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2004), him 108.

hlm. 3.

hlm. 443

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, tt.), juz 7
*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, tt.), juz 11

**Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 394-395.

Tsmail bin Hammad al-Jauhari, as-Sahhah Taj al-Lugah wa Sahhah al-

‘Arabiyyah, (Beirut: Dar al-‘Ilmi I1 al-Malayin, 1987), juz 5 hlm. 1885.

*<Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, (Cairo: Dar al-

Hadis, 2006), hlm. 322.
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hukuman atas pelakunya atau meninggalkan perbuatan yang
diharamkan meninggalkannya yang dihukum pelakunya, atau
artinya perbuatan atau meninggalkan yang ditetapkan oleh
syariat atas pengharamannya dan hukumannya.>
c. Pengertian Ugiibah

Ugiibah adalah kata masdar yang memiliki fi’il: agaba —
yu’agibu — ‘igaban wa mu’daqabatan wa ‘ugibah. ‘Aqaba baina
syaiaini: datang salah satunya setelah lainnya. ‘Agaba mujriman
bizanbihi: menghukumnya dengan sebab dosanya sebagai
balasan atas perbuatan buruknya, menghukumnya atas
kesalahannya, tidak ada jarimah tanpa hukuman, perbuatan yang
dihukum pelakunya oleh undang-undang.®’

Secara terminologi Awdah mendefinisikan ‘ugibah
dengan:

§ ok A Oleas Je dsladt amlal | 2l o) 4

Artinya : Pembalasan yang ditetapkan untuk maslahat bersama
atas perbuatan maksiat kepada perintah Pembuat syariat (Allah).

Audah melanjutkan, bahwa tujuan kewajiban penegakan
hukuman atas perbuatan maksiat kepada perintah Pembuat
syariat adalah untuk perbaikan keadaan manusia, penjagaan
mereka dari kerusakan, menyelamatkan mereka dari kebodohan,
membimbing mereka dari kesesatan, menjaga mereka dari
perbuatan maksiat dan mendorong mereka untuk melaksanakan
ketaatan.®'

Abu Zahrah mendefinisikan ‘ugithah dengan:

A gL 5 @3
Artinya : “Hukuman yang menyakitkan yang dijatuhkan kepada

9 62

pelaku kejahatan sebagai hukuman/peringatan baginya”.

*Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugdranan bi al-Qaniin al-
Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 66.

“Ahmad Mukhtar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’asarah, (‘Alam al-
Kutub, 2008), juz 2 hlm. 1524.

%'Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugdranan bt al-Qaniin al-
Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 609.

Muhammad Abu Zahrah, al- ‘Ugiibah, (Cairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, tt.), hlm. 7.
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d. Pengertian Hudiud

“Hudiid bentuk plural dari al-hadd, secara etimologi
berarti al-man’ (pelarangan), dan di dalam syariat berarti
hukuman yang ditentukan dan wajib ditegakkan yang merupakan
hak Allah”.%

Al-Sarakhst mengatakan,, “al-hadd secara bahasa al-
man’, pintu itu dinamakan haddad karena bisa mencegah dari
manusia yang masuk. Dinamakan dengan hadd karena
mencakup makna-makna sesuatu yang mencegah masuknya
selainnya”.®*

Ibnu Hajar mengatakan,

Lt Lo ) cuw\wmggﬁéugxyi)
Artinya : “Al-Hadd itu berasal dari sesuatu yang menghalangi
dua hal yang mencegah keduanya bercampur, hadd ad-dar
berarti sesuatu yang membedakannya”.®

Secara terminologi Al-Buhiiti mendefinisikan hukum
hudiid dengan:

e 3 g B o e Rennn 3 Lo e i
Artinya : “Hukuman yang ditentukan secara syar’i atas suatu
maksiat sebagai pencegahan terjadinya maksiat yang sama”.®

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan
bahwa jinayah dan jarimah memiliki kesamaan arti yaitu semua
perbuatan yang melanggar syariat yang mendapatkan hukuman,
baik berupa melakukan larangan syariat seperti, berzina,
mencuri, membunuh dan selainnya ataupun meninggalkan
kewajiban seperti, meninggalkan ketaatan kepada pemimpin,
meninggalkan shalat dan selainnya. Akan tetapi menurut istilah

%Qasim bin Abdillah al-Qanawi, Anis al-Fugqahd fi Ta’rifat al-Alfazi Baina al-
Fuqaha, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), him 61.

MSyamsuddTn as-Sarakhst, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma'’rifah, tt.), juz 9
hlm. 36.

%Abd al-Qadir Syaibah, Figh al-Islam Syarh Bulig al-Maram, (Madinah: ar-
Rasyid, tt), juz 8 hlm. 252.

%Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm 433.
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fugaha bahwa jinayah lebih khusus dalam pelanggaran atas
jiwa atau anggota badan.

Sedangkan ugitbah memiliki arti sama dengan Audiid yang
berarti hukuman yang ditegakkan atas pelaku kejahatan dalam
rangka untuk peringatan keras dari tindak kejahatan. Meskipun
hukum hudiid lebih khusus diartikan dengan hukuman yang
sudah ditentukan secara jelas oleh syariat.

4. Keutamaan Penegakan Hukum Hudiid
Penerapan hukum hudiid  bertujuan untuk perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia yang berupa perlindungan terhadap
agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan setiap manusia.
Penegakkan hukuman Audiid adalah kewajiban yang diperintahkan
Allah % dan Rasulullah #. Allah % mengingkari orang-orang yang
tidak menegakkan hukum hudiid dan lebih memilih hukum buatan
manusia:

058l ) U e T 155 0 el (ST

Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan

(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi
kaum yang yakin? (Q.S. al-Maidah: 50).%

Rasulullah # juga memberikan motivasi dalam penegakan

hukum hudiid.
Aor T AU Gl e g Wl ] JB B e

el Gl
Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah # bersabda:
Hukum hudid yang ditegakkan di muka bumi lebih baik dari pada
hujan yang turun empat puluh hari di pagi hari.®®

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 116.

%¥Muhammad bin Hibban, Sahih Ibni Hibban, (Mesir: Muassasah ar-Risalah, tt.),
juz 10 him. 244. Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan ligairihi.
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Artinya : Al-Nu'man bin Basyir R.A. berkata; Nabi # telah
bersabda: "Perumpamaan orang yang menerjang hukum Allah dan
orang berada padanya seperti sekelompok orang yang berlayar
dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat
tempat di bagian bawah dan sebagian lagi di atas perahu. Lalu orang
yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum,
mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas sehingga
mengganggu orang yang di atas. Lalu salah seorang yang di bawah
mengambil kapak untuk membuat lubang di bawah kapal. Maka
orang-orang yang di atas mendatanginya dan berkata: "Apa yang
kamu lakukan?" Orang yang di bawah berkata: "Kalian telah
terganggu karena aku sedangkan aku memerlukan air". Maka bila
orang yang berada di atas mencegah dengan tangan mereka maka
mereka telah menyelamatkan orang tadi dan menyelamatkan diri
mereka sendiri, namun apabila mereka membiarkannya berarti dia
telah membinasakan orang itu dan diri mereka sendiri".*
Hadis di atas menjelaskan bahwa penegakkan hukum hudiid
adalah kunci keselamatan hidup manusia dan terhindar dari
kerusakan di muka bumi.

5. Jenis-jenis Hukuman Atas Tindak Pidana dalam Islam
Hukuman atas tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi
bermacam-macam sesuai dengan tinjauannya.

“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 3 hlm. 237.
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Pembagian hukuman ditinjau dari maslahat yang lima:

1)
2)
3)
4)

5)

Hukuman untuk #hifz ad-din (menjaga agama), seperti
hukuman atas orang yang murtad dan gazf.

Hukuman untuk #hifz an-nafs (menjaga jiwa), seperti
hukuman gisas dan diat.

Hukuman untuk 4ifz al-’aql (menjaga akal), seperti hukuman
bagi peminum kAhamr dan pengguna narkoba.

Hukuman untuk #hifz al-mal (menjaga harta), seperti
hukuman bagi pencuri, perampok dan korupsi.

Hukuman untuk Aifz an-nas/ (menjaga keturunan), seperti
hukuman bagi pezina dan /iwat.

Pembagian hukuman ditinjau dari penentuan ukuran hukuman
ada dua:

1)

2)

Hukuman yang terbatas, yaitu hukuman yang sudah
ditentukan jenisnya oleh syariat, seperti hukuman hudid
bagi pelaku murtad, zina, pencurian, minum khamr, gazf,
perampokan, pemberontak, gisas, diat dan kafarat.

Hukuman yang tidak terbatas, yaitu hukuman yang tidak
ditentukan jenisnya oleh syariat, akan tetapi penetapannya
dikembalikan kepada hakim sesuai dengan jenis kejahatan
dan kondisi pelaku. Hukuman jenis ini disebut dengan
hukuman ¢a zir, seperti perjudian atau pelaku riba.

Pembagian hukuman ditinjau dari hubungannya dengan
hukuman lainnya yang terbagi menjadi empat:

1)

2)

Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok atau asli yang telah
ditentukan oleh syariat, seperti hukuman mati bagi
pemberontak, perampok dan murtad, potong tangan bagi
pencuri, rajam bagi pezina muhsan dan dera bagi pezina
gairu muhsan, dera bagi pelaku gazf, dera bagi peminum
minuman keras, hukuman gisas dan diat bagi pembunuhan
yang tidak sengaja.

Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai
pengganti hukuman pokok karena ada penghalang yang
syar’i dari penerapan hukuman pokok, seperti diat bagi
pembunuhan yang dimaafkan dan fa’zir jika tidak bisa
diterapkan hukuman hudiid .
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3)

4)

Hukuman pengikut, yaitu hukuman tambahan yang
dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, seperti pencabutan
persaksian atas pelaku gazf dan pencabutan hak warisan atas
pembunuh.

Hukuman penyempurna, yaitu hukuman yang dijatuhkan
kepada pelaku kejahatan sebagai pelengkap dari hukuman
pokok. seperti pencopotan jabatan hakim yang menerima
gratifikasi.

Pembagian hukuman ditinjau dari obyek hukuman terbagi
menjadi:

1)
2)

3)

4)

5)

Hukuman badan, yaitu hukuman yang dirasakan oleh badan,
seperti hukuman mati, rajam, dera, salib, potong tangan, dll.
Hukuman psikis, yaitu hukuman yang mengenai kejiwaan
pelaku yang bertujuan agar pelaku sadar dan bertaubat,
seperti celaan, publikasi kejahatan, hajr (boikot), ancaman
dan nasehat.

Hukuman pembatasan kebebasan, yaitu hukuman yang
membatasi gerak kehidupan pelaku kejahatan, seperti
diasingkan di daerah lain, dipenjara atau hukuman penjara
rumah.

Hukuman sosial, yaitu hukuman yang mengenai kedudukan
sosial pelaku, seperti dicopot dari jabatan.

Hukuman harta, yaitu hukuman yang menyangkut harta
pelaku kejahatan, seperti diat, kafarat, penyitaan dan
perusakan barang yang berbahaya.

Pembagian hukuman ditinjau dari otoritas dalam penetapan
hukuman yang dibagi menjadi dua:

1)
2)

Penetapan hukuman yang merupakan otoritas tunggal hakim
atau penggantinya, yaitu hukuman hudid dan ta zir.
Penetapan hukuman yang menjadi otoritas korban atau wali
korban yang berarti apakah ditegakkan hukuman atas pelaku
kejahatan, pembayaran diat atau pengampunan, yaitu pada
kejahatan pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan yang
mengakibatkan terpotong bagian tubuh atau luka.

Pembagian hukuman yang ditinjau dari hukuman wajib dari
suatu tindak kejahatan yang dibagi menjadi empat:
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1) Hukuman Audiid.
Hukuman hudiid ada tujuh jenis: pemberontakan, murtad,
zina, gazf, minum khamr, pencurian dan perampokan.”

2) Hukuman gisas dan diat.

3) Hukuman kafarat.

4) Hukuman ta zir.

B. Hukum Pidana Islam Perspektif Magdasid asy-Syari’ah

Syariat Islam dalam menetapkan hukum jinayah atau hukum
pidana Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia secara
individual maupun bermasyarakat dan bernegara, dan juga bertujuan
untuk menolak bahaya dan kerusakan di kehidupan masyarakat.

Hukum pidana Islam disyariatkan untuk menegakkan magasid
asy-syari’ah dari sisi penjagaan dari perkara-perkara yang akan
menghancurkannya, karena kejahatan pidana itu bisa meruntuhkan
perwujudan magqasid asy-syart’ah.”!

Hukuman di dalam Islam disyariatkan bukan untuk menimbulkan
bahaya dan balas dendam terhadap terpidana yang diwajibkan untuk
ditegakkan hukuman atasnya seperti hudiid, gisas, kafarah atau ta’zir.
Sesungguhnya hukuman tersebur disyariatkan untuk perwujudan
kemaslahatan masyarakat dan individu secara seimbang, yaitu perbaikan
keadaan manusia dan penjagaan atas ketertiban masyarakat, dalam
bagian syariat yang mencegah dari pembunuhan, fitnah dan
penganiayaan.”? ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam mengatakan, “Bahwa
ditetapkan hudiid dan hukuman-hukuman yang disegerakan di dunia

sebagai peringatan keras atas kejahatan-kejahatan”.”

“Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 69.

""Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, al-Muwdfagat, (Mamlakah al-
Arabiyyah al-Su’udiyyah: Dar Ibnu Affan, 1997), juz 2 him. 19-20.

"Ibnu ‘Asyir, Magasid asy-Syariah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar al-Nafdis, 2001),
him. 515.

Plzzuddin Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 him 17.
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1. Definisi Magqgasid asy-Syari’ah
Magqasid asy-syariah berasal dari bahasa Arab is &)l Lolis

yang terdiri dari dua kata magqdasid dan asy-syari’ah. “Maqasid
bentuk plural dari magsad secara bahasa yang berarti: bersandar,
mendatangi sesuatu, mengarah”.”*

Kata kedua adalah asy-syari’ah secara bahasa adalah,

U Zx.g)LfiJ\ z)ydh@fﬁ\
Artinya : “Asy-Syari’ah yaitu tempat berkumpul manusia untuk
minum”.”

Abd al-Karim Zaidan mengatakan, bahwa syariah, agama
dan millah maknanya satu, yaitu perkara yang Allah syariatkan
untuk para hamba yang berupa hukum-hukum. Akan tetapi hukum-
hukum itu dinamakan syariat jika ditinjau dari peletakaannya,
penjelasannya dan istigamahnya, dan dinamakan agama jika ditinjau
dari ketundukan dan peribadatan kepada Allah, dan dinamakan
millah jika ditinjau dari doktrin kepada manusia’®

Adapun definisi gabungan dua kata magasid asy-syari’ah
Imam al-Syatibi tidak memberikan batasan difinisi magqasid asy-
syari’ah secara jelas, mungkin definisi itu dianggap sudah jelas.
Menjadi bertambah kejelasannya dengan membaca kitabnya yang
spesialis di bidang magasid yaitu al-muwdfagat. Alasan kedua
beliau tidak mendefinisikan kata magasid asy-syari’ah dikarenakan
kitab beliau ini ditulis untuk kalangan ulama, bahkan ulama yang
kokoh dalam ilmu syariah.”” Dan beliau menjelaskan hal itu dengan
perkataannya:

Dan tidak direkomendasikan orang yang membaca kitab ini
hanya melihat sebagai orang yang mengambil faedah saja, namun
direkomendasikan bagi orang yang bisa merasa puas meneguk ilmu

"bnu Manzir, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, tt.), juz 3 him. 353.

PIbnu Faris, Mu jam Maqayis al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), juz 3 hlm.
262.

Abd al-Karim Zaidan, al-Madkhal i ad-Dirasah asy-Syariah al-Islamiyyah,
(Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), him 34.

Ahmad Raisuni, Nazhariyah al-Magasid ‘inda al-Syatibi, (Virginia: The
internatioal Institute of Islamic Thought, 1995), him. 17.
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syariah usul-usulnya dan cabang-cabangnya, yang mangiil maupun
yang ma’qil, yang tidak taklid dan fanatik terhadap madzhab
tertentu.”®

Ibnu ‘Asylir mendefinisikan magasid asy-syari’ah dengan:
“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung dari Pembuat
syariat di seluruh keadaan syariat atau sebagian besarnya”.”

Al-Raistini mendefinisikan magasid asy-syari’ah dengan,
“Tujuan yang diletakkan syariat untuk mewujudkan maslahat bagi
para hamba”.*

Al-Khadimi mendefinisikan magasid dengan, makna-makna
yang terikat di dalam hukum-hukum syariyyah yang merupakan
konskwensinya, sama saja apakah makna-makna itu merupakan
bagian, keseluruhan atau sifat global, dan semua itu mengumpulkan
tujuan yang satu yaitu pengakuan penghambaan kepada Allah 4 dan
maslahat bagi manusia di dua alam.*’

Al-Zuhaili mendefinisikan maqgasid asy-syariah dengan,
“Makna-makna dan tujuan-tujuan yang terikat di seluruh hukum-
hukumnya atau sebagian besarnya, atau tujuan akhir dari syariat dan
rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Pembuat syariat di setiap
hukum-hukumnya”.**

Kesimpulan definisi magqasid asy-syari’ah di atas berporos
pada makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam
setiap hukum-hukum syariat yang bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan para hamba di dunia dan di akherat.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, al-Muwdfagat, (Mamlakah al-
Arabiyyah as-Su’udiyyah: Dar Ibnu Affan, 1997), juz 1 hlm. 87.

PIbnu ‘Asyir, Magasid asy-Syariah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafdis, 2001),
hlm. 251.

®Ahmad Raisuni, Nazharivah al-Magasid ‘inda al-Syatibi, (Virginia: The
internatioal Institute of Islamic Thought, 1995), him. 19.

$"Nuruddin al-Khadimi, al-ljtihddu al-Magqasidi, (Qatar: Wuzaratu al-Augaf wa
Syuuni al-Islamiyyah, 1988), hlm. 52-53.

“Wahbah al-Zuhaili, Ushil al-Fikih al-Islamt, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz
2 him.1017.
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2. Pembagian Magqasid asy-Syar’tah

Imam al-Syatibi membagi magqdasid asy-syariah menjadi dua:
Yang pertama: magqdasid yang kembali kepada tujuan Pembuat
syariat, yaitu ungkapan dari tujuan Pembuat syariat yang paling
utama dari sisi tujuan peletakan syariat untuk dipahami, untuk
pembebanan dan konskwensinya dan bertujuan untuk masuknya
mukallaf dalam hukumNya, semua itu bertujuan untuk kemaslahatan
hamba di kehidupan dunia dan akherat. Yang kedua adalah magasid
yang kembali kepada tujuan mukallaf.*> Maqasid jenis yang pertama
inilah yang menjadi metodologi dalam menganalisa hukum syariat.

Pembebanan syariat kembali kepada penjagaan tujuan syariat
pada makhluk, dan tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam:
darurat, hajiyat dan tahsiniyyat.

Makna dari darurat adalah hal itu harus ada dalam penegakkan
maslahat-maslahat agama dan dunia. Apabila perkara ini hilang maka
eksistensi maslahat dunia tidak akan tegak, bahkan akan rusak dan
kacau balau.

Penjagaan atas magqdasid asy-syariah tidak terealisasi kecuali
dengan dua perkara:

a. Penegakan penopang-penopangnya dan pengokohan penyangga-
penyangganya, dan hal itu ungkapan dari penjagaannya dari sisi
eksistensinya.

b. Penjagaan dari faktor-faktor perusak yang terjadi atau
diperkirakan akan terjadi, dan hal itu adalah ungkapan penjagaan
dari sisi ketidakberadaan.

Al-Syatibt menjelaskan bahwa hukum pidana atau jinayat
ditegakkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba dari sisi
penjagaan peniadaannya, yaitu untuk menjaga agar magqasid asy-
syari’ah itu tidak diserang dan dihancurkan oleh perkara-perkara
kejahatan.

Lebih lanjut al-Syatibi menjelaskan bahwa kebutuhan pokok
(darirat) itu ada lima, yaitu hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-
nafs (memelihara jiwa), hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nasl

®Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, al-Muwafagat, (Mamlakah al-
Arabiyyah as-Su’udiyyah: Dar Ibnu Affan, 1997), juz 1 hlm. 7-8.
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(memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta).®® Makna
hajiyat (kebutuhan skunder) adalah perkara yang dibutuhkan secara
luas, dan mengangkat kesempitan yang umumnya akan
menghantarkan kepada kesulitan dan kesusahan sebagai hasil dari
luputnya yang dicari. Jika perkara ini tidak dijaga pada diri seorang
mukallaf maka akan menemui kesulitan dan kesusahan, akan tetapi
tidak sampai kepada kerusakan yang terjadi pada kemaslahatan
umum. Makna tahsiniyat (kebutuhan tersier) adalah perkara-perkara
yang bisa menjadikan bagus dan indah dan penjagaan kebagusan
metode dalam ibadah dan muamalat.®

3. Landasan Dasar Magqagsid asy-Syari’ah

Magdasid asy-syariah yang menjaga lima kebutuhan pokok
manusia yaitu hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs
(memelihara jiwa), hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nasl
(memelihara keturunan), Aifz al-mal (memelihara harta) berdasarkan
atas penelitian dan penggalian atas sumber utama hukum Islam yaitu
al-Qur’an dan as-Sunnah. Adapun dalil dari al-Qur’an adalah firman
Allah %:
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“Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, al-Muwafagat, (Mamlakah al-
Arabiyyah as-Su’udiyyah: Dar Ibnu Affan, 1997), juz 2 hlm. 17-23.
8577+
1bid.
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Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas
kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak,
dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu berakal.
(151). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan  beban kepada sesorang melainkan  sekedar
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu
berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji
Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu
ingat. (152). Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu
yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-
jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari
jalanNya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu
bertakwa. (153). (Q.S. al-An’am: 151-153).%

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang
ad-darurah al-khamsah (lima kebutuhan primer manusia), yaitu:
a. Hifz ad-din (Menjaga agama), yaitu ﬁrmanNyi;

P 2 L2
A b
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*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 148-149.
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Janganlah kalian menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.
(Q.S. al-An’am: 151).

Dan firmanNya:
Ao
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Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah
jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu
mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai
beraikan kamu dari jalanNya, yang demikian itu diperintahkan
Allah agar kamu bertakwa. (Q.S. al-An’am: 153).

Manusia diperintahkan untuk mengesakan dalam beribadah
kepada Allah %, dan agama tauhid ini tidak lurus melainkan
harus menjahui perbuatan syirik.

. Hifz an-nafs (menjaga jiwa), ya/iiu firmanNya:

B off 2 gl s oo 5

T
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Artinya :Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu
karena takut kemiskinan, ... dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan
sesuatu (sebab) yang benar. (Q.S. al-An’am: 151).

Ayat di atas menunjukkan kewajiban untuk menjaga jiwa
yaitu melarang kejahatan pembunuhan, karena manusia memiliki
hak untuk hidup dan dilindungi kecuali membunuh dengan cara
yang hak yaitu menegakkan hukum hAudiid, gqisas, rajam dan
murtad.

Hifz an-nasl (menjaga&keturunan), yaitu firmanNya:

i U3 G 52 G el 15
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan

yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi. (Q.S. al-An’am: 151).
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d. Syariat Islam mengharamkan zina, karena zina akan merusak

keturunan dengan tercampurnya nasab manusia. Zina adalah
perbuatan yang sangat keji dan melanggar tata susila. Allah 4

berfirman:
o
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang
buruk. (Q.S. al-Isra’: 32).

Hi ﬁ al;mdl (menj aga harta) yaitu ﬁrmanNya'
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Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan
penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah
kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An’am: 152).

Yang dimaksud dengan, “Janganlah kamu dekati harta
anak yatim” yaitu jangan mengambil dan memakan harta anak
yatim tanpa hak.

Firman Allah % yang artinya, “Dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil” artinya janganlah berbuat
curang dalam jual beli. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta
manusia agar tidak disalahgunakan. Di samping itu dilarang
melakukan pencurian, pencopetan, perampok, korupsi dan
penipuan. Semua itu dalam rangka untuk menjaga harta.

g2
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f.  Menjaga akal, yaitu firmanNya:

\\Jgjlw/ﬂ:.‘bm /S

Artinya :Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya
kamu berakal. (Q.S. al-An’am: 152).
Ayat ini sebagai perintah agar manusia menggunakan akalnya
untuk berfikir dan memahami syariat Islam ini. Oleh kartena itu,
syariat Islam diturunkan untuk menjaga akal dari hal-hal yang
bisa merusaknya, sehingga diharamkan minuman keras, narkoba
dan semua hal yang bisa merusak akal.
Adapun dalil magqdasid asy-syari’ah dari as-Sunnah yaitu sabda
Nabi Muhammad #:
B Ky was e K S (K0 s
A O ek Tl ol Ll Mu\d.m,u Sl 205 oS
RPN I
Artinya : "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan
kalian sesama kalian haram (terjaga) sebagaimana terjaganya hari
kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Hendaklah yang
hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang
hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham
darinya".*’
Hadis ini menunjukkan penjagaan syariat Islam terhadap jiwa,
harta dan kehormatan manusia.

4. Magqasid asy-Syari’ah Secara Global
Tidak mungkin diketahui hakikat magqasid asy-syari’ah di
dalam pidana Islam secara umum kecuali setelah diketahui
keistimewaan syariat Islam, hal itu dikarenakan pidana Islam
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam. Di antara
keistimewaan syariat Islam adalah:

¥Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), Juz 1 hlm. 26. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 107.
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a. Bersumber dari wahyu Allah % yang berupa al-Quran dan al-
Hadis yang jelas hukum-hukumnya dan terjaga keontetikannya
serta bersih dari kekurangan dan cacat. Al-Quran dan al-Hadis
sebagai dasar dalam penggalian hukum Islam yang termasuk di
dalamnya adalah penggalian hukum pidana Islam. Allah #
berfirman:

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan az-Zikr (al-
Qur’an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
(Q.S. al-Hijr: 9).®

Ayat ini memberikan jaminan tentang keontetikan al-

Qur’an sampai hari kiamat. Allah 4 juga berfirman:
Ao
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Artinya : Yang tidak datang kepadanya (al-Qur’an) kebatilan
baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari
Rab};)9 yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Fushilat:
42).

b. Berporos kepada mentauhidkan Allah 4¢ di dalam rubibiyyah,
ulithiyyah dan nama dan sifat Allah #. Tauhid ini menjadi tujuan
utama manusia diciptakan Allah % di muka bumi, dan untuk
merealisasikan tujuan asasi itu, Allah % menurunkan kitab suci
dan mengutus para rasul sebagaimana tertera di teks al-Qur’an
surat az-Zariyat ayat 56 dan surat al-Anbiya’ ayat 25.

c. Syariat Islam sempurna dan mencakup segala aspek sendi-sendi
kehidupan yang relevan di setiap tempat dan jaman, sehingga
tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Allah 4
berkehendak menyempurnakan syariat Islam ini sebagai syariat
akhir jaman. Demikian pula hukum pidana Islam telah sempurna

dan relevan yang diturunkan Allah % untuk kemaslahat para
hamba di dunia dan akherat. Allah 4¢ berfirman;

®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 262.
PIbid., him. 481.
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Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan
telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. (Q.S. al-
Maidah: 3).%

Syeikh al-Azhar Abd al-Halim Mahmud mengatakan
bahwa syariat Islam ini diturunkan untuk manusia karena
keberadaannya sebagai manusia yang relevan di setiap jaman
dan tempat, relevan asas-asasnya, relevan dalam sarana-
sarananya apabila dibatasi, dan setiap hal yang keluar dari syariat
ini maka itu merupakan penyimpangan.’’

d. Berpijak kepada ‘llat dan implementasi maslahat. Ini yang
menunjukkan kelebihan dan keistimewaan magasid asy-syari’ah,
khususnya magqasid di dalam pidana Islam. Karena magqasid asy-
syari’ah tegak di atas pondasi ‘illat dan maslahat. Maqgasid asy-
syari’ah adalah tujuan syariat ini diturunkan, sehingga setiap
hukum syariat pasti terkandung ‘illat yang semuanya bermuara
kepada satu tujuan yaitu perwujudan maslahat bagi makhluk di
dunia dan di akherat.

Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya syariat
Islam dasar bangunan dan asasnya berpijak kepada hikmah-
hikmah dan kemaslahatan para hamba di dalam kehidupan dunia
dan akherat, yaitu syariat Islam itu seluruhnya berasaskan
keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah.”

Lebih lanjut al-’Izz Abd al-Salam menyimpulkan bahwa
asas dari syariat Islam berpijak di atas kaidah menolak kerusakan
dan menarik kemaslahatan, jika anda mendengar Allah

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 107.

"'Abd al-Hamid Mutawalli, asy-Syari’ah al-Islamiyyah Kamashdar Asasi Ii ad-
Dustir, (Iskandariyah:, Mansya’ah al-Maarif, 1975), hlm. 8.

“Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Riyad:
Dar Ibni al-Jauzit: 2003), juz 4 hlm. 337.



118

berfirman, (Wahai orang-orang yang beriman ...), maka
perhatikanlah wasiatNya setelah ditunaikan, maka anda tidak
akan mendapatinya kecuali anda didorong ke dalam kebaikan
dan dicegah dari kejelekan. Sedangkan maslahat itu ada tiga
macam: maslahat mubah, mandub dan wajib, dan kerusakan itu
ada dua macam yaitu, kerusakan yang makruh dan yang haram.”?
Adapun magasid asy-syari’ah pidana Islam secara global
adalah sebagai berikut:
a. Penjagaan maslahat asasi bagi setiap manusia.

Sebagaimana telah djelaskan bahwa hukum pidana Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, yang berupa
hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa),
hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nas/  (memelihara
keturunan), hifz al-mal (memelihara harta) baik dengan cara
menegakkan kebutuhan pokok ini, maupun penjagaan dari hal-
hal yang akan menghancurkannya.

b. Menarikan maslahat dan menolak bahaya

Magdasid asy-syari’ah hukum pidana Islam adalah untuk
mendatangkan maslahat bagi hamba dan menolak bahaya
menuju kehidupan yang tenang dan damai, baik untuk maslahat
masyarakat secara umum maupun secara individu. Meskipun
pada prinsipnya kemaslahatan secara umum didahulukan dari
pada kemashlahatan pribadi, sebagai contoh hukum pidana bagi
peminum minuman keras adalah dicambuk 50 kali.

Hukuman ini dijalankan yang bertujuan untuk menjaga
kemaslahatan masyarakat secara umum agar tidak terganggu
oleh para pemabuk, meskipun dari sisi pemabuk hukuman ini
sekilas merugikannya, karena ia minum minuman keras sendiri
dengan memakai uang sendiri. Akan tetapi mabuk-mabukkan
dinilai bisa memicu kejahatan di masyarakat sehingga akan
mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat. Di
samping itu, meminum khamr juga akan membahayakan
peminumnya. Dari sudut pandang inilah ditegakkan hukuman
bagi pemabuk.

“Izzuddin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 him 9, 11.
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c. Kasih sayang kepada pelaku kejahatan dan masyarakat

Hukuman pidana Islam hakikatnya sebagai wujud kasih
sayang bagi pelaku kejahatan, yaitu mereka diberi hukuman agar
jera dan bertaubat serta meninggalkan perbuatan jahatnya.
Sebagaimana hukum pidana Islam ini sebagai bentuk kasih
sayang kepada orang yang dizalimi yaitu dengan dihilangkan
kezaliman pada dirinya dan dikembalikan hak-haknya yang
terlah dirampas. Dan secara umum adanya hukum pidana Islam
ini sebagai wujud kasih sayang kepada masyarakat dan
menguatkan eksistensi masyarakat, keamanan dan kemakmuran
bersama.

Sesungguhnya hukuman pidana Islam disyariatkan sebagai
wujud rahmat Allah 4§ dan kebaikan untuk para hambaNya.
Oleh karena itu, bagi pemegang otoritas dalam menghukum para
pelaku kejahatan, hendaknya tujuannya untuk kebaikan dan
rahmat bagi mereka, sebagaimana orang tua yang mendidik
anaknya atau seorang dokter yang mengobati pasiennya.’*

d. Pengajaran bagi pelaku kejahatan

Hukum pidana Islam merupakan wujud pengajaran dan
pendidikan bagi pelaku kejahatan agar sadar dan bertaubat dari
perbuatan jahat. Bukankah di dalam pengajaran itu ada metode
targib dan tarhib? Targib berarti memotivasi manusia untuk
berbuat baik, sedangkan farhib adalah menakut-nakuti dan
melakukan tindakan agar orang tidak melakukan perbuatan jahat.
Dua hal ini harus ada dalam metode pendidikan agar bisa
menggerakkan hati manusia kepada perbuatan yang baik.

e. Meredakan kemarahan dan balas dendam bagi korban yang
dizalimi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum pidana Islam
berasaskan keadilan, maka dengan ditegakkan hukum pidana
Islam ini akan membuat diri korban kejahatan dan keluarganya
menjadi lega dan hilang rasa balas dendamnya karena telah

*Ibnu Taimiyah, Fatawa al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiyyah, 1987), juz
5 hlm. 521.
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ditegakkan keadilan dan dikembalikan hak-haknya yang telah
dirampas.
f. Perbaikan bagi diri pelaku kejahatan.

Syariat Islam dalam menegakkan hukum pidana kepada
pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk pengajaran dan
pendidikan saja, akan tetapi juga bertujuan untuk rehabilitasi dan
terapi bagi diri pelaku kejahatan. Tujuan akhirnya agar pelaku
kejahatan bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan
kebenaran serta menjadi pribadi shalih tatkala kembali ke
lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini terdapat pada hukum
pidana selain hukuman mati (¢gisas) dan rajam. Misalnya dalam
pelaksanaan hukuman cambuk, maka disyaratkan cambukan
yang sedang yang tidak menyebabkan kematian atau kerusakan
pada diri pelaku.

g. Sebagai peringatan keras bagi manusia agar menjahui kejahatan.

Salah satu tujuan utama penegakkan hukum pidana Islam
adalah sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang mau
berbuat jahat. Realisasi penegakkan hukum pidana Islam kepada
para pelaku kejahatan adalah merupakan alat yang manjur untuk
menakut-nakuti para pejahat lainnya, sehingga para penjahat
akan menahan diri dari melakukan kejahatan semaksimal
mungkin karena takut akan ditegakkan hukuman atas mereka.
Maka dengan ini kejahatan di masyarakat dapat dihilangkan atau
diminimalisasi. Allah % memerintahkan dalam penegakan
hukuman hudiid  disaksikan oleh kaum muslimin sebagai
pengajaran bagi mereka:

Lol 2 A e IA;
Artinya : Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka berdua
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S.
an-Nir: 2).”

Ibnu ‘Asyiir mengatakan, bahwa tujuan syariat Islam dalam
menetapkan hudid , gisas, ta’zir dan diat pada jinayah ada tiga
hal yaitu: pengajaran terhadap para penjahat, menjadikan hati

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.



121

korban teraniaya atau keluarganya ridha dan sebagai peringatan
keras bagi orang yang mau mengikuti perbuatan jahat.”®

h. Penegakan keadilan di antara manusia dan menghilangkan
kezaliman.

Hukum pidana Islam memiliki asas keadilan dan
menghilangkan kezaliman yang tidak membedakan martabat dan
kedudukan seseorang di hadapan hukum, baik itu dari kalangan
bangsawan atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, pria
ataupun wanita. Jika seseorang telah berbuat kejahatan dan
terbukti secara hukum, maka ia wajib dihukum, dan tidak peduli
apakah ia dari kalangan ningrat ataupun rakyat biasa. Rasulullah
# bersabda: “Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad
mencuri, pasti aku potong tangannya".”’

i. Pembersihan dosa pelaku kejahatan dan sebagai kafarah

Penegakan hukum pidana Islam sebagai tindakan untuk
membersihkan dosa pelaku kejahatan, karena seorang pelaku
kejahatan telah merasakan hasil buruk dari perbuatan jahatnya.
Dahulu Rasulullah 4 dan para sahabat menyalatkan pelaku
kejahatan yang meninggal dari hukuman hudid dan beliau
menyalahkan sahabat yang mencela pelaku kejahatan itu. Imran
bin al-Husain R.A. menceritakan,

”Sesungguhnya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah
datang kepada dan ia dalam keadaan hamil karena perbuatan
zina, wanita ini berkata:”’Ya Rasulullah, saya telah melanggar
batasan Allah, maka hukumlah aku”, Rasulullah # kemudian
memanggil wali dari wanita itu lalu berkata:”Berbuat baiklah
kepadanya, dan jika dia melahirkan maka datangkan ia
kepadaku”, lelaki ini kemudian melaksanakan perintah Allah,
dan ketika wanita ini datang kembali kepada Rasulullah, wanita
ini dibungkus dengan pakaiannya kemudian dirajam (dilempar)
dengan batu sampai ia meninggal, kemudian setelah ia
meninggal Nabi # menyalatkannya, Umar bin al-Khattab R.A.

*Ibnu ‘Asyiir, Magasid asy-syari’ah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafdis,
2001), hlm. 516.
“’Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 him. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 114.
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berkata: “Anda menyalatkannya ya Rasulullah padahal dia telah
berzina”, Rasulullah # berkata:”’Sungguh wanita tersebut telah
bertobat kepada Allah, andaikan tobatnya dibagikan kepada 70
orang penduduk madinah maka akan dicukupi untuk
diampunkan dosa dosanya, apakah engkau pernah mendapatkan
seseorang yang lebih afdhal dari yang menyerahkan dirinya
kepada Allah %%,

Penegakkan hukuman Audiid itu juga sebagai kafarah bagi
pelaku kejahatan.
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Artinya : Dari Ubadah bin as-Samit R.A., Rasulullah #
mengambil perjanjian dari kami: ...Siapa di antara kalian yang
menerjang hudiid, lalu ditegakkan hukuman hudiid atasnya
maka itu sebagai kafarahnya.””

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman hudiid itu sebagai
kafarah. Al-Syafi’t berkata, “Aku tidak mendengar di bab ini
sesungguhnya hukum Audid  itu sebagai kafarah untuk
pelakunya yang lebih bagus dari hadis Ubadah bin al-Samit”.'®

j- Perbaikan keadaan masyarakat dan istiqamah

Kebaikan keadaan masyarakat dan istigamah dalam
kebaikan merupakan tujuan yang harus dicapai di dalam
kehidupan di masyarakat. Keadaan yang baik itu tidak bisa
tercapai jika masih banyak terjadi kejahatan, kemaksiatan dan
kemungkaran di masyarakat. Dengan menegakkan hukum pidana
Islam akan menekan angka tindak kejahatan di masyarakat.
Implementasi hukum pidana Islam termasuk dalam bab al-amru
bi al-ma’ruf wa an-nahyu ‘an al-munkar yang wajib ditegakkan
di masyarakat. Tanpa adanya al-amru bi al-ma’ruf wa al-nahyu
‘an al-munkar, maka kondisi masyarakat akan rusak dan tidak
aman. Rasulullah # bersabda:

*Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 120.

“Ibid., him. 127.

'"“Ibnu Rajab al-Hanbali, Jami’ al-Uliim wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadis min
Jawami’ al-Kalim, (Kairo: Dar as-Salam, 2004), juz 2 hlm. 510.
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DY) Salsl 5y alis
Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia
merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan
lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itu

adalah selemah-lemahnya iman.'"!

C. Tindak Pidana Hudid
1. Tindak Pidana Zina
a. Definisi Zina
1) Zina secara bahasa
Zina (U) di dalam bahasa Arab ada dua logat:
Pertama logat penduduk Najd: zina dibaca mamdid: Ul
(az-zinau). Kedua logat penduduk Hijaz: zina dibaca
magsiir: U3l (az-zind),'” Dan lafaz ini yang disebutkan di
dalam al-Qur’an:

=z z /&
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan
yang buruk. (Q.S. al-Isra’: 32).'%?
“Zina secara bahasa berarti: dayyig (sempit) dan fajir
(perbuatan seks yang haram)”.'%*
2) Zina secara istilah

Al-Hanafiyah mendefiniskan zina secara istilah dengan:

M ags g S e 3 L 3T U s N e by

""Nuslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 him. 50.

' Abu al-Barakat Ahmad ad-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 447.

'"“Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 285.

"“Ibnu Manzir, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Sadir. tt.), juz 14 hlm. 359. Al-
Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hIm. 1292. Ahmad
bin Muhammad al-Fayyimi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), hlm. 257.
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Artinya : “Seorang laki-laki memasukkan kelaminnya di
kelamin perempuan yang bukan miliknya (halal) dan bukan
kepemilikan secara syubhat”.'"

Al-Malikiyah mendefiniskan zina dengan:
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Artinya : “Seorang laki-laki muslim yang memasukkan
kelaminnya di kemaluan anak adam yang mampu dan
sengaja dengan tanpa adanya syubhat”.'

Ibnu Rusyd mendifinisikan zina dengan “Setiap
hubungan seks yang terjadi tanpa nikah yang sah, tanpa ada

s 107

syubhat nikah dan tanpa kepemilikan yang jelas (budak)”.
Asy-Syafi’iyah mendefiniskan zina dengan:
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Artinya : “Seorang laki-laki memasukkan seukuran ujung
kemaluan di kemaluan wanita yang haram, yang bisa
dinikmati secara tabiat yang tidak ada syubhat di
dalamnya”.'® Al-Syirazi menjelaskan, “Bahwa wanita yang
haram yaitu tanpa ada akad nikah, tidak ada syubhat akad
nikah, bukan dimiliki (budak) dan bukan syubhat
kepemilikan”.'”

Al-Hanabilah mendefiniskan zina dengan:

o gl B 3 aasl) e

Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,

2003), juz 5 hlm. 235. ‘Alauddm al-Kasani, Badai’ as-Sanai’, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 33-34.

"% Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 447.

"Tonu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 433

' Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
hlm. 305. Abu al-Qasim al-Rafi’1, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 127.

' Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 372
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Artinya : “Perbuatan keji (zina) di kemaluan atau di
dubur”.''?

Ibnu Muflih menjelaskan, “Bahwa tidak ada hukuman
hudud melainkan jika ujung kelamin laki-laki masuk di
kelamin asli, kelamin depan atau dubur”.'"!

Jika diperhatikan dari definisi-definisi zina di atas,
bahwa madzhab Malikiyah dan Hanabilah menganggap
semua hubungan seks lawan jenis atau sejenis, di kelamin
atau di dubur dimasukkan ke dalam definisi zina.

Al-Malikiyah memasukkan homo seks (memasukkan
kemaluan di dubur laki-laki maupun wanita) ke dalam zina,
dan menggauli istri yang haid atau di duburnya tidak
dihukum hudiid namun dihukum #a zir.''> Menurut mereka
karena dalam kasus ini ada syubhat kepemilikan.

b. Hukum Zina
Zina adalah haram dan termasuk al-kabair (dosa besar)
yang diharamkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’
(kesepakatan ulama).
Dalil dari al-Qur’an:
1) Surat al-Isra’ ayat 32:
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina;
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan

suatu jalan yang buruk.'"

"OAl-Buhiiti, Raud al-Murbi Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Muassasah ar-
Risalah, tt.), hlm. 664.

""Tonu Muflih, Kitab al-Furii’, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm.
58.

"?Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ald Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 447. Syamsuddin al-Dasiqf,
Hasyiyatu ad-Dasiiqi ‘ald asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), juz 4
hlm 313.

"“Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 285.
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2) Surat al-Furgan ayat 68:
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Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)
yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan
yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan)
dosa(nya)."'"*

3) Surat al-Mumtahanah ayat 12:
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Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia,
bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan
mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-
anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan
antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah
janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah
untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.'"”

"“Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 366.
"Ibid., hlm. 551.
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Dalil dari as-Sunnah:
1) Hadis darl Abdullah bm Mas’ud R.A.:
f
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Artinya : 'Abdullah berkata; Seorang laki-laki bertanya
wahai Rasulullah dosa apakah yang paling besar di sisi
Allah? Beliau menjawab: "Yaitu kamu menjadikan bagi
Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu." Aku
bertanya lagi; kemudian apa? Nabi berkata: Kamu
membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku
bertanya; Kemudian apa? Beliau menjawab: 'Kemudian
engkau berzina dengan istri tetanggamu.' Kemudian Allah
menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan
orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan
tidak berzina..., " (Q.S. al-Furqan: 68).''®
2) Hadis dari Ubadah bin al- Sémit R.A.:
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"*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 9 hlm. 2.



128

haramnya zina dan sesungguhnya zina termasuk al-kabair.
Syarat-syarat Penegakan Hukum Hudiid Zina
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Artinya : Sesungguhnya 'Ubadah bin al-Samit adalah sahabat
yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut
bersumpah pada malam Agqabah, dia berkata; Bahwa
Rasulullah # bersabda ketika berada di tengah-tengah
sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri,
tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak
membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan
dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf.
Barangsiapa di antara kalian yang memenuhinya maka
pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar
dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka
itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar
dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak
menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada
Allah, jika Dia berkehendak, memaafkannya atau
menyiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-
perkara tersebut.'"”

Dalil ijma’: Bahwa umat Islam bersepakat tentang
118

Hukuman hudud zina salah satu hukuman yang terberat

di dalam hukum pidana Islam, terutama perzinaan yang
dilakukan oleh pezina muhsan yaitu dengan hukuman rajam.
Dalam penegakan hukuman hudiid ini tidak longgar dan harus

""Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 11.

"Abdullah ibnu Mubarak al-Basi, Mausii'ah al-Iima’ Ii Syeikh al-Islam Ibni

Taimiyyah, (Taif: Maktabah Dar al-Bayan al-Hadi$ah, 1999), him 569.
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terpenuhi syarat-syarat yang ketat dalam rangka kehati-hatian

dalam pemberian sanksi ini.

Di antara syarat-syarat penegakkan hukuman rajam atas
terpidana adalah sebagai berikut:

1) Telah masuk alat kelamin laki-laki keseluruhannya di
kemaluan asli depan dan dubur yang haram dan dalam
keadaan muhsan. Tidak ada hukuman hudiid atas seorang
laki-laki yang menggauli wanita yang haram yang bukan di
kemaluan atau dubur atau hanya sebagian ujung kemaluan
saja yang masuk di kemaluan wanita itu atau wanitanya
sudah meninggal atau yang digauli adalah binatang, maka
hukumannya adalah ta ’zir, sedangkan hewannya dibunuh.

2) Tidak ada syubhat. Artinya perzinaan itu bukan pada posisi
diragukan hukum zinanya. Sehingga tidak dijatuhi hukuman
hudiid orang yang menggauli budak wanita yang dimiliki
bersama, budak milik anaknya, wanita lain yang disangka
istrinya yang ada di rumahnya, atau hubungan seks dalam
pernikahan yang batil namun ia yakini nikahnya sah seperti,
nikah mut’ah dan nikah tanpa wali.

3) Tetapnya bukti adanya zina, yaitu dengan pengakuan dari
pezina yang berakal atau persaksian empat orang yang adil
melihat perzinaan itu secara jelas.'"’

4) Pelakunya berakal, balig, sengaja tidak dipaksa dan
mengetahui keharamannya.'*

Salah satu syarat yang sulit diwujudkan adalah syarat
yang ketiga, yaitu penetapan bukti zina dengan dasar persaksian
empat orang laki-laki yang adil bahwa mereka melihat dengan
jelas alat kelamin laki-laki masuk di kemaluan wanita yang tidak
halal. Secara riwayat, tidak pernah ditegakkan hukuman hudiid
atas pelaku zina dengan dasar persaksian ini di jaman Rasulullah

"*Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 666-667.
" Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 372
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dan para sahabat'?', bahkan sampai jamannya Ibnu Taimiyyah
belum pernah terjadi persaksian zina yang diterima. Pada jaman
Rasulullah pernah beberapa kali ditegakkan hukuman rajam
dengan dasar pengakuan yaitu pada kasus Ma’iz, wanita dari
Juhainah dan wanita dari suku al-Gamidiyyah. Hal ini
menunjukkan pintu hukuman hudiid rajam ini dipersempit
dalam rangka menjaga kehidupan manusia, sehingga tidak
ditegakkan hukuman Audiid rajam ini melainkan kepada pezina
yang fasik dan melampaui batas, yaitu berzina dengan terang-
terangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zina karena
dipaksa. Mazhab Hanbali berpendapat tetap dijatuhi hukum
hudiid. Abu Hanifah berpendapat jika dipaksa oleh penguasa
maka tidak dihukum Audiid. Sedangkan al-Syafi’t dan Ibnu al-
Munzir berpendapat tidak dihukum Audiid karena ini termasuk
syubhat yang bisa membatalkan hukuman hudiid.'*

Adapun syarat ditegakkan hukuman hudiid rajam atas
personal pelaku zina muhsan ada tiga, yaitu:

1) Mukallaf, yaitu balig, berakal, sadar.

2) Merdeka atau bukan budak.

3) Telah menikah dan berhubungan intim dengan pasangan
yang sah dan tidak disyaratkan harus keluar mani dari
hubungan intim itu.'*

d. Dalil Penetapan Zina

Telah disebutkan bahwa dalil penetapan tindak pidana
zina dengan ikrar (pengakuan) dan persaksian. Ikrar dari pezina
yang menyatakan bahwa ia telah berzina dalam keadaan sadar
dan tidak gila. Adapun persaksian atas zina dilakukan oleh
empat orang laki-laki yang adil dan melihat secara jelas alat
kelamin laki-laki masuk di alat kelamin wanita seperti timba

"“Tonu Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

2003), juz 5 hlm. 265.
"Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 348.
' Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 306.
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masuk di lubang sumur atau masuknya batang celak di botolnya.
Allah # berfirman di beberapa tempat di dalam al-Qur’an:
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Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan

perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu
(yang menyaksikannya). (Q.S. an-Nisa’: 15).'**
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-
perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan padahal mereka
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menudubh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah
orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nr: 4).'%
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Artinya : Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak
mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? apabila
mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu dalam
pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (Q.S. an-
Nir: 13).12¢

Di dalam hadis riwayat Imam al- Bukhéﬁ disebutkan:
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"Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), him. 80.
B1bid., him. 350.
21bid., hlm. 351.
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Artinya : Dari Ibnu 'Abbas R.A., bahwa Hilal bin Umayyah
menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin
Sahma' di hadapan Nabi. Maka Nabi # bersabda: "Apakah kamu
punya bukti atau punggungmu dipukul?"'*’

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa syarat ditegakkan
hukuman hudiid adalah ikrar dan persaksian.'*® Penetapan zina
dengan dasar ikrar dan persaksian ini telah disepakati oleh para
ulama (ijma’) secara legal dan ini adalah syarat ditegakkan
hukuman hudiid. Adapun penetapan zina bagi wanita hamil
tanpa suami apabila wanita itu beralasan kalau diperkosa
hukumnya diperselisihkan ulama.'*’

Apabila wanita itu mengaku diperkosa atau dipaksa, maka
tidak dijatuhi hukuman Audiid menurut tiga imam mazhab; Abu
Hanifah, al-Syafi’t dan Ahmad.

Adapun persaksian tindak zina diterima jika terpenuhi
syarat-syarat berikut ini:

1) Saksi berjumlah empat orang.

2) Para saksi adalah laki-laki, maka tidak diterima saksi
perempuan.

3) Para saksi merdeka, bukan budak.

4) Para saksi berakal dan balig.

5) Para saksi adil.

6) Para saksi melihat jelas secara perbuatan zina itu.

Syarat penetapan tindak zina dengan persaksian empat
orang laki-laki yang merdeka dan adil ini disepakati oleh para
ahli ilmu secara umum.'*

Penetapan tindak zina dengan pengakuanpun jarang
terjadi, pertama, karena kebanyakan pezina takut akan dijatuhi
hukuman hudiid, apalagi di jaman akhir ini yang keimanan

"""Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 3 hlm. 233.

' Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 313
Ionu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihdyah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 438.

Abdullah bin Abd al-Aziz al-Jibrin, Syarh ‘Umdah al-Figh, (Riyad: Maktabah

ar-Rusyd, 2009), him 1951.
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manusia jauh dari pada keimanan orang-orang pada jaman
sahabat. Kedua, hukum pengakuan zina itu hukumnya boleh dan
tidak disyariatkan atau disunnahkan, karena tidak ada
perintahnya di dalam al-Qur’an maupun di dalam as-Sunnah. Di
dalam al-Qur’an ada isyarat tidak wajib mengakui kejahatan dan
pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman hudiid apabila
ia bertaubat sebelum tertangkap. Allah 4 berfirman:
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Artinya : (33) Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan
di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar, (34) Kecuali orang-orang
yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai
(menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 33-34).""
Pendapat ini dikuatkan oleh al-Nawawi, bahwa pelaku
tindak pidana hudid termasuk pelaku zina disunnahkan untuk
menyembunyikan diri dan tidak ikrar atas perbuatannya di depan

PITim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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hakim.'*> Akan tetapi ia wajib bertaubat dengan sebenar-

benarnya dan memperbaiki dirinya.

Syubhat Zina

Dalam penegakkan hukum hudiid zina harus terbebas
dari syubhat, karena syubhat itu dapat menggugurkan hukuman
hudiid zina. Sebagaimana sabda Rasulullah #:

Artinya : Tolaklah /udiid dengan syubhat-syubhat.'*?

Syubhat yang dapat menolak hukuman hudiid atas pelaku
zina ada tiga macam:

1) Syubhat tempat (kemaluan), seperti menggauli istrinya yang
sedang haid, budak wanita yang belum istibra’ (bersih
rahimnya) atau budak wanita milik anaknya, maka tidak
dijatuhi hukuman hudiid .

2) Syubhat pelaku, seperti seorang laki-laki mendapati wanita
di atas kasurnya lalu ia menggaulinya, karena menyangka
wanita itu adalah istrinya atau budaknya, dengan dasar
sumpah maka ia tidak dijatuhi hukuman hudiid .

3) Syubhat arah, yaitu setiap hubungan seks dalam pernikahan
yang dianggap sah oleh sebagian ulama, seperti pernikahan
tanpa wali yang dianggap sah oleh mazhab Hanafi,
pernikahan tanpa saksi yang dianggap sah oleh mazhab
Maliki dan nikah mut’ah, meskipun pelakunya meyakini
keharamannya menurut Syafi’iyyah. Adapun menggauli
budak wanita yang dijadikan jaminan hutang tetap
ditegakkan hukuman hudiid  menurut pendapat yang
benar.'**

Ada beberapa contoh kasus yang bukan syubhat,
sehingga pelaku dijatuhi hukuman hudiid zina seperti:
menikahi anak perempuannya, menikahi mahram, menikahi

2 Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, tt.), juz 7

hlm. 313.

"Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 him. 31.
" Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7

hlm. 311-312.
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saudara sepersusuan, menikahi wanita ditalak tiga, menikahi
wanita yang saling laknat, menikahi wanita kelima, menikahi
saudara, menikahi wanita di masa ‘iddah, menikahi wanita
bersuami, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki
nonmuslim.
f.  Hukum Hudiid Zina
Di awal Islam hukuman zina bagi pezina muhsan adalah
ditahan di rumah dan bagi pezina gairu muhsan dicaci dan dicela
dengan perkataan. Allah 4¢ berfirman:
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Artinya : 15. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu
(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah
memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai
Allah memberi jalan lain kepadanya. 16. Dan terhadap dua orang
yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah
hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat
dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-
Nisa’: 15-16).

Kemudian hukum di atas di-naskh (dihapus) dan diganti
menjadi hukuman rajam bagi pezina muhsan dan cambuk seratus
kali dan diasingkan bagi pezina gairu muhsan. Adapun ayat
berikut:
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Artinya : Dan laki-laki dan wanita tua apabila berzina maka
rajamlah keduanya.'*

Ayat di atas telah di-mansukh (dihapus), akan tetapi
hukumnya masih tetap dijalankan. Ayat ini dahulu di dalam surat
al-Ahzab menurut riwayat sahabat Ubay bin Ka’ab R.A."*° Hal
ini dijelaskan pula dari perkataan khalifah Umar R.A. berikut:
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Artinya : Abdullah bin Abbas berkata, "Umar bin Khattab
berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah, "Sesungguhnya
Allah telah mengutus Muhammad # dengan kebenaran, dan Dia
juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang
diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya,
mempelajari dan memahaminya adalah ayat tentang rajam.
Rasulullah # telah melaksanakan hukuman rajam tersebut,
begitu juga kita tetap melaksanakan hukum tersebut setelah
kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan
ada yang berkata, 'Di dalam al-Qur'an tidak kita dapati ayat
mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena
meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh
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Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), 9

hlm. 36-37.

P*Muhammad bin Hibban, Sahih ibn Hibban, (Madinah: Muassasah ar-Risalah,
tt.) juz 10 hlm. 273.
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Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat di dalam
kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan
yang telah menikah melakukan perzinaan apabila ada saksi atau
ada bukti hamil atau ada pengakuan.""’
1) Hukum hudiid bagi pezina muhsan

Dengan dasar dali-dalil yang telah lalu, hukuman
hudud  bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai
meninggal. Nabi # merajam Maiz dan ini merupakan ijma’
dari para sahabat.'*® Tidak ada yang mengingkari hukum
rajam kecuali orang-orang khawarij dan pengikut hawa
nafsu. Khawarij beralasan bahwa mereka tidak menerima
kecuali hadis mutawatir."*® Pendapat kaum khawarij tidak
diterima karena bertentangan dengan hadis-hadi$ yang sahih
dan ijma’ para sahabat dan ulama.

Dasar penetapan hukum rajam adalah takhsis al-am
dari ayat dikhususkan dengan hadi$-hadi$ sahih.'** Hukuman
rajam telah menjadi hukuman hudiid bagi pezina muhsan
dengan dasar sabda Nabi # dan perbuatannya.
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“"Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 him. 209. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 115.

“Tbnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah,
2003), juz 5 hlm. 210.

Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), 9
him. 36-37.
"Tonu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 435.
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. mengatakan; Seseorang
mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di
masjid. Dia menyeru beliau dan berkata; 'Aku telah berzina.'
Rasulullah berpaling darinya, tetapi dia tetap mengulanginya
sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali atas
dirinya, maka Nabi memanggilnya dan bertanya; "Apakah
kamu mengalami sakit gila?" 'Tidak' jawabnya."Apakah
kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya' jawabnya. Maka
Nabi bersabda: "Pergilah kalian bersama orang ini, dan
rajamlah ia!" Ibnu Syihab mengatakan; kemudian orang
yang mendengar Jabir bin Abdullah mengabariku, dan Jabir
berkata; “Aku di antara yang merajamnya, kami merajamnya
di tanah lapang. Setelah dia terkena lemparan batu, dia
melarikan diri, maka kami menangkapnya di Harrah dan
kami merajamnya.”'*!
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“"Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 8 hlm. 205. Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 116.
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Artinya : Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia
berkata, "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi seraya
berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Rasulullah
menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun
kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Kemudian
Ma'iz pergi, tidak lama kemudian dia kembali lagi sambil
berkata: "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau
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menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun
kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Lalu Ma'iz
pergi, tetapi belum begitu jauh dia pergi, dia kembali lagi
dan berkata kepada, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku."
Beliau menjawab sebagaimana jawabannya yang pertama,
dan hal itu berulang-ulang sampai empat kali. Pada kali yang
ke empat, Rasulullah bertanya: "Dari hal apakah kamu harus
aku sucikan?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah
bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau:
"Apakah Ma'iz ini mengidap penyakit gila?" lalu beliau
diberitahu bahwa dia tidaklah gila." Beliau bertanya lagi:
"Apakah dia habis minum khamr?" lantas seorang laki-laki
langsung berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun dia
tidak mendapati bau khamr darinya." Buraidah melanjutkan,
"Kemudian Rasulullah bertanya: "Betulkah kamu telah
berzina?" dia menjawab, "Ya, benar." Lantas beliau
memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam atas
dirinya, lalu dia pun dirajam. Dalam permasalahan ini,
orang-orang terbagi menjadi dua pendapat, yaitu; Ma'iz
meninggal dengan berlumuran dosa dan yang lain
mengatakan bahwa Ma'iz bertaubat dengan sebenar-
benarnya taubat, tiada taubat yang melebihi taubatnya Ma'iz,
dia datang menghadap Nabi, lalu tangannya diletakkan di
atas tangan beliau kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah,
rajamlah aku dengan batu." Dan mereka senantiasa dalam
perbedaan pendapat seperti itu selama dua atau tiga hari.
Kemudian Rasulullah datang, setelah memberi salam beliau
duduk bersama-sama dengan mereka, lalu beliau bersabda:
"Mintakanlah ampun bagi Ma'iz bin Malik." Lalu mereka
memohonkan ampun untuknya, "Semoga Allah mengampuni
Ma'iz bin Malik." Kemudian Rasulullah bersabda: "Sungguh
Ma'iz telah betaubat dengan sempurna, dan seandainya
taubat Ma'iz dapat dibagi di antara satu kaum, pasti
taubatnya akan mencukupi mereka semua." Perawi berkata:
Kemudian datanglah seorang wanita dari daerah Gamid dari
suku al-Azd, ia berkata: Wahai Rasulullah, sucikanlah
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diriku. Beliau menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan
mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-
Nya." Wanita itu berkata: Aku lihat anda akan menolakku
sebagaimana anda telah menolak Ma’iz bin Malik. Beliau
menjawab: Apa maksudmu? Wanita itu berkata: Ini buktinya
telah hamil dari zina. Beliau berkata: Kamu? Wanita itu
menjawab: Benar. Beliau berkata: (tidak ditegakkan rajam)
sampai kamu melahirkan bayi di perutmu. Perawi berkata:
Maka telah menjaminnya seorang laki-laki dari Ansar
sampai ia melahirkan, setelah itu laki-laki itu datang kepada
Nabi dan berkata: Sungguh wanita al-Gamidiyyah itu telah
melahirkan. Beliau bersabda: Kalau begitu kita tidak akan
merajamnya dalam keadaan membiarkan anaknya yang
masih bayi tidak ada orang yang menyusuinya. Maka
berdirilah seorang laki-laki dari kaum Ansar seraya berkata:
Tanggungjawabku penyusuannya wahai Nabi Allah. Maka
Rasulullah kemudian merajamnya.'**
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Artinya : Dari 'Imran bin Husaln, bahwa seorang wanita dari
Juhainah datang menghadap kepada Nabi dalam keadaan
hamil akibat melakukan zina. Wanita itu berkata, "Wahai
Rasulullah, aku telah melanggar hukum, oleh karena itu

“*Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 him. 119.
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tegakkanlah hukuman itu atasku." Lalu Nabi Allah
memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya:
"Rawatlah wanita ini sebaik-baiknya, apabila dia telah
melahirkan, bawalah dia ke hadapanku." Lalu walinya
melakukan pesan tersebut. Setelah itu Nabi memerintahkan
untuk merajam wanita tersebut, maka pakaian wanita
tersebut dirapikan (agar auratnya tidak terbuka saat dirajam).
Kemudian beliau perintahkan agar ia dirajam. Setelah
dirajam, beliau menyalatkan jenazahnya, namun hal itu
menjadikan Umar bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi
Allah, apakah anda menyalatkannya? Bukankah dia telah
berzina?" Beliau menjawab: "Sungguh, dia telah bertaubat
kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada tujuh puluh
orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi
mereka semua. Adakah taubat yang lebih utama daripada
menyerahkan nyawa kepada Allah secara ikhlas?"'*
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Artinya : Dari Abdullah bin 'Umar R.A. bahwa orang-orang
Yahudi mendatangi Rasulullah lalu bercerita bahwa ada
seseorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita
berzina. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka; "Apa

' Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 120.
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yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang
permasalahan hukum rajam?". Mereka menjawab; "Kami
mempermalukan ~ (membeberkan  aib) mereka dan
mencambuk mereka". Maka Abdullah bin Salam berkata;
"Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam kitab Taurat ada
hukuman rajam. Maka mereka mendatangkan kitab Taurat,
lalu mereka membacanya secara seksama dan salah seorang
di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan
dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya.
Kemudian Abdullah bin Salam berkata; "Coba kamu angkat
tanganmu". Maka orang itu mengangkat tangannya, dan
ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka
berkata; "Dia benar, wahai Muhammad di dalam Taurat ada
ayat tentang rajam". Maka Rasulullah memerintahkan kedua
orang yang berzina itu agar dirajam". Abdullah bin 'Umar
berkata; "Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita
tersebut agar terhlndar dari lemparan batu".'**

& xj.\} y o dj\ JJL; JG UG Ll J 03\:’;;;
%g}?gm}ﬂbﬂ\wﬂdﬂ;}»”é\jé

Lo EL A A U
Artinya : Dari 'Ubadah bin Samit dia berkata, "Rasulullah #
bersabda: "lkutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku.
Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka
(kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah
cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun,

sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah
hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."'®

"*‘Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 251.

"“Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu
Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizi,
al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya al-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Majah,
Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.
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Ibnu al-Munzir menyebutkan ijma’ ahli ilmu bahwa
pezina dihukum rajam sampai meninggal.'*®

Asy-Syafi’iyyah berpendapat bagi pezina gairu
muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun, mereka berbeda pendapat tentang hukuman bagi
pezina muhsan. Ibnu al-Munzir berpendapat hukumannya
dicambuk terlebih dahulu kemudian dirajam. Akan tetapi al-
Nawawi merajihkan hukuman rajam saja bagi pezina
muhsan dan disetujui oleh al-Gazali.'"’ Pendapat al-Nawawi
ini juga merupakan pendapat al-Syafi’1, Malik, al-Zuhri, al-
Nakha’i, Ashab ar-Ra’yi, al-Auza’t dan Ibnu Qudamabh,
karena ketika berkumpulnya dua hukuman Audiid sedangkan
salah satunya adalah hukuman mati, maka hukuman mati itu
telah mencukupinya.

Demikian pula Rasulullah #% menjatuhi hukuman
rajam atas Ma’iz, al-Gamidiyyah dan wanita dari Juhainah
tanpa hukuman cambuk.'*®
Adapun syarat-syarat muhsan adalah:

a) Pernah berhubungan seks di kemaluan,

b) Dalam keadaan menikah,

c) Pernikahannya sah,

d) Ia manusia merdeka atau bukan budak,

e) Balig,

f) Berakal,

g) Kedua belah pihak ketika menikah dalam keadaan
sempurna, dalam arti keduanya berakal, balig dan
merdeka.'®

“Tbnu al-Munzir, al-lima’, (‘Ajman: Maktabah al-Furgan, 1999), hlm. 116. Ibnu
Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 310.

"I Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 305. Abu al-Qasim ar-Rafi’1, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, him. 127.

"“*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 313.

"Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 314-317. Ulama lain mensyaratkan pelaku zina beragama Islam. Syamsuddin al-
Sarakhst, al-Mabsiit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma'’rifah, tt.), juz 9 hlm. 39.
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Dari uraian syarat-syarat di atas bahwa beragama
Islam bukan merupakan syarat penegakan hukuman hudid.
Ini adalah pendapat Imam al-Syafi’l yang berdasarkan
perintah Nabi # agar ditegakkan hukuman rajam atas pezina
Yahudi."*

Adapun jika seorang laki-laki berakal yang menzinai
anak perempuan yang belum balig atau wanita gila, maka ia
tetap hukum rajam, sedangkan perempuan kecil dan wanita
gilanya tidak dihukum dan tidak diketahui pendapat lain dari
kalangan ulama.""

2) Hukuman hudiid bagi pezina gairu muhsan

Hukum hudid rajam hanya bagi pezina muhsan
berdasarkan kesepakatan ahli ilmu.'”? Sedangkan hukuman
bagi pezina gairu muhsan adalah dicambuk seratus kali

dengan kesepakatan ulama yang berdasarkan firman Allah

L
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Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang
berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya
seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan

" Tonu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 435.

B <Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1986), juz 7 him 34.

"2 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 314.
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hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nr: 2).'*?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman pezina
gairu muhsan dicambuk dan tagrib (diasingkan) selama
setahun. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat
tidak ada pengasingan dan boleh dijalankan pengasingan ini
jika hakim beranggapan perlu, sehingga masuk pada
hukuman fa zir bukan hudiid . Tmam al-Syafi’t dan Imam
Ahmad berpendapat atas kewajiban pengasingan dan
cambuk atas pezina laki-laki dan perempuan, sedangkan
Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan hanya bagi
pezina laki-laki saja.'**

Pendapat yang kuat bahwa hukuman bagi pezina
gairu muhsan laki-laki maupun perempuan adalah dicambuk
seratus kali dan tagrib (diasingkan) selama setahun,
berdasarkan hadis ‘Ubadah bin Samit berikut:

o o 1yl Al L) B B el e e
e Gy sl A UL L G e s
0 L Al 2 L
Artinya : Dari 'Ubadah bin Samit dia berkata, "Rasulullah #
bersabda: "lkutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku.
Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka
(kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah
cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun,
sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah
hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."'*®

'"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.

"**bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 436.

*Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu
Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 249. al-Tirmizi,
al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Majah,
Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.
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Dan juga berdasarkan hadis dan asar berikut,
i et g U e JUB WTEE A Sy e G m 0l e
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. dari Rasulullah #
sesungguhnya beliau bersabda atas pezina gairu muhsan
maka diasingkan satu tahun dari Madinah dan juga
ditegakkan hukuman Audizd . Tbnu Syihab berkata: Dahulu

Umar mengasingkan orang dari Madinah ke Basrah dan ke
Khaibar."*

g. Magasid asy-Syart’ah dalam Hudiid Zina
Kejahatan zina telah merusak tatanan kehidupan
keluarga dan masyarakat serta meruntuhkan moral dan akhlak di
masyarakat. Hukum hudiid pezina ada dua: hukuman rajam bagi
pezina muhsan (sudah menikah), dan dicambuk seratus kali dan
diasingkan satu tahun bagi gairu muhsan. Kejahatan zina adalah
kejahatan yang paling keji yang telah merusak eksistensi
sebagian ad-darirah al-khamsah, yaitu:
1) Hifz ad-din (memelihara agama),
Zina adalah salah satu dari dosa besar di dalam ajaran
Islam. Sesuai mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah bahwa dosa
besar yang dikerjakan akan membuat keimanan pelakunya
menurun drastis dan ketakwaan pelakunya akan menipis,
bahkan hampir hilang. Sebagaimana di dalam hadis:
s PR S e SN SR Y
Artinya : Tidaklah seorang pezina pada saat berzina ia dalam
keadaan mukmin."”’

""*Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-A’zami, al-Minnah al-Kubrda Syarh wa at-

Takhriij as-Sunnan as-Sugra, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2001), juz 7 hlm. 237.
"“"Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 54.
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Dan dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah #2
bersabda:

phd) 130 @AlblS gl 0 oY A z0x B 513
O &) o
Artinya : Apabila seseorang berzina, maka keimanannya
keluar dari dirinya yang berujud seperti awan, apabila telah
selesai maka imannya kembali kepadanya.'*®
Norma-norma agama di masyarakat menjadi rusak
tatkala tersebar perbuatan zina, sehingga setiap laki-laki atau
perempuan melakukan zina dengan orang lain yang
diinginkan, maka jadilah masyarakat itu tidak ada bedanya
dengan keadaan kawanan binatang. Hal ini menunjukkan

bahwa perbuatan zina akan merusak eksistensi penjagaan
terhadap agama.

2) Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Zina dapat membahayakan jiwa atau badan, karena
berhubungan seks haram, terlebih lagi gonta-ganti pasangan
(seks bebas) akan sangat beresiko tertular penyakit kelamin
yang mematikan yaitu, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit
berbahaya lainnya: sifilis, kanker serviks, gonorhea, infeksi
kemaluan, dI1."*’

Perzinaan banyak mengakibatkan pembunuhan anak
(aborsi), dikarenakan laki-laki dan perempuan yang berzina
tidak menginginkan lahirnya anak haram yang akan menjadi
aib bagi mereka dan keluarga. Di samping itu, Deputi
Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Sudibyo menyebutkan
bahwa sebanyak 30 persen angka kematian ibu disebabkan
oleh aborsi atas kehamilan di luar nikah.'” Hal ini

" Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy’a$ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , (Beirut:

Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 222.

'"Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam

Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 48.

dari

'“Utami Diah Kusumawati, “Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu”, dikutip
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-

persen-kematian-ibu pada Hari Sabtu 2 November 2019 jam 10.04 WIB.




149

menunjukkan bahwa zina akan menghancurkan eksistensi
hifz an-nafs (pemeliharaan jiwa).
3) Hifz an-nasl (memelihara keturunan)

Perbuatan zina telah mengoyak eksistensi keturunan
dan nasab. Nasab-nasab akan tercampur dan sulit dibedakan
antara satu dengan yang lain, sehingga akan berakibat
kesalahan fatal dalam hukum-hukum kemahraman,
kewarisan dan pernikahan. Apalagi kerugian besar itu juga
dirasakan oleh anak hasil zina, ia tidak tahu siapa bapaknya
dan tidak ada bapaknya yang akan mendidiknya dan menjadi
wali nikahnya apabila anak itu perempuan.

Zina juga berakibat terputusnya keturunan, kerena
para pezina itu tidak menginginkan adanya anak. Mereka
hanya ingin melampiaskan nafsunya. Dengan adanya anak
menurut mereka justru akan mengganggu mereka dan
menyibukkan mereka. Sehingga mereka juga tidak mau
menikah, karena sudah bisa menyalurkan nafsu seksnya,
maka keturunan menjadi terputus dan tidak terwujudnya
generasi pemakmur dunia.'®'

Akibat buruk zina lainnya adalah bahwa zina akan
mengoyak keutuhan kehidupan rumah tangga. Suami atau
istri yang berzina, ia telah menghancurkan dan mengkhianati
pernjanjian suci pernikahan. Sehingga hal itu akan
mengakibatkan hancurnya keturunan yang merupakan salah
satu tujuan pernikahan.

Kerusakan akibat zina yaitu menghancurkan
kebaikan alam, maka seorang wanita yang berzina akan
menoreh aib atas keluarganya, suaminya dan kerabatnya dan
juga merendahkan kehormatan keluarganya. Jika ia
mengandung dari hasil zinanya kemudian membunuh
anaknya, maka ia telah menggabungkan dosa zina dan
pembunuhan. Dan jika ia membiarkan anaknya hidup
bersama suaminya, maka ia telah memasukkan orang asing

"IAli Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 187.
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4)

ke dalam keluarganya dan keluarga suaminya, sehingga anak
asing itu mengambil warisan yang bukan termasuk ahli
waris, ia bebas melihat keluarga besar itu, berkhalwat dan
bernasab kepada keluarga itu (padahal ia bukan bagian dari
keluarga itu).'®?

Dampak buruk zina lainnya bagi keturunan, bahwa
pezina itu sangat rentan tertularnya penyakit kelamin yang
berbahaya semisal AID/HIV. Penularan penyakit itu
menyebar pula kepada pasangan sah masing-masing dan
kemudian penyakit itu juga akan menular kepada janin yang
dikandung oleh ibu yang terinveksi virus HIV.

Hifz al-mal (memelihara harta).

Zina mengakibatkan penyia-nyiaan terhadap harta.
Para pezina laki-laki dan perempuan akan berusaha membuat
hati pasangan zinanya senang, meskipun dengan
memberikan harta yang banyak. Maka pezina rela
mengeluarkan uang yang banyak demi bisa memuaskan
nafsu bejatnya dan menyenangkan pasangan zinanya, bahkan
tidak peduli kalau harus menjual rumah, sawah dan semua
harta yang di milikinya. Berapa banyak orang yang kaya,
namun menjadi miskin akibat perzinaan.'

h. Filsafat Hukum dalam Hudiid Zina

Zina merupakan kejahatan yang buruk dan merusak,

sehingga syariat Islam memberikan hukuman yang berat agar
pelaku jera dan membuat takut orang yang mau berzina. Pezina
muhsan telah menodai ikatan pernikahan dan mengkhianati
pasangan hidup karena lebih memilih hubungan intim dengan
orang lain dari pada pasangan sendiri yang sah, sehingga
dijatuhkan hukuman yang berat yaitu hukum rajam. Hal ini
berbeda dengan pezina bujang yang dihukum dengan dijilid
seratus kali dan diasingkan selama setahun yang lebih ringan

162

2010), hlm. 232.

Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, ad-Dau wa ad-Dawau, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi,

' Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 187.
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hukumannya, dikarenakan karena besarnya syahwat pemuda dan
tidak ada tempat penyalurannya.'®*

Pezina yang sudah menikah telah diberikan oleh syariat
tempat penyaluran biologis secara halal dan memutus
penyaluran biologis yang haram, sehingga tidak ada lagi faktor
pendorong untuk melakukan zina. Ketika ia mencari pasangan
haram lainnya menunjukkan ia tidak bersyukur dengan
pemberian pasangan halal dan menerjang kejahatan yang paling
keji. Maka tidak ada lagi alasan baginya atas perilaku keji itu
yang meringankannya dari hukuman yang paling berat yaitu
hukum rajam.

1) Filsafat hukum tentang mencukupkan hukuman mati dengan
dua saksi yang berbeda dengan hukuman zina

Syariat mencukupkan penegakan hukuman mati/gisdas

dengan adanya dua orang saksi yang lebih sedikit dari syarat
penegakan hukuman zina yaitu adanya empat saksi, hal ini
menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan maslahat.
Sesungguhnya syariat Islam menetapkan itu dalam rangka
untuk penjagaan darah/pembunuhan dan penjagaan dari
hukuman hAuditd  zina/rajam. Jika seandainya syariat
mensyaratkan hukuman gisas ditegakkan harus ada empat
orang saksi, maka pembunuhan akan merajalela dan
kehormatan darah manusia terkoyak. Berbeda halnya zina
yang merupakan kejahatan tersembunyi maka tentang
penegakkan hukumannya disyaratkan empat orang saksi
yang melihat jelas perzinaan itu.'®

2) Filsafat hukum pezina tidak dipotong kemaluannya
sebagaimana pencuri yang dipotong tangannya

Pencuri telah menggunakan tangannya untuk melakukan

kejahatan dan hukumannya adalah dipotong tangannya
karena ia telah menggunakan tangan sebagai alat atau sarana
untuk mencuri. Adapun pezina telah menggunakan

' Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 197.

'Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 290-291.
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kelaminnya untuk melakukan kejahatan, akan tetapi kenapa

hukumannya dirajam atau didera, bukan dipotong

kemaluannya? Filsafat hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Kemaluan adalah anggota badan yang tersembunyi,
tatkala hukumannya adalah pemotongan alat kelamin,
maka tidak akan tercapai tujuan hukuman yaitu sebagai
peringatan dan ancaman bagi orang lain. Hal ini berbeda
dengan pemotongan tangan bagi pencuri yang jelas
tampak hukumannya.

b) Sesungguhnya pemotongan alat kelamin itu sama saja
dengan pemutusan sarana keturunan dan menghantarkan
kepada kematian seseorang, yang berbeda dengan
pemotongan tangan

c) Sesungguhnya kenikmatan zina itu dirasakan oleh
seluruh badan bukan hanya dinikmati oleh kemaluan,
maka hukuman yang paling bagus dirasakan oleh seluruh
badan yang telah merasakan kenikmatan maksiat.

d) Sesungguhnya pencuri yang dipotong tangannya masih
tersisa tangan yang lainnya yang bisa digunakan untuk
sarana kehidupannya, yang berbeda dengan alat kelamin
ketika dipotong, maka tidak tersisa yang lainnya.

e) Sesungguhnya hukuman pemotongan alat kelamin akan
menghantarkan kepada kebinasaan. Sedangkan pezina
gairu muhsan tidak cocok dihukum mati, berbeda
dengan pezina muhsan yang sesuai dengan hukuman
mati dan tidak cocok dengan pemotongan alat kelamin,
maka perlu dibedakan dua keadaan ini.'®®

Lebih lanjut Ibnu al-Qayyim menjelaskan:

b 4 ek ) BBl &5y ol mlak L) Bles Ll
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'Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-Hudid wa at-Ta’zirdt ‘inda Ibni al-Qayyim:
Dirdasah Mugaranah, (Riyad: Dar al-‘ Ashimah, 1994), hlm 97-98.
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Adapun menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri
dan tidak menjatuhkan hukuman potong alat kelamin atas
pezina, maka ini menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan
maslahat. Dan tidak termasuk kebijaksanaan Allah # dan
maslahat bagi hambaNya, penjagaanNya dan rahmatNya atas
para hambaNya dengan merusak anggota badan setiap
pelaku maksiat yang telah melakukan kemaksiatan, seperti
dengan mencokel mata yang telah melihat hal yang haram,
memotong telinga yang telah mendengar hal yang haram,
memotong lisan yang telah berbicara haram, memotong
tangan yang digunakan untuk memukul orang lain. Dan tidak
tersembunyi lagi bahwa semua ini adalah tindakan yang
melampaui batas dalam penerapan hukuman dan membolak-
balikkan tingkatan-tingkatan kejahatan.'®’

Hukuman bagi pezina adalah dengan hukuman yang
dapat dirasakan oleh seluruh badannya, bukan dipotong
kemaluannya. Hal ini sesuai dengah hikmah, karena pezina
ketika melakukan zina seluruh badannya merasakan
nikmatnya.

Adapun tentang zina, sesungguhnya pezina ketika
berzina seluruh badannya merasakan kelezatan dengan
memuaskan nafsu syahwatnya, dan umumnya orang yang
berzina itu rela dengan perbuatannya, dia tidak takut
sebagaimana orang yang mencuri ketakutan diketahui orang
lain. Oleh karena itu pelaku zina dihukum dengan hukuman
yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan hukuman

"Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-J1l, 1973), juz 3 hlm. 354.
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cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman
rajam bagi pezina yang sudah menikah.'®®

2. Tindak Pidana Liwat
a. Definisi Liwat
1) Liwat secara bahasa adalah

‘}»a-s IUajj 96‘:“'“" 9651«-5‘ by
Artinya : “Lata sesuatu dengan sesuatu artinya
menempel”.'®’

2) Liwat secara istilah diambil dari perbuatan kaum Nabi Lut
A.S. yaitu homo seksual. Kemudian dinisbatkan kepada
nama Nabi Lut yang pelakunya disebut /iti, sedangkan
perbuatannya liwat.

o5 s Jam oor Ty by o R L 0% bY 1LY
Ly o fee by L)

“Lata fulan : ia melakukan perbuatan kaum Lat. Lt adalah
orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan /liwat
adalah perbuatan kaum Liit (homo seks)”.'”
b. Hukum Liwat
Liwat adalah perbuatan keji yang termasuk dosa besar
yang dicela oleh Allah % di dalam al-Qur’an:
1) Liwat adalah perbuatan melampaui batas:

L P I T T L tO T - G S A P
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Artinya : Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara
manusia (berbuat homoseks) dan kamu tinggalkan isteri-

' Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 355.

'"“Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mu’jam al-Wasit, (Dar al-Dakwah, tt.), juz 2 hlm.
846.

'"Khalid Muhammad Mustafa, al-‘Ami al-Fasth, (Cairo: Mujma’ al-Lugah al-
‘Arabiyyah, tt.), juz 12 hlm. 23.
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isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu
adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. asy-
Syw’ara’: 165-166).""!

2) Liwat adalah perbuatan fahisyah (keji):

5 - - P
- — ~'

1 Dosnas 555 Lodll 500 Zaa) U6 3] By

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Lit, ketika dia berkata kepad
kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah
itu sedang kamu memperlihatkan(nya)? Mengapa kamu
mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan
(mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang
bodoh". (Q.S. an-Naml: 54-55).'"

3) Liwat adalah perbuatan khabis (sangat buruk):

2 .08 oz T L c2e 2.7 A 725 s.s7 5 2
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Artinya : Dan kepada Lit, Kami telah berikan hikmah dan
ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah
menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan

khabis (sangat buruk). Sesungguhnya mereka adalah kaum
yang jahat lagi fasik. (Q.S. al-Anbiya’: 74).'"

""Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 374.
"21bid., him. 381.
1bid., him. 328.
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Rasulullah # juga melarang dengan larangan yang keras
liwat (homo seks):

J@;Jxé‘;m,c';oij;.;;‘pzg.;.bw‘”c;;mx;;;
Ju. Jgjj(yygﬁgzauf* ol gé;smdj;;

Artinya : Dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Jabir
bin  Abdillah  berkata; Rasulullah %  bersabda:
"Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari
ummatku adalah perbuatan kaum Lut." Abu Isa berkata;
Hadis ini hasan garib, sesungguhnya kami hanya

mengetahui dari jalur ini dari Abdullah bin Muhammad bin
'Aqil bin Abu Thalib dari Jabir.'”

o5 dos dos r D aly Ll o foe Loe o I aly L)
b

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. Sesungguhnya Nabi #
bersabda, ...Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan
kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan
kaum Lit, dan Allah melaknat orang yang melakukan
perbuatan kaum Lit.'”

Dalil jjma’ disebutkan Ibnu Qudamah bahwa ahli ilmu
bersepakat atas haramnya liwat.'"®

" Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turds al-‘Arabi, tt.), juz 4
hlm. 58. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 595. hadi$ ini
dinilai hasan oleh al-Albani.

'""Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 1 hlm. 309. Syuaib al-Arniit mengatakan sanadnya bagus dan para
perawinya sahih.

"Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm 349.
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c. Hukum Hudid Liwat
Al-Qur’an menyebutkan bahwa azab Allah bagi kaum
Sodom adalah diangkat kota itu kemudian dijatuhkan dengan
terbalik dan dilempari batu. Allah % berfirman:

e Gl B e Gt (3 Gl 2l
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Artinya : Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang
mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan
bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka
dengan batu dari tanah yang keras. (Q.S. al-Hijr: 73-73).'”’

Demikian pula di dalam hadi§ ada penetapan hukum
mati bagi pelaku dan obyeknya.

rﬁﬁﬁéﬁ”’ T Py JUJUJL&J‘J
e Jmidry el 1,50 39:5

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. berkata: Rasulullah # bersabda:
Siapa yang kalian dapati berbuat seperti perbuatan kaum Lit,
maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.'”

Adapun dari penjelasan para ulama, bahwa hukuman
hudiid bagi pelaku homo seks adalah sebagai berikut:

1) Hukum rajam bagi pelaku muhsan dan cambuk seratus kali
bagi pelaku gairu muhsan, sedangkan budak dicambuk lima
puluh kali. Ini pendapat Hanafiyah'” dan dikuatkan oleh al-
Nawawi dan ini riwayat kuat dari al-Syafi’z,.'*

L ;/

""Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 266.

""" Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 him.
269. al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 57.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mdjah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz 3 him. 594.

'"<Alauddin al-Kasani, Badai’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1986), juz 7 hlm 57.

' AIl-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 309.
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2)

3)

Hukuman mati yang berbeda-beda metodenya: ada yang
berpendapat dirajam bagi pelaku muhsan dan gairu muhsan.
Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, al-Zuhri, Sa’id bin Jubair,
Malik, Ahmad."®" Ada yang berpendapat di hukum mati
dengan pedang dan ditimpakan dinding roboh.'**Ada yang
berpendapat dibakar dengan api, ini pendapat empat
khalifah: Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Ibnu Zubair dan
Hisyam bin Abd al-Malik.'"® Pendapat lain Abu Bakar
hukumannya yaitu dilempar dari tempat yang tinggi.'®*
Hukuman fa zir dan tidak dihukum Audiid. Ini pendapat Abu
Hanifah.

Seks di dubur wanita atau pria (/iwat) menurut Abu
Hanifah hukumnya haram, namun tidak dihukum hAudiid,
berbeda dengan al-Syafi’i yang mewajibkan dihukum Audud
rajam bagi muhsan dan dera bagi gairu muhsan, karena liwat
itu termasuk ke dalam makna zina yaitu seks haram. Akan
tetapi menurut Abu Hanifah bahwa /iwat itu bukan zina,
karena zina itu sesuai definisi kami memasukkan kemaluan
laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Jika ditinjau namanya
pun berbeda misal si fulan zani, si fulan /lafi, ini
menunjukkan artinya berbeda. Dari tinjauan lain, bahwa zina
itu menyia-nyiakan anak dan percampuran nasab, berbeda
dengan /iwdt yang menyia-nyiakan air mani yang hina.'®

Pendapat yang kuat tentang hukuman bagi pelaku
homo seks adalah hukuman mati yang sesuai dengan
hukuman Allah % bagi kaum Lit dan dalil hadi§ dari

"8I Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, tt.), juz 7

hlm. 309. Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’t, (Damaskus: Dar
al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 383. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam
al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 350.

" Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 309.
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Raudah al-Muhibbin, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 371.

"™bnu al-Qayyim al-Jauziyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Muassasah ar-Risalah,

1994), juz 5 him. 40.

'"®<Alauddin al-Kasani, Badai’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

1986), juz 7 hlm 34.
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Rasulullah #. Adapun tentang metode hukuman mati dicari
yang termudah oleh hakim. Hukuman mati ini juga
merupakan kesepakatan para sahabat, meskipun mereka
berbeda pendapat tentang metodenya. '™

Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum hudiid bagi
pelaku homo seks adalah rajam dan beragumen dengan
perbuatan Khalifah Ali bin Abi Talib dan siksa Allah atas
kaum Lit adalah rajam. Adapun pendapat bahwa hukuman
homo seks adalah bukan hukum hudiid , akan tetapi hukum
ta’zir telah menyalahi dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah
serta ijma’. Sedangkan menganalogikan seks di kemaluan
dengan dubur adalah tidak benar.'"’

Adapun hukuman bagi obyek homo seks adalah: jika
obyek homo seks adalah anak kecil, orang gila atau dipaksa
maka tidak ada hukum hudid atas mereka. Apabila
pelakunya dihukum mati, maka obyeknya juga dihukum
mati. Apabila pelakunya dihukum hudiid  zina, maka
obyeknya dicambuk dan diasingkan. Adapun laki-laki yang
memasukkan kelamin di dubur istrinya atau budaknya maka
hukumannya adalah ta zir.'®®

Adapun wanita berhubungan seks dengan wanita
(lesbian), maka ia telah berbuat zina dan dihukum ta ’zir.'®

Menggauli binatang di kalangan asy-Syafiiyyah ada
tiga pendapat: dibunuh, hukum zina, ta zir."”* Hukuman bagi
pelaku seks terhadap hewan maka sebagian ulama
berpendapat dihukum ¢a zir, ini adalah pendapat Ibnu Abbas,
Malik, Ashab al-Ra’yi, al-Sauri dan salah satu riwayat dari

'%Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-Hudiid wa at-Ta zirat ‘Inda Ibni al-Qayyim:
Dirdasah Mugaranah, (Riyad: Dar al-‘ Ashimah, 1994), hlm 173.

"Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 him. 350.

' Al-Nawawi, Raudhah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 309-310.

"Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 him. 350.

" Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 385-386
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al-Syafi’T dan dipilih oleh al-Nawawi."”' Sedangkan ulama
lain berpendapat hukumnya seperti liwat dan hewannya
dibunuh juga.'? Sebagaimana hadis berikut:

S50 el T ey gégwdj;;dugudud\u;
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Artinya : Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah #
bersabda: "Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka
bunuhlah ia beserta binatang tersebut." Ibnu Abbas berkata,
"Aku lantas bertanya kepada Rasulullah, "Apa salah
binatang tersebut?" Ibnu abbas berkata, "Aku tidak melihat
beliau mengatakan begitu kecuali karena sebab, bahwa
beliau tidak suka jika binatang yang telah disetubuhi itu
dimakan dagingnya, dan telah dijalankan ketentuan hukum
itu terhadap hewan". Abu Dawud berkata, "Namun derajat
hadits ini tidak kuat."'”
Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam al-
Tirmizi, dari Ibnu Abbas R.A; bahwa Rasulullah # bersabda:

g 1581 0 lBU Rak Jo p3 g e

Artinya : "Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka
bunuhlah dia dan juga binatangnya."""*

I Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
him. 309.

"Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 him. 351-352.

' Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab Al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.
271.

""Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 1 hlm. 269. al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya al-Turas
al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 56.
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d. Magqasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Homo Seksual
Adapun homo seksual, lesbi dan seks dengan binatang
termasuk dalam kategori kejahatan zina, bahkan lebih besar
dosanya. Hal itu disebabkan karena seks sesama jenis telah
menyimpang dari fitrah dan tabiat manusia, sehingga dosanya
lebih besar dari pada zina.
Penyimpangan seksual ini akan berakibat keburukan
yang merusak maqasid asy-syari’ah:
1) Hifz ad-din (memelihara agama).
Pelaku  Penyimpangan seksual ini akan merusak
keimanannya kepada Allah dan rasulNya sebagaimana
pelaku zina.
2) Hifz an-nafs (memelihara jiwa).
Menurut dr. Mahmud Hijazi pelaku penyimpangan seks ini
sangat berpotensi terkena berbagai macam penyakit kelamin
yang berbahaya, seperti HIV/AIDS, sipilis, kencing nanah,
herpes, infeksi bakteri di bagian anal, tifoid, amebiasis,
parasit intestinal, kutil dubur, scabies, kutu kemaluan, virus
cytomegalic penyebab kanker anal dan granulomatosa pada
limfatik reproduksi.'*>
3) Hifz an-nasl (memelihara keturunan).
Salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan
yang salih dan salihah. Sedangkan perbuatan homo seksual,
lesbi dan seks dengan binatang sama sekali tidak akan
menghasilkan keturunan. Sehingga penyimpangan seks ini
akan berakibat terputusnya keturunan dan tidak
terealisasikan tujuan manusia sebagai khalifah di muka
bumi.
4) Hifz al-"aql (memelihara akal).
Pelaku homo seks, lesbi dan seks dengan binatang akalnya
telah rusak dan menyimpang dari fitrah. Akal dan pikirannya
telah terbalik yang seharusnya laki-laki menyenangi wanita

"Yulian Purnama, “Solusi Bagi Yang Tertimpa Penyakit LGBT”, dikutip dari

https://muslim.or.id/27737-solusi-bagi-yang-tertimpa-penyakit-lgbt.html pada hari Minggu,
20 September 2020 jam 14.35 WIB.
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dan wanita menyenangi laki-laki, maka Allah 4 menyiksa
kaum Lat dengan mengangkat kampung mereka dan
membalikkannya yang atas menjadi bawah kemudian
menjatuhkannya ke bumi dan dilempari dengan batu panas.
Demikian juga penyimpangan seksual ini  akan
menularkannya kepada korbannya (obyek), dan besar
kemungkinan korban akan mengalami trauma dan depresi
berat.
e. Filsafat Hukum dalam Hudiid Homo Seksual

Pelaku homo seksual telah melakukan penyimpangan
fitrah manusia, karena seharusnya manusia memiliki syahwat
dengan lawan jenis. Homo seksual ini adalah penyakit yang
harus diterapi. Salah satu bentuk terapi adalah dengan ancaman
hukuman pidana yang berat yaitu hukuman mati.

Secara bobot kejahatan, homo seksual ini lebih berat
dari pada zina, karena zina kesalahannya tidak menyalahi kodrat
manusia, akan tetapi kesalahannya dalam hal penyaluran yang
haram. Sehingga hukuman pelaku homo seksual lebih berat, dari
sisi tidak dibedakan hukuman pelaku muhsan dan gairu muhsan
menurut pendapat yang kuat.

3. Tindak Pidana Qazf
a. Definisi Qazf
1) Qazf secara bahasa

Artinya : Lemparan dengan batu.'*°.

Yang dimaksud lemparan di sini adalah tuduhan atas
: 197
zina.
2) Qazf secara istilah
Al-Hanafiyah mendefiniskan gazf dengan:

L A s UL e

'"Syamsuddin al-Dastqi, Hasyiyah ad-Dasigi ‘ald asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya
al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 324.

"TAbu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 167.
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Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina ... menisbatkan orang
lain berbuat zina.'*®

Al-Malikiyah mendefiniskan gazf dengan:

.Uy

Artinya : Seorang mukallaf meskipun kafir menuduh orang
yang merdeka dan muslim dengan peniadaan nasab, bapak
atau kakek, atau melakukan zina.'”

Asy-Syafi’iyah mendefiniskan gazf dengan:

e me B )

Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina dalam ungkapan.**’
Al-Hanabilah mendefiniskan gazf dengan:

Ll TG
Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina atau /iwatr.””’

Definisi al-Hanabilah tentang gazf lebih mencakup luas
dari pada definisi-definisi yang lainnya, karena mencakup
tuduhan atas zina dan /iwat. Hal ini sangat beralasan karena
zina dan /iwat itu memiliki kesamaan, bahkan /iwat lebih
berbahaya dari pada zina.

"< Alauddin al-Kasani, Badai’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1986), juz 7 hlm 40. Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 303.

' Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 461-462. Syamsuddin al-
Dastqt, Hasyiyah ad-Dasiigi ‘ala asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah,
tt.), juz 4 hlm 325. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 441.

*“Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘dziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, him. 167.

*'Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 667-668.
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b. Hukum Qazf
Qazf adalah perbuatan haram dan termasuk al-kabdir.
Dalil pengharaman gazf berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah dan
ijma’.
Dalil keharaman gazf dari al-Qur’an di dalam surat an-
Nir ayat 4 dan 23:

PRI T R T T I T
O gl Gl 2l 15k M o coasiadl 0T Al

2 O phmdl V_M,L_Jj\) st sacs b T4l N5 s
Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka

buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
(Q.S. an-Nar: 4).°

BT & i i3l el e asdil 2,050 Gl O

D e Slde 135553
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang
baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka
dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.
(Q.S. an-Nar: 23).2
Dalil keharaman gazf dari as-Sunnah:

CMJHJL:;\ Ju%wﬂy‘x;w’dﬂp) ojﬁ@\f
By Ry Al B 06 A Gy d1 2 66 el
t S e JG STy 0 ST Gl Wy A 20 )

RS S ASA IR A EA S X Ty

*2Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
*®Ibid., hlm. 352.
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi # bersabda:
"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat
bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda:
"Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan
oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak
yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang
wanita mukminah yang suci berbuat zina".>**

Dalil keharaman gazf dari ijma’: bahwa umat Islam
bersepakat atas haramnya gazf.*"

c. Lafadz Qazf

Qazf adalah jarimah yang dlakukan oleh lisan dengan
menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan saksi. Lafadz
qazf dapat dibagi menjadi tiga: jelas, kinayah dan ta rid.

Lafadz yang jelas yaitu ucapan yang jelas dan tidak ada
kemungkinan lain selain gazf, misalnya ucapan: kamu telah
berzina, wahai pezina, fulan telah zina.

Lafadz kinayah seperti ucapan: wahai fasik, wahai khabis
atau dia telah melakukan kefasikan. Jika ia meniatkan dengan
qazf maka ia dihukum hudiid .

Adapun tarid misalnya ucapan: wahai anak halal, aku
bukan pezina, ibuku bukan pezina. Hukum dari ucapan ini tidak
termasuk gazf*’’

Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya:
wahai pezina, lalu istrinya menimpali: bahkan kamu yang zina.
Maka gugurlah hudiid dan masuk ke bab [li’an (saling
melaknat).*"’

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 12. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 64.

*®Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 383.

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 286-287. Al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Muassasah ar-
Risalah, tt.), him. 669.

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 290.
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Li’an adalah suami yang menuduh istri berzina tanpa
mendatangkan empat orang saksi, kemudian istri membantah
tuduhan itu, maka hakim memutuskan keduanya untuk saling
bersumpah dan melaknat sebagaimana di dalam al-Qur’an surat
an-Nur:

Aot ;;‘T’..

| %k ('-‘L o /‘J) i3l by eall

D odaall e 08 of Bl
Artinya : 6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),
padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-
orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat
Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8.
Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat
kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar
termasuk orang-orang yang dusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima:
bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-
orang yang benar. (Q.S. an-Nir: 6-9).
Setelah  melaknat pernikahan  keduanya  difaskh
(dibatalkan) dan tidak boleh menikah lagl selamanya

JJ,JM,@g&ﬂsbm;xduu\ddmd\dud\f
\sl/f»w,w)g:ijwd;@_b@i\})\@\ ;%@\Jm@w

208,

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
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Artinya : Dari Ibnu 'Abbas berkata, bahwa Hilal bin Umayyah
menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Sahma’ dan
membawa persoalan tersebut kehadapan Nabi. Maka Nabi
bersabda: 'Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi)
atau kamu akan dihukum cambuk di punggungmu. Hilal berkata;
Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-
laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi
bersabda: Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi)
atau kamu yang akan dihukum cambuk di punggungmu. Hilal
kemudian berkata; Demi Zat yang mengutusmu dengan
kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan
kepadamu yang menyelamatkan punggungku dari hukuman
cambuk. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada
Nabi {Dan merekalah yang menuduh para istrinya...} (an-Nur;
6-9). Nabi membacanya hingga sampai bagian (jika suaminya itu
termasuk orang-orang yang benar.} Kemudian Nabi perpaling
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agar istri Hilal dipanggil. Hilal datang kembali lalu bersaksi.
Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah
seorang dari kalian berdusta, jadi siapa di antara kalian yang
akan bertaubat? Kemudian istri Hilal bangun dan bersumpah dan
ketika ia akan mengucapkan sumpah yang kelima, mereka
menghentikannya dan berkata; Sumpah kelima itu akan
membawa laknat kepadamu (jika kamu bersalah). Ia pun tampak
ragu melakukannya sehingga kami berfikir bahwa ia akan
menyerah. Namun kemudian istri Hilal berkata; Aku tidak akan
menjatuhkan  kehormatan  keluargaku, dan melanjutkan
sumpahnya. Nabi kemudian berkata; Perhatikan ia. Jika ia
melahirkan seorang bayi dengan mata hitam, berpantat besar,
dan kaki yang gemuk, maka bayi itu adalah anak Syarik bin
Sahma’. Kemudian ia melahirkan bayi yang ciri-cirinya seperti
yang digambarkan Nabi. Maka Nabi bersabda: "Jika persoalan
ini tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, maka tentu aku akan
menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya."*"’
d. Syarat Penegakan Hudiid Qazf

Ditegakkan hukuman hudid jika pelaku gazf memiliki
kriteria berikut: berakal, balig, sengaja, mengetahui haramnya
qazf . Maka anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak
dijatuhi hukum hudﬁd berdasarkan hadié berikut

Lxé}T‘Jw@owv} ‘}Q&M‘g}} m
Artinya : Dari Aisyah R.A., Sesungguhnya Rasulullah #z
bersabda: Pena diangkat atas tiga keadaan: Orang yang tidur

sampai bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila
sampai berakal atau pulih kesadarannya.*"

i/ -

*®Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 6 hlm. 126.

*“Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 198, ini
lafaznya. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.
343. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 him. 32.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, 1986), juz 6 hlm. 156.
Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 1
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Artinya : Dari Abu Zar al-Gifar1 R.A. berkata: Rasulullah #

bersabda: Sesungguhnya Allah sungguh telah memaafkan dari

umatku hal-hal yang tidak disengaja, lupa dan karena
dipaksakan.?''

Syarat penegakkan hudiid lainnya adalah pelaku gazf

tidak memiliki empat saksi yang mendukung tuduhan zina itu.
Allah % berfirman:
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
(Q.S. an-Nar: 4).*"

Adapun orang yang dituduh zina disyaratkan muhsan
yaitu: Islam, berakal, balig, merdeka dan terjaga dari perbuatan
zina. Disyaratkan dalam penegakkan hukum hudiid atas qazf
adalah mukallaf dan sengaja, maka tidak ada hukuman hudid
atas orang gila dan anak kecil.

Akan tetapi, anak kecil dan orang gila hukumannya ta ’zir,
sama saja apakah pelaku gazf muslim, kafir zimmi atau mu'ahad.

hlm. 154. Muhammad bin Hibban, Sahih ibn Hibban, (Madinah, Muassasah ar-Risalah, tt.)
juz 1 hlm. 355.

"bnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 him. 199.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 2 hlm. 198. Muhammad bin Hibban, Sahih ibn Hibban, (Madinah,
Muassasah ar-Risalah, tt.), juz 16 hlm. 202. Hadis ini dinilai shahih oleh al-Albani.

*®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
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Apabila pelaku gazf merdeka maka dicambuk delapan puluh
kali, sedangkan budak dicambuk empat puluh kali. Dan syarat
lain bahwa orang obyek gazf haruslah muhsan.*"
e. Hukum Hudud Qazf
Apabila seseorang terbukti melakukan gazf, maka ia
dijatuhi tiga hukuman:
1) Dicambuk delapan puluh kali,
2) Ditolak persaksiannya,
3) Ditetapkan sebagai orang fasik sampai ia bertaubat.
Berdasarkan firman Allah 45:

22
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan
mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nir: 4).*'*

Apabila pelaku gazf* adalah budak, maka dicambuk
empat puluh kali.”'” Apabila orang yang dituduh tidak
muhsan maka pelakunya dihukum ¢a zir.*'®

f. Perkara-perkara Yang Membatalkan Hukuman Qazf
Perkara-perkara yang membatalkan hukuman gazf yaitu:
1) Pemaafan dari pihak orang yang dituduh, dalam hal ini ia
menggugurkan haknya seperti juga pada kasus gisas.

*BAl-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 322.

*“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.

*“Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah,
2003), juz 5 hlm. 303. Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 398.

*Ibnu Muflih, Kitab al-Furii’, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm.
71.
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2) Orang yang dituduh membenarkan tuduhan zina atas dirinya.
3) Saksi penetapan gazf mundur dari persaksiannya.

4) Pelaku gazf mampu mendatangkan empat orang saksi.

5) Terjadi /i’an antara pasangan suami istri.

g. Magasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Qazf
Qazf adalah menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti.
Hukum hudiid bagi pelaku gazf yaitu didera delapan puluh kali.
Tuduhan zina adalah perbuatan lisan yang keji yang telah
merusak eksistensi sebagian ad-dararah al-khamsah:
1. Hifz ad-din (memelihara agama)

Qazf adalah sebuah kejahatan yang merusak
kehormatan seseorang. Salah satu magasid asy-syari’ah
adalah menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia
memiliki kehormatan dan hak-hak yang wajib dijaga untuk
terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.
Dalam perkara penjagaan kehormatan ini, syariat Islam
mengharamkan perbuatan ghibah mengupat dan mencela
orang lain. Terlebih lagi dosa tuduhan zina yang akan
menyebabkan hancurnya kehormatan seseorang di mata
masyarakat. Oleh karena itu bukti dan saksi harus ditegakkan
dalam hal tuduhan zina ini, kalau penuduh tidak bisa
mendatangkan bukti dan saksi maka ia berhak dihukum
hudiid .

Dari Abu Bakrah R.A. berkata: Rasulullah £ bersabda:

o g s e 18 S (K0 s U
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Artinya : Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-
harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian

terjaga seperti terjaganya hari kalian ini (Arafah), di bulan
kalian ini (Zulhijjah) dan di negeri kalian ini (Mekkah).*"’

*"Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 1 hlm. 26. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 107.
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Isu-isu dan tuduhan-tuduhan zina ini jika dibiarkan
beredar di masyarakat akan mengakibatkan kerusakan moral
di masyarakat yang pantas mendapatkan hukuman pedih di

dunia dan di akherat. Allah ¥ berfirman,
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Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita)
perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang
yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di
akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui. (Q.S. an-Nr: 19).2'*

Pelaku gazf telah melakukan suatu perbuatan dusta
kepada orang yang baik-baik, maka dengan sebab
perbuatannya itu ia menjadi orang fasik. Dengan ditegakkan
hukuman hudid terhadap pelaku gazf agar membersihkan
dosanya dan memaksa dirinya agar mampu mengalahkan
hawa nafsu jahat di dalam dirinya.

2. Hifz an-nas! (memelihara keturunan)

Kejahatan gazf telah mencabik-cabik harga diri korban
dan keluarganya, jika ia punya anak, maka anaknyapun ikut
menanggung aib, sehingga orang akan mengatakan bahwa ia
anak zina. Padahal itu tuduhan dusta yang tidak berdasarkan
bukti dan saksi. Oleh karena itu agama Islam sangat ketat
dalam penjagaan terhadap kehormatan seseorang dengan
mengancam hukuman Audiid bagi penuduh zina tanpa bukti
dan saksi.

Qazf jika datang dari suami kepada istrinya tanpa ada
empat orang saksi, sedangkan istrinya mengingkari tuduhan
itu, maka akan dijalankan /i’an (saling melaknat). Setelah
li’an hubungan pernikahan mereka berdua menjadi lepas
untuk selamanya. Hal ini akan mendatangkan efek negatif

o—
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*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 351.
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bagi anak-anak mereka, karena mereka tidak bisa dididik dan
mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tua
mereka.
f.  Filsafat Hukum dalam Hudiid Qazf
Ditegakkan hukum hudiid  atas pelaku gazf zina,
dikarenakan ia telah merusak kehormatan tertuduh berzina,
apalagi tertuduh dikenal orang yang baik akhlaknya dan
agamanya, maka tuduhan dusta itu akan menjadikan mudarat
baginya.

Hukum hudiid bagi gazf adalah dicambuk delapan puluh
kali dan ditolak persaksiannya karena dua tinjauan:

Pertama, hukum hudiid bagi pezina gairu muhsan
adalah seratus kali cambukan, sedangkan gazf lebih ringan
dosanya dari pada zina, maka syariat menetapkan hukuman
hudiid qazf delapan puluh kali cambukan dan ini sesuai dengan
asas keadilan.

Kedua, Sesungguhnya pelaku gazf adalah tuduhan dusta,
maka syariat menolak persaksiannya sampai ia taubat, karena
jika ia belum bertaubat, ia tertuduh suka dusta. Sedangkan
persaksian itu tidak diterima kecuali dari orang yang jujur dan
terpercaya. Maka tampak jelas bahwa balasan kejahatannya
sesuai dengan jenis kejahatannya.*"

1) Filsafat hukum tentang penegakan hukum hudid qazf
menuduh zina dan bukan menuduh kafir

Syariat menetapkan hukuman hudiid bagi gazf zina dan

tidak menegakkan hukuman gazf kafir, padahal kekufuran itu
lebih besar dosanya dari pada zina. Bahwa hukum hudiid ini
sangat sesuai dan logis, hal ini dikarenakan kejahatan zina
adalah kejahatan tersembunyi yang sulit diketahui kedustaan
tuduhan itu, maka ditegakkan hukuman hudiid bagi qazf
agar diketahui bahwa itu hanya tuduhan dusta dan agar
bersih nama baik orang yang dituduh. Adapun tuduhan kafir
tidak dihukum hAudiid, karena masyarakat akan mengetahui

*YAli Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 198.
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kedustaan tuduhan itu dengan melihat keseharian keadaan
tertuduh.**’

4. Tindak Pidana Pencurian (Sarigah)
a. Definisi Pencurian (Sarigah)
1) Pencurlan (Sarigah) secara bahasa

3 B (1SS i B df“ ‘6“5‘ w S
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Artinya : Saraqa minhu asy-syayyia — yasriqu — saraqan
yang berharokat seperti katifin dan saraqatan berharakat dan
seperti farihatin dan sarqgan dengan difathah dan istaraqahu:
artinya ia datang dengan sembunyi-sembunyi di tempat
penyimpanan lalu mengambil harta milik orang lain.**'
2) Pencurian (sarigah) secara istilah
Al-Hanafiyah mendefiniskan sarigah dengan:

syl e e dY)

Artinya : Mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-
sembunyi**2. Sebagaimana firman Allah #:

b L WS B )
Artinya : Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang
dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan

api yang terang. (Q.S. al-Hijr: 18).

**Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 290.

**! Al-Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm.
893. Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mu’jam al-Wasit, (Dar ad-Dakwah, tt.), juz 1 hlm. 427. Ibnu
Faris, Maqgayis al-Lughah, (Damaskus: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002), juz 3 hlm. 120.

“*Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sanai’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1986), juz 7 hlm 65. Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 339. Syamsuddin al-SarakhsT, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ma’rifah, tt.), juz 9 hlm. 133.
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Al- Mélikiyah mendefiniskan sariqah dengan:
wujs uoﬂfgxguw,{uum@x»\

Artinya : Seorang mukallaf mengambll harta yang berharga
milik orang lain yang mencapai nisab atau lebih secara
sembunyi-sembunyi dengan tanpa ada syubhat.***

Ibnu Rusyd mendefinisikan sarigah dengan:

A.A.l&u.fj.’d\)«&uﬁ\ J«.«.S\JLA.LJ-\
“Mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-
sembunyi harta yang bukan dipercayakan kepadanya”.***
Tambahan definisi ini dikarenakan para ulama
bersepakat bahwa pengkhianat amanah dan korupsi tidak
dipotong tangannya selain Iyas bin Mu’awiyah. Dan Nabi
menjatuhi hukuman juga atas orang yang hutang perhiasan
atau makanan kemudian tidak mengakuinya, sebagaimana
kasus pencurian wanita al-Makhziimiyyah.
Asy-Syafi’iyah mendefiniskan sarigah dengan:
ko) 3 abadll s Glan g 2 a5 Je JUI JsT
Artinya : Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi,
dan berkaitan dengan hukuman potong tangan secara
umum.**
Al-Hanabilah mendefiniskan sarigah dengan:

U ol Al e slim ) sy e JUI J]

Artinya : Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi
dari harta kepemilikannya atau yang mewakilinya.**

**Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 469.

**Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 445-446.

*®Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 174 yang menukil perkataan al-Rafi’1.

“*Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 673. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam
al-Kutub, 1997), juz 12 him. 416.
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Semua mazhab-mazhab di atas mendefinisikan sarigah
dengan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-
sembunyi, adapun mengambil harta orang lain secara terang-
terangan tidak termasuk bab ini, akan tetapi masuk pada bab
hirabah.

b. Syubhat Pembatal Hudid

Tidak semua tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman
hudiid. Ada beberapa kondisi ketika ada syubhat maka hukuman
hudiid  tidak dijalankan. Di antaranya pencurian di masa
paceklik atau kelaparan, sebagaimana hal ini terjadi pada jaman
Khalifah Umar R.A. yang tidak menghukum potong tangan
pencuri pada kondisi terpaksa atau kelaparan.**’

Termasuk ke dalam pembatal hukuman potong tangan
adalah adanya syubhat kepemilikan, seperti pencurian antara
pasangan suami istri menurut imam al-Syafi’T dan bapak yang
mencuri harta anaknnya menurut imam Malik.”*® Rasulullah
bersabda :

GJ-:-’SJ UL 9 CAT
Artinya : Kamu dan hartamu milik bapakmu.**’
c. Hukum Pencurian

Pencurian hukumnya haram termasuk al-kabair dan
pelakunya terancam hukuman hudiid di dunia, yang berdasarkan
al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’.

Dalil pengharaman pencurian dari al-Qur’an,
ATy AT 55 SSE LIS L T3 Ligandl T5aldo 38 LT 5 LT
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*’Al-Hadi Karruw, Usil at-tasyri’al-Islami, (Tunisia: ad-Dar al-‘Arabiyyah al-
Kitab,1976), him 18.

**bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 451.

*Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 204, Hadi$ ini dikatakan hasan ligairihi oleh Syu’aib al-Armniit.
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Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).*"

Dalil pengharaman pencurian dari as-Sunnah:
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Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi # bersabda: "Allah
melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan
Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al-
A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang

dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah
jika senilai beberapa dirham.>"
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“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 144.
“'Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 him. 198. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 113.
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Artinya : Dari Ibnu 'Abbas R.A. bahwa Rasulullah
menyampaikan khutbah pada hari Nahr, Beliau bertanya:
"Wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab:
"Hari ini hari haram (suci)". Beliau bertanya lagi: "Negeri
apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram
(suci)". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka
menjawab: "Ini bulan haram (suci)". Beliau bersabda:
"Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan
kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini
di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini". Beliau mengulang
kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau
mengangkat kepalanya seraya berkata: "Ya Allah, apakah aku
sudah sampaikan?, Ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?.
Ibnu 'Abbas R.A. berkata: "Maka demi Dzat yang jiwaku berada
di tanganNya, sungguh itu suatu wasiat Beliau untuk ummatnya.
(sabda Beliau selanjutnya): "Maka hendaklah yang menyaksikan
menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah
kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling
memukul tengkuk kalian satu sama lain (saling membunuh) ".***
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Artinya : Bahwa 'Ubadah bin As-Samit R.A adalah sahabat yang
ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah
pada malam Agqabah, dia berkata; bahwa Rasulullah # bersabda
ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat: "Berbaiatlah

kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan
sesuatu apapun, tidak mencuri,...*?

*’Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 2 hlm. 215. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 108.

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 1 hlm. 11.
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Dalil pengharaman dari #jma’, bahwa para ulama
bersepakat atas keharaman pencurian dan wajib untuk dihukum
potong tangan.234

d. Rukun-rukun Tindak Pidana Pencurian

Pencuri yang melakukan pencurian dapat dijatuhi
hukuman hAuditd ~ apabila terpenuhi rukun-rukun berikut:
pertama, kriteria barang yang dicuri, kedua, keadaan tindak
pencurian, dan ketiga, keadaan pelaku pencurian.

Rukun yang pertama adalah kriteria barang yang dicuri
yang memiliki enam persyaratan berikut:
1) Nilainya mencapai nisab.

Yaitu nisab barang curian yang mewajibkan
pelakunya dipotong tangannya. Para ulama berbeda pendapat
tentang ukuran nisab barang curian ini:

Menurut mazhab al-Hanafiyah bahwa nisab pencurian
adalah sepuluh dirham. Mereka mengambil nisab yang
tertinggi dalam rangka untuk menjaga agar pelaku tidak
dikenai hukuman hudiid >*> Mereka berdalil dengan hadi$
berikut:

o o o W 0 B 8 e
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Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, "Rasulullah #

memotong tangan seorang laki-laki karena mencuri baju
perang yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham."**°

Sedangkan mazhab  al-Malikiyah  berpendapat

nisabnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham,*’ yang

“*Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 415. Tbnu al-Munzir, al-ljma’, (‘Ajman: Maktabah al-Furqgan, 1999), him. 157.

*Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah,
2003), juz 5 hlm. 341. Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ma’rifah, tt.), juz 9 hlm. 137.

*°Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 him.
237. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 50.
Al-Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih.
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menurut mereka mengambil nilai nisab terendah lebih
meyakinkan. Demikian pula ini juga pendapat asy-
Syafi’iyyah** dan  al-Hanabilah.**Pendapat  nisab
seperempat dinar merupakan pendapat Aisyah, Umar,
Usman, Ali dan pendapat al-Fuqaha as-Sab’ah, Umar bin
Abd al-Aziz, al-Auza’i dan Ibnu al-Munzir.**’

Dasar pendapat ini adalah sabda Nabi # berikut:

Cﬁjg’gﬁj:Jé%@xg;ﬁi@@iﬁx@;&;&b

b

f

Sesungguhnya 'Aisyah R.A. mengatakan kepada mereka;
Nabi # bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai
seperempat dinar."*"!

Dan berdasarkan perbuatan Nabi #:
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Artinya : Dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah # hanya
memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar
atau lebih."**

Perbedaan di antara ulama Hijaz adalah bahwa ketika
barang yang dicuri selain emas dan perak. Al-Malikiyah
yang menjadi standarisasi nilai adalah uang dirham yaitu tiga

*’Syamsuddin al-Dasiiqi, Hasyiyatu ad-Dasiigi ‘ald asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya
al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 333. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-
Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 447.

“Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
hlm. 326. Abu al-Qasim al-Rafi’1, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 173. Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam
al-Syafi’t, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 420.

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugn, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 418-419.

*“Ibid., 12 him. 418-419.

*'Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 199.

**Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 112.
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dirham, sedangkan asy-Syafi’iyyah menjadikan seperempat
dinar sebagai standarisasinya.

Ada pendapat lain yaitu al-Nakha’i yaitu nisabnya
empat puluh dirham. Pendapat al-Hasan al-Basri dan Dawud
al-Zahiri yang berpendapat pencuri dipotong tangannya
tanpa ada nisab, ini juga pendapat Khawarij dan sebagian
kelompok Mutakallimin.***

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama
yaitu nisab pencurian sebesar seperempat dinar atau tiga
dirham berdasarkan riwayat yang muttafaq ‘alaihi dan juga
diamalkan oleh para khalifah dan sahabat Nabi.

2) Barang itu milik orang lain, maka tidak dipotong orang yang
mencuri barang miliknya yang ada di tangan orang lain
seperti, barangnya yang digadaikan, disewakan, dipinjamkan
dan dititipkan.

3) Barang itu memiliki nilai di mata manusia. Apabila
seseorang mencuri barang yang tidak bernilai maka tidak
dihukum potong tangan.

Tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri barang yang
remeh seperti kayu, rumput, ikan, burung, hewan buruan dan
kucing.***

4) Harta yang dicuri dimiliki oleh seseorang sepenuhnya.
Apabila seseorang mencuri harta bersama maka tidak
dihukum hudiid .

5) Tidak ada syubhat kepemilikan hak atas pencuri. Seperti
seseorang yang menghutangi mencuri barang milik orang
yang berhutang, seorang istri atau anak mencuri harta
suaminya atau bapaknya, atau seseorang mencuri barang
yang ada di tempat orang lain dengan persangkaan kalau
barang itu miliknya atau milik bapaknya atau anaknya.

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 418.

**Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah,
2003), juz 5 hlm. 350. Ini juga pendapat Abu Hanifah. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa
an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 450.
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6) Barang yang dicuri dalam keadaan tersimpan dan terjaga,
maka tidak dipotong pencuri yang mencuri barang yang
tidak disimpan.”*® Ini adalah pendapat jumhur ulama yaitu
Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’T dan al-Sauri. Adapun ad-
Dahiriyah dan sekelompok ahli hadi$ berpendapat pencurian
mencapai nisab dihukum potong tangan meskipun barang
yang dicuri tidak disimpan 246
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Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya,
dia berkata; "Rasulullah ditanya mengenai berapa harga
barang yang menyebabkan tangan dipotong? Beliau
bersabda: "Tidak dipotong tangan karena buah yang
menggantung di pohon kemudian apabila telah terkumpul
dalam tempat pengeringan, maka tangan orang yang
mencurinya dipotong apabila mencapai harga tameng, dan
tidak dipotong karena mengambil kambing yang digembala
di gunung, kemudian apabila kambing tersebut telah
memasuki kandangnya, maka tangan yang mengambilnya
dipotong apabila mencapai harga tameng."**’
Rukun kedua adalah keadaan perbuatan pencurian yaitu
mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi.’*®

*®Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 234-236. Al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Muassasah
ar-Risalah, tt.), hlm. 674-677.

* Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 449.

**Al-Nasai, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbiiat al-Islamiyyah, 1986), juz
8 hlm. 84. Hadis$ ini dinilai hasan oleh al-Albani.

**Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
2003), juz 5 hlm. 341.
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Sehingga tidak dihukum potong tangan korupsi dan mengambil
harta titipan.

Kasus pencurian yang tidak terpenuhi dua rukun di atas,
yaitu terpenuhi enam syarat kriteria barang yang dicuri dan
pelakunya mencuri dengan sembunyi-sembunyi, maka
hukumannya adalah ta ’zir.

Adapun rukun ketiga adalah keadaan pencuri. Pencuri
tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali pencuri mukallaf
dan tidak dipaksa. Maka pencuri yang gila, anak kecil dan
dipaksa tidak dijatuhi hukuman Audiid potong tangan.

Diperselisihkan pencuri yang mabuk. Dan dihukum
potong tangan pencurian antara muslim dan zimmi (non muslim),
demikian pula zimm7 yang berzina dihukum hudid **

e. Dalil Penetapan Pencurian

Para ulama bersepakat bahwa pencuri ditetapkan
hukuman hudiid atasnya apabila dipersaksikan oleh dua orang
laki-laki yang adil dan pengakuannya bahwa ia telah mencuri.
Apabila pencuri itu seorang budak maka pengakuannya diterima
menurut Zufar dan ditolak menurut pendapat Syarih, Qatadah
dan al-Syafi’1.*’

Persaksian atas tindak pidana pencurian oleh seorang
laki-laki dan dua orang perempuan tidak diterima, akan tetapi
menetapkan pengembalian harta bukan penetapan hukuman
hudiid. Dalam hal pengakuan pencurian, apabila pencuri
membatalkan pengakuannya, maka dibatalkan hukuman hudiid
dan tetap wajib mengembalikan harta yang dicuri.

f.  Hukum Hudiid Pencurian

Pada jaman jahiliyyah sudah diterapkan hukuman potong
tangan atas pencuri oleh al-Walid bin al-Mugirah. Syariat Islam
setelah itu menetapkan hukum potong tangan atas pencuri dan

*®Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
hlm. 335.
*bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 454. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, a/-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-
Kutub, 1997), juz 12 hlm. 463. Al-Nawaw1, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 354-357.
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laki-laki yang pertama dihukum potong tangan di dalam Islam
adalah al-Khiyar bin ‘Adi bin Naufal bin ‘Abd Manaf,
sedangkan dari kalangan wanita adalah Murrah binti Sufyan bin
‘Abd al-Asad dari Bani al-Makhzim.>'

Hukuman atas pencuri ada dua: Pertama: Kewajiban
atasnya mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya.
Kedua: Dihukum potong tangan yaitu dipotong tangan kanan
pada pergelangan tangan, jika mencuri lagi dipotong kaki
kirinya, dipotong tangan kirinya jika mencuri yang ketiga kali,
dipotong kaki kanannya pada pencurian yang keempat dan
apabila ia mencuri lagi maka hukumannya adalah ta ’zir.>>*

Hukuman hudiid pencuri adalah dipotong tangannya jika
terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Hukuman potong tangan
atas pencuri ini berdasarkan dalil dari al-Qur’an, as-Sunnah dan
ijma’.

Dalil dari al-Qur’an,

&.G” w o oz = _ g8, £ /91.//‘: /J/{. s
Ay Al e ST LIS LG Fe Lol T3adadle 33, L2015 3, LT3

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).%
Dalil dari as-Sunnah:
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hlm. 359.

>' Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz 13 him. 566.
*2Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7

253

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 114.
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi # bersabda: "Allah
melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan
Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al-
A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang
dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah
jika senilai beberapa dirham.?**
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Artinya : Dari 'Aisyah R.A. istri Nabi # berkata: Bahwa orang-
orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang
mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-
Makhziim1) yang mencuri pada zaman Nabi tatkala penaklukan

Mekkah, lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan
masalah ini kepada Rasulullah?". Sebagian mereka berkata;

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 198. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 113.
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"Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin
Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita itu dihadapkan
kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah
wanita itu, maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu Beliau
bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran
terhadap aturan Allah % ?". Maka Usamah bin Zaid berkata:
Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian
pada sore harinya Beliau berdiri menyampaikan khutbah dan
memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu
bersabda amma ba’du: "Orang-orang sebelum kalian menjadi
binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat
(pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka
membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah
(rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman
hudiid  atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti
Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". Kemudian
beliau memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri itu
dipotong. Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata, ‘Urwah berkata,
‘Aisyah berkata: Maka wanita yang dijatuhi hukuman Audiid itu
bagus taubatnya setelah itu dan menikah. Wanita itu datang
kepada kami setelah itu, maka aku menyampaikan kebutuhannya
kepada Rasulullah.**

Dalil dari ijma’, bahwa para ulama bersepakat atas
penetapan hukuman potong tangan atas pencuri.**®

Adapun pencuri yang mencuri lebih dari sekali kemudian
tertangkap maka ia dijatuhi hukuman hudid sekali,
sebagaimana hal itu juga pada kasus perzinaan dan peminum
khamr. >’

Batasan tangan yang dipotong menurut para ahli fikih
dunia adalah di area pergelangan tangan pada pertemuan dua

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 him. 114.

*Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugn, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 415. Tbnu al-Munzir, al-ljma’, (‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), him. 157.

*7Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 373.
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sendi telapak tangan dengan lengan tangan. Berbeda dengan
pendapat Khawarij bahwa pemotongan tangan sampai pangkal
lengan atas. Sebagian manusia beranggapan bahwa tangan yang
dipotong adalah sebatas jari-jemari, ini jelas pendapat yang salah
yang menyelisihi dalil. Secara bahasa bahwa tangan itu adalah
dari ujung jari sampai lengan atas. Akan tetapi ketidakjelasan
batasan ini hilang dengan ketetapan Rasulullah # yang
memotong pencuri di pergelangan tangannya.>®

Setelah dipotong dibakar dengan api (kay) agar darah
berhenti mengalir.”®’ Kalau jaman sekarang bisa diberikan
penanganan yang lebih modern agar darah tidak mengalir terus.

g. Magasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Pencurian

Hukuman Audiid  bagi pencuri adalah dipotong di
pergelangan tangan kanannya, bukan dirajam atau dicambuk.
Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum pidana Islam berupaya
memutuskan sarana pencurian yaitu tangan yang digunakan
untuk mencuri.

Kejahatan pencurian adalah kejahatan terhadap harta-harta
manusia yang telah merusak eksistensi sebagian ad-darirah al-
khamsah:

1) Hifz ad-din (memelihara agama)

Pencurian termasuk ke dalam kategori al-kabair
(dosa-dosa besar) yang mengakibatkan keimanan pelakunya
berkurang. Padahal salah satu magasid asy-syari’ah yang
paling penting untuk dijaga dan dipelihara adalah penjagaan
terhadap agama dan keimanan. Rasulullah # bersabda,

LR B e 55 5 Y,
Artinya : Tidaklah seorang pencuri itu pada saat mencuri ia
dalam keadaan mukmin.*®

*8Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz
9 hlm. 133-134.

**Syamsuddin al-Dasiiqi, Hasyiyah ad-Dasiigi ‘ald asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya
al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 332.

*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 54.
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Hadis di atas secara eksplisit menunjukkan ditiadakan
keimanan pencuri pada saat ia mencuri. Pencuri yang
terbiasa mencuri akan menjadikan dirinya berkarakter
pencuri, seperti penyakit yang mendorongnya terus untuk
mencuri. Maka, dengan ditegakkan hukuman hudid atas
pencuri itu, akan menjadi penghapus dosanya dan pemutus
sarana dan watak mencuri dalam dirinya.

2) Hifz al-mal (memelihara harta)

Kejahatan pencurian adalah kejahatan terhadap harta-
harta manusia, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak
yang dibenarkan secara syariat.

Al-Qad1 ‘Iyad mengatakan,

Allah % melindungi harta-harta manusia dengan
mewajibkan potong tangan pencuri, dan Allah tidak
menetapkan hukuman Audiid ini selain pencurian seperti
kejahatan korupsi, perampasan, jambret dan penipuan.
Karena sesungguhnya kejahatan-kejahatan tersebut lebih
sedikit prosentasinya dibanding dengan kejahatan pencurian
dan memungkinkan untuk diminta kembali kepada
pemerintah harta atau barang yang telah dirampas serta lebih
mudah dalam penegakan bukti, hal ini berbeda dengan
pencurian karena sulit untuk ditegakkan bukti, sehingga
kejahatan pencurian ini menjadi lebih berat dan menjadi
berat pula hukumannya agar menjadi peringatan yang keras
atas kejahatan ini.*"’

3. Hifz an-nasl (memelihara keturunan)

Kejahatan pencurian sangat berpengaruh terhadap
keamanan kehidupan bermasyarakat. Tatkala kejahatan
pencurian di masyarakat tersebar, maka terkoyak pula moral
manusia di daerah tersebut. Jika kejahatan pencurian ini
dibiarkan, maka akan sangat merugikan bagi perkembangan
pendidikan anak-anak di tempat itu yang akan berpotensi
menjadi anak-anak pencuri karena tinggal di daerah para
pencuri.

*'Al-Nawawi Yahya bin Syaraf, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, (Cairo: al-
Mishriyah, 1929), juz 11 hlm.180-181.
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h. Filsafat Hukum dalam Hudiid Pencurian

‘Izzuddin bin Abd al-Salam lebih membawa filsafat
hukum hAudiid dari sisi maslahat dan mafsadat, “Dan di antara
contoh perbuatan yang mengandung maslahat dan mafsadat
namun lebih besar maslahat dari pada mafsadat yaitu
pemotongan tangan pencuri. Sesungguhnya ini adalah mafsadat
baginya, akan tetapi hukuman itu dilakukan sebagai peringatan
keras dan penjagaan harta-harta manusia, maka maslahat ini
didahulukan atas mafsadat terpotongnya tangan pencuri.”*
1) Pencuri dipotong tangannya bukan dicambuk atau hukuman

mati.

Hukum hudid potong tangan bagi pencuri sesuai
dengan keadilan, yaitu hukuman yang lebih berat dari pada
dera dan lebih ringan dari pada hukuman mati. Hukuman ini
bertujuan untuk menghilangkan sarana untuk mencuri yaitu
tangan.263

Kebiasaan mencuri bisa melekat dan menjadi karakter
si pencuri apabila dibiarkan, sehingga untuk bisa sembuh
dari kebiasaan itu harus dihilangkan sarana itu sebagai
bentuk peringatan dan hukuman yang menjerakan.

2) Hikmah nisab hudiid seperempat dinar.

Secara adat manusia, toleransi dengan hilangnya harta
yang sedikit, karena itu tidak membahayakan mereka. Maka
ditetapkan nishab barang yang dicuri adalah seperempat
dinar untuk menjaga harta-harta milik manusia dan itu
termasuk nominal harta yang banyak, yang membuat
pemiliknya merasa kehilangan, apalagi harta yang dicuri itu
untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.*

3) Filsafat hukum perbedaan diat tangan dan nisab pencurian.

Diat tangan lima puluh dinar dan nisab pencurian
adalah seperempat dinar sesuai dengan hikmah dan maslahat

*2 Tzzuddin Abd al-Salam, Qawd’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 116.

**Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 339.

**Ibid., him. 289.
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yaitu diat tangan lebih mahal yang bertujuan untuk
penjagaan tangan dari dianiaya/dipotong. Adapun nishab
syarat pemotongan tangan pencuri lebih kecil nominalnya
yang bertujuan untuk penjagaan harta-harta manusia dari
tindak kejahatan pencurian.*®

Demikian pula, bahwa tangan memiliki nilai yang
tinggi apabila tangan itu digunakan secara amanah dan untuk
melakukan hal-hal yang baik, sehingga diat tangan bernilai
tinggi dan tangan memiliki nilai rendah apabila berkhianat
dan digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat,
sehingga dihukum potong pada pencurian seperempat dinar.

5. Tindak Pidana Perampokan (Hirabah)
a. Definisi Hirabah atau Perampokan
1) Hirabah secara bahasa
Hirabah dari bahasa Arab adalah kata baku dari kata
kerja sulaasi mazid: haraba — yuharibu — muharabatan wa
hiraban. Sedangkan asal katanya dari kata kerja suladsi
adalah: haraba — yahrubu — haraban yang berarti:

Al

Artinya : Ia telah mengambil hartanya.’*® Sebagian ulama
juga menyebut hirabah/perampok dengan qutta’ at-tarig.
2) Hirabah secara istilah
Al-Hanafiyah mendefiniskan hirabah atau qutta’ at-

tarig dengan:
cwbj PN JM g /JL;J\ JxU 5,0l L;;@fd\
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* Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 286.

*%Al-Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), him.
73. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-Ma’’arif, tt.),
him. 127.
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Artinya : Keluar dengan sasaran orang yang lewat untuk
mengambil hartanya dengan cara paksa yang menghalangi
orang yang mau melewati jalan, dan memutus atau
menghalangi jalan, sama saja apakah berkelompok atau
sendirian yang memiliki kekuatan, sama saja apakah dengan
memakai sarana pedang atau selainnya seperti tongkat, batu,
kayu atau selainnya.*®’

Al-Malikiyah mendefiniskan hirabah atau qutta’ at-
tarig dengan:
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Artinya : Penghalang jalan untuk mengambil harta atau
merintangi orang yang lewat atau mengambil harta muslim
atau selainnya dengan keadaan tidak mungkin korban
mencari pertolongan.**®
Asy-Syafi’iyah mendefiniskan hirabah atau qutta’
at-tarig dengan:

g gl e 8 e DL T e o
Artinya : Orang yang membawa senjata dan menakut-nakuti

jalan di kota dan desa.”® “Disebut perampok karena manusia
terhalang dari perjalanannya karena takut darinya”.?”

*7<Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1986), juz 7 hlm 90.

*Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ild
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 491. Syamsuddin al-Dasiqf,
Hasyiyah ad-Dastiqi  ‘ald@ asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), juz 4
hlm 348.

*®Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 448.

Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 248.
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Al-Hanabilah mendefiniskan hirabah atau qutta’ at-
tarig dengan:

ol el (3 1 s Las g ol Pl 05 pm ) o0
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Artinya : Orang-orang yang menghadang manusia dengan
senjata meskipun dengan senjata tongkat atau batu di tanah
lapang, di bangunan atau di lautan yang bertujuan untuk
merampas harta yang dijaga secara terang-terangan bukan
sembunyi-sembunyi.’’! Ibnu Muflih menambahkan tetap
dihukumi perampok meskipun wanita.*"*

Qutta’ at-tarig adalah pencurian terbesar. Dinamakan
pencurian karena mereka mengambil harta dengan sembunyi
tanpa sepengetahuan imam atau penguasa, seperti pencuri
yang mengambil harta pemiliknya dengan sembunyi-
sembunyi. Adapun qutta’ at-tarig adalah pencurian terbesar
karena bahayanya dirasakan oleh orang banyak khususnya
para pengguna jalan. Sehingga tindak pidana qutta’ at-tarig
ini mengganggu kepentingan umum.*”?

Para wulama bersepakat bahwa hirabah adalah
menampakkan senjata dan merampok pengguna jalan di luar
kota. Para ulama berselisih apakah perampokan di dalam
kota termasuk hirabah atau tidak. Imam Malik tidak
membedakan antara perampokan di dalam kota atau di luar
kota sebagaimana pendapat al-Hanabilah, sedangkan Abu
Hanifah berpendapat perampokan di dalam kota tidak
termasuk hirabah.

"' Al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Muassasah ar-

Risalah, tt.), him. 667. Majduddin Abu al-Barakat, al-Muharrar fi al-Figh, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Arabi, tt.), juz 2 hlm. 160.

155.

2003),

*Ibnu Muflih, Kitab al-Furii’, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm.

Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
juz 5 hlm. 406. Syamsuddin al-Sarakhsi, a/-Mabsit, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ma’rifah, tt.), juz 9 him. 133.
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Adapun al-Syafi’i berpendapat, “Apabila
pemerintahan lemah perampokan di dalam kota termasuk
hirabah sedangkan apabila pemerintahan kuat, maka
termasuk pencurian”.?’*

Pendapat yang menyamakan antara perampok di
dalam kota dan di luar kota lebih kuat, karena perampokan
itu bisa saja terjadi di dalam kota ketika petugas keamanan
dalam keadaan lengah.

b. Hukum Hirabah (Perampokan)

Syariat Islam menetapkan bahwa hirabah adalah salah
satu tindak pidana atau kejahatan besar yang diancam dengan
hukuman berat di dunia dan di akherat, berdasarkan dalil dari al-
Qur’an dan as-Sunnah.

Dalil dari al-Qur’an adalah di dalam surat al-Maidah ayat
33:

-
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Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang
dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka
beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).>”

*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 455.
*PTim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun
berkenaan tentang quttd’ at-tarig bukan tentang orang-orang
kafir dan mereka beristidlal dengan firman Allah 4:

Ao

o g
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Artinya : Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka)
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 34).%"

Sesungguhnya yang dimaksud taubat di sini adalah
taubat dari qutta’ at-tarig, kalau seandainya yang dimaksud pada
ayat di atas adalah orang-orang kafir maka taubatnya adalah
masuk Islam yang bisa menolak hukuman sebelum ditangkap
atau setelah ditangkap.?”’

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah:

/Cm@g;};;;;;;;@%;g&‘x;m@;x%;

Artinya : Dari Abdullah bin Umar R.A. dari Nabi # bersabda:
Siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami maka
bukan golongan kami.*’®

Yang dimaksud dengan hadi$§ di atas adalah mereka
kaum ‘Uraniyyin yang mencuri unta sedekah dan membunuh
penggembala Nabi yang terjadi di luar kota.

c. Dalil Penetapan Perampokan

Penetapan hukuman tindak pidana Ahirabah dengan

adanya pengakuan pelaku dan persaksian.’”’ Persaksian ini

“*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 113.

*Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘dziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 248.

*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 5 hlm. 9. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 69.
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diterima dari dua orang yang menjadi korban perampokan atau
orang yang mengetahui tindak pidana ini.

Gerombolan perampok tidak terbatas dalam melakukan
aksinya di luar kota, akan tetapi aksi di dalam kota juga
termasuk tindakan kriminal perampokan. Disyaratkan juga
gerombolan itu  dihukumi perampok apabila memiliki
persenjataan yang bisa melukai dan membunuh seperti, pedang,
tombak, pisau. Adapun jika alat yang dipakai adalah tongkat
maka menurut pendapat yang kuat tetap dimasukkan kategori
perampok, karena tongkat juga bisa melukai dan membunuh.

d. Hukum Hudiid Hirabah (Perampokan)

Hukuman hudid atas pelaku hirabah adalah

sebagaimana di dalam surat al-Maidah ayat 33:
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Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang
dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka
beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).

Ayat di atas menunjukkan beberapa jenis hukuman bagi
pelaku pidana hirabah, maka hukuman hudid nya disesuaikan
dengan jenis hirabah.

Tindak pidana hirabah itu terbagi menjadi empat jenis:

1) Merampok harta atau benda saja,

*PIbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 458.
*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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2) Melakukan pembunuhan,
3) Merampok dan membunubh,
4) Membuat teror dan menakut-nakuti.

Perampok yang hanya mengambil harta, maka dihukum
dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, sedangkan
perampok yang membunuh tidak mengambil harta maka
dihukum mati. Adapun perampok yang membunuh dan
mengambil harta menurut Abu Hanifah maka imam atau hakim
boleh memilih dari dua opsi: pertama, dipotong tangan dan kaki
secara bersilang kemudian dibunuh atau disalib, atau kedua,
dibunuh atau disalib. Jenis kedua yaitu perampok yang membuat
teror maka hukumannya dibuang atau diasingkan.*®'

Gambaran hukuman di atas bukan hukuman baku.
Keputusan pilihan hukuman hudid di atas diserahkan kepada
penguasa atau hakim yang disesuaikan dengan jenis-jenis
perampokan. Imam Malik mengatakan, bahwa imam/penguasa
tidak boleh memilih hukuman potong tangan dalam hukuman
mati yang wajib atas terpidana, tetapi dibolehkan memilih antara
hukuman mati atau disalib.***

Pembatalan Hukum Hudiid Hirabah (Perampokan)

Hukuman hudid atas tindak pidana hirabah bisa
dibatalkan dengan salah satu dari hal-hal berikut ini:

1) Korban tidak mengakui atas perbuatan pelaku tindak pidana.
2) Pelaku membatalkan pengakuannya.

3) Korban menolak saksi tindak pidana hirabah.

4) Pelaku hirabah memiliki harta yang ada pada korban.

5) Pelaku taubat sebelum tertangkap.’
Magqasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Perampokan

Perampokan  adalah  tindak  kejahatan  yang

membahayakan nyawa, harta dan kehormatan. Tindakan yang

*“Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,

1986), juz 7 hlm 93.

*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 455.

*<Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sanai’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,

1986), juz 7 hlm 96.
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keji ini telah merusak eksistensi sebagian ad-darirah al-
khamsah:
1) Hifz ad-din (memelihara agama),

Kejahatan perampokan atau pembegalan adalah
kejahatan kuadrat, artinya kejahatan yang sasarannya tidak
hanya harta dan jiwa, namun juga melakukan tindakan
gangguan keamanan di suatu daerah, seperti pengeboman,
sabotase, pemutusan aliran listrik, pengerusakan jalan,
pengerusakan ~ jembatan, pengerusakan  bangunan,
pengerusakan tempat ibadah, pemerkosaan dan bentuk-
bentuk kejahatan lainnya. Pelaku perampokan ini telah
melanggar aturan-aturan syariat dan hak-hak manusia,
sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal agar para
perampok itu taubat dan masyarakat aman dalam beribadah
dan beraktifitas sehari-hari.

2) Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Syariat Islam diturunkan salah satunya adalah dalam
rangka untuk penjagaan terhadap jiwa manusia. Sedangkan
perampokan telah melanggar hak hidup manusia, maka
ditegakkan hukuman hudiid bagi perampok dalam rangka
penjagaan terhadap eksistensi jiwa manusia dan penjagaan
dari perkara yang menghancurkan kehidupan manusia.

3) Hifz al-mal (memelihara harta)

Sasaran utama perampokan adalah mengambil harta
manusia dengan paksa. Perbuatan ini telah melanggar hak
kepemilikan orang lain. Harta yang telah dikumpulkan
seseorang dengan bekerja keras siang dan malam, dijadikan
sasaran para perampok untuk dirampas. Penegakan hudiid
bagi perampok adalah wujud dari penjagaan syariat Islam
dari kezaliman terhadap harta dan akan mewujudkan
keamanan dan ketertiban di kehidupan bermasyarakat.

Filsafat Hukum dalam Hudiid Perampokan

Hukuman hudiid perampokan yaitu dipotong tangan dan
kakinya secara bersilang, yang berbeda dengan hukuman bagi
pencuri, karena kejahatan perampokan itu lebih berat, di
samping mengambil harta milik orang, perampok juga sampai
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tahap pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga dengan hukuman
potong tangan dan kaki secara bersilang itu sebagai cara untuk
menghilangkan sarana kejahatannya.***

Perampokan lebih berat kejahatannya dari pada
pembunuhan, karena pembunuhan terkadang dilakukan karena
terbawa amarah dari pelaku yang kemudian lepas kontrol.
Berbeda dengan perampokan yang memang sudah direncanakan
untuk merampas harta dan pembunuhan. Sehingga perampokan
mengumpulkan  kejahatan pembunuhan dan pencurian,
pemerkosaan, pengerusakan jembatan dan fasilitas umum. Oleh
karena itu hukum hudiid atas perampokan sangat berat sesuai
dengan beratnya kejahatan itu.

6. Tindak Pidana Pemberontakan (al-Bagy)

a.

Definisi a/-Bagy (Pemberontakan)
1) Al-Bagy secara bahasa

olay C"’A"U EL s sl V.Uo (b)) S Lo

Artinya : Baga atas manusia (bagyan-masdar) yaitu berbuat

zalim dan menganiaya, pelakunya adalah bagin dan bentuk
pluralnya bugat.**

Secara bahasa  al-bagy juga berarti ftalab

(pencarian)®®, seperti firman Allah #&:

L 6

Artinya : Musa berkata: Itulah (tempat) yang kita cari. (Q.S.
al-Kahfi: 64).%

284

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’'in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 339.
* Al-Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm.
1263. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.),

hlm. 57.

**Muhammad ‘Alauddin, ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar ft Figh al-
Imam Abt Hanifah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), juz 4 him. 261.

287

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 301.
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2) Al-Bagy (Pemberontakan) secara istilah syar’i
Al-Hanafiyah mendefiniskan a/-bagy dengan:

(3 G LY e O B on
Artinya : Mereka adalah orang-orang yang keluar dari
ketaatan kepada imam yang hak tanpa hak yang

dibenarkan.**®
Al-Malikiyah mendefiniskan al-bagy dengan:

B 3y il ek 2 S0 LE A Bb e p Y
Artinya : Tidak mau taat kepada orang yang tetap (sah)
keimamannya yang bukan karena maksiat dengan

menggulingkannya meskipun adanya takwil (salah tafsir).**’
Asy-Syafi’iyah mendefiniskan al-bagy dengan:

4.:.1.9 g',:.-‘j ;\JT Uﬁ 4.9\.&./:\.: 43.0\.50 U.P C)L'-;L\ JJ&S\ (LA}! ._,a.S\:J.\

o
Artinya : Orang yang menyelisihi imam yang adil, keluar
dari ketaatan kepadanya yaitu dengan tidak menunaikan
kewajiban atasnya atau selainnya.**’
Al-Hanabilah mendefiniskan al-bagy dengan:

o Jesle pYl s aniny 3755 b 25 2 13
Artinya : Apabila suatu kelompok keluar ketaatan dari imam

dengan suatu fakwil yang tersebar dan mereka memiliki
kekuatan dan senjata.”"

* Muhammad ‘Alauddin, ad-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar fi Figh al-
Imam Abi Hanifah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), juz 4 him. 261.

* Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ald Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 426-427.Syamsuddin al-
Dastqt, Hasyiyah ad-Dasiigi ‘ala asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah,
tt.), juz 4 hlm 298, yang menukil dari perkataan Ibnu ‘Arafah.

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 270. Abu al-Qasim al-Rafi’1, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11 hlm. 69.

*'Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 680.
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Ibnu Muflih menambahkan, “Bahwa mereka
kelompok bersenjata yang jumlahnya banyak bukan sedikit,
apabila jumlahnya sedikit maka mereka adalah qutta’ at-
tariq”.*”?

Dari definisi-definisi di atas disimpulkan bahwa al-
bagy adalah sekelompok orang-orang yang berjumlah
banyak dan memiliki kekuatan persenjataan untuk
memberontak dan menggulingkan penguasa yang sah karena
salah tafsir dan tanpa ada alasan yang dibenarkan.

Ketidaktaatan kepada penguasa dalam perkara
maksiat tidak disebut pemberontakan, bahkan syariat Islam
mewajibkan untuk tidak mentaati perkara maksiat yang
diperintahkan oleh penguasa, karena kewajiban taat kepada
penguasa diikat dalam perkara yang tidak melanggar syariat.
Apabila penguasa memerintahkan perkara yang maksiat,
maka tidak ada kewajiban untuk taat. Rasulullah # bersabda:

RS PPN EEIA LM\ AUE WS E IR
Artinya : Tidak ada ketaatan (kepada makhluk) di dalam
kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya

di dalam kebaikan.*”

b. Hukum Pemberontakan

Al-bagy atau pemberontakan diharamkan termasuk al-
kabair dan termasuk tindak pidana berdasarkan firman Allah %&:
L dsod b W\Wbl@lwﬂl EFI ;3
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Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang
beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara

*Ibnu Muflih, Kitab al-Furi’, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm.
170.

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 9 him. 109. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 6 hlm. 15.
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keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap

(golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat

zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara

keduanya dengan adil dan berlakulah adil; Sungguh Allah

mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9).%*

Ayat di atas bisa diambil lima faedah:

1) Sesungguhnya mereka para pemberontak tidak keluar dari
keimanan dengan sebab pemberontakan mereka, karena
Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman.

2) Sesungguhya hukuman wajib atas mereka adalah memerangi
mereka.

3) Dibatalkan dalam memerangi mereka apabila mereka
kembali rujuk kepada perintah Allah (tidak memberontak).

4) Gugur atas mereka tanggungjawab penggantian barang yang
rusak akibat memerangi mereka.

5) Dibolehkan memerangi orang yang tidak mau menunaikan
satu hak imam (penguasa).””

Ayat di atas tidak menyebutkan kasus memberontak
kepada penguasa secara eksplisit, akan tetapi ayat di atas
sebenarnya mencakupnya secara umum atau konsekwensinya,
karena apabila dituntut untuk memerangi kelompok yang
menyerang kelompok lain, maka memerangi kelompok separatis
yang memberontak kepada penguasa lebih utama untuk
diperangi.”®

Taat kepada pemerintah muslim yang sah adalah wajib
setiap rakyat dalam perkara yang baik, dan dilarang keluar
memberontak melawan pemerintah. Allah 4 berfirman:

**Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugn, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 237.

**Muhammad al-Khatib al-Syarbini, MugnT al-Muhtaj ila Ma’ant Alfaz al-Minhdj,
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), juz 4, him 159.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Q.S. an-Nisa’: 59).%"

Rasulullah # juga sangat melarang keras tindakan bugat
kepada pemerlntah yang sah dalam hadls Abdullah bin ‘Amr:
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Artinya : Siapa yang berbaiat dengan seorang pemimpin
(penguasa) lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati,
hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang
lain datang memberontak, penggallah lehernya.*”®

ﬁj;’jl’)ww\dosui&u;s Juus@\dosu’#y
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*"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung Squa 2011), him. 87.

 Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 18. Ahmad bin
Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 161.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, 1986), juz 7 hlm. 152.
Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 5 him. 103.
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Artinya : Dari Junadah bin Abu Umayyah dia berkata, "Kami
pernah menjenguk 'Ubadah bin Samit yang sedang sakit, kami
lalu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu,
ceritakanlah kepadaku suatu hadi§ yang anda dengar dari
Rasulullah #. Dia menjawab, "Rasulullah pernah memanggil
kami, lantas kami membaiat beliau dan di antara hal yang Beliau
ambil janji kami adalah berbaiat untuk selalu mendengar dan taat
baik dalam keadaan lapang atau terpaksa, sulit maupun mudah,
mementingkan kepentingannya dari pada kepentingan kami, dan
tidak memberontak pemerintahan yang berwenang, kecuali jika
kalian melihat ia telah melakukan kekufuran yang jelas, dan
kalian memiliki hujjah di sisi Allah."**

Rasulullah #% memerintahkan umat Islam agar bersabar
dalam menyikapi pemimpin muslim yang tidak disukai atau
zalim dan mengancam orang yang melakukan pemberontakan
dan keluar dari jamaah kaum muslimin, jika mati, maka matinya
seperti mati jahiliyyah.
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Artinya : Abu Raja' al-'Utaridi mengatakan, aku mendengar Ibnu
Abbas R.A. dari Nabi # bersabda; "Siapapun yang melihat
sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia
bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri
sejengkal dari jama'ah, kemudian dia mati, maka matinya mati

jahiliyah."

**Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 16.
*“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 9 hlm. 59. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 6 hlm. 21.
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Kelompok separatis yang memberontak kepada
pemerintah muslim yang sah itu seperti kelompok khawarij yang
memberontak kepada khalifah ‘Ali bin Abi Talib R.A. mereka
adalah anjing-anjing neraka.
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Artinya : Dar1 Abu Umamah ia berkata: "(Khawarij adalah)
seburuk-buruk manusia yang terbunuh di bawah permukaan
langit dan sebaik-baik manusia yang terbunuh adalah orang yang
dibunuh oleh anjing-anjing neraka. Pada awalnya mereka
muslim namun kemudian mereka menjadi kafir." Aku bertanya;
"Wahai Abu 'Umamah, apakah ini ucapanmu?" ia menjawab;
"Bahkan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah.*"’

Kaum khawarij itu adalah sejelek-jeleknya manusia,
mereka membaca al-Qur’an akan tetapi tidak dipahami dengan
benar dan tidak masuk sampa1 menyentuh ke relung hati.
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Artinya : Dari Abu Dzar ia berkata; Rasulullah # bersabda:
"Sepeninggalku kelak dari umatku, akan muncul suatu kaum
yang pandai membaca al-Qur'an tidak melewati kerongkongan
mereka. mereka keluar dari agama seperti anak panah yang
keluar dari sasarannya dan mereka tidak pernah lagi kembali ke

*Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) , juz 1 him. 121.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihaini ma’a Ta’ligat al-Zahabt
fi at-Talkhis, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 2 hlm. 163.



205

dalam agama itu. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk dan
sangat buruk akhlak mereka."*"*

Kelompok khawarij pada masa Khalifah Ali bin Abi
Talib R.A. berkumpul di suatu tempat bernama Nahrawan,
kemudian Khalifah mengutus Abdullah bin ‘Abbas R.A. untuk
beradu argumen dengan mereka. Dengan kedalaman ilmunya
beliau mampu mematahkan syubhat orang-orang khawarij dan
berhasil menyadarkan kesalahan sebagian besar mereka.
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Artinya : Dari Abidah berkata, " Bahwa Ali menyebut-nyebut
tentang penduduk Nahrawan. Ia mengatakan, "Di antara mereka
ada seorang laki-laki yang tangannya kecil atau pendek,
sekiranya aku tidak kawatir kalian akan terlalu bergembira,
maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah
Allah janjikan bagi orang-orang yang akan membunuh mereka
melalui lisan Muhammad" Abidah berkata, "Aku bertanya,
"Apakah engkau benar-benar mendengarnya dari beliau?" Ali
menjawab, "Ya, demi Dzat pemilik Ka'bah."*%?

Khawarij adalah satu golongan dari ahli bid’ah yang
berkeyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir dan
kekal di neraka, mereka mencela para pemimpin dan tidak ikut
shalat Jum’at dan shalat jamaah bersama para pemimpin.***

*®Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 3 hlm. 116.

*®Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.
386.

*“Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 272.
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C.

Hukum Hudiid al-Bagy (Pemberontakan)

Hukuman hudiid atas al-bagy atau pemberontakan
yaitu diperangi dan dihukum mati berdasarkan al-Qur’an, as-
Sunnah dan ijma’. Dahl dari al-Qur’an adalah firman Allah 45:
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Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang
beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap
(golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil dan berlakulah adil; Sungguh Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9).>%
Dan dalil-dalil dari as-Sunnah banyak jumlahnya yang
telah disebutkan di halaman-halaman sebelumnya, dan juga di
dalam hadié berikut:
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Artinya : Dari Ziyad bin 'llagah dia berkata; saya mendengar
'Arfajah berkata, "Saya mendengar Rasulullah # bersabda:
"Suatu saat nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka
siapa saja yang hendak memecah belah persatuan ummat ini

(pemberontakan), penggallah dengan pedangmu siapa pun
orangnya."
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Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 516.
*Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 22.



207

e #5010 e 0 Bl L6
8L (SEels Boa ol oSTlak G O A sl ) e
Artinya : Dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah
# bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak
mematahkan tongkatmu (memberontak penguasa) atau memecah
belah persatuan kalian, sedangkan kalian sepakat menyerahkan
urusan pemerintah kepada seseorang, maka bunuhlah dia."*"’
Sedangkan dalil ijma’ adalah bahwa para sahabat
bersepakat atas bolehnya memerangi pemberontak.’”®
Penguasa hendaknya tidak bertindak untuk memerangi
para pemberontak sebelum mengirim utusan untuk bertanya
tentang alasan mereka memberontak dan untuk mematahkan
hujjah mereka serta mengajak mereka kembali ke jalan yang
benar. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah 4&:

- -

Artinya : Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Q.S. al-
Hujurat: 9).°%

Apabila para pemberontak itu mau kembali ke jalan
yang benar, maka diterima taubatnya, akan tetapi apabila mereka
tetap melawan dan tidak mau taat, maka diperangi.

Memerangi para pemberontak yang tidak mau taat
kepada wali al-amr adalah wajib hukumnya dan kewajiban
rakyat membantu penguasa dalam menumpas pemberontak.’'’

Hukuman hudiid atas al-bagy atau pemberontak ini
tidak berdasarkan keyakinan bahwa mereka kafir. Para sahabat
bersepakat bahwa pemberontak itu tidak fasik apalagi kafir, akan

* Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 23.

*®Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 237.
*®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 516.

*“Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 680.
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tetapi mereka salah jalan dan salah dalam penafsiran. Mereka

tetap dikatakan bermaksiat, akan tetapi tidak kafir. Sedangkan

hadis-hadi§ yang menyebutkan bahwa mereka bukan golongan
kami, keluar dari jamaah, mati jahiliyyah dibawa kepada
kelompok pemberontak yang tidak ada uzur dan tidak ada salah
tafsir.’!!

Bugat atau pemberontak dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1) Kelompok pemberontak yang tidak ada salah tafsir atau
salah pemahaman, mereka itu adalah qutta’ al-tariq.

2) Kelompok khawarij yang mengkafirkan ahli haq dan
mengkafirkan para sahabat, dan mereka menghalalkan darah
kaum muslimin. Para ahli fikih mazhab Hanbali
menghukumi mereka dengan ahli bugat (pemberontak),
sehingga tidak memulai memerangi mereka sampai mereka
melawan, sebagaimana pendapat Khalifah ‘Ali dan Umar bin
Abd al-‘Aziz. Sekelompok ahli hadi§ berpendapat bahwa
mereka telah kafir dan diperangi seperti orang-orang yang
murtad.

3) Kelompok dari ahli haq yang keluar memberontak kepada
penguasa karena salah tafsir (adanya syubhat), mereka ingin
menggulingkan penguasa dengan kekuatan dan senjata,
mereka ini adalah orang-orang yang bugat yang wajib
diperangi agar kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana
khalifah Abu Bakar dan para sahabat memerangi orang-
orang yang menolak membayar zakat, demikian pula
Khalifah ‘Ali memerangi pemberontakan penduduk Basrah
di perang Jamal dan penduduk Syam di perang
Siffin.*'*Meskipun para pemberontak itu salah tafsir

sehingga melawan penguasa maka tetap diperangi.’'’

*"Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 270.

*“Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Kafiz, (Su’udiyyah: Dar Hajr, 1997), juz 5 hlm.
306-308.

*Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ald Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif; tt.), juz 4 hlm. 428.
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d. Magqasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Pemberontakan
Pemberontakan adalah bentuk ketidaktaatan kepada
pemerintah muslim yang berkuasa dan berupaya untuk
menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri. Para
pemberontak adalah sekelompok orang-orang bersenjata yang
melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan
masyarakat dengan berbuat onar, merusak ketertiban umum,
pembunuhan bahkan perampokan. Tindakan yang semena-mena
ini telah merusak eksistensi sebagian ad-darirah al-khamsah:
1) Hifz ad-din (memelihara agama),

Pemberontakan adalah perbuatan dosa besar yang
berbahaya. Para pemberontak melakukan aksinya dengan
memakai senjata, mereka menganiaya dan melakukan
pembunuhan terhadap rakyat sipil, seperti terjadi di Papua.
Hadis$ dari Abdullah bin Umar R.A. dari Nabi # bersabda,

A el 2B 5 A
Artinya : Siapa yang membawa senjata untuk memerangi

kami, maka ia bukan dari golongan kami.*"
Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi # bersabda:
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Artinya : Siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah
dan memisahkan jamaah kaum muslimin kemudian mati,
maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah.*"”

Para pemberontak itu telah menghadapkan dirinya
kepada ancaman keras dari Rasulullah # yaitu tidak
termasuk  golongannya dan mati jahiliyyah yang
menunjukkan penyimpangan dan kelemahan iman para
pemberontak itu, maka dengan ancaman hukuman hudiid
dibunuh bertujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar.

*“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 5 hlm. 9. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 17.
**Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 20.
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c.

2)

3)

4)

Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Pemberontak dalam melancarkan aksinya melakukan
segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Sasaran mereka
adalah memerangi pemerintah dan tentaranya. Dengan
membabi buta mereka menyerang para petugas keamanan,
polisi, tentara bahkan rakyat sipil yang dianggap pro dengan
pemerintah. Itu artinya mereka telah melanggar hak hidup
manusia dengan menumpahkan darah manusia tanpa hak.
Dengan penegakan hukum hudiid bagi para pemberontak,
akan mampu memadamkan aksi pemberontakan.

Hifz an-nasl (memelihara keturunan)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemberontakan
akan merusak keamanan negeri yang mengakibatkan perang
saudara. Bukan hanya rakyat dewasa yang jadi korban, anak-
anak juga merasakan akibat buruk perang pemberontakan,
seperti, anak-anak tidak bisa sekolah lagi, bahkan jika
peperangan  terus  berlanjut akan  mengakibatkan
keterpurukan ekonomi dan kelaparan.

Hifz al-mal (memelihara harta)

Pemberontakan menyebabkan peperangan antar
saudara. Apabila peperangan itu terus berlajut kekacauan di
mana-mana, akan terhenti aktifitas perekonomian negeri itu,
perekonomian masyarakat menjadi ambruk sehingga
kekurangan kebutuhan hidup dan kemiskinan merajalela di
penjuru negeri. Dengan memerangi para pemberontak dan
penegakan hukum Audiid  akan mampu memulihkan
keamanan negara dan memulihkan perekonomian
masyarakat.

Filsafat Hukum dalam Hudiid Pemberontakan

Para pemberontak adalah seburuk-buruknya manusia di

atas bumi, karena mereka berupaya membuat kerusakan di muka
bumi, meruntuhkan aturan negara, menimbulkan fitnah-fitnah
dan menimpakan keburukan-keburukan kepada umat manusia.
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Kepentingan mereka adalah membuat onar dan kerusakan yang
tidak ada dibalik itu kehidupan yang tentram.*'

Penanganan terhadap kejahatan mereka adalah dengan
melakukan konsolidasi, namun jika mereka tidak mau kembali
kepada perdamaian, maka kelompok pemberontakan itu
diperangi untuk menghancurkan kekuatan mereka.

7. Tindak Pidana Meminum Khamr
a. Definisi Khamr
1) Khamr secara bahasa yaitu:

ol (ol Jaall (el S ISU ol

Artinya : Setiap nama bagi benda yang membuat mabuk
(menutupi) akal: menutupinya.’'’

\J.A"* s cn.ai (MU (L& ji g',.;&s‘ SRS R Jg.wi Le
Artinya : Setiap benda yang memabukkan dari perasan
anggur atau secara umum... dan didefinisikan umum lebih
benar... disebut dengan khamr karena dia menutup akal dan
menutupinya.’'®

2) Khamr secara istilah
Al-Hanafiyah mendefiniskan khamr dengan:

4.:.1.9 .bJ.S\ J.L;j C).L:.\.ﬁ\j P PY) C.]a \Jl .L:MS\
Artinya : Perasan anggur yang dimasak sampai mendidih dan

memuncak dan mengeluarkan buih. Definisi ini sesuai
dengan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.*"

*Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 209.

*Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mujam al-Wasit, (Dar ad-Dakwah, tt.), juz 1 hlm.
182.

"8 Al-Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm.
387.

*Muhammad bin Ahmad al-‘Ainani, al-Banayah fi Syarh al-Hidayah, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1990), juz 6 hlm. 315.
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Al-Malikiyah mendefiniskan khamr dengan:

s s 5 e L It I Bl
SN O Je O
Artinya : Seorang muslim didera dengan sebab meminum
minuman yang memabukkan jenisnya tanpa ada uzur dan
darurat, meskipun sedikit atau tidak tahu adanya kewajiban
ditegakkan hukuman hudiid.**°
Asy-Syafi’iyah mendefiniskan khamr dengan:

Artinya : Sesuatu yang memabukkan jenisnya.**'

s SN U e sl o sy el oF Y ) s e
Loy ¢ 5 Wb a S L o WY T gl

Artinya : Disebut dengan khamr karena dia menutup akal

dan menutupinya yang diambil dari khimar wanita yang

menutupi dengannya kepalanya atau ia menutupi dirinya

agar tidak jatuh kepadanya sesuatu yang

merusaknya/melukainya.’**
Al-Hanabilah mendefiniskan khamr dengan:

Artinya : Setiap minuman yang memabukkan jika diminum

banyak, maka meskipun diminum sedikit tetap haram, yaitu
khamr yang terbuat dari apa saja.’*’

***Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, Asy-Syarh as-Sagir ‘ald Aqrab al-Masalik ila

Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 499-500. Syamsuddin al-
Dastqt, Hasyiyah ad-Dasiiqi ‘ala asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah,

tt.), juz 4 him 352.
*'Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘dziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 273.

*2Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’;, (Damaskus:

Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him. 454.

Mansur bin Yunus al-Buhtfi, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt.), him. 670.
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Minuman yang memabukkan dari perasan anggur
yang dimasak sampai mendidih dan berbuih disepakati para
ulama atas keharamannya dan dihukum hudid — atas
peminumnya. Adapun perasan buah selain anggur, maka
menurut pendapat jumhur tetap haram seperti perasan buah
anggur dan dihukum Audiid atas peminumnya. Akan tetapi
orang yang menganggap halal minuman selain dari perasan
anggur ini tidak kafir, karena ada perbedaan pendapat di
dalamnya.*** Pendapat yang dimaksud adalah pendapat al-
Hanafiyyah yang mengkhususkan khamr hanya dari perasan
anggur, meskipun pendapat yang kuat adalah pendapat
jumhur ulama berdasarkan hadis, )

L S S

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah khamr,...**

b. Hukum Khamr

Khamr hukumnya haram berdasarkan al-Qur’an, as-
Sunnah dan ijma’.
Adapun dalil dari al-Qur’an firman Allah %:

I .

o oy 3Ny LTy STy 23T L) s Gl

coF o, 4 T -2 2% . LT s

Ol Gpharadl A0 o) (D) Oymdis vﬂ:dowb ot JA;
BT 55 2 28382 purally 23T 3 SLasdl 55341 v&.u
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan
syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

** Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 375.
** Muslim, Sahth Muslim, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 100.
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hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu

lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi

kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu

(dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. al-Maidah: 90-91).%%
_Dalil pengharaman dari as-Sunnah adalah:

w A w A @ 2 P e
Rl 57 e Sl 8T W ) JB 1B e ) e
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Artinya : Dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah # bersabda:
"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang
memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamr di
dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia dalam keadaan
meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak
akan meminumnya di akhirat."**’

-0
¢ or - o &

bl Wt Cdd i e 5 200 e AN il s
Gl Gl ool (o o ol Jsey J6 15k as G

A 0 GRS BBl Bl ) Gl
Artinya : Dari Abu 'Algamah mantan budak mereka, dan
Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi bahwa keduanya telah
mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah # bersabda:
"Semoga Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya,
penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya,
orang yang membawanya dan orang yang dibawakan
kepadanya.’*®

**Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 123.

**"Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 100.

**Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 him.
366. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.),
juz 2 hlm. 97. Syu’aib al-Arniit mengatakan sahih dengan penguat jalur-jalur yang banyak.
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Adapun dalil jjma’ bahwa para ulama bersepakat tentang
keharaman khamr.**

Sesuai dengan hikmah Allah yang agung, pengharaman
khamr memakai metode tadarruj (bertahap). Hal itu disebabkan
bahwa khamr adalah minuman sehari-hari bagi orang-orang
Arab ketika itu, sehingga diharamkan khamr secara bertahap
agar hati-hati kaum muslimin kuat dan menerima keharaman
khamr. Pengharaman khamr di dalam al-Qur’an melalui empat
tahap:

Tahap pertama adalah ada isyarat pembolehan minum
khamr:

Z - - - &

P &.4// i?/ P} Pie /,i!,c/ & ° //.’ _

Tl SRS
Artinya : Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman
yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada
yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berakal. (Q.S. al-Nahl: 67).**

Di dalam ayat di atas Allah % menyandingkan antara
minuman yang memabukkan dan rizki yang baik, yang
mengisyaratkan tentang pembolehan meminum khamyr.

Tahap kedua adalah penjelasan bahwa di dalam khamr
ada manfaat dan mudaratnya, akan tetapi mudaratnya lebih
besar.

Ao
LTI R Pr AV o . WL B ORI o T T
¢ e me - 7. - P S L -2 £~ 3373
P I“ﬁoj;'j l.)l.a 5/.)';’“3 //., wﬂ.; T )}*/13
(5 s a5 il ¥ (ST ) £

**Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘dziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 273.

**Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 274.
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Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang khamr dan
judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. al-Bagarah: 219).%"

Ayat di atas menunjukkan khamr belum diharamkan,
akan tetapi dijelaskan mudaratnya yang lebih besar daripada
manfaatnya.

Tahap ketiga adalah larangan mendekati shalat dalam
keadaan mabuk, dengan ini berarti ada larangan yang masih
terikat waktu, yaitu dilarang mabuk pada saat mendekati waktu-
waktu shalat.

l),o.l:u L9'> LSsz /N-"j o}l,,a.” |}:J.o_: Y l)i;l; Uf,-\ﬁ L;.l‘_)
oy
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai
kamu sadar apa yang kamu ucapkan, ... (Q.S. an-Nisa’: 43).%**
Tahap keempat adalah pengharaman mutlak sampai hari
kiamat.

2% 20

5 (»-b\“) AN WA J‘“’Ll ‘-A—" e‘r“; Ll gl
‘&T;ﬁ o ;*LJJM‘) ;«L‘ & L2l sy aadi fvi»‘u B2
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'Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 34.
*Ibid., hlm. 85.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala,

mengundi nasib dengan panah, adalah ermasuk perbuatan

syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu
lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi
kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu

(dari mengerjakan perbuatan itu). (Q.S. al-Maidah: 90-91).%*

Adanya metode tadarruj ini sangat efektif dalam
pendidikan Islam untuk memudahkan umat Islam menerima
syariat Islam.

c. Syarat-syarat Penegakan Hudud Atas Peminum Khamr

Syarat-syarat penegakan hudiid peminum khamr antara
lain:

1) Mukallaf, yaitu bukan anak kecil dan bukan orang gila.
Mazhab Hanafi menjatuhkan hukuman kepada orang
meskipun ia tidak mengetahui hukumnya.

2) Meminum minuman yang jenisnya memabukkan

3) Peminumnya meminum karena kesengajaan dan kerelaan,
bukan karena paksaan.

4) Meminum khamr bukan karena darurat, maka tidak dihukum
hudud meminum khamr karena kehausan yang sangat.

5) Meminum khamr yang tidak memiliki uzur bodoh, misalnya
baru masuk Islam yang tidak tahu keharaman khamr, maka
tidak dihukum hudiid .>*

d. Dalil Penetapan Hukuman Peminum Khamr
Para ulama bersepakat bahwa peminum khamr dijatuhi
hukuman Audiid apabila ada persaksian minimal dua orang adil
yang melihatnya bahwa ia mabuk dan pengakuan pelakunya
sendiri.

** Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 123.
*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
him. 376-377.
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Adapun adanya bukti bau khamr yang keluar dari mulut
seseorang, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama
di antaranya Imam Malik dan para pengikutnya menetapkan
hukuman hudid ~ bagi orang yang tercium bau khamr
dimulutnya. Sebagian ulama lainnya seperti Abu Hanifah dan al-
Syafi’1 tidak menjatuhkan hukuman bagi orang yang ada bau
khamr di mulutnya, karena bukti bau mulut itu tidak jelas,
sehingga hudiid ditolak dengan adanya syubhat.**

Hukum Hudiid Khamr

Hukum hudiid bagi peminum khamr adalah dicambuk.
Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah
cambukannya.

Pendapat pertama adalah dicambuk delapan puluh kali.
Ini adalah pendapat mazhab al-Hanabilah dan dipilih oleh ITbnu
Munzir, karena jumlah cambukan ini yang dilakukan oleh
Khalifah Umar dan menulis untuk Khalid bin Walid dan Abu
Ubaidah yang berada di Syam.**°

Pendapat kedua adalah dicambuk empat puluh kali, ini
adalah pendapat asy-Syafi’iyyah, Ibnu al-Qayyim dan al-
Nawaw1.”’ Berdasarkan hadi§ marfii dari Rasulullah #:

SCESRAENY JL&J\,,&J\ & e 08 wj‘ of (il %
Artinya : Dari Anas bahwa Nabi pernah mendera peminum
khamr dengan menggunakan terompah dan pelepah kurma
sebanyak empat puluh kali.**®

Pendapat yang dipilih adalah bahwa hukuman bagi
peminum khamr adalah dicambuk empat puluh kali, karena
berdasarkan hadi§ Anas di atas dan juga diteruskan pada jaman

Khalifah Abu Bakar dan di awal masa Khalifah Umar. Di dalam
riwayat Muslim bahwa perubahan jumlah hukuman oleh

Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 445.

**Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 671.

*TAl-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 379.
*Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 125.
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Khalifah Umar atas pendapat Abdurrahman bin ‘Auf. Sehingga

dalam hal kekuatan landasan hukum perbuatan Nabi # lebih

didahulukan dari pada perkataan sahabat.

f.  Magqasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Meminum Khamr

Meminum khamr (minuman keras) adalah termasuk

salah satu dari al-kabdir (dosa-dosa besar). Pelanggaran ini telah

merusak eksistensi ad-darurah al-khamsah:

1) Hifz ad-din (memelihara agama)

Peminum khamr telah melanggar tujuan syariat
Islam yaitu hifz ad-din, karena syariat telah meniadakan sifat
keimanan bagi peminum khamr. Rasulullah # bersabda:

S G e 2 LS
Artinya : Dan tidaklah seorang peminum khamr itu pada saat
meminum khamr ia dalam keadaan mukmin. **°

Meminum khamr juga dianggap perbuatan maksiat
yang paling mungkar, karena meminum khamr ini bisa
menyebabkan kemungkaran lainnya. Allah % di dalam surat
al-Maidah ayat 90-91 mensifati minum khamr sebagai
perbuatan syetan dan perbuatan yang memalingkan dari zikir
kepada Allah.

2) Hifz al-"aql (memelihara akal)

Meminum khamr menyebabkan akal seseorang
tertutup, sehingga ia tidak dapat berfikir dengan normal. Dan
tidaklah Allah mengharamkan khamr dan mensyariatkan
hukum hudid atas peminumnya melainkan dalam rangka
untuk pemeliharaan akal dari hilangnya akal dan
kerusakannya.**°

3) Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Khamr terbukti membahayakan tubuh manusia.

Khamr memicu penyakit tekanan darah tinggi, kelemahan

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 1 hlm. 54.

*Izzuddin Abd as-Salam, Qawd’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 117.
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akal, kegilaan, kelumpuhan dan kecenderungan kepada
kejahatan pada dirinya dan anak-anaknya.>*'

Menurut jurnal kesehatan The Lancet bahwa alkohol
seperti  bir dan wine menjadi faktor terdepan yang
menyebabkan kematian ataupun penyakit. Disebutkan tidak
kurang dari 2,8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat
alkohol.**

Air  khamr terdapat kandungan alkohol yang
membuat peminumnya mabuk dan menyebabkan bahaya
bagi kesehatan badan. Para dokter telah melakukan
eksperimen tentang alkohol dan hasilnya alkohol berakibat
buruk bagi tubuh dan aliran darah yang akan memicu
munculnya penyakit dan racun di dalam tubuh.**?

4) Hifz an-nas! (memelihara keturunan)

Dampak buruk kejahatan meminum khamr bukan
hanya dirasakan peminumnya, namun juga mengenai anak-
anaknya. Seorang bapak yang gemar minum khamr akan
memberikan contoh pendidikan buruk bagi anak-anaknya,
yang pada akhirnya anak-anaknya akan meniru perilaku
bapaknya sebagai peminum khamr. Khamr jika dibiarkan
beredar di masyarakat akan menghancurkan generasi muda.
Oleh karena itu dengan pelarangan transaksi khamr dan
penegakan hukuman hudiid atas peminum khamr akan
melindungi kerusakan akal generasi muda.

Demikian pula ibu hamil yang suka minum khamr
akan berefek negatif bagi janin yang dikandungnya sebagai

*'Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, Mukhtsar al-Figh al-Islami, Alih bahasa

Najib Junaidi, [zzudin Karimi, Ensiklopedia Islam Kaffah, Cet. 6, (Surabaya: Pustaka Yasir,

2016), hlm. 1013.
*Glori K. Wadrianto, “Alkohol Sebabkan Kematian Lebih Besar dari yang
Dibayangkan”,

dikutip dari

https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/02/091405020/alkohol-sebabkan-kematian-lebih-

besar-dari-yang-dibayangkan?page=all pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 jam

08.49 WIB.
*®Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,

1997), juz 2 hlm. 179.
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penyebab prematur dan kecacatan secara global di tahun
2016.°*
5) Hifz al-mal (Memelihara Harta)

Peminum khamr tatkala sudah kecanduan, maka ia
akan rutin membeli khamr untuk dikonsumsi. Ia
membelanjakan hartanya ke jalan yang haram, yang tidak
ada manfaatnya sama sekali. Maka pembelian khamr ini
termasuk ke dalam menghambur-hamburkan uang dan
menyia-nyiakannya. Padahal syariat Islam memerintahkan
agar menggunakan harta ke dalam hal-hal yang bermanfaat.

Keharaman narkoba dimasukkan ke dalam keharaman
khamr, karena khamr itu adalah setiap barang yang bisa
menutupi akal. Terbukti narkoba memiliki efek yang lebih buruk
daripada minuman keras. Oleh karena itu pecandu narkoba bisa
dihukum lebih berat.

g. Filsafat Hukum dalam Hudiid Meminum Minuman Keras
(Khamr)

Khamr diharamkan dan ditegakkan hukum hudiid bagi
peminumnya karena khamr induknya semua keburukan dan asal
dari semua musibah dan kerusakan.

Bahaya khamr ini merusak ruh, jasad, harta, anak dan
kehormatan. Berapa banyak rumah-rumah yang roboh karena
khamr, sawah-sawah hilang, munculnya fitnah-fitnah dan
menjadikan akal yang bisa berfikir, bijak dan terbimbing
menjadi akal yang gila, menyimpang dan rusak. Berapa banyak
terjadi permusuhan dan percekcokan antara saudara dan anak-
anak serta bercerai-berainya antara teman dan kawan disebabkan
oleh khamr*

*Glori K. Wadrianto, “Alkohol Sebabkan Kematian Lebih Besar dari yang
Dibayangkan”, dikutip dari
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/02/091405020/alkohol-sebabkan-kematian-lebih-
besar-dari-yang-dibayangkan?page=all pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 jam
08.51 WIB.

**Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 177.
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8. Tindak Pidana Murtad
a. Definisi Murtad
1) Murtad secara bahasa
Definisi murtad secara bahasa yaitu:

.HJQJT&UJ}JJ{ ‘}!} ccz—\J.S\
Artinya : Kembali, janganlah kembali ke belakang.**®
2) Murtad secara istilah
Al-Hanafiyah mendefiniskan murtad dengan:

Oy e ¢ 5> A
Artinya : Kembali (kufur) dari keimanan.**’
Al-Malikiyah mendefiniskan murtad dengan

;MKM&;\WM)\CJMM\ 2 o;:,.“

[
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Artinya : Seorang muslim kuﬁJr dengan jelas atau berkata
yang berkonskwensi kufur atau perbuatan yang mengandung
kufur seperti melempar mushaf al-Qur’an ke kotoran, diikat
di pinggang dan sihir”.**®

Asy-Syafi’iyah mendefiniskan murtad dengan:

Jrily 3,65 ST g ) Jdll 5,0 el ekt g pBLLY) i
L clgaly dewd o bl B S de Sl WY
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**Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 681.

*<Alauddin al-Kasani, Baddi’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1986), juz 7 him. 134.

**®Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ald Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.), juz 4 hlm. 432-433. Syamsuddin al-
Dastqt, Hasyiyatu ad-Dasiigi ‘ala asy-Syarh al-Kabir, (Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah,
tt.), juz 4 him. 301.
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Artinya : Memutuskan dari agama Islam, hal itu terjadi
terkadang dengan ucapan kufur dan terkadang dengan
perbuatan yang menjadikan kufur yang muncul karena faktor
kesengajaan dan pelecehan terhadap agama secara jelas,
seperti sujud kepada patung atau matahari, melempar mushaf
di tempat kotor dan sihir yang di dalamnya ada peribadatan
kepada matahari dan selainnya.’*
Al-Hanabilah mendefiniskan murtad dengan:

o ol el
Artinya : Orang yang berbuat kufur setelah Islam dalam
keadaan kerelaan, sengaja atau bergurau dengan
mengucapkan atau keyakinan atau keraguan atau
perbuatan.®
Ibnu Qudamah mendefinisikan murtad dengan:
AN ALY 0 o e

Artinya: Kembali keluar dari Islam menuju kekufuran.*'

Murtad dari agama Islam tidak hanya bagi orang
yang pindah ke agama selain Islam, akan tetapi seseorang
juga dihukumi murtad apabila melakukan perbuatan-
perbuatan berikut ini:

a) Menyekutukan Allah, misalnya sujud kepada patung dan
berdoa kepada selain Allah,

b) Mengingkari kerububiyahan Allah,

c) Mengingkari keEsaan Allah,

d) Mengingkari salah satu dari sifat Allah,

**Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 283-284. Abu al-Qasim al-Rafi’1, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 11 hlm. 97.

**Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-
Mustagni’,(Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt.), hlm. 681. Ibnu Muflih, Kitab al-Furi’,
(Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm. 186.

*'Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugn, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 264.
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b.

e) Meyakini Allah memiliki istri atau anak,

f) Mengingkari sebagian syariat yang dibawa Rasulullah,

g) Menghina Allah atau menghina Rasulullah,

h) Menghina atau melecehkan al-Qur’an,

1) Mengingkari kewajiban shalat fardhu dan selainnya dari
kewajiban-kewajiban yang sudah jelas hukumnya,

j) Mengingkari keharaman zina, homo seks, riba, dan
selainnya dari dosa-dosa yang jelas keharamannya.***

Hukum Murtad

Murtad dari agama Islam dan berpindah ke agama lain
adalah terlarang dan dianggap salah satu tindakan pidana. Hal ini
berdasarkan dalil al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Allah %
berfirman:

e G 82N 3 55 oabes Lo w8 YL S 03
Artinya : Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka sungguh sia-
sia amalannya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang
rugi. (Q.S. al-Maidah: 5).***

Allah % juga berfirman:
Sl ALYl Bl Sa5 Cud cany B WS 355
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Artinya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah
yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka
itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-
Bagarah: 217).%%*

352

Mansur bin Yunus al-Buhtti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 681.

**Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 107.

**Ibid., him. 34.
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Allah % juga berfirman:

ui;,) T8 1,355 51,0 251,000 281,06 51,50 el
2 St el N i)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir,
kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, lalu bertambah
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni
mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang
lurus. (Q.S. an-Nisa’: 137).>%

Dalil-dalil haramnya murtad dari as-Sunnah di antara
adalah:

S Ly wa\:;;;\cuu;;a;;g&q\ da Se Ls
A 6 S Bl i 1206 Y 06 8 L0 08 L
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Artinya : Dari 'lkrimah bahwa 'Ali R.A. membakar suatu kaum
lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbas maka dia berkata:
"Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka
karena Nabi # telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa
dengan siksaan Allah (dengan api) ", dan aku hanya akan
membunuh mereka sebagaimana Nabi # telah bersabda: "Siapa
yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia". e

dfmwy;gshy%w\dngu G W
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**Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 100.
**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 75.
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Artinya : Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah # bersabda:
"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak
ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah
utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang
yang telah menikah berzina, membunuh jiwa (gisas) dan keluar
dari Islam (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (jama'ah
muslimin)."**’

7 0 G Sy e B3 e 4T Jw s of s s
5 I Lo 0B Y1 ke (2T o

Artinya : Dari Jabir, bahwa ada seorang wanita yang disebut
dengan Ummu Marwan yang murtad dari agama Islam, lalu
Nabi memerintahkan agar ia ditawarkan agama Islam, apabila ia
kembali kepada Islam maka lepaskan, namun jika tidak mau,
maka hukumannya dibunuh.*®

Dalil ijma’, bahwa para ulama bersepakat atas hukuman
mati bagi orang yang murtad. Pendapat ini diriwayatkan dari
Abu Bakar, UsSman, Ali, Mu’az, Abu Musa, Ibnu Abbas, Khalid
bin Walid dan selain mereka dan tidak ada yang
mengingkarinya.” Adapun kesepakatan ulama atas hukuman
mati bagi orang yang murtad adalah pelakunya laki-laki,
sedangkan apabila pelakunya perempuan juga dihukum mati
menurut jumhur ulama.*®

c. Syarat Penegakan Hukum Hudiid Murtad

Pelaku murtad harus mukallaf yaitu, berakal, dewasa dan

atas kehendak sendiri, bukan suatu paksaan.

f

*7Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.), juz 4 hlm.
222.

*Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, (Beirut: Muassasah ar-Risalah,
tt), juz 4 hlm. 128.

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugn, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 264. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 459.

*Abd al-Aziz bin Abdillah al-Rajhi, al-Ibham fi Syarh Buliig al-Maram, (Riyad:
Dar al-Ishamah: 2005). juz 2 hlm. 326-327. Mumammad Siddiq Khan, Fath al-Alam It
Syarh Buliig al-Maram, (Beirut: Dar Sadir, tt, juz 2 hlm. 219.
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Anak kecil yang keluar dari Islam atau orang gila, maka tidak
dihukumi murtad. Siapa yang murtad lalu gila maka tidak
dijatuhi hukuman murtad.*'

Siapa yang dipaksa kafir, jika tidak mau akan dibunuh,
kemudian ia mengucapkan kata kufur sedangkan hatinya tetap
iman, maka ia tidak kafir, sebagaimana firman Allah #s:

SOOI s Sl o ¥l Cas) 55 e L A
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Artinya : Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman
(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak
berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk
kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya
azab yang besar. (Q.S. an-Nahl: 106).*%

Siapa yang memaksa orang lain untuk kufur maka ia
menjadi kafir.***Jika ada guru anak-anak yang mengatakan orang
Yahudi lebih baik dari pada orang Islam maka ia kafir, meskipun
ia dibayar banyak karena mengajari anak Yahudi.***

Hukum Hudud Murtad

Para ulama bersepakat bahwa orang yang murtad
hukumannya hukuman mati, berdasarkan hadis-hadi§ yang sudah
disebutkan di atas. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa tidak ada

hlm. 290.

*' Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7

362

Tim Syamil Quran, A/l-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 279.
% Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7

hlm. 285.

Ibid., hlm. 287.
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perbedaan bahwa hukuman mati dijatuhkan pelaku murtad laki-
laki dan perempuan.®®’

Salah satunya adalah hadi$ tentang hukuman bagi pelaku
murtad adalah hadis dari Abdullah bin ‘Abbas R.A. Nabi #£ telah
bersabda:

8L 23 J3 15
Aﬂiﬁza : Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah
dia.

Berikut ini akan disebutkan pendapat ulama dari mazhab
empat:

Al-Hanafiyyah berpendapat: “Siapa yang murtad maka
ditawarkan Islam, apabila tidak mau maka dibunuh di tempat,
apabila ia minta tangguh waktu, maka diberi waktu tiga hari”.*%’

Al-Malikiyah berpendapat: “Orang yang murtad apabila
ditangkap sebelum terjadi perang (dalam keadaan aman), maka
para ulama bersepakat bahwa hukumannya adalah dibunuh”.*®®

Asy-Syafi’iyyah berpendapat: “Orang yang murtad
wajib dihukum bunuh apabila tidak mau taubat (kembali kepada
Islam), sama saja apakah ia berpindah ke agama ahli kitab atau
selainnya”.*®’

Al-Hanabilah berpendapat: “Siapa yang murtad maka
diajak untuk masuk Islam kembali selama tiga hari, apabila ia
kembali ke pangkuan Islam maka tidak dihukum, akan tetapi
apabila tetap kukuh tidak mau kembali maka dihukum mati”.*"

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 264.

*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 75.

*’Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsiit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz
10 him 98.

**Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983) juz 2 him. 459.

*®Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
him. 294

Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 681.



229

Orang yang murtad diminta taubat dalam tempo tiga hari
adalah pendapat jumhur ulama seperti: Umar, Ali, ‘Ata’, al-
Nakha’i, Malik, al-Sauri, al-Auza’i, Ishaq, Ashab al-Ra’yi, dan
salah satu riwayat Ahmad dan pendapat al-Syafi’i. Sedangkan
riwayat Imam Ahmad yang lain dan salah satu riwayat Imam al-
Syafi’i hukumnya sunnah diminta taubat.’’' Penyihir dijatuhi
hukuman mati juga menurut pendapat Imam Malik.*”*

e. Magqasid asy-Syari’ah dalam Hudiid Murtad
Murtad adalah keluar dari agama Islam setelah beriman.
Pelanggaran ini telah merusak sebagian eksistensi ad-darirah
al-khamsah:
1) Hifz ad-din (memelihara agama)

Orang yang murtad dari Islam telah melanggar
larangan Allah yang paling besar. la telah mengganti agama
Islam sebagai aturan Allah dan pedoman hidup menjadi
pindah ke agama lainnya. Orang yang murtad telah hilang
keimanannya kepada Allah dan rasulNya #. Maka dengan
penegakan hukum hudiid bagi pelaku murtad adalah sebagai
wujud penjagaan terhadap agama kaum muslimin.

2) Hifz an-nas! (memelihara keturunan)

Anak dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan
fitrah, dalam keadaan muslim. Kedua orang tuanya yang
merubah agama anak-anaknya menjadi Yahudi, Nashrani,
Majusi dan agama selainnya.

Hadis dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi # bersabda:
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'Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,

(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), him. 682. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam
al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 266.

*PIbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 459.
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f.

Artinya : Tidak ada bayi yang lahir melainkan dilahirkan di
atas fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya
yahudi, nashrani dan majusi.””?

Orang tua yang murtad akan sangat berpengaruh
buruk dalam menjadikan anak-anaknya beragama selain
agama Islam.

Filsafat Hukum dalam Hudud Murtad

Murtad adalah mengganti agama Islam dan berpindah ke
agama lain. Di dalam syariat Islam murtad merupakan
pelanggaran terberat, karena telah meninggalkan agama terakhir
yang di bawa oleh Nabi Muhammad # dan meninggalkan ajaran
kitab suci terakhir al-Qur’an. Sedangkan al-‘Izz Ibnu Abd as-
Salam melihat dari sisi maslahat dan mafsadat (kerusakan),
bahwa hukum mati terhadap orang yang murtad adalah mafsadat
berkenaan dengan haknya, akan tetapi diperbolehkan hukuman
mati atasnya dalam rangka menolak mafsadat kekufuran.’’

Ibnu al-Qayyim mengatakan, adapun hukuman mati
dijadikan hukuman bagi jinayah yang paling besar, seperti
jinayah  terhadap jiwa, maka hukumannya sesuai dengan
jenisnya dan juga jinayah terhadap agama yaitu pelecehan
terhadap agama dan murtad, maka jinayah ini lebih pantas
mendapatkan hukuman mati dan dicegah perbuatan pelaku
dengan hukuman terberat, karena keberadaan pelaku kejahatan
ini di tengah-tengah masyarakat menjadi mafsadat dan tidak ada
kebaikan dan maslahat yang diharapkan darinya.’”

373

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 2 hlm. 118.
MIzzuddin Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 112.

375

Dar al-J1l, 1

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
973), juz 3 hlm. 339.
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D. Qisas
1. Pengertian Qisas
a. Qisds secara bahasa

0 0 ® o
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Qisas dari bab gatala apabila kamu memiliki harta yang
dihutang atas orang lain... kemudian penggunaan kata gisas
menjadi menyeluruh sebagai ungkapan pembunuhan yang
dilakukan oleh pembunuh, luka yang dilakukan orang yang
melukai (badan) dan pemotongan (anggota badan) yang
dilakukan orang yang memotong.*’®

b. Qisas secara istilah
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Artinya : Membalas pelaku kejahatan dengan hukuman yang
setimpal yaitu membalas perbuatan penjahat seperti
perbuatannya ... dan tidak sempurna permintaan kecuali apabila
pembunuh dihukum bunuh seperti ia telah membunuh pula”.*”’
2. Landasan Hukum Qisas
Pensyariatan hukum gisas berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah
dan ijma’. Dalil gisas di dalam al-Qur’an adalah firman Allah 4 di
surat al-Maidah:
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Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-
Ma’arif, tt.), hlm. 505.

*Yusuf al-Qardawi. al-Fighu al-Islami wa Adillatuh, (Suriah: Dar al-Fikr, 1980),
juz 6 him. 261.
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Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
(Q.S. al-Maidah: 45).°™
Juga firman Allegl % di dalam surat al-Baqarah:
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) gisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah: 178)."

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.
PIbid., him. 27.



233

Dan firman Allah 4¢ di dalam surat al-Isra’:
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Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Isra’: 33).°*

Adapun dalil gisas dari as-Sunnah di antaranya adalah
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Artinya : Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah % bersabda "Tldak
halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang
berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali
dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang sudah menikah

berzina, membunuh jiwa (gisas) dan keluar dari Islam (murtad) yang
memisahkan diri dari jama'ah (jamaah muslimin) n38l
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*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 285.

222.

*' Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.
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Artinya : Dari Anas bahwa al-Rubayyi' -pamannya- pernah
mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka
meminta kepadanya untuk memaaftkan, namun mereka
(keluarganya) menolak, kemudian ditawarkan kepada mereka diat,
namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi, maka
beliau memerintahkan gisas. Anas bin al-Nadhr berkata; Wahai
Rasulullah, apakah gigi seri al-Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak,
demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan
dipatahkan. Maka Rasulullah # bersabda: "Ya Anas, (syariat di
dalam) Kitabullah adalah gisas, maka orang-orang tersebut rela
memberikan maaf, kemudian Nabi # bersabda: "Sesungguhnya
diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia
bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya."**
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah; ketika
tahun pembebasan Makkah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-
laki dari Bani Laits sebagai pembalasan mereka yang dibunuh
semasa masih jahiliyah. Serta merta Rasulullah menyampaikan
pidato; "Allah telah menahan pasukan gajah dari Makkah ini, dan
menguasakan rasul-Nya dan orang-orang mukmin untuk

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 6 hlm. 29.
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mengalahkan mereka, ketahuilah, bahwasanya Makkah tidak

dihalalkan bagi siapa pun baik sebelum maupun sesudahku, hanya

saja dihalalkan bagiku beberapa saat di siang ini saja. Ketahuilah,
bahwasanya Makkah pada saatku sekarang ini telah haram, durinya
tidak boleh dipatahkan dan pohonnya tidak boleh ditebang, barang
temuannya tidak boleh diambil kecuali orang yang hendak
mengumumkannya, dan barangsiapa menjadi wali korban
pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi diat atau diberi
kesempatan untuk membalas gisas.""

Dalil ijjma’ atas syariat gisas adalah bahwa para ulama telah
bersepakat tentang syariat gis@s secara global.***

3. Perbedaan Antara Hudud dan Qisas

Hudiid dan gisas keduanya sama-sama bagian di dalam
hukum pidana Islam yang wajib ditegakkan yang bertujuan untuk
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi
antara  hudid dan gisas terdapat perbedaan di dalam
karakteristiknya. Di antara perbedaaannya adalah sebagai berikut:

a. Disyariatkan hudiid sebagai penunaian hak Allah, sedangkan
qisas ditegakkan sebagai penunaian hak manusia.

b. Tidak diterima syafaat (pemaafan) atas hukum hudiid, akan
tetapi dalam hukum gisas diterima pemaafan dari pihak korban
atau keluarga korban.

c. Qisas boleh diganti dengan diat atas persetujuan pihak korban,
akan tetapi hukum hudiid tidak bisa diganti dengan apapun.

d. Qisas ditegakkan ketika ada pihak korban yang melaporkan
kejahatan pelaku, yang berbeda dengan hudiid vyang tidak
disyaratkan hal itu.

4. Pembagian Qisas dan Pembunuhan
Sesuai dengan definisi gisds yaitu pembalasan semisal atas
perbuatan kejahatan, jika ia membunuh maka dihukum bunuh, jika
ia melukai maka dihukum semisalnya. Sehingga gisas dapat dibagi

** Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 7 hlm. 6.

**Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-
Ahkam, (Riyad: Dar al-Aiman, 2005), juz 2 him. 341.
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menjadi dua macam, yaitu: gisds atas jiwa dan gisds atas luka.*** Al-
Nawawi mengatakan bahwa gisas itu tidak khusus pada jiwa saja
namun juga pada anggota badan.’®

Pada kasus pembunuhan, jumhur ulama membagi
pembunuhan menjadi tiga jenis: al-‘amd (pembunuhan sengaja),
syibh al- ‘amd (semi sengaja) dan al-khata’ (tidak sengaja).

Abu Bakr al-Razi membagi pembunuhan menjadi lima jenis:
al-‘amd (pembunuhan sengaja), syibh al-‘amd (semi sengaja), al-
khata’ (tidak sengaja), seperti al-khata’ dan yang bukan dari jenis
sebelumnya.’®’Tmam Malik mengingkari adanya pembunuhan semi
sengaja dan mengatakan, bahwa tidak ada di dalam kitab Allah
kecuali pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sehingga
memasukkan pembunuhan semi sengaja ke dalam pembunuhan
sengaja.

Sedangkan Abu al-Kattab membagi pembunuhan menjadi
empat jenis dengan menambah satu jenis yaitu pembunuhan seperti
pembunuhan tidak sengaja, meskipun ia sengaja melakukannya.
Seperti: seseorang yang tidur kemudian berbalik memukul seseorang
di sampingnya sampai meninggal atau ia menjatuhi seseorang,
penyebab pembunuhan seperti seseorang menggali lubang dan
menancapkan pisau di dalamnya dan juga pembunuhan yang
dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf seperti orang gila dan
anak kecil. Jenis pembunuhan yang keempat menurut Abu al-Kattab
ini dimasukkan jumhur ulama ke dalam pembunuhan al-khata’
(tidak sengaja). Al-Khiraqi menjelaskan bahwa orang gila dan anak
kecil yang sengaja membunuh dimasukkan ke dalam pembunuhan
al-khata’**

Adapun perbedaan antara pembunuhan sengaja dan semi
sengaja ditinjau dari alat yang dipakai dan keadaan terjadi

**Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 395.

him. 4.

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7

*¥'Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsiit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz

26 hlm. 59

**Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 11

hlm 444-445.
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penganiayaan itu. Abu Hanifah mengatakan bahwa alat yang
digunakan untuk membunuh selain besi, api atau semisalnya maka
dimasukkan ke dalam pembunuhan semi sengaja. Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa semi sengaja jika alat
yang digunakan umumnya tidak bisa membunuh. Al-Syafi’i
berpendapat bahwa pembunuhan semi sengaja yaitu ia sengaja
dalam memukul namun tidak sengaja dalam membunuh.**’

Adapun pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang
disengaja oleh pelaku dengan senjata yang tajam, begitu pula
pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak sengaja membunuh dan
tidak punya tujuan untuk membunuh. Perbedaan jenis pembunuhan
ini kembali kepada niat yang ada di hati pelaku. Dikarenakan tidak
ada yang mengetahui niat di hati manusia kecuali Allah 4¢, maka
dalam kasus pemunuhan diputuskan secara dhahir (yang tampak);
apabila pelaku sengaja memukul orang lain dengan alat yang
umumnya bisa menyebabkan mati, maka dihukumi pembunuhan
sengaja, akan tetapi apabila ia memakai alat yang umumnya tidak
menyebabkan kematian maka dimasukkan ke dalam pembunuhan
semi sengaja.

Perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan tidak sengaja
yaitu apabila pembunuhan itu tidak dimaksudkan pembunuh,
misalnya ia memanah buruan, namun mengenai seseorang dan mati
atau ingin mengenai seorang laki-laki, namun mengenai laki-laki
lain. Adapun jika memang ia sengaja membunuh, maka itu
pembunuhan sengaja. Adapun perbedaan antara pembunuhan al-
‘amd dan syibh al-’amd adalah jika alat yang digunakan umumnya
tidak mematikan seperti menggunakan cambuk atau tongkat, maka
itu pembunuhan syibh al-’amd, akan tetapi jika alat yang digunakan
umumnya mematikan seperti, pisau meskipun kecil, maka termasuk
pembunuhan al- ‘amd. Adapun hukuman gisdas ini ditegakkan untuk

pembunuhan al- ‘amd bukan syibh al-’amd atau al-khata’>*°

**Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 398.

*Al-Nawawi, Raudhah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
hlm. 5-6. Mansur bin Yunus al-Buhtti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt.), hlm. 632-634.
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Adapun mengurung orang tanpa diberi makan dan minum
sehingga secara umum bisa mati dengan sebab kelaparan atau
kehausan, maka wajib gis@s.””' Dalam hal ini termasuk pembunuhan
al-‘amd.

Pembunuhan jika ditinjau dari konskwensi hukumannya
terbagi menjadi empat:

a. Pembunuhan yang mewajibkan gisas, diat dan kafarah yaitu
pembunuhan atas dasar al- ‘amd dan permusuhan.

b. Pembunuhan yang tidak mewajibkan gisdas, diat dan kafarah
yaitu menghukum bunuh orang murtad, pezina muhsan dan
selainnya dari hukuman mati dalam hudiid .

c. Pembunuhan yang mewajibkan diat dan kafarah yaitu
pembunuhan atas dasar syibh al-‘amd (semi sengaja) dan al-
khata’ (tidak sengaja).

d. Pembunuhan yang mewajibkan gisas dan kafarah, bukan diat
yaitu seorang pembunuh yang wajib ditegakkan gisas, akan
tetapi keluarga korban membalas dengan memotong tangannya,
maka boleh bagi keluarga korban setelah itu memaafkan atau
menegakan gisas, dan tidak ada lagi diat.**?

Adapun rukun-rukun ditegakkan gisas ada tiga: berkaitan
dengan kondisi pembunuhan, korban dan pembunuhnya.*”

Rukun pertama: kondisi pembunuhan, yaitu pembunuhan itu
berdasarkan unsur kesengajaan dan permusuhan sehingga
menghilangkan nyawa orang lain.

Rukun kedua: kondisi korban pembunuhan, yaitu apabila
korban pembunuhan adalah orang yang terjaga darahnya dalam
Islam. Adapun membunuh orang kafir yang harbi (memerangi) atau
murtad maka tidak ditegakkan gisas. Berbeda halnya dengan orang
yang wajib ditegakkan gisas yang dibunuh oleh orang yang tidak
berhak melakukannya maka hukumannya tetap gisdas.

*'Al-Nawawi, Raudhah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, tt.), juz 7
hlm. 8. Abu al-Qasim al-Rafi’1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1997), juz 10 him. 124

*Jalaluddin al-Suyati, al-Asybah wa an-Nazdir, (Mekkah: Maktabah Nazar al-
Biz, 1997), juz 2 hlm. 240.

*®Al-Nawawi, Raudhah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, tt.), juz 7
him. 4.
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Rukun ketiga: kondisi pelaku pembunuhan yang wajib
ditegakkan gisas adalah seorang laki-laki mukallaf, dewasa dan
berakal.

Al-Rafi’1 berpendapat bahwa tidak wajib dihukum gisas anak
kecil dan orang gila, karena pena diangkat atas keduanya,
sebagaimana tidak ada gisas atas orang yang tidur. Al-Gazali
menambahkan bahwa tidak pula digisas orang kafir harbi, namun
wajib gisas bagi kafir zimmi, sedangkan orang yang mabuk
hukumnya diperselisihkan oleh ulama.**

Al-Hanabilah menambah dua syarat dari syarat di atas yaitu
syarat al-mukdfaah atau sekufu dalam hal agama dan status merdeka
atau budak. Maka tidak ditegakkan gisas seorang muslim yang
membunuh orang kafir atau orang merdeka yang membunuh budak.
Syarat kedua adalah tidak ada hubungan keturunan, yaitu korban
pembunuhan bukan anak pembunuh atau cucu pembunuh, karena
bapak tidak dihukum gisds karena membunuh anaknya sendiri.*®
Pendapat al-Hanabilah ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama
selain dari mazhab al-Hanafiyyah.

Ada satu syarat lagi dalam penegakkan gisas adalah bahwa
wali korban pembunuhan bersepakat dalam menegakkan gisas atas
pelakunya.’”°

5. Cara Penegakan Qisas
Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara penegakkan
hukuman gisas. Mazhab Abu Hanifah yaitu hukumannya dengan
alat pedang. Sedangkan mazhab Malik dan al-Syafi’1 adalah pelaku
diekskusi sama dengan jenis ia membunuh, apabila ia membunuh
dengan dilempar batu besar, maka hukumannya juga sama, apabila

*Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1997) juz 10 hlm. 119,157-158.

*Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 635-637.

**Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.),hlm. 637-638.
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ia membunuhnya dengan cara ditenggelamkan, maka hukuman
gisdsnya juga sama.””’
Pendapat kedua ini berdasarkan hadis:
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Artinya : Dari Anas bin Malik bahwa ada seorang Yahudi yang

memencet kepala seorang wanita dengan memakai dua batu

sehingga membunuhnya, maka Rasulullah juga memencet kepala si
Yahudi itu dengan dua batu.*®

Tidak ada perbedaan seseorang yang memotong organ orang
lain, maka dihukum gisas dengan pemotongan yang sama. Para
ulama berbeda pendapat tentang beberapa orang yang memotong
salah satu organ seseorang, misalnya tangan. Mazhab Zahiriyah
berpendapat tidak boleh dipotong banyak tangan karena memotong
tangan satu orang. Berbeda dengan pendapat Malik dan al-Syafi’
yang membolehkan memotong banyak tangan orang-orang yang
telah memotong satu tangan, sebagaimana dihukum bunuh beberapa
orang yang telah membunuh satu orang. Adapun Abu Hanifah
membedakan antara gisas jiwa dengan gisas organ tubuh, kalau
organ tubuh tidak boleh dua tangan dipotong karena telah memotong
satu orang, adapun jika beberapa orang membunuh satu orang boleh
dibunuh semuanya.™”’

Dalam perkara pembunuhan langsung dan tidak langsung
dapat dirinci sebagai berikut: jika seseorang diperintah oleh
penguasa untuk membunuh seseorang, maka jika ia tahu bahwa
pembunuhan itu hak, maka pelaku pembunuhan tidak dihukum
qisas, yang dihukum gisas adalah orang yang memerintah. Akan

f
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*’Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsiit, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz
26, hlm. 122. Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him 404.

*®Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 3 hlm. 183. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
juz 3 hlm. 675. Hadi$ ini dinilai sahih oleh Syu’aib al-Arnaiit.

*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm 405.
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tetapi bila ia tahu bahwa itu pembunuhan zalim maka ada dua
pendapat, pertama pelaku dihukum gisas atau diat dan kafarah dan
yang memerintahkan mendapatkan dosa karena yang diperintah
tidak dipaksa. Pendapat kedua, orang yang memerintah dihukum
qisas karena pelaku dipaksa harus taat sedangkan yang diperintah
ada dua pendapat, pertama jika tidak takut dengan perintah penguasa
maka ia dihukum gisds, apabila ia takut maka tidak.**® Orang yang
memaksa orang lain untuk membunuh, maka ia dijatuhi hukuman
gis 55.401

Dalam kasus pembunuhan secara berjamaah, hukumnya
para pembunuh dihukum bunuh semua dengan dalil ijma’ sahabat
yang terjadi pada jaman Khalifah Umar bin al-Khattab tatkala beliau
memutuskan membunuh tujuh orang dari San’a yang telah
membunuh seorang laki-laki secara bersama-sama.*’* ini juga
pendapat Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi’i, sedangkan Ahmad
memiliki dua riwayat.*®

Penghalang Penegakan Qisas

Apabila terjadi pembunuhan, maka pelakunya terancam
dengan dihukum g¢isas. Akan tetapi hukuman g¢isas dibatalkan
apabila terdapat salah satu dari penghalang atau pembatal gisas.
Adapun di antara penghalang-penghalang gisas adalah sebagai
berikut ini:
a. Al-Ubuwwah, yaitu pelaku jindyah adalah bapak dari korban.
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hlm. 20.

*WAl-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, tt.), juz 7

“'Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-

“Ilmiyyah, 1997), juz 10 him. 139.

““Dari riwayat Sa’id Ibnu al-Musayyib. Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-

Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 633.

*SSyamsuddin  al-Suyiiti, Jawahir al-Ugiid, (Iskandariyah: Maktabah al-

Iskandariyyabh, tt.), juz 2 hlm. 255.
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Artinya : Dari Umar bin al-Khattab berkata: Aku mendengar
Rasulullah # bersabda: Bapak tidak dijatuhi hukuman gisdas
karena membunuh anaknya.*%*

Korban atau wali korban memberikan maaf atas pelaku
penganiayaan.

Do
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu (melaksanakan) gisas berkenaan dengan orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya
dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka
Barangsiapa yang memperoleh pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaatkan) mengikuti dengan cara yang baik,
dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqgarah: 178).%%°

Jumhur ulama berpendapat tidak sekufu antara pelaku
pembunuhan dengan korban dalam hal agama dan kemerdekaan
menjadl penghalang qisas.
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M Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahth, (Beirut: Dar Thya at-Turds al-‘Arabi, tt.), juz 4

hlm. 18. Hadis$ ini dinilai sahih oleh al-Albani.

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 27.
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Artmya Dari Abu Juhalfah berkata, "Aku bertanya kepada 'Ali
bin Abi Thalib, "Apakah kalian memiliki sesuatu dari wahyu
yang tidak ada di Kitabullah?" ia menjawab, "Demi Zat yang
telah menumbuhkan biji dan menciptakan makhluk aku tidak
mengetahui hal itu kecuali pemahaman yang diberikan kepada
seseorang terhadap al-Qur’an dan apa yang ada pada lembaran
ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia
menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan, dan seorang
muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir."*%

I%Aﬁ\ in«:/)db Jbobbﬁcm\uﬁcwd.sjj:;&;;
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Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia
berkata; Rasulullah # bersabda: "Orang-orang muslim darah
mereka sederajat, orang yang paling rendah di antara mereka
berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, orang terjauh
mereka memberikan perlindungan kepada mereka dan mereka
adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang kuat mereka
membantu orang lemah mereka, dan orang yang berperang atas
orang yang tidak berperang, orang yang mukmin tidak dibunuh
lantaran membunuh orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang
yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya."*"’
Sedangkan al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang
muslim dihukum gisas karena membunuh orang kafir zimmi

““Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 hlm. 83.

*7Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.
34,
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(dalam perlindungan), karena maksud hadis di atas adalah kafir
harbi (yang memerangi).*”® Ini juga pendapat al-Sya’bi dan al-
Nakha’1. Pendapat ini dikuatkan dengan asar dari Khalifah
Umar yang menetapkan hukuman mati atas muslim yang
membunuh kafir zimm7.*”

Pendapat al-Hanafiyah lebih sesuai dengan kondisi di
masa sekarang, karena keadaan masyarakat yang heterogen.
Adapun orang yang merdeka tidak dihukum g¢isas karena
membunuh budak,

Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Nabi bersabda Seorang yang
merdeka tidak dibunuh gisas karena membunuh seorang
budak.*"’

Ada faktor al-khata’ (tidak sengaja).

ék}u}nkj.&uaj Lby‘bytjibulw}«.‘\_)guj
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Artinya : Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh
seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. (Q.S. an-Nisa’: 92).*"

408

Muhammad bin Ismail al-San’ani, Subul as-Salam Syarh Buliigh al-Maram,

Riyad: Maktabah al-Ma’arif: 2006), juz 4 hlm. 15.

*““Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 him. 33.

*9Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan ad-Ddaruquint, (Beirut: Muassasah ar-Risalah,
tt), juz 4 hlm. 153. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihadqt, Sunan al-Baihaqt al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 34. Di dalam riwayat al-Baihaqt riwayat
dari Ali r.a dengan tambahan “min as-sunnah...”.

411

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 93.
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Rasulullah # bersabda di dalam hadis Abdullah bin ‘Amr
R.A.:
Y e e 4 Lanlly Bt L slasdl L Of Y
Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan
tidak sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat,
diamya 100 ekor unta.*'?

e. Pelaku yang terkait penganiayaan tidak melakukannya secara
langsung menurut para ahli fikih tidak dihukum gisas.
Sedangkan pendapat al-Malikiyah semua orang yang hadir dan
terkait dalam kasus pidana penganiayaan terkena hukum gisas,
seperti penjaga di luar tempat atau di jalan. Adapun semua orang
yang ikut melakukan penganiayaan atau pembunuhan secara
langsung dijatuhi gisas dengan kesepakatan mazhab-mazhab.

f. Tidak adanya mumasalah (semisal/sebanding) antara pelaku dan
korban, misalnya tangan kiri yang terpotong tidak bisa diganti
dengan tangan kanan, atau mata yang buta tidak bisa ditegakkan
qisas dengan mata yang normal.

g. Menjadi sebab pembunuhan.

h. Wali korban majhil atau tidak diketahui.

i. Pembunuhan di daerah konflik perang.

Empat poin terakhir ini adalah pendapat khusus mazhab
al-Hanafiyah yang berbeda dengan mazhab yang lainnya. Kematian
pelaku penganiayaan atau pembunuhan menggugurkan gisas dan
gugur pula diat menurut mazhab al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah.
Sedangkan menurut mazhab al-Hanabilah wali korban boleh
meminta tebusan diat, karena itu kewajiban akibat pembunuhan*'?

7. Magqasid asy-Syarr’ah dalam Hukum Qisas
Qisas adalah kejahatan atas jiwa manusia yang dilindungi
oleh syariat. Kejahatan ini telah merusak sebagian eksistensi ad-
darirah al-khamsah:

*Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 648. al-
Nasai, Sunan an-Nasai, (Halb: Maktab al-Matbtat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 41.
Hadi$ ini dinilai sahih ligairihi oleh al-Albani.

*BWahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamt wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.),
juz 7 him. 600.
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a.

b.

Hifz ad-din (memelihara agama)

Perbuatan kejahatan atas jiwa manusia adalah termasuk
al-kabair. Pelaku kejahatan ini telah merusak hak hidup orang
lain, sehingga pelakunya berhak mendapatkan murka dan laknat
Allah, sebagaimana firmanNya:

I Z w3
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Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang yang
beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal
ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya
seﬂ314menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. an-Nisa’:
93).

Dosa pembunuhan adalah dosa yang pertama kali yang
akan dihisab di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah #:

SO I S i G Y

Artinya : Pertama kali perkara yang akan disidangkan di hari
kiamat adalah berkaitan dengan darah-darah manusia.*'®
Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Pelaku pembunuhan atau penganiayaan telah melanggar
kehormatan jiwa yang dilindungi syariat. Membiarkan bebas
pelaku kejahatan ini berarti telah membiarkan kejahatan
terhadap jiwa-jiwa manusia. Dengan penegakkan hukuman gisas
berarti telah mengokohkan eksistensi kehidupan manusia. Allah
4 berfirman,

414

Tim Syamil Quran, A/l-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), him. 93.

“*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 138. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 107 dari
riwayat Ibnu Mas’ud. Disebutkan dalam sanad hadis bahwa perawi sahabat bernama
Abdullah, maksud Abdullah di sini adalah Ibnu Mas’ud sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu
Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979), juz 12 him.

189.
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Artinya : Dan dalam gisas itu ada jaminan kehidupan bagimu,
wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. al-
Bagarah: 179).4'°

Al-Tabari menafsirkan ayat di atas,

“Untuk kalian wahai orang yang berakal, apa yang Aku
(Allah) wajibkan atas kalian dan apa yang Aku wajibkan untuk
sebagian kalian atas tanggungan sebagian yang lain dari perkara
qisas jiwa-jiwa, luka-luka, pecah/patah bagian tubuh, apa yang
sebagian kalian mencegah (memaafkan) dari membunuh
sebagian dan sebagian kalian membalas kejahatan sebagian
lainnya (gisas), maka dengan sebab itulah kalian hidup, maka
untuk kalian di dalam hukumKu yang ditegakkan di antara

kalian menjadi sebab eksistensi kehidupan”.*'’

8. Filsafat Hukum Qisas

Apabila hukum gisas tidak ditegakkan, maka alam raya ini
akan hancur dan sebagian manusia membunuh sebagian yang lain
baik yang memulai maupun yang membalas. Maka gisds ini
bertujuan untuk menolak pertumpahan darah tanpa hak, dengan cara
membalas bunuh dengan hukum bunuh pula.*'®

Ketika pembunuh tidak ditegakkan hukum gisas, maka akan
muncul balas dendam antara keluarga yang bersangkutan sehingga
kejahatan pembunuhan semakin merajalela dan tidak pernah habis
saling balas bunuh antara manusia.

Dalam penegakkan hukuman gisas terdapat dua maslahat
yang kontradiksi, maka didahulukan gisas dari pada kemaslahatan
penjagaan jiwa pembunuh, karena maslahat gisas sangat besar dalam
rangka untuk menenangkan kemarahan keluarga korban, peringatan

“%Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 27.

"Abu Ja'far al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil ayyi al-Qur’an, (Cairo:
Maktabah Ibnu Taimiyabh, tt.), hlm 381.

“*Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 351.
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keras atas kejahatan pembunuhan dan mensterilkan masyarakat dari
kejahatan pembunuh.*"’

Mashlahat lainnya di dalam penegakkan hukuman gisdas
adalah terjaganya eksistensi kehidupan manusia. Allah 4§
berfirman:

_ A & & - _2E 2w 2w L e 5 -
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Artinya : Dan dalam gisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai

oran%-z(grang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. al-Bagarah:
179).

Ayat di atas terdapat filsafat hukumnya, tatkala Allah 4
menjadikan gisas itu sebagai kehidupan, padahal gisas itu adalah
hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Sisi kehidupan dalam
hukuman gisdas adalah bahwa seseorang akan menahan diri dan takut
melakukan pembunuhan tatkala akan ditegakkan hukuman gisdas
apabila membunuh orang lain, maka dengan sebab itu terwujudlah
kehidupannya dan kehidupan calon korban, sehingga jiwa-jiwa
manusia secara umum menjadi aman dan terjaga.

Hukum hudid  yang berupa hukuman mati dijadikan
hukuman bagi kejahatan yang sangat besar bahayanya, seperti
jindayah terhadap jiwa. Maka hukum hudiid sesuai dengan jenis
kejahatannya yaitu hukuman mati yang bertujuan untuk mencegah
kejahatannya dan masyarakat aman, dilindungi jiwanya dan tidak
merasa takut. Tidak ada kebaikan dengan keberadaan pembunuh
yang hidup di tengah masyarakat yang justru akan membahayakan
masyarakat. Demikian hukuman mati (rajam) dijatuhkan atas pezina
yang sudah menikah yang merupakan kejahatan yang sangat keji
yang menyebabkan tercampurnya nasab dan kerusakan di
masyarakat secara global.**!

lbnu “Asyir, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafais,

2001), hlm. 296.

*“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 27. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an
Rabb al-Alamin, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), juz 3 him. 350.

“'Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-J1l, 1973), juz 3 hlm. 339.
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1. Pengertian Diat
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Filsafat hukum pembunuh ditegakkan gisas bukan dicambuk
atau dipenjara

Sesungguhnya hukuman hudiid itu bukan tujuannya, namun
hudiid  itu sebagai alat atau sarana untuk mendatangkan
maslahat dan menolak mudarat. Hukuman hudid agar efektif
untuk memberikan efek jera dan peringatan keras atas tindak
kejahatan bagi pelaku maupun orang lain maka akan
menimbulkan rasa sakit bagi pelaku kejahatan itu. Maka hukum
hudiid yang ditetapkan secara proposional dan sesuai dengan
jenis kejahatan lebih efektif dalam membasmi kejahatan. Besar
kecilnya hukuman pidana Islam disesuaikan besar kecilnya
kejahatan. Jika hukuman atas pelaku kejahatan tidak ditegakkan,
maka sebagian orang akan membunuh sebagian yang lain, saling
merampas dan saling menjatuhkan kehormatan, dan rusaknya
aturan alam raya ini, sehingga kehidupan manusia lebih buruk
dari pada kehidupan binatang.**

Diat secara bahasa:
“Kata diat (%> ) secara etimologi berasal dari kata “wada

— yadi- wadyan wa diyatan” (%3 U3y s $33)”.
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Artinya : Diat — dengan dikasrah — adalah hak bagi korban
pembunuhan, bentuk pluralnya diyat yang kata kerjanya wada
yang berarti memberikan diamya.**?
Diat secara istilah
Al-Rafi’1 mendefinisikan diat dengan:

sl bl o A s

422

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’'in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 349-450.
3 Al-Fairuzabadi, al-Qamiis al-Muhit, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), him.
1342. Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-Ma’arif, tt.),

hlm. 654.
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Artinya : Pengganti jiwa yang merdeka atau anggota
badannya.***
Sedangkan al-Buhtiti mendefinisikan diat dengan:
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Artinya : Harta yang diberikan kepada korban yang teraniaya
atau walinya dengan sebab adanya jinayah, dikatakan: wadaitu
al-qatil: apabila aku memberikan diamya”.*?
2. Landasan Hukum Diat
Landasan hukum diat terdapat di dalam al-Qur’an, as-
Sunnah dan ijma’.

Dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah 4¢:
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Artinya : Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
(Q.S. an-Nisa’: 92).%%
Dan juga firman Allah #:
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“Abu Al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm. 313.

*5 Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 646.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 93.
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Artiya : Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya,
hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat
kepadanya dengan yang baik pula. (Q.S. al-Baqarah:178).**’

Di antara dalil disyariatkan diat dari as-Sunnah adalah sabda

Nabi #:

O 5.0 Gy B o 5 8 6 8 1

Artinya : Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa

memilih dua pilihan, ia diberi diat atau diberi kesempatan untuk

membalas qisds."428
Sedangkan dalil ijma’, bahwa para ulama bersepakat tentang
adanya syariat diat.*”

Jenis-jenis Diat

Diat dibagi menjadi tiga jenis:

a. Diat sempurna, seperti diat jiwa, lisan (lidah), hilangnya bicara,
perasa, akal, pengelihatan, pendengaran, penciuman, alat
kelamin.

b. Diat setengah, yaitu hilangnya salah satu anggota badan yang
dobel, seperti satu tangan, kaki, telinga, mata, bibir, dagu, satu
pantat, sisi kemaluan wanita.

c. Diat sepertiga, seperti luka sampai ke otak dan tusukan sampai
ke dalam.**°

Penanggungjawab Diat

Jinayah yang disengaja penanggungjawabnya adalah pelaku

Jjinayah sendiri bukan ‘agilah sesuai dengan ijma’ ahli ilmu. Hal ini

dikarenakan pelaku sengaja yang melakukan kejahatan, sehingga

*"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 27.

“*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 7 him. 6.

hlm. 5.

*“’Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12

“Jalaluddin al-Suyiti, al-Asybah wa an-NaZair, (Mekkah: Maktabah Nazar al-

Baz, 1997), juz 2 hlm. 243.
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wajib baginya mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya.*’!
Pada kasus pembunuhan sengaja ini diatnya harus dibayar tunai dan
langsung.

Ibnu Qudamah menukil perkataan Ibnu Munzir bahwa diat
pembunuhan tidak sengaja dbebankan kepada ‘dgilah, dan diberi
waktu tenggang selama tiga tahun, berdasarkan riwayat dari Abu
Hurairah R.A.:
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Artinya : Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berkelahi, lalu
salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, lalu
membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. Lalu
kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah #. Rasulullah
# memutuskan kewajiban membayar diat janinnya gurrah budak
laki-laki atau wanita dan menetapkan diat korban wanita tersebut
atas kerabat wanita pembunuhnya, anak korban dan kerabat yang
bersamanya mewarisi diat tersebut.**

Agilah adalah orang yang menanggung al-’aql (diat), mereka
adalah keluarga pelaku yang disebut ‘asabah (ahli waris yang
mengambil seluruh sisa harta waris) yaitu, bapak ke atas, anak ke
bawah, saudara, paman, anak paman ke bawah dan juga saudara-
saudara seibu.***

5. Ukuran Diat

Para ulama berpendapat bahwa diamya seorang muslim laki-

laki yang merdeka atas pemilik unta adalah seratus unta.

®' Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
hlm. 13. Mansur bin Yunus al-Buhiiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt.), hlm. 646.

“*Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 9 hlm. 15.

“Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 hlm. 39. Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 658.
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Ibnu Qudamah mengatakan ijma’ ahli ilmu bahwa unta
adalah diat pokok dan diatnya seorang muslim yang merdeka adalah
seratus ekor unta.*** Rasulullah # bersabda:

YT Bl a Uaddly L L i) L o Y
Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan
tidak sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diatnya
100 ekor unta.**

Di dalam riwayat sahih dari Umar bin al-Khattab R.A. ketika
berbicara di atas mimbar:
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Artinya : Ketahuilah bahwa harga unta telah naik (menjadi mahal).
Lalu Umar mewajibkan diat kepada orang yang punya emas
sebanyak 1000 dinar, kepada pemilik perak 12000 dirham, pemilik
sapi 200 sapi, pemilik kambing 2000 kambing dan pemilik pakaian
200 pakaian.**

Al-Syafi’t menguatkan bahwa asal dari diat adalah seratus
ekor unta, sedangkan penetapan Khalifah Umar bahwa diat adalah
1000 dinar kepada pemilik emas dan 12000 dirham kepada pemilik
perak karena itu adalah nilai seratus unta ketika itu.*’

Seperti telah dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dibagi
menjadi tiga jenis: al- ‘amd (pembunuhan sengaja), syibh al-‘amd

f

f

hlm. 6.

“*Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12

“Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 648. Al-

Nasai, Sunan an-Nasai, (Halb: Maktab al-Matbtat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 41.
Hadis$ ini dinilai sahih oleh al-Albani.

SAbu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.

307. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Makkah:
Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 77. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.

“TAbu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus:

Dar al-Qalam, 1996), juz 5, him.411.
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(semi sengaja) dan al-khata’ (tidak sengaja). Pembunuhan al- ‘amd
maka dihukum gisas apabila keluarga korban menghendaki atau
mewajibkan diat. Apabila keluarga korban menghendaki diat, maka
kriterianya sebagai berikut.

a.

b.

Pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan dan
tidak ditanggung ‘aqilah.

Pembayaran harus cash (kontan) dan tidak dibayar tempo karena
disamakan dengan gisas dan ganti rugi jinayah.

Unta yang harus dibayarkan dengan kriteria tertentu yaitu
aslasan (tiga jenis); 30 ekor unta higgah (unta berusia 3 tahun),
30 unta jaza’ah (unta berusia 4 tahun), 40 unta khalifah (hamil
yang mengandung janin diperutnya) berdasarkan sabda
Rasulullah #:
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Artinya : Siapa yang membunuh dengan sengaja maka
diserahkan kepada para wali korban, apabila mereka ingin, maka
mereka membunuhnya dan bila ingin (lainnya), maka
mengambil diat yaitu 30 higqah, 30 jaza’ah dan 40 khalifah.
Semua yang mereka terima dengan damai maka itu hak
mereka.***
Menurut madzhab asy-Syafi’iyyah pembunuhan al- ‘amd

adalah pembunuhan mugallazah sebagaimana dikatakan oleh al-
Rafi'i.*® Mugallazah dari tiga sisi; dibebankan kepada pelaku,
dibayar cash dan jenis unta yang mahal.

“SAhmad bin Al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 70. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani,
Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 183 dari hadi§ ‘Amr bi
Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya yang dinilai hasan oleh Su’aib al-Arnaiit.

“Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm 318.
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Adapun pembunuhan syibh al-‘amd (semi sengaja) dan al-
khata’ (tidak sengaja), maka pelakunya tidak dihukum gisas, dan
keluarga korban boleh meminta diat dengan kriteria:

1) Diat dibebankan kepada ‘agilah.

2) Diat boleh dibayar dalam jangka tiga tahun.

3) Kiriteria unta lebih ringan dari pada pembunuhan al- ‘amd yaitu,
akhmas (lima jenis): 20 bintu makhddh (unta betina berusia
setahun), 20 ibnu makhadh (unta jantan berumur setahun), 20
unta bintu labiin (unta betina usia dua tahun), 20 unta higgah dan
20 unta jaza'ah.

Menurut Malik dan al-Syafi’1 pembunuhan a/-khata’ adalah
akhmas dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama’”’. Sedangkan
al-Syafi’1 berpendapat bahwa pembunuhan syibh al-‘amd (semi
sengaja) diatnya aslasan.*"!

Diat wanita muslimah adalah separuh diat lelaki muslim,
sebagaimana dijelaskan dalam surat Nabi # yang disampaikan
kepada ‘Amru bin Hazm yang di antara isinya adalah:

PN w2 G caadl Je ST

Artinya : Diat wanita itu separuh dari diat lelaki.**

Hukum diat bagi wanita adalah separuh diat laki-laki ini
sudah menjadi ijma’ sebagaimana disampaikan Ibnu al-Munzir dan
Ibnu ‘Abd al-Barr.***

Adapun diat bagi laki-laki merdeka dari ahli kitab adalah
separuh diatnya laki-laki muslim yang merdeka, sedangkan diat
wanita ahli kitab separuh dari laki-laki ahli kitab berdasarkan hadis
berikut:

“Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 hlm. 19. Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hIm. 649. Dinukil juga dari pendapat al-Gazali. Abu al-Qasim al-
Rafr’1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1997), juz 10 hlm 313.

*bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 410.

*2Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 95.

*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz
12 him. 56.
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Artinya : Sesungguhnya Rasulullah # menetapkan bahwa diat ahli
kitab separuh diat kaum muslimin.**

Diat ahli kitab separuh diat muslimin ini adalah pendapat
Umar bin Abd al-‘Aziz, ‘Urwah, Malik dan mazhab al-Hanbali.*¥’
Diat selain muslim non ahli kitab seperti kaum majusi diatnya
adalah 800 dirham sebagaimana dalam pernyataan Khalifah Umar
bin al-Khattab R.A.:

f

B B D Lo 2
“Diat al-Majusi 800 dirham”.** Ini juga merupakan pendapat Malik,
al-Syafi’1 dan Ishaq bin Rahiiyah.

Adapun diat janin baik laki-laki atau perempuan adalah
gurrah budak. Nilai gurrah ini adalah 5 ekor unta*'’ berdasarkan
hadits Abu Hurairah R.A yang lalu: Bahwa Rasulullah
memutuskan kewajiban membayar diat janinnya gurrah budak laki-
laki atau wanita**®

Sedangkan diat budak, baik lelaki atau perempuan, kecil
atau dewasa adalah sesuai harga budak itu selama harganya tidak
mencapai nilai diat lelaki merdeka.

Adapun diat anggota badan adalah bahwa apabila anggota
badan itu tidak berpasangan seperti, lidah, hidung, kemaluan, maka
diamya sempurna seperti diat jiwa yaitu seratus ekor unta.
Sedangkan anggota badan yang berpasangan seperti dua tangan, dua
kaki, dua mata, dua telinga, dua bibir, dua payudara, dua pantat,
maka diatmmya sempurna, akan tetapi apabila dihilangkan salah
satunya maka diatmya adalah setengah diat, yaitu lima puluh ekor

*Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah

Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 224 dari hadi§ ‘Amr bi Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya
dan dinilai hasan oleh al-Albani.

*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, a/-Mugni, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz

12 hlm. 51.

hlm. 25.

O AI-Tirmizi, al-Jami’ al-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turds al-‘Arabi, tt.), juz 4

*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), juz

12 hlm. 59.

“Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 9 hlm. 15.
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unta, dan ini mazhab al-Syafi’T**’ Para ulama bersepakat bahwa diat
dua bibir adalah diat sempurna, dan jumhur ulama berpendapat salah
satu bibir diamya separuh.**® Diat satu jari adalah sepuluh ekor unta,
apabila hilang lebih dari satu jari maka jari yang hilang dikalikan
sepuluh ekor unta.

Adapun diat gigi adalah setiap satu gigi diatnya lima ekor
unta. Ibnu Qudamah berpendapat tidak ada perselisihan pendapat
dalam hal ini di kalangan ahli ilmu.*"

Yang menjadi dasar diat-diat di atas adalah hadis$ berikut:
%&\uﬁcobuﬁcm\uﬁcffdjﬁ&u:x;;;dﬁ6.:‘9/
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Artinya : Dari Abu Bakar b1n Muhammad b1n 'Amru bm Hazm dari
ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah # menulis surat kepada
penduduk Yaman yang berisi tentang berbagai kewajiban, sunnah-
sunnah, dan diat. Beliau mengutus 'Amru bin Hazm untuk

mengantar surat tersebut. Kemudian surat tersebut dibacakan di

*Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 105.

**Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 421.

“'Tbnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugnf, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 12
him. 130.
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hadapan penduduk Yaman. Inilah naskahnya dan menyebutkan
hadi§ yang panjang, dan di antara isi surat tersebut adalah bahwa,
"Untuk sebuah nyawa satu diatnya yaitu seratus ekor unta, hidung
apabila dipotong semuanya adalah satu diat, untuk lidah satu diat,
untuk dua bibir satu diat, dua buah pelir satu diat, penis satu diat,
tulang belakang satu diat, dua mata satu diat, satu kaki setengah
diat, luka yang sampai kepada otak sepertiga diat, luka dalam
sepertiga diat, tulang retak dan bergeser lima belas unta, untuk
setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk
luka yang menampakkan tulang lima unta.**>
6. Kafarah Pembunuhan

Kafarah pembunuhan dibebankan kepada pelaku pembunuhan
yang tidak sengaja atau melakukan suatu perbuatan yang
menyebabkan terbunuhnya orang lain. Kafarah itu berupa
memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan
berturut-turut. Sebagaimana firman Allah 45:
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Artinya : Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh
seorang beriman (yang lain), kecuali karena tidak sengaja dan
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

*2Al-Nasai, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbaat al-Islamiyyah, 1986), juz
8 hlm. 57. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqt al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 81.
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Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang
tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa
dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah,
dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-
Nisa’: 92).45

Jumhur ulama selain asy-Syafi’iyyah berpendapat bahwa
tidak wajib kafarah atas pembunuhan sengaja, karena tidak ada giyas
dalam kafarah, akan tetapi murni ta’abbud (ibadah), maka
mencukupkan hukum kafarah yang ada di dalam nas al-Qur’an
bahwa kafarah hanya wajib bagi kasus pembunuhan tidak sengaja.
Oleh karena itu pembunuhan sengaja dijatuhi hukuman gisas tanpa
ada kewajiban kafarah.***

7. Magqasid asy-Syarir’ah dalam Diat
Diat adalah harta yang diberikan kepada korban teraniaya
atau keluarganya sebagai ganti karena adanya jinayah (tindak
pidana). Diat ada dua macam: pertama diat sebagai hukuman asli,
yaitu pada kasus pembunuhan dan melukai tanpa disengaja atau
mirip tidak sengaja, kedua diat sebagai hukuman ganti atas gisdas
dengan dasar pemaafan dari korban atau keluarga korban.
Disyariatkan diat ini sebagai penjagaan terhadap sebagian ad-
darirah al-khamsah:
a. Hifz ad-din (memelihara agama)

Seorang pembunuh atau penganiaya telah melakukan
perbuatan dosa besar. Disyariatkan diat sebagai penebus dosa
dari pelaku kejahatan ini dan memberikan kesempatan baginya
untuk memperbaiki diri dalam diat pengganti gisas.

*3Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), him. 93.
**Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.),
juz 7 hlm. 611.
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b. Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Diat disyariatkan dalam rangka untuk penjagaan jiwa.
Diat sebagai hukuman asli disyariatkan dalam rangka
penghormatan terhadap jiwa pelaku pembunuhan atau
penganiayaan yang tidak disengaja. Sedangkan diat sebagai
hukuman ganti juga dalam rangka pemeliharaan jiwa pelaku
kejahatan ini dan pemberian kesempatan untuk bertaubat dan
memperbaiki dirinya.

8. Filsafat Hukum Diat

Diat yang disyariatkan dalam rangka is/ah (perbaikan
hubungan) maka mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Dari
sisi pelaku pembunuh tatkala memberikan diat, maka ia menebus
kesalahannya dan membuka kehidupan baru. Adapun dari sisi
keluarga korban, dengan adanya diat itu, mereka mengambil
manfaat dari harta itu untuk menyokong kehidupan yang layak.**®

Keluarga korban pembunuhan yang disengaja atau tidak
disengaja akan merasakan kesedihan dengan kehilangan salah satu
dari bagian keluarganya. Maka diat yang diberikan kepada keluarga
korban dapat mengobati kesedihan mereka dan mengobati rasa
dendam mereka kepada pelaku pembunuhan. Tidak menutup
kemungkinan korban yang terbunuh adalah tulang punggung rumah
tangga, sehingga dengan harta diat itu keluarga korban bisa
mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya pendidikan anak-
anak serta untuk modal usaha bisnis. Di samping itu diat
memberikan peluang bagi pelaku pembunuhan untuk taubat,
memperbaiki diri dan membuka lembaran baru yang putih dalam
hidupnya.

a. Filsafat hukum diat dibayar oleh pelaku dan ‘agilah
Hubungan pertalian keluarga adalah hubungan yang sangat kuat
di kalangan orang-orang Arab. Perbuatan buruk salah satu
anggota suku akan membuat semua anggota suku menanggung
malu. Oleh karena itu jika salah satu anggota suku tersangkut
kasus pembunuhan dan mewajibkan diat, sudah menjadi

*SAli Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,

1997), juz 2 hlm. 203-204.
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kewajiban keluarga besar pelaku pembunuhan untuk ikut
menanggungnya.**®

Diat dibayar oleh ‘agilah apabila pada kasus pembunuhan syibh
al-‘amd dan al-khata’, adapun pembunuhan al-‘amd diat

ditanggung oleh terpidana.

F. Hukuman 7a’zir
Allah ¥ telah menyerahkan kepada hakim ukuran hukuman fa ’zir
berdasarkan perbedaan kondisi pelaku kejahatan dan kejahatannya.
Tidak termasuk hikmah (kebijaksanaan) apabila menentukan satu jenis
dan ukuran hukuman yang diterapkan atas seluruh jenis kejahatan,
sehingga maksud dan tujuan hukuman tidak tercapai dan tidak efektif.

Setiap pelaku kejahatan memiliki perbedaan masing-masing, ada
pelaku kejahatan yang jera dengan dijatuhkan hukuman yang ringan, ada
pula pelaku kejahatan yang tidak jera kecuali apabila dijatuhkan
hukuman yang berat. Dalam hal hukuman @ zir ini peran hakim sangat
penting dalam menimbang dan memutuskan hukuman berdasarkan
keadaan pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang dilakukan.

Berbeda dengan hukum hudiid yang telah ditetapkan jenis dan
ukuran oleh syariat, karena hukum hudiid ini umumnya dijatuhkan atas
tindak pidana yang berat. Adapun hukuman ta zir umumnya ditetapkan
hukuman yang ringan dan sedang. Dari sini dapat diketahui bahwa
hukuman fa’zir adalah hukuman hakim atas tindak kejahatan atau
maksiat yang mengganggu masyarakat yang berupa gangguan terhadap
harta, kehormatan, jiwa dan hak-hak manusia.

1. Pengertian Takzir
Ta zir berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar =

v

= e — yang secara bahasa berarti: C'-U (pelarangan), demikian

pula fa’zir bermakna: s,=J! (pertolongan), sebagaimana firman
Allah %:

*SAli Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 205-206.
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Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S. al-Fath: 9).*’

Ta’zir dalam istilah hukum pidana didefinisikan dengan:

A0 e o3l

Artinya : Hukuman yang di bawah hukum hudid .**
Al-Nawawi menjelaskan makna ta ’zir secara syar’i:
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Artinya : Ta’zir disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak ada
hukuman hudiid atau kafarah, sama saja apakah maksiat yang
merupakan permulaan (mukadimah) dalam melakukan tindak
kejahatan Audiid seperti mencumbu wanita yang tidak halal tanpa
adanya kontak seks, pencurian yang tidak terpenuhi persyaratan
untuk dipotong tangannya, menyakiti dengan lisan selain gazf, atau
bukan mukadimahnya seperti persaksian palsu, memukul orang lain

tanpa hak, penipuan dan seluruh perbuatan maksiat, yang berkaitan
dengan hak Allah ataupun hak anak Adam.**

“"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 511.

“Ahmad bin Muhammad al-Fayyimi, al-Misbah al-Munir, (Cairo: Dar al-
Ma’arif, tt.), hlm. 407. Ibnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm 329.

*Al-Nawawi, Raudah at-Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, tt.), juz 7
hlm. 380-381. Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi al-Figh al-Imam al-Syafi’t, (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 462. Lihat juga Mansur bin Yunus al-Buhiti, ar-Raud al-
Murbi’ Syarh Zad al-Mustagni’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 632. Ibnu Muflih, Kitab al-
Furi’, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), juz 10 hlm. 103.
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Sebab adanya ta zir adalah pelanggaran kejahatan yang tidak
ada penetapan hukuman hudiid tertentu di dalam syariat, sama saja
apakah kejahatan terhadap hak Allah seperti meninggalkan shalat,
puasa dan selainnya atau kejahatan terhadap hak manusia seperti
mengganggu orang lain.*®

2. Dasar Hukum Takzir
Hukuman ta’zir disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-
Sunnah dan ijma’.
Dalil dari al-Qur’an adalah:
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Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan,
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah
memberikan natkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan
yang salihah, ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka
hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka dan tinggalkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar. (Q.S. an-Nisa’: 34).%"

*0<Alauddin al-Kasani, Badai’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah,
1986), juz 7 hlm 63.

*“'Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), him. 84.
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Nusyiiz adalah meninggalkan kewajiban dalam bersuami
istri. Nusyiiz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin
suaminya, tidak taat kepada suami dalam perkara yang ma ritf. Di
dalam ayat di atas disyariatkan bagi suami untuk memberi hukuman
ta’zir untuk memberi pelajaran dan pendidikan kepada isteri yang
sebelumnya diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah
dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga
barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak
meninggalkan bekas.

Dalil dari as-Sunnah tentang syariat ta ’zir:
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Artinya : Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia
berkata: Rasulullah # bersabda: “Perintahkanlah anak-anak kalian
untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh
tahun dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka
pukullah dia apabila tidak melaksanakannya dan pisahkanlah
mereka dalam tempat tidurnya."*?
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Artinya : Dari Abu Burdah R.A. mengatakan; Nabi # bersabda:
"Tak boleh menjilid (mencambuk) melebihi sepuluh kali selain
dalam hukuman hudiid (yang) Allah (tetapkan)."®

Telah sahih juga riwayat tentang ta zir melebihi sepuluh kali
cambukan, secara jenis dan ukurannya, dan tidak ada yang

f

*2Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 1 hlm.
185. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.),
juz 2 him. 180.

*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 215.
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menghapus hukumnya, serta umat Islam tidak bersepakat dalam
menyelisihinya.***

Adapun dalil jjma’ tentang disyariatkan hukuman fa zir telah
disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim.**

3. Perbedaan Antara Hudud dan Ta’zir

Hudiid dan ta’zir adalah merupakan hukuman pidana Islam
yang telah ditetapkan sebagai peringatan dan ancaman bagi pelaku
tindak kejahatan. Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa
hukuman hudiid, jenis dan ukurannya telah ditetapkan oleh syariat
secara nas di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, termasuk juga gisdas
dan jenis-jenisnya, hal itu berbeda dengan hukuman fa zir. Dan
umumnya hukuman hudiid itu kejahatan yang menyangkut hak
Allah, seperti hukuman hudiid  bagi pezina, pencurian dan
perampokan. *¢

4. Jenis-jenis Hukuman 7a’zir
a. Al-Wa’z (nasehat), yaitu hakim memberikan nasehat, teguran
dan peringatan keras agar pelaku maksiat bertaubat dan
enghentikan perbuatan buruknya. Sebagaimana firman Allah

et a5y il ol
Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan
nusyuz, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka...
(Q.S. an-Nisa’: 34).%¢”

b. At-Taubikh yaitu peringatan keras atas pelaku maksiat dan
perbuatannya oleh hakim dengan tanpa celaan terhadapnya.
Dahulu Rasulullah # memperingatkan kesalahan sahabat Abu
Zar R.A.:

**Tbnu al-Qayyim al-Jauziyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Muassasah ar-Risalah1994),
juz 5 hlm. 46.

““Abdullah bin Muhammad Alu Khanin, Dawdbit Taqdir al-‘Ugibah al-
Ta ’ziriyyah, (Riyad: Majalah al-Qadaiyyah, 2002), hlm. 59.

6 Abu Zahrah, al- ‘Ugiibah, (Beirut, Dar al-Fikr al-*Arabi, tt.), him 7.

*“TTim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygma, 2011), him. 84.
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Artinya : Dari al-Ma'rur bin Suwaid dia berkata, "Kami pernah
melewati Abu Zar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain
burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian
yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abu Zar, sekiranya
kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi
pakaian yang lengkap." Kemudian dia berkata, "Dahulu aku
pernah adu mulut dengan saudaraku (seiman), ibunya adalah
orang 'Ajam (non Arab), lalu aku mengejek ibunya hingga ia pun
mengadu kepada Nabi 2.

Ketika aku berjumpa dengan Nabi #, beliau bersabda:
"Wahai Abu Zar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat
jahiliyah." Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, barangsiapa
mencela laki-laki, maka mereka (para lelaki itu) akan mencela
bapak dan ibunya." Beliau bersabda lagi: "Wahai Abu Zar,
sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah, mereka
semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di
bawah kekuasaanmu, oleh karena itu, berilah mereka makan
sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian
sebagaimana pakaian yang kamu kenakan dan janganlah kamu
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membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu
memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka."*®
Al-Isyhar atau at-tasyhir yaitu penyiaran kepada kalayak umum
atas seorang pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sebagai
hukuman untuknya. Hal ini dilakukan Rasulullah # terhadap
seseorang pegawa1 yang menerima grat1ﬁkas1

yb)gggww}:;&;;:;\ 1 JB Leaelld 5 u;w”j};;
—yu\g;;;&fdg\ﬂ};w—@mdx SERWA

g 0,0, 6 6 ‘uj/;;,\;fu;mjvﬁm :Jug,uu,b
\:\;3,2:;:;;;@&3%;3@3;&5\3;&@‘@@;
S L W RO E FENEEREY
@W&»\Juyo,\;,&;&;jsmjcy(\u\é.@\

-

jrj;L*@Jo;.‘g}hu)aﬁw&@a;wg;wuyg

A

Artinya : Dari Abu Humaid al-Sa'idi dia berkata, "Rasulullah
memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Asad bernama
Ibnu Lutbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata untuk
mengumpulkan harta sedekat (zakat)-. Ketika menyetorkan zakat
yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada
anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata,
"Rasulullah lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuyji
dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas
yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang
kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang
kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya
menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah
yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada
seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia

*Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 92.
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d.

ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat
kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-
lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau
kambing yang mengembek-embek."**’

Al-Hajr, yaitu memboikot pelaku kejahatan dan memutus
hubungan dengannya sebagai hukuman atasnya. Hukuman ini
berdasarkan firman Allah %:

wpzbaddl @ g aaly O oashab % a)s8 058l 215
Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan
nusyuz, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka dan
tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka (pisah ranjang)...
(Q.S. an-Nisa’: 34).4"°

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk
hukuman adalah al-hajr, hal ini menunjukkan atas disyariatkan
al-hajr.

Nabi # juga pernah memboikot tiga orang sahabat yang
tanpa uzur tidak ikut perang Tabuk selama lima puluh hari,
mereka adalah: Ka’ab bin Malik, Mararah bin al-Rab?’ al-‘ Amiri
dan Hilal bin Umayyah al-Wagqift. Sampai diturunkan ayat yang
menunjukkan diterima taubat mereka:
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Artinya : Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga
apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi
itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) bagi
mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat
lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian

* Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 him. 11.

470

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), him. 84.
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Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam
taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang. (Q.S. at-Taubah: 118).*"!

e. At-Tahdid, yaitu mengancam dan menakut-nakuti pelaku
kejahatan dengan hukuman dunia dan akherat oleh hakim.
Rasulullah # mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat
harta dengan d1hukum d1amb11 separuh hartanya
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Artinya : Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya
bahwa Rasulullah # bersabda: "Pada setiap empat puluh unta
saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat
satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun) dan unta tidak
boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang
memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya
pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka kami
akan mengambilnya dari setengah hartanya; sebagai kewajiban
di antara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga
Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.*’>
Demikian pula Nabi #% mengancam para laki-laki yang
tidak mau menghadlrl shalat fardhu berjamaah d1 maspd
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“'"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 206.

*2Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.), juz 2 hlm.
12. Al-Nasal, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, 1986), juz 5 hlm.
15. Hadis$ ini dinilai hasan oleh al-Albani.
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Artinya : Dar1 Abu Huralrah, bahwa Rasulullah # Dbersabda:
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku
ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar
kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan dan aku
perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat.
Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut
shalat berjamaah) lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang di
antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging
yang gemuk, atau dua potongan daging yang bagus, pasti mereka
akan mengikuti shalat 'Isya berjamaah."*"
Ta’zir dengan harta, yaitu pengambilan harta atau merusaknya

dalam rangka hukuman atas pelaku kejahatan sebagaimana
sabda Nabi # berikut:
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Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr bahwa seorang laki-laki dari
Muzainah datang kepada Rasulullah # lalu berkata; "Wahai

““Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 1 hlm. 165.
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Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan mengenai kambing yang
di gembala di gunung?" Beliau bersabda: "Hewan itu dan yang
semisalnya mengakibatkan hukuman, dan tidak ada sesuatupun
dari hewan ternak yang menyebabkan tangan dipotong kecuali
yang telah berada dalam kandangnya dan mencapai harga
tameng maka padanya tangan dipotong. Dan yang belum
mencapai harga tameng maka padanya terdapat denda dua kali
yang semisalnya serta hukuman cambuk." Orang tersebut
berkata; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan
mengenai buah yang menggantung di pohon?" Beliau bersabda:
"Buah tersebut dan yang semisalnya mengakibatkan hukuman
dan tidak ada pemotongan tangan karena mengambil sebagian
buah yang tergantung dalam pohon kecuali apabila telah
terkumpul pada tempat pengeringan, maka yang terambil dari
tempat pengeringan dan mencapai harga tameng padanya
terdapat pemotongan tangan dan yang belum mencapai harga
tameng padanya terdapat denda serta hukuman cambuk."*’*

g. Al-‘Azl min al-mansib yaitu pencopotan dari jabatan. Pencopotan
jabatan termasuk salah satu hukuman ta’zir, sebagaimana
pencopotan jabatan dilakukan oleh Rasulullah # dan sahabat
beliau.

Dan terkadang seseorang dihukum fa’zir dengan
pencopotan jabatannya sebagaimana Nabi # dan para
sahabatnya melakukan hal itu. Dan terkadang seseorang
dihukum ta’zir dengan tidak menerimanya untuk bergabung
dengan pasukan kaum muslimin, seperti prajurit yang berperang
namun melarikan diri dari peperangan; karena sesungguhnya lari
dari peperangan termasuk dosa besar dan pemotongan upahnya
salah satu jenis hukuman fa zir baginya, demikian pula panglima
perang apabila melakukan kesalahan yang besar, maka dicopot
dari kepemimpinan sebagai hukuman fa zir .*"

*"Al-Nasai, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbaat Al-Islamiyyah, 1986), juz
7 hlm. 34. Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, al-Mustadrak ‘alda as-Sahihaini ma’a
Ta’ligat al-Zahabi fi al-Talkhis, (Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 4 hlm. 423.

*Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, (al-Madinah: Majma’ al-Malik
Fahd, 1995), juz 28 him. 344.
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h. An-Nafyu (pembuangan) dan at-tagrib (pengasingan) ke daerah

lain. Berdasarkan firman Allah 4z:

=X

)22y
Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang,
atau diasingkan dari tempat kediamannya (dipenjara). (Q.S. al-
Maidah: 33).47¢
Dan juga hadi$ Nabi #:
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Artinya : Dari 'Ubadah bin Samit dia berkata, "Rasulullah #
bersabda: "lkutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku.
Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum
wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk
seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki
dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus
kali dan dirajam."*”’
An-Nafyu atau pengasingan menjadi hukum hudu\iid pada
pelaku hirabah dan pezina yang belum menikah, dan menjadi
hukuman fa zir pada selain tindak pidana di atas.

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 113.

*77 Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu

Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizi,
al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Majah,
Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.
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i. Al-Habs artinya penahanan atau pemenjaraan. Berdasarkan
firman Allah % di dalam surat al-Maidah ayat 106:
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan
kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah
shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah
dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami
tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit
(untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan
tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah;
Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-
orang yang berdosa".*’®
Dan juga sabda Nabi e
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Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.
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Artinya : Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya:
Sesungguhnya Nabi # menahan (memenjarakan) seorang laki-
laki karena suatu tuduhan.*”

Hadi$ ini menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang
tertuduh  melakukan tindakan salah, maka Nabi &
memerintahkan agar laki-laki itu ditahan/dikurung selama
beberapa waktu.

Al-Jild artinya hukuman cambuk. Berdasarkan firman Allah 4:

2
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Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan
nusyiiz, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka dan
tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu  mencari-cari ~ alasan  untuk = menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-
Nisa’: 34).%¢

Hukuman dera atau cambuk termasuk dalam makna
pemukulan dalam rangka hukuman mendidik. Di dalam hadi$
disebutkan:
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*® Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.

350. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm. 28.
Al-Nasal, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbuat Al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai sahih oleh Syeikh al-Albani.

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), him. 84.
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Artinya : Dari Abu Burdah R.A. mengatakan; Nabi # bersabda:
"Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah
hukuman hudud (yang) Allah (tetapkan)."*"!

k. Al-Qatl (hukuman mati). Hukuman mati sebagai hukuman ta ’zir
bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, yang mudaratnya
sangat besar dan berbahaya. Diriwayatkan dari Khalifah Umar
R.A. bahwa beliau menetapkan hukuman mati bagi muslim yang
membunuh kafir zimmi dengan sengaja.
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Artinya : Dari al-Qasim bin Abi Bazzah: Bahwasanya ada
seorang laki-laki muslim telah membunuh seorang laki-laki dari
ahli zimmah di Syam, maka dilaporkan kepada Abu Ubaidah bin
al-Jarrah R.A, kemudian beliau menulis perkara itu kepada Umar
bin al-Khattab R.A., kemudian beliau membalasnya dengan
menulis:  Apabila  pembunuhan itu  disebabkan oleh
kemarahannya, maka datangkanlah dia agar aku penggal
lehernya, akan tetapi apabila disebabkan oleh ketidak hati-hatian
darinya, maka suruhlah dia membayar diat empat ribu
(dirham).*®?

5. Kaidah-kaidah dan Jenis-jenis Tindak Pidana 7a’zir
Secara kaidah bahwa hukuman ta’zir ditegakkan atas
kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ketentuan hukuman
hudiid dan kafarahnya di dalam hukum pidana Islam. Sedangkan

®'Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 215.

*Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,
(Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), juz 8 hlm. 33.
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ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim

yang berwenang sesuai dengan berat dan ringan kejahatan itu.

Hukuman fa’zir ini ditegakkan disebabkan kejahatan ini

membahayakan ketentraman kehidupan masyarakat yang berupa

gangguan terhadap jiwa, harta, hak-hak dan kehormatan.

Ta’zir adalah hukuman atas setiap maksiat yang tidak ada
hukuman hudud dan tidak ada kafarah. Sesungguhnya kemaksiatan
itu ada tiga macam:

a. Maksiat yang ada hukuman hudiid akan tetapi tidak ada kafarah,
seperti zina, mencuri dan lain sebagainya.

b. Maksiat yang ada kafarah tapi tidak ada hukuman hudiid, seperti
menggauli istri di siang bulan ramadhan dan menggauli istri
ketika masih ihram.

c. Maksiat yang tidak ada hukuman hudiid dan tidak ada kafarah,
seperti berciuman dengan lawan jenis yang tidak halal dan
berkhalwat dengan lawan jenis yang tidak halal.

Untuk jenis yang pertama maka wajib ditegakkan hukuman
hudiid tanpa ta’zir, sedangkan jenis kedua maka diwajibkan kafarah
saja, sebagian ulama mewajibkan fa zir juga, sedangkan jenis yang
ketiga maka ditegakkan hukuman ta’zir dan ini wajib ditegakkan
oleh penguasa dan ketentuannya berdasarkan ijtihad penguasa.*®

Masuk dalam hukuman ta’zir adalah orang yang menuduh
zina budak laki-laki atau budak perempuan atau budak wanita yang
memiliki anak (ummu al-walad), atau non muslim. Pelaku tidak
dihukum hudiid karena korban tidak masuk kriteria muhsan.***

Ibnu Taimiyyah menyebutkan jenis lainnya dari kemaksiatan
yang ditegakkan hukuman ta ’zir seperti: mencium anak kecil dengan
syahwat, laki-laki mencium wanita yang tidak halal atau
mencumbuinya, memakan makanan haram seperti bangkai dan
darah, menuduh orang lain yang bukan tuduhan zina, mencuri
barang yang tidak disimpan atau barang yang rendah nilainya,
mengkhianati amanah seperti mengambil harta baitul mal, wakaf

®bnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin,

(Riyad: Dar Ibni al-Jauzit: 2003), juz 3 hlm. 343.

*bnu al-Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,

2003), juz 5 him 332.
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dan anak yatim, menipu dalam transaksi jual beli dan semisalnya,
curang dalam takaran dan timbangan, bersaksi palsu, berhukum
dengan selain hukum Allah, menzalimi rakyat dan selain itu dari
perkara-perkara yang haram.**

Syafaat Hukuman 7a’zir

Di dalam hukuman fa zir diperbolehkan syafa’at pembatalan
atau pengurangan hukuman. Ibnu Hajar berpendapat bolehnya
syafaat dalam hukuman za ’zir dan bahkan beliau menukil perkataan
Ibnu Abd al-Bar yang mengatakan ijma’ ulama atas hal itu.**
Magqasid asy-Syari’ah dalam Hukuman 7a’zir

Ta’zir adalah hukuman yang mendidik atas perbuatan dosa
yang tidak ditetapkan dengan hukuman hudiid .**’

Ta’zir ditegakkan oleh hakim atau wulil amri atas pelaku
kejahatan yang bertujuan agar  terjaga eksitensi kehidupan
masyarakat, damai, aman dan sejahtera yang tergabung dalam ad-
darirah al-khamsah yaitu: hifz ad-din (memelihara agama), hifz al-
‘aql (memelihara akal), Aifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz an-nasl!
(memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta). Hal itu
dikarenakan kejahatan yang diancam dengan hukuman fa zir sangat
banyak jumlahnya, yang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pelanggaran
berupa tidak melaksanakan kewajiban dan pelanggaran yang berupa
melakukan kemaksiatan. Pelanggaran yang terkena hukuman ta ’zir
juga bisa ditinjau dari hak yang dirugikan yaitu hak Allah dan hak
hamba (manusia).

Secara ringkas tujuan ditegakkan hukuman fa ’zir adalah:
peringatan keras terhadap pelanggaran syariat, sebagai pendidikan
atas pelaku kejahatan, sebagai pembersihan dosa pelaku kejahatan
dan sebagai penjagaan terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

(Kuwait:

*SMuhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand fi Al-Islam,

Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 28.
*6Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah,

1979), juz 12 hlm. 88. Lihat juga pendapat al-Albani tentang pembolehan syafa’at selain
hukuman hudud. Torahim Abu Syada, al-lkhtiyarat al-Fighiyyah It al-Imam al-Albani.
(Cairo: Dar al-Gad al-Jadid, 2006), hlm. 471.

*7Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-

Wad'1. (Beirut: Dar Al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 126.
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Ta’zirat ditegakkan dalam rangka menolak kerusakan
maksiat dan penyimpangan yang bisa berupa penjagaan terhadap hak
Allah, hak para hamba atapun hak-hak keduanya.*®
Filsafat Hukum dalam Hukuman 7a’zir

Disyariatkan hukum ta’zir sebagai metode untuk
menghilangkan ~ kemungkaran  atau = menguranginya tanpa
mengakibatkan bahaya dan kerusakan di masyarakat, juga tidak
mengakibatkan pelecehan kehormatan dan menyia-nyiakan hak-hak
manusia dengan tetap menyeimbangkan antara hukuman dan
kejahatan secara adil. Penegakan hukum ta’zir ini juga sebagai
tindakan peringatan bagi pelaku maksiat agar menjahui kejahatan
dan juga sebagai ancaman bagi orang yang mau berbuat jahat atau
mengulanginya dengan tetap berprinsip di atas pendidikan bukan
penyiksaan.

Al-‘1zz mengatakan, “Adapun hukum ta’zir disyariatkan
untuk peringatan keras atas pelanggaran dosa yang bukan dalam
syariat hukum hudiid dan bukan kafarat, dan hukum ta zir itu
berbeda-beda menyesuaikan perbedaan dosa dari sisi keburukan dan

gangguannya.**’

G. RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM

1. Konformitas Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional

Sebelum Indonesia merdeka, syariat Islam sudah ada dan
sudah direalisasikan. Hukum Islam secara menyeluruh pernah
berkembang di wilayah Indonesia seiring dengan berdirinya
kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten, Demak, Mataram, dan
Samudera Pasai. Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana
Islam mulai ditekan dan dibatasi. Hal itu disebabkan oleh
ketidaksukaan mereka terhadap agama Islam dan hukum Islam yang
dijalankan oleh rakyat Indonesia.

Dengan kekuasaannya, Belanda memaksakan hukum buatan
belanda menjadi undang-undang positif yang menggantikan hukum
Islam dengan cara memereteli hukum Islam secara halus. Hal itu

®¥zzuddin Abd as-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:

Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 118.

1bid., him. 194.
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ditentang oleh Hazairin dengan mengatakan bahwa gagasan dan ide
pemerintahan Belanda itu dianggap sebagai teori iblis yang tidak
memiliki landasan pijak di negara yang hukumnya berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.*’

Dengan karunia Allah % Indonesia merdeka dan terlepas
dari para penjajah. Para pejuang kemerdekaan yang memiliki girah
terhadap syariat Islam kembali memperjuangkan hukum Islam agar
menjadi undang-undang negara. Akan tetapi kaum nasionalis tidak
sepakat dengan kaum agamis, sehingga terjadi perdebatan alot. Pro
kontra dalam penerapan hukum Islam terjadi pada sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang dilakukan menjelang kemerdekaan Indonesia.
Perdebatan antara kaum nasionalis dengan kaum agamis mengerucut
pada ketentuan memasukkan tambahan “tujuh kata” di sila pertama
dari Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Perdebatan panjang
tentang dasar negara di BPUPKI ini kemudian berakhir dengan
lahirnya “Piagam Jakarta”. Hingga pada akhirnya para pejuang Islam
belum berhasil memperjuangkan “tujuh kata” untuk dimasukkan di
sila pertama dari Pancasila.

Upaya pejuang Islam untuk menegakkan hukum Islam tidak
pernah surut, pasca reformasi dengan ditandai dengan tumbangnya
masa Orde Baru. Sejumlah partai politik Islam, seperti PPP, PBB
dan PK (sekarang PKS) pada sidang MPR tahun 2000 dan 2001
mengajukan tuntutan penegakan syariat Islam dengan tuntutan agar
dimasukannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam amandemen
pasal 29 ayat 1 UUD 1945, meskipun upaya tersebut tidak didukung
oleh partai-partai besar lainnya.

Meskipun begitu, implementasi hukum pidana Islam tidak
bertentangan dengan konstitusi Indonesia walaupun tanpa ada “tujuh
kata” itu. Di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi;
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah pengakuan bahwa Tuhan itu

“*Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks

Keindonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), him. 116.
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Esa (satu) yang merupakan esensi aqidah tauhid, sebagaimana
firman Allah 4:
147 5a 25
Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (Q.S. al-
Ikhlas: 1).*!

Ayat di atas memiliki konskwensi menerima dan
menjalankan syariat Islam secara kaffah.

Didukung pula di dalam UUD 1945 dalam pasal 29 (1) dan
(2). menyatakan bahwa ‘“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”**> Menjalankan hukum
Allah % itu adalah ibadah, karena hal itu merupakan kewajiban dan
wewenang Allah % dalam penetapan hukum. Allah % berfirman,

L8
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Artinya : Keputusan (hukum) itu hanya milik Allah. (Q.S. Yusuf:
40).493

 09aSJT fa STl AT 31T S35
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.
(Q.S. al-Maidah: 44).**

Ahmad Sukardja menyimpulkan, apabila dibandingkan
materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945

“'"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 604.

“Meskipun UUD 45 telah mengalami empat kali amandemen, kemerdekaan

mengamalkan keyakinan agamanya/menjalankan syariat Islam tidak mengalami
perubahan/tetap dijamin secara kontitusional. Achmad Djauhari, Arbitrase Syari’ah di
Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006), hlm 11.

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 240.

Ibid., him. 115.
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mengandung unsur Islami.*”> Demikian halnya, menurut GBHN
1993, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan
pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya,
dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi
landasan spiritual, moral dan etik pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila.*”® Maka dari itu, peluang berlakunya hukum
Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka Ilebar dan
penerapan hukum pidana Islam semakin besar.

Negara Indonesia sudah menjalankan sebagian hukum Islam
sesuai UUD 1945 setelah amandemen ke-4 yang secara formal
mengakui secara legalitas eksistensi agama dan keagamaan di
Indonesia®’. Di masa Orba di mulai legalitas hukum-hukum Islam,
antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, dan
dipertegas dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang eksistensi Peradilan
Agama yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 tetang
perubahan UU No. 7 tahun 1989. Pada masa Orde juga diberlakukan
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI) di Indonesia yang merupakan inti sari hukum Islam
yang diambil dari 13 kitab fikih madzhab Syafi’iyyah.

Pada masa Pasca Reformasi kemajuan hukum Islam semakin
nyata dengan ditetapkan UU No. 44/1999 tentang keistimewaan
Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan syariat Islam, dan
perluasan kewewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah tertuang di dalam UU No. 3 tahun

“Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum

Ketatanegaraan, (Jakarta, Kompas: 2008), Hal. 58.

*Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 100.

“Muhammad Amin Suma, Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern:
Pengalaman Indonesia, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah, tt),
him. 9.
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2006,"® Serta eksistensi Perbankan Syariah tertuang di dalam UU
No. 10 tahun 1998.*° Dengan demikian hukum privat di atas telah
menjadi hukum positif (ius constitutum) yang menjadi bukti secara
realita bahwa hukum Islam bisa diterapkan dalam bingkai dasar
negara Pancasila dan UUD ’45.

Di sebagian tingkat daerahpun mulai digagas formalitas
hukum Islam dengan memberlakukan beragam perda berbasis syariat
Islam, antara lain Bulukumba Sulawesi Selatan yang menerbitkan
Perda No.3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban,
dan penjualan miras, Perda No.2 Tahun 2003 tentang pengelolaan
zakat, infaq dan sadaqah, Perda No. 5 Tahun 2003 tentang
berpakaian muslim dan muslimah dan di Bulukumba ini juga lahir
Komite Penegakan Persiapan Syariat Islam (KPPSI). Lombok Timur
Nusa Tengara Barat juga menerbitkan perda tentang pengelolaan
zakat dan profesi.

Daerah lain yang juga menerbitkan perda-perda berbasis
syariat antara lain, Pamekasan Madura, Cianjur Jawa Barat tentang
anjuran pakaian kerja muslim dan muslimah; Padang Sumatera Barat
tentang kewajiban memakai jilbab bagi muslim dan anjuran bagi
non-muslim; Tasikmalaya Jawa Barat juga menerbitkan perda-perda
berbasis syariat, dan yang paling lengkap UU No. 44/1999 tentang
keistimewaan Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan syariat
Islam dalam bermasyarakat.

Prospek formalisasi hukum Islam dalam sistem politik
hukum Indonesia didukung oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal
dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah
konstitusi negara yang memberikan peluang diterapkannya hukum
Islam bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana tercermin di dalam
Pancasila dan UUD 1945.

“Teks UU, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syariah.
A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 29-

30.

*Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.
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Sedangkan faktor internal adalah hukum Islam itu sendiri
yang mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dan
diterima oleh masyarakat yang berasaskan keadilan.**

2. Hukum Pidana Islam dan HAM

Diskursus formalitas hukum Islam secara lengkap yang
dilontarkan para tokoh agamis adalah wacana yang perlu untuk
disikapi secara positif. Para tokoh agamis dalam memperjuangkan
Islam salah satunya adalah memperjuangkan formalitas hukum Islam
yang menurut dasar al-Qur’an dan as-Sunnah adalah ibadah yang
wajib. Tujuan dan manfaat formalitas hukum Islam sebenarnya
kembali kepada manusia itu sendiri secara individual maupun dalam
kehidupan bermasyarakat, dengan terciptanya keamanan, ketertiban
dan kemakmuran hidup. Pro kontra formalitas hukum Islam menuai
perdebatan yang panjang dan alot. Kaum kontra menolak formalitas
hukum Islam dan menuduh hukum Islam adalah hukum yang kejam
dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu saja anggapan ini
tidak benar, karena bertentangan dengan hikmah Allah % selaku
asy-Syari’ (Pembuat syariat).

Secara etimologis Hak asasi manusia (HAM), merupakan
terjemahan langsung dari human rights dalam bahasa Inggris,
Adapun secara terminologis, istilah hak asasi manusia sering
dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak
lahir.

Penggagasan HAM ini bermula dari dicantumkan dalam
Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 :
“...that all men are created equal, that they are endowed by their
creator by certain unalienable rights, that among these are life,
liberty and pursuit of happiness...”. Hak-hak ini juga dinyatakan
dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration
des Droits de I’Homme at du Citoyen) Prancis pada tahun 1789,
dengan slogannya yang popular pada waktu itu, yakni: [liberté
(kebebasan), egalite (persamaan) dan fraternité (persaudaraan). Baru

SR ahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”, Ahkam,

Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam
Negeri, him. 106.
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pada 10 Desember 1948 lahir Universal Declaration of Human
Rights (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), yang
disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara
48 negara menyetujui, 8 negara abastain dan tidak ada satu pun
negara yang menolaknya.’”'

Secara praktis konsep HAM memiliki perbedaan, terutama
antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan
negara-negara Muslim. Negara liberal lebih menekankan prinsip
“individualisme”, sedangkan negara sosialis atau komunis berprinsip
mementingkan kebutuhan “kolektivisme”. Berbeda dengan HAM
versi Islam yang digagas oleh para ulama dan negarawan muslim
yang berfokus pada kebutuhan (1) hak untuk hidup, (2) hak
kebebasan beragama, (3) hak kebebasan berpikir dan berbicara, (4)
hak memperoleh pendidikan, (5) hak untuk bekerja dan memiliki
harta kekayaan, (5) hak untuk bekerja, dan (6) hak untuk memilih
tempat tinggal sendiri.

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu mengacu kepada
teori maqasid asy-syari’ah (tujuan syariah) yang tertuang pada ad-
darirah al-khamsah yaitu hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-
nafs (memelihara jiwa), hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nasl
(memelihara keturunan), Aifz al-mal (memelihara harta). Pemenuhan
kebutuhan itu dibagi menjadi tiga tingkatan: dariurat, hajiyat dan
tahsiniyyat.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna ajarannya
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan
tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga
urusan dalam skala besar. Dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM)
semenjak lebih dari empat belas abad yang lalu syariat Islam
menjunjung tinggi hak setiap manusia bahkan esensinya melebihi
HAM yang digagas oleh negara-negara Barat, karena orentasi syariat
Islam untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akherat. Pokok
Hak Asasi Manusia sudah diletakkan oleh Baginda Nabi # ketika

*'Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem

HAM di Indonesia, MIQOT Vol. XXXVIII No. 2. Juli-Desember 2014, Medan: Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 376.
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melakukan perjanjian dengan penduduk Madinah yang disebut
Piagam Madinah.
Prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia di dalam Piagam
Madinah di antaranya adalah:
a. Menjaga hubungan interaksi secara baik dengan sesama, baik
muslim maupun non muslim.
Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
c. Membela mereka yang teraniaya dan terzalimi.
d. Saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah perkara yang
munkar.
e. Menghormati kebebasan beragama.
Esensi konten khutbah beliau 4 pada haji wada’ (terakhir) di
Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah juga
menunjukkan penghormatan tinggi syariat Islam terhadap Hak Asasi
Manusia, Nabi # bersabda:
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Artinya : Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia
menuturkan, bahwa Nabi % duduk diatas untanya sementara orang-
orang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau # bersabda:
"Hari apakah ini?'. Kami semua terdiam dan menyangka bahwa
Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah
dikenal. Beliau # bersabda: "Bukankah hari ini hari Nahr?" Kami
menjawab: "Benar". Nabi # kembali bertanya: "Bulan apakah ini?'.
Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan

i
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menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau
# bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami menjawab:
"Benar". Nabi # bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian
dan kehormatan kalian sesama kalian haram (terjaga) sebagaimana
terjaganya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini.
Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir,
karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang
yang lebih paham darinya".”"*

Beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan penghormatan
terhadap HAM antara lain, Hak Persamaan dan Kebebasan (Q.S. al-
Isra’: 70, an-Nisa’: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8). Hak
Hidup (Q.S. al-Maidah: 45 dan al-Isra’: 33). Hak Perlindungan Diri
(Q.S. al-Balad: 12-17, Q.S. at-Taubah: 6). Hak Kehormatan Pribadi
(Q.S. at-Taubah: 6). Hak Keluarga (Q.S. al-Baqarah: 221, ar-Rim:
21, an-Nisa 1, at-Tahrim: 6). Hak Keseteraan Wanita dan Pria (Q.S.
al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13). Hak Anak dari Orangtua (Q.S.
al-Bagarah: 233 dan surah al-Isra’: 23-24). Hak Mendapatkan
Pendidikan (Q.S. at-Taubah: 122, al-‘Alaq: 1-5). Hak Kebebasan
Beragama (Q.S. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29).
Hak Kebebasan Mencari Suaka (Q.S. an-Nisa’: 97, al-Mumtahanah:
9). Hak Memperoleh Pekerjaan (Q.S. at-Taubah: 105, al-Baqarah:
286, al-Mulk: 15). Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama (Q.S. al-
Bagarah 275-278, an-Nisa’: 161, Ali Imran: 130). Hak Kepemilikan
(Q.S. al-Bagarah: 29, an-Nisa’: 29). Dan Hak Tahanan (Q.S. al-
Mumtahanah: 8).

Rumusan dasar Islam tentang hak-hak asasi manusia
dimunculkan oleh para ahli, sarjana, pemuka agama atau intelektual
muslim ke dalam bentuk riil yang dimulai sejak pertemuan di Cairo
yang menghasilkan Cairo Declaration on Human Rights in Islam
(CDHRI) dan di Abu Dabi pada tahun 1977 yang menghasilkan
Islamic Universal Declaration of Human Rights (IUDHR).

IUDHR, terdiri dari 22 pasal: (1) hak untuk hidup, (2) hak
atas kebebasan, (3) hak atas persamaan, (4) hak atas keadilan, (5)
hak atas pengadilan yang adil, (6) hak atas perlindungan terhadap

*2Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), Juz 1 hlm. 26. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 107.
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penyalahgunaan kekuasaan, (7) hak atas perlindungan terhadap
penyiksaan, (8) hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan
nama baik, (9) hak atas suaka, (10) hak minoritas, (11) hak atas
kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan
urusan-urusan umum, (12) hak atas kebebasan, kepercayaan,
menyatakan gagasan dan berbicara, (13) hak atas kebebasan
berserikat, (14) hak atas kebebasan beragama, (15) tata ekonomi dan
pengembangannya, (16) hak atas perlindungan terhadap pendidikan,

(17) status dan martabat pekerjaan, (18) hak atas keamanan social,

(19) hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan, (20) hak

wanita yang telah menikah, (21) hak atas kebebasan bergerak dan

berkedudukan, serta (22) hak memperoleh pendidikan
selengkapnya.’”

Kelahiran [IUDHR dan Cairo Declaration on Human Rights
in Islam (CDHRI) yang diratifikasi oleh OKI sesungguhnya
merupakan upaya penjernihan yang dilakukan oleh negara-negara
Muslim atas klaim Barat yang arogan, otoriter dan semena-mena
terhadap hukum Islam.

Terdapat perbedaan-perbedaan antara konsep HAM
menurut Islam dan HAM dalam konsep Barat, di antaranya adalah:

1. HAM di dalam Islam bersumber dari wahyu Allah 4 yaitu al-
Qur’an dan as-Sunnah, sedangkan HAM dalam konsep barat
berdasarkan akal dan filosofi manusia.

2. HAM dalam Islam bersifat theosentrik, artinya hak-hak dasar
manusia itu adalah titipan Allah % sebagai penguasa semua
makhluk. Dalam Penegakkannya di samping untuk kepentingan
manusia, juga dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga
HAM tidak boleh berbenturan dengan syariat Allah. Sedangkan
HAM Barat didasarkan anggapan bahwa HAM itu milik setiap
manusia secara mutlak (antrophocentris).

3. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara
kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan
kepentingan umum lebih di dahulukan dari pada kepentingan

Daniel Alfaruqi, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, S4LAM; Jurnal
Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 1 (2017).
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pribadi, sehingga hukum Islam membatasi kepentingan
individual untuk terciptanya mashlahat kepentingan umum.
Sedangkan HAM menurut Barat lebih berorentasi pada

kepentingan individual.

Tabel 1 Perbedaan HAM menurut Islam dan Barat

HAM BARAT

HAM ISLAM

Bersumber dari filosofi dan
akal manusia

Bersifat antrophocentris
Lebih bersifat individualistik
Manusia pemilik hak secara
mutlak

Lebih mementingkan hak
dari pada kewajiban

Bersumber dari  al-Qur’an
dan as-Sunnah

Bersifat theocentris.

Lebih mengutamakan sosial
Manusia dititipi hak oleh
Sang Pencipta Allah 4
Keseimbangan antara hak
dan kewajiban

Secara umum ada tiga aspek HAM yang berkaitan dengan
penerapan dan formalisasi syariat Islam adalah pembatasan terhadap
kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan
diskriminasi terhadap Non-Muslim. Akan tetapi pada pembahasan
ini, lebih dikerucutkan pada penerapan hukum pidana Islam yang
dianggap bersinggungan dengan HAM.

Di awal tulisan disebutkan bahwa penerapan hukum pidana
Islam dimaknai oleh kalangan anti syariat dengan hukum yang
ekstrem, kejam, bengis dan bertentangan dengan HAM. Hukum
pidana Islam yang ditolak itu berupa hukuman gisas, rajam, potong
tangan dan cambuk.

Tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum jindyah atau
hukum pidana Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat
manusia secara individual maupun bermasyarakat dan bernegara,
dan juga bertujuan untuk menolak bahaya dan kerusakan di
kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam disyariatkan untuk
menegakkan magasid asy-syari’ah yang memelihara ad-dariirah al-
khamsah yaitua hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs
(memelihara jiwa), hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nasl
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(memelihara keturunan), Aifz al-mal (memelihara harta). Begitu juga
penjagaan dari perkara-perkara yang akan menghancurkannya.

Tindak kejahatan itu hakikatnya telah melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
Maka implementasi hukum jinayah Islam secara riil adalah menjaga
Hak Asasi Manusia itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin hukum
pidana Islam melanggar HAM, padahal secara riil justru bertujuan
menjaganya?

Tatkala syariat Islam menetapkan hukum pidana atas suatu
kejahatan, maka sesuai dengan hukum sebab akibat. Ketika ada
sebab yang berupa tindak kejahatan, muncul akibat yaitu adanya
hukum pidana yang harus ditegakkan atas tindak kejahatan. Apabila
tidak ada tindak kejahatan maka tidak ada penegakan hukum pidana
Islam. Sedangkan hukum pidana Islam telah sesuai dan pas sebagai
hukuman atas setiap masing-masing kejahatan dalam rangka
menekan kasus tindak kejahatan di masyarakat.

Kaum yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam hukum
yang kejam, bengis dan barbarian hakikatnya adalah penilaian atas
dasar pikiran dangkal tanpa berfikir secara mendalam. Secara sekilas
hukum pidana Islam terlihat kejam, akan tetapi hukum pidana Islam
itu ditegakkan secara adil dan sesuai dengan kejahatan yang ada
serta mendatangkan manfaat untuk keberlangsungan kehidupan
manusia. Kejahatan itu bukanlah ditinjau dari sisi hilangnya uang
satu juta rupiah, akan tetapi kejahatan itu telah membuat masyarakat
ketakutan dan menjadi ancaman bagi keamanan harta manusia.
Hukuman potong tangan bagi pencuri secara sekilas terlihat
hukuman yang kejam, akan tetapi hukuman itu ditegakkan dalam
rangka untuk memberantas kejahatan yang berat yang menimbulkan
hilangnya rasa keamanan harta manusia.

Demikian pula hukuman rajam bagi pezina muhsan dan
cambuk bagi pezina gairu muhsan, sekilas terlihat hukuman yang
kejam, akan tetapi hukuman itu cocok dan sesuai dengan kerusakan
besar yang timbul akibat tersebarnya perzinaan, seperti rusaknya
keturunan, hilangnya kemuliaan pernikahan, rusaknya akhlak dan
agama di masyarakat, tersebarnya berbagai macam penyakit akibat
seks bebas, anak-anak tidak tahu siapa bapaknya, demikian pula
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bapak tidak tahu anak-anaknya sehingga pemeliharaan dan
pendidikan anak terabaikan, kacau balaunya masalah perwalian dan
warisan, dan dampak terberat dari kejahatan seksual ini akan
menjadikan peradapan manusia sampai kepada titik terendah seperti
kehidupan sekelompok hewan. Oleh karena itu sangat tepat hukum
pidana Islam menetapkan hukuman berat bagi pezina sebagai obat
dan terapi untuk memberantas kejahatan yang sangat berbahaya dan
merusak di kehidupan masyarakat.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan,”Demikian hukuman mati
(rajam) dijatuhkan atas pezina yang sudah menikah yang merupakan
kejahatan yang sangat keji yang menyebabkan tercampurnya nasab
dan kerusakan di masyarakat secara global”.>**

Hukum pidana Islam yang dianggap kejam dan bengis
terhadap pelaku kejahatan, memiliki pengaruh dan hasil yang baik
sebagai rahmat terhadap masyarakat. Rahmat di sini bukan pada
kepentingan pelaku kejahatan, tetapi rahmat terhadap manusia secara
umum tanpa melihat ras dan suku bangsa. Allah 4§ berfirman:

- P Z « i £
=, — S P -

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad),
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-
Anbiya’: 107).>%

Pidana Islam jika dibayangkan akan tampak keras dan
menyakitkan, begitu juga orang yang akan berbuat kejahatan akan
merasa takut dan mengurungkan kejahatan itu. Inilah manfaat
penegakan pidana Islam sebagai proteksi agar tidak terjadi
kejahatan.

Hukum pidana Islam melihat kemashlahatan dan rahmat dari
tinjauan umum, karena kemashlahatan dan kepentingan umum
didahulukan atas kepentingan pribadi. Tidak termasuk rahmat
berbuat lembut terhadap pelaku kejahatan yang telah merusak
tatanan kehidupan masyarakat dan menimpakan bahaya terhadap

**Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:

Dar al-J1l, 1973), juz 3 hlm. 339.

*®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 331.
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jiwa, harta dan kehormatan manusia. Apabila para pelaku kejahatan
tidak dijatuhi hukuman yang berat dan menjerakan, akan menjadi
mimpi buruk dan momok yang menakutkan bagi masyarakat, karena
sewaktu-waktu para penjahat itu bisa melancarkan aksi kejahatan
secara mendadak.

Allah E i" berﬁrman

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah
masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan
agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan
oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nir: 2).°%

Ayat di atas menjelaskan bahwa berbuat lembut kepada
pelaku kejahatan meniadakan keimanan kepada Allah dan hari akhir.
Padahal Allah menyifati orang-orang yang beriman dengan sifat
rahmat di antara sesama.

”m,:_:’uauuﬁluu Tasl sas Lol 4 o 1 N
Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang
bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi
berkasih sayang sesama mereka. (Q.S. al-Fath: 29).°"”

Rasulullah # juga memerintahkan kaum muslimin untuk
berbuat rahmat dan kasih sayang.

*“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
Ibid., hlm. 515.



292

AN A Y e A 0 6 I ] R
o

Artinya : Dari Jarir bin Abdillah berkata: Rasulullah # bersabda:
Allah % tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia.’*®

Hal ini menunjukkan bersikap lembut kepada pelaku
kejahatan bukan termasuk rahmat dan bijak.

Hukuman gisds juga dianggap hukuman yang kejam dan
berdasarkan prinsip balas dendam. Hukum gisas itu kejam apabila
ditegakkan atas kejahatan yang ringan, tetapi jika ditegakkan atas
kejahatan pembunuhan, maka ini adalah hukum yang adil dan sesuai,
sebab hikmah di dalam hukum gisas itu adalah penjagaan terhadap
jiwa dan kehidupan manusia. Allah # di dalam al-Qur’an
menjadikan gisas itu sebagai kehidupan, karena ancaman hukuman
qisas atas pembunuhan akan membuat orang jahat takut melakukan
pembunuhan, sehingga jiwa-jiwa manusia menjadi aman dan terjaga
eksistensi kehidupan manusia. Qisas bukanlah hukum balas dendam,
akan tetapi bertujuan untuk dua kemashlahatan: pertama,
kemashlahatan korban atau keluarga korban, yaitu menunaikan hak
mereka yang diciderai, kedua kemashlahatan umum, yaitu
mendatangkan keamanan dan penjagaan darah-darah manusia dari
para penjahat.

Ibnu ‘Asyiir mengatakan, bahwa tujuan syariat Islam dalam
menetapkan hudid , qisas, ta’zir dan diat pada jinayah ada tiga hal
yaitu: pengajaran terhadap para penjahat, menjadikan hati korban
teraniaya atau keluarganya ridha dan sebagai peringatan keras bagi
orang yang mau mengikuti perbuatan jahat.>*

Apabila pelaku pembunuhan tidak dijatuhkan hukuman yang
setimpal dan menjerakan, maka akan hilang keamanan jiwa-jiwa
manusia, manusia akan saling membunuh, yang kuat membunuh
yang lemah dan pada titik akhirnya kehidupan manusia seperti
keadaan hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah.

*®Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 9 him. 141.

PIbnu “Asyiir, Magasid asy-syari’ah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafais,

2001), hlm. 516.
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Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan tentang arti pentingnya
penegakan hukum gisas, bahwa jika tidak ditegakkan hukuman gisas
bagi para penjahat maka akan menjadi rusak alam raya ini dan
sebagian manusia akan menghancurkan sebagian yang lain.’'

Undang-undang pidana positif juga melegalkan hukuman
mati atas pelaku kejahatan berat, seperti terorisme dan pengedar
narkoba, sehingga penegakkan hukuman gisas tidak menyelisihi
prinsip undang-undang pidana positif, karena sama-sama melegalkan
hukuman mati. Adapun hukuman potong tangan bagi pencuri adalah
hukuman atas sebagian anggota badan saja, sehingga lebih ringan
dari pada hukuman seluruh badan (hukuman mati). Apabila
hukuman mati yaitu menghilangkan badan keseluruhan dibolehkan,
maka hukuman sebagian badan lebih utama untuk dibolehkan.

Anggap saja hukuman rajam, gisas dan potong tangan adalah
hukuman yang kejam dan menyakitkan, akan tetapi apalah arti
kejam dan rasa sakit itu jika dibandingkan dengan kerusakan dan
bahaya yang besar yang menimpa banyak orang dan menghilangkan
rasa aman di kehidupan masyarakat. Ibarat menghilangkan satu
orang, untuk menghidupkan ribuan bahkan jutaan orang. Sama
halnya dengan seorang dokter yang melakukan pemotongan jari kaki
yang sudah busuk dan berpenyakit untuk menyelamatkan organ
tubuh lainnya dari tertularnya penyakit, demikian pula penegakkan
hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga kehidupan
masyarakat umum dari tersebarnya bahaya dan kerusakan.

Secara sepintas hukuman mati dari sudut pandang yang
sempit akan mengapresiasikan bahwa hukum tersebut kejam, tetapi
apabila mereka memahami bahwa hukuman mati itu hanya
diperuntukkan atas orang yang melakukan pembunuhan dan
meresahkan masyarakat, maka masyarakat akan bersyukur dan
berterima kasih atas adanya hukuman mati itu.”"’

*“Ibnu  al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin,

(Riyad: Dar Ibni al-Jauzii: 2003), juz 3 him. 350.
S"Muh. Tamdid Nur, Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Diskursus
Islam, Vol. 1 No. 2 Agustus 2013, Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin, hlm. 295.
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Hukuman mati bagi orang yang murtad dianggap merampas
Hak Asasi Manusia, padahal di dalam Islam tidak boleh ada
pemaksaan dalam beragama. Allah 4 berfirman:

Artinya : Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. (Q.S. al-
Baqarah: 256).°"?

Maksud ayat di atas adalah larangan pemaksaan untuk masuk
Islam. Dalam mendakwahkan agama Islam, seseorang tidak boleh
memaksakannya kepada orang lain, meskipun terhadap musuh yang
sudah menyerah. Hal itu dikarenakan Islam menganjurkan agar
seseorang ketika masuk Islam berdasarkan keikhlasan dan tanpa
paksaan.

Agama Islam sangat melarang perbuatan orang yang
menjadikan agama sebagai candaan dan permainan, sehingga hukum
pidana Islam menetapkan hukuman yang berat atas orang Islam yang
berpindah kepada agama lainnya (murtad), karena hal itu tidak
dilakukan seseorang melainkan ia telah mengikuti hawa nafsu
setelah mengetahui kebenaran.

Hukuman mati atas pelaku riddah ini bertujuan untuk
menjaga kemuliaan agama yang menjadi kebutuhan mendasar bagi
manusia. Sebuah masyarakat yang tidak menjadikan agamanya
sebagai kebutuhan pokok dan terpenting dalam kehidupannya akan
mengalami dekadensi moral yang akan menyebabkan kehancuran
kehidupan manusia.

Orang yang murtad hakikatnya telah  terampas
kemerdekaannya dengan mengikuti hawa nafsu dan lebih
mementingkan dunia dari pada akherat. Di samping itu hukum
pidana Islam ditegakkan atas pelaku murtad, sebagai penjagaan atas
kaum muslimin dari perkara yang merusak aqidah dan keyakinan
mereka.

Jinayah terhadap agama yaitu pelecehan terhadap agama dan
murtad, maka jinayah ini lebih pantas mendapatkan hukuman mati
dan dicegah perbuatan pelaku dengan hukuman terberat, karena

*®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.
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keberadaan pelaku kejahatan ini di tengah-tengah masyarakat
menjadi mafsadat dan tidak ada kebaikan dan maslahat yang
diharapkan darinya.’"?

Pada prakteknya negara-negara yang menyerukan HAM
sendiri melanggarnya hak asasi manusia itu sendiri, umat Islam
merasakan sengsaranya ketidakadilan dan pelanggaran HAM, seperti
penindasan dan perampasan hak rakyat Palestina oleh bangsa
Yahudi, pembunuhan rakyat Suriah, genosida kaum Rohingya dan
penindasan muslim Cina Uighur. yang merupakan pemberangusan
HAM secara massal. Ketika Islam menghukum bunuh pelaku
pembunuhan dikatakan melanggar HAM, sedangkan kasus
pembunuhan terhadap umat Islam di Gaza tidak dikatakan
melanggar HAM, bagaimanakah jalan pikiran seperti ini?

Hal yang menarik, bahwa rakyat Indonesia mayoritas
menginginkan penegakan hukum Islam, sesuai dengan hasil survey
Roy Morgan Research (Juni 2008), bahwa 52% rakyat Indonesia
menuntut penerapan syariat Islam dan hasil survey PPIM UIN Syarif
Hidayatullah yang termuat di Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember
2002, survey pada tahun 2001 (57,8%) dan 2002 (67%) responden
menginginkan penegakan syariat Islam.’'*Berdasarkan kepentingan
HAM rakyat Indonesia, maka tuntutan penegakan syariat Islam di
Indonesia hendaknya direspon baik dan dilaksanakan oleh
pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di parlemen.

3. Efektifitas Hukum Pidana Islam
Kejahatan merupakan problem universal dunia. Semua negara
di dunia disibukkan dengan masalah kejahatan yang sangat
mempengaruhi keamanan dan stabilitas negara. Sebagian besar
negara kurang mampu menekan peningkatan kejahatan. Hanya
sebagian kecil negara yang tingkat kejahatannya rendah. Di antara
negara yang tingkat kejahatan masyarakat rendah adalah negara

*“Ibnu  al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin,

(Riyad: Dar Ibni al-Jauzit: 2003), juz 3 hlm. 339.

*“Adi Wijaya, “Syariat Islam dan Masyarakat Nonmuslim”, dikutip dari
http:-www.kompasiana.com/adiwijaval 924/550d679fa33311201e2e3ael/syariat-islam-dan-
masyarakat-nonmuslim, pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 jam 09.50 WIB.
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Arab Saudi. Secara kontitusi negara Arab Saudi menerapkan hukum
Islam secara menyeluruh. Hal itulah yang berpengaruh dalam
menekan tindak kejahatan di masyarakat.

Prof. Souryal menyimpulkan bahwa hukum Islam efektif
diterapkan karena memiliki lima pendekatan:

a. Syariat secara terus-menerus mendorong perbaikan individu dan
menyucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan
moralitas yang luhur,

b. Syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk tidak
melakukan kejahatan dan mengancam pelaku kejahatan dengan
hukuman di dunia dan akherat,

c. Syariat Islam memerintahkan umat Islam agar saling membantu
dalam kebaikan, membimbing dan mengajarkan kebaikan,

d. Syariat Islam menetapkan pencegahan terhadap kejahatan dan
menutup jalan-jalan menuju kejahatan,

e. Syariat Islam menganjurkan adanya nikah muda apabila sudah
siap, membolehkan poligami secara terkontrol dan mewajibkan
zakat atas orang kaya dan didistribusikan untuk orang fakir dan
miskin, dalam rangka wuntuk mengantisipasi pergolakan
kejahatan di masyarakat.’"

Manfaat nikah muda agar seseorang bisa menyalurkan
syahwat biologisnya kepada pasangan yang halal sehingga bisa
mencegah adanya pergaulan bebas dan perzinaan, demikian pula
syariat poligami untuk menekan kelebihan syahwat laki-laki yang
belum terpenuhi dengan adanya satu istri. Adapun syariat zakat
dijalankan untuk menstabilisasi kesenjangan sosial; zakat yang
didistribusikan kepada fakir miskin dan ahli zakat lainnya, dalam
bentuk cash maupun sebagai bantuan modal usaha sangat
bermanfaat untuk membantu peningkatan perekonomian kalangan
rakyat kecil. Hal tersebut mampu untuk menekan kejahatan
pencurian dan perampokan.

**Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang

Akademik UIN, 2008), hlm. 359.



297

4. Perbandingan Tingkat Kejahatan

Zakir Naik mengatakan, “Tiga jam di sini sekitar 50 kasus
pemerkosaan terjadi di Amerika, hal itu berbanding terbalik dengan
negara Arab Saudi yang sedikit sekali tindak kriminalnya karena
Arab Saudi memberlakukan hukum Islam”.>'®

Menurut data statistik, tingkat kejahatan di Arab Saudi lebih
rendah dibanding negara-negara lainnya. Meskipun data di bawah ini
bukan data terkini, paling tidak bisa menjadi gambaran bahwa
selama beberapa tahun rata-rata angka kejahatannya sangat kecil.

Tabel 2 Angka Kejahatan Pembunuhan di Arab Saudi Dibanding
Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara Populasi 1970 1972 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Rata’ | %per

100.000
10th

Arab 11 juta 61 41 54 39 54 70 49 58 70 46 53 0,4814

Saudi

Suriah 11 juta 314 - 351 355 324 381 481 482 488 455 403 3.6636

Sudan 22 juta 773 938 1.009 | 964 988 1.128 | 1.089 | 877 949 1.074 | 979 4.45

Mesir 44 juta 1.224 | - 1.229 | 1.241 | - 1.289 | 1348 | - 1.583 | 1319 2.9977

1.028

Irak 14 juta 1.136 | 1.303 | 1.243 | 867 1.026 | 890 - - 994 1.583 | 1.119 7.9929

Libanon | 3,5 juta 643 203 324 121 191 - - 73 - 1.584 | 439 12.5429

Kuwait 2 juta 51 49 59 57 57 70 69 58 70 61 3.05

Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence,
Bagdad, Iraq, 1981.

*'“Didit Hariadi, “Di Makasar, Zakir Naik: Kenapa Angka Kriminalitas di Arab

Rendah”, dikutip dari Attps.//nasional.tempo.co/read/864386/di-makasar-zakir-naik-kenapa-
angka-kriminalitas-di-arab-rendah/full?view=ok, pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 11.44

WIB.
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Gambar 3 Rata-Rata Angka Kejahatan Pembunuhan Enam Negara-
negara Arab per 100.000

Rata-rata Angka Kejahatan Pembunuhan
Enam Negara-negara Arab per 100.000

12.5429
7.9929 =

3.6636 4.45 29977

0.4814
o S & - Q X
3 RS R e & S &

Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence,
Bagdad, Iraq, 1981.

Tabel 3 Angka Kejahatan Harta di Arab Saudi Dibanding Enam
Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara Popul 1970 1972 1972 1973 1974 1975 1976 197 1978 197 | Rat Yoper
asi 7 9 a?/ 100.0
1oe | 00
h
Arab 11 854 791 980 973 948 873 853 726 520 671 818 7,436
Saudi juta 4
Suriah 11 5.538 - 3.017 4.667 7.084 6.385 9.029 8.5 8.804 6.3 6.5 59,99
juta 62 18 99 09
Sudan 22 40.60 4230 65.61 49.12 57.36 67.42 53.04 69. 60.37 57. 56. 255,6
juta 3 4 1 5 7 5 2 430 | 6 141 242 | 455
Mesir 44 4541 39.28 3.339 30.58 26.59 - - - 46.40 39. 44. 75,18
juta 5 8 8 7 4 944 | 088 85
Irak 14 1.788 - 2.358 2.427 2.136 2.267 2.286 35 2.691 12. 35 25,15
juta 15 238 | 22 7
Libanon 3,5 4.618 - - 4.240 3.855 - - 2.0 8.515 8.1 52 150,0
juta 99 89 52 571
Kuwait 2 juta 1.739 - 2.545 4.613 2.125 3.207 1.042 2.5 1.178 1.1 22 111,9
92 09 38 000
Sumber: Arab Crime Statistic, Arab Organization for Social

Defence, Bagdad, Iraq, 1981.
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Gambar 4 Rata-Rata Angka Kejahatan Harta Enam Negara-negara
Arab per 100.000

Rata-rata Angka Kejahatan Harta
Enam Negara-negara Arab per 100.000

2,556,455

Sumber: Arab Crime Statistic, Arab Organization for Social
Defence, Bagdad, Iraq, 1981.

Tabel 4 Angka Kejahatan Seksual di Arab Saudi Dibanding Enam
Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara Populasi 1970 1972 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Rata?/ Yoper

100.000
10th

Arab 11 juta 392 345 346 323 239 328 327 330 546 346 352 3,2000

Saudi

Suriah 11 juta 333 474 426 330 578 637 596 677 701 785 553 5,0272

Sudan 22 juta 774 829 904 968 951 2364 1.844 2.020 1.910 2.678 1.524 6,9273

Mesir 44 juta 3.789 - 1.682 1.113 - 2.006 - - - - 2171 4,9341

Trak 14 juta 1.483 1.487 1.569 1.402 1.525 1.556 1.549 2.058 2.813 2.882 1.832 13,0857

Libanon 3,5 juta 569 709 564 607 1.207 901 - - - - 759 21,6857

Kuwait 2 juta 373 - 389 612 699 406 711 505 682 673 561 28,0500

Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence,
Bagdad, Iraq, 1981.
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Gambar 5 Rata-rata Angka Kejahatan Seksual Enam Negara-negara
Arab per 100.000

Rata-rata Angka Kejahatan Seksual
Enam Negara-negara Arab per 100.000
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Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence,
Bagdad, Iraq, 1981.

Dari data-data di atas, terlihat bahwa negara Arab Saudi yang
menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif yang berlaku
untuk memindanakan tindak kejahatan lebih efektif dalam menekan
peningkatan tindak kejahatan, baik tidak kejahatan pembunuhan,
kejahatan harta ataupun kejahatan seksual.

Penegakan hukum pidana Islam lebih berorentasi pada
pencegahan tindak kriminal dan menimbulkan efek jera, sehingga
hal itu mampu meminimalisasi berbagai macam tindak kriminal.
Tujuan pemindanaan dalam Islam bukan hanya sebagai retribution
(pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya, yaitu
sebagai deterrence (pencegahan), reformation (perbaikan) dan
education (pendidikan) bagi masyarakat, dan semua tujuan itu
adalah perwujudan keadilan dan kemashlahatan.



BABV
TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP HUKUM PIDANA PENJARA DI INDONESIA

A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Islam
Allah % menetapkan prinsip keadilan di dalam syariat Islam dan
memerintahkan umat Islam agar bersikap adil. Allah % berfirman,

> - £ 3 2E . - g ~_ 2 s a5 e )e///_ g
ol sl Sl o 305 & S10Ge Ltall e 158 Tk ol o

T 2 2o
SO8 J)
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri
atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. (Q.S. an-Nisa’: 135).!

Allah % juga berfirman,

£ _E 2w
M

15452 of el G W85 1305 o ) T 15355 of 28R LT

Z P &'_ A P e & 5 2%
129 s Ui GE T Y 2oy s G BT ) YT

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan
adil. Sungguh Allah yang memberi pengajaran (yang sebaik-baiknya)
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, Maha
melihat. (Q.S. an-Nisa’: 58).

'"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 100.
*Ibid., hlm. 87.
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Allah % juga berﬁrman di dalam surat al-Hujurat,

Je Lpls) EX P LA,,.U 1,>¢ou [NEE (R S oba b oy

2 £ £-

LA.‘,.ulynL\oUu;Uu fgdljnTJl ‘Lf:’gé"@*’d-”l ..,19 LS_)"'Yl
5 e Al L G Ty gL

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu berbuat zalim terhadap
golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim itu, sehingga
golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah
kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan
berlakulah adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9).’

Allah % memerintahkan dalam permasalahan balasan atas
kejahatan agar dibalas dengan balasan yang sama, meskipun jika
seseorang bersabar dan memaaﬂ<an,ﬁjtu lebih baik.

g 18 8T ® 2 E T I

Doyl 735 50 5o ofs ca 33,0 G Jhe 15308 2386 Ol
Artinya: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang
sabar. (Q.S. an-Nahl: 126).

Hukum Islam menurut sebagian orang dianggap sebagai hukum
yang kejam, ekstrem dan primitif, hal itu dikarenakan dalam memahami
hukum pidana Islam masih secara parsial dan tidak komprehensif.
Seperti di dalam surat an-Nahl ayat 126 di atas yang menjelaskan
tentang prinsip keadilan secara logis; Allah 4 membolehkan membalas
atas kejahatan orang lain dengan balasan yang semisalnya, dan kadarnya
tidak boleh melebihi dengan kadar kejahatannya. Membalas kejahatan
dengan balasan yang sama itu adalah keadilan, karena jika tidak boleh
membalas kejahatan dengan balasan yang sama justru kezaliman

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.
“Ibid., him. 281.
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terhadap korban kejahatan. Agar lebih jelas diberikan contoh, misalnya
si A dipukul kepalanya oleh si B, kemudian si A membalas pukulan di
kepala si B, apakah berarti si A tidak adil? Apakah si A kejam, keras dan
primitif? Semua orang pasti tidak akan menyalahkan perbuatan si A.
Begitulah keadilan hukum Islam. Berbeda halnya jika si A membalas
dengan memukul kepala dan perutnya, maka ini balasan yang melebihi
kejahatannya.

Lebih hebat lagi, agama Islam yang merupakan agama yang
berasaskan rahmah dan pemaaf, tetap menganjurkan pemberian maaf
atas orang yang zalim dan memberikan apreasi kebaikan dan pahala bagi
korban yang memaatkan.

Hukum pidana Islam menetapkan hukum gisas yaitu dalam kasus
pembunuhan, keluarga korban berhak menuntut pelaku pembunuhan
dihukum bunuh pula. Demikian pula jika seseorang mencederai bagian
tubuh orang lain seperti, mata, telinga, hidung, jari-jari dan selainnya,
maka ada hukuman gisas. Allah 4 berfirman,

2420 I o - g~ s g g E~ ez
T3V CoNL Gy oyl b Tl eadU Geaed1 0163 T LSy

T 3 20 P

et gl otk Gty SNL

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)

bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka
(pun) ada gisds-nya. (Q.S. al-Maidah: 45).”

Namun demikian, apabila keluarga korban memaafkan maka itu

lebih utama dan merupakan perbuatan mulia yang dianjurkan. Allah 4

berfirman:

P A Y4 P P
;é\jsjl.o_%}@jbf\:g Q.L,aqo.aj

Artinya: Barangsiapa yang melepaskan (hak gisas) nya, maka itu
(menjadi) penebus dosa baginya. (Q.S. al-Maidah: 45).°

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 115.
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Allah % memotivasi agar korban atau wali korban memaatkan
pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan atas asas rahmat dan kasih
sayang, hukum Islam bukan hukum kejam dan bengis. Allah 4
berfirman:

L Ls5aEl LT3l T30 ol
Artinya: Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (QS. al-
Bagarah: 237).

Rasulullah # juga menganjurkan mendahulukan pemaafan

sebelum hukuman.

s AN (ol o ) ) 3B A ST G e G T e

il
Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat
Nabi # mendapat pengaduan yang padanya ada gisas, kecuali beliau

menganjurkan untuk memaafkan." ’
Juga hadis Rasulullah #,

Dy a A esly VI oy lis Lt JB 8B 1 s s ol e
Artinya: Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi # bersabda: “Tidaklah

seseorang memaafkan melainkan Allah menambah kemuliaannya”.®

Dan juga hadis Rasulullah #,
Lasigie Olar 5 Le U rdalm 8 A1 U0 Sl 63501 T J6

e

EEN

N\

3
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Artinya: Abu Darda’ R.A. berkata; Aku mendengar Rasulullah 4, beliau
bersabda: "Tidaklah seseorang yang terkena sesuatu pada tubuhnya lalu
ia bersedekah dengannya (tidak menuntutnya), melainkan Allah akan

288.

"Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.
Al-Nasal, Sunan an-Nasar, (Halb: Maktab al-Matbiiat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 him.

37. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

$Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah,

tt.), juz 2 hlm. 438. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 696.

Syu’

aib al-Arnaut mengatakan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.
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mengangkatnya beberapa derajat dan menghapuskan kesalahan-
kesalahannya."’

Asas rahmah dan pemaafan juga tampak dari pencabutan
hukuman hudud apabila kasus tindak kejahatan itu belum sampai kepada
hakim, maka pelaku kejahatan wajib untuk bertaubat dan hendaknya

merahasiakan kejahatannya. Allah 4 berfirman,

Ao
N < f: ey Ee‘-}’,l./ P >z £ oz s o8 .41 a
(:_@ji.gjﬂj.o& Al ol sadele @,Lc l9)85 o g)“’uf | el N

Artinya: Kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat
menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 34)."

Lembaga Fatwa Ulama Arab Saudi al-Lajnah ad-Daimah
menfatwakan: Apabila kasus hukum kejahatan belum sampai kepada
sultan/hakim, = maka  seorang  hamba  muslim  hendaknya
menyembunyikan perbuatannya dan bertaubat dengan taubat yang jujur,
semoga Allah 4 menerima taubatnya.''

Dalam hukum g¢is@s menunjukkan kesesuaian dengan asas
keadilan dari dua tinjauan: Pertama, bahwa pelaku pembunuhan telah
menghilangkan nyawa korban dengan tanpa hak, maka dijatuhkan
hukuman yang sama yaitu hukuman mati sebagai balasan yang setimpal
sesuai dengan kaidah al-jaza’ min jinsi al-‘amal (pembalasan sesuai
dengan jenisnya perbuatan). Kedua, bahwa hukuman itu hanya
dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan al-‘amd (sengaja), sehingga
pelaku pembunuhan syibh al-‘amd (semi sengaja) dan al-khata’ (tidak
sengaja) tidak dijatuhi hukuman mati. Demikian pula pemerintah tidak
boleh mengeluarkan keputusan pemaafan terhadap pelaku pembunuhan
apabila keluarga korban menginginkan penegakan hukum gisas.

Hukum Islam ketika menerapkan hukum gis@s dan balas
dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan
konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh

®Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahth, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.
14.

"Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 113.

""Ahmad al-Duwaisy, Fatawa al-Lajnah ad-Daimah It al-Buhis al-Iimiyyah wa al-
Ifta’, (Riyad: Dar al-Muayyid,2004), juz 22 hlm. 15, fatwa no. 13.432.
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memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas
hukum gisas, diat sangat memperhatikan aspek korban kejahatan dan
yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.'?

Di antara keadilan hukum pidana Islam lainnya adalah tidak
menyamakan hukuman atas semua kejahatan, hukuman disesuaikan
dengan besar atau kecilnya bahaya yang ditimbulkan dan juga dilihat
kondisi pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Penyamarataan
hukuman tidak sesuai dengan hikmah dan magqdasid asy-syari’ah.

Secara akal bahwa menyamakan hukuman atas perbedaan
Jjarimah adalah perkara yang tidak baik, bahkan itu meniadakan hikmah
dan maslahat, karena sesungguhnya jika menyamakan hukuman atas
tindak kejahatan dengan hukuman yang ringan maka tidak bisa
mewujudkan maslahat peringatan atau ancaman. Sebaliknya apabila
menyamakan hukuman atas kejahatan dengan hukuman yang berat,
maka tidak sesuai dengan nilai rahmat dan hikmah. Tidak sepantasnya
seseorang dihukum mati karena melihat dan mencium wanita yang tidak
halal dan dihukum potong tangan dengan sebab pencurian biji-bijian dan
sekeping uang. Demikian pula membedakan hukuman antara kejahatan
yang semisal adalah tindakan buruk yang tidak sesuai dengan fitrah dan
akal, kedua perkara di atas tidak sesuai dengan hikmah Allah 4,
keadilan dan kebaikanNya atas para hambaNya. Allah 4 menjatuhkan
hukuman terkadang dengan hukuman mati apabila kejahatan itu adalah
kejahatan paling berat dan paling buruk seperti jinayah terhadap jiwa
atau agama atau jinayah bahayanya luas, maka masfsadat atas hukuman
ini bersifat khusus atas terpidana, sedangkan maslahat umum yang
didapatkan jauh berlipat-lipat besarnya dibandingkan mafsadat yang ada.
Sebagaimana firman Allah 4:

i Jel . 2 o1 &I °é—’%\/’ P
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Artinya: Dan dalam gisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai
orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqgarah: 179)."

""Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Bidang
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 174.

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an
Rabb al-‘Alamin, (Riyad: Dar Ibni al-Jauzit: 2003), juz 3 him. 350.
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Di dalam ayat di atas ada hikmah yang tinggi dan dalam, tatkala
4 menjadikan gisas itu sebagai kehidupan, padahal gisds itu
adalah hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Al-Syaukani menjelaskan
sisi kehidupan dalam hukuman g¢isas adalah apabila seseorang
mengetahui akan dihukum gisas apabila membunuh orang lain, maka ia
akan menahan diri dan takut melakukan pembunuhan, maka dengan itu
terwujudlah kehidupan atas jiwa manusia. Dijadikan hukuman gisas itu
sebagai kehidupan dikarenakan sebagai ancaman dan deterrence
(pencegahan) atas pembunuhan manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia
menjadi aman dan terjaga eksistensi kehidupan manusia."

Di dalam firman Allah % ini merupakan perkataan yang sangat
fasih, karena menjadikan sesuatu menempati lawannya; penyebutan
qisas dan menyembunyikan kehidupan, agar menunjukkan bahwa jenis
dari hukuman ini adalah jenis dari kehidupan. Sesungguhnya
pengetahuan terhadap hukum ini akan mencegah tindak pembunuhan
yang menjadi sebab hidupnya dua jiwa."

Asas keadilan di dalam hukum pidana Islam dapat ditunjukkan
bahwa hukum pidana Islam tidak membedakan pelaku kejahatan, semua
orang sama kedudukannya di depan hukum. Dahulu Rasulullah #
mengajarkan asas ini kepada umat dan menjalankannya secara konkrit.
Sebagaimana di dalam as-sahihain'® dari hadis 'Aisyah R.A. tentang
penolakan Rasulullah # atas permintaan dispensasi hukuman hudid
seorang perempuan Quraisy.'’

Keadilan hukum pidana Islam ini ditunjukkan pula oleh
kesamaan hak setiap orang di hadapan hukum. Hukum pidana Islam
tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang

"“Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-
Ahkam, (Riyadh: Dar al-Aiman, 2005), juz 2 hlm. 315.

Syamsuddin al-Syafarini, Kasyfu al-Lasam Syarh Umdah al-Ahkam, (Beirut: Dar
al-Nawadir, 2007), juz 6 hlm 60-61.

"Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 him. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 him. 114.

""Redaksi hadits secara lengkap di halaman 18-19 dari tulisan ini.
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pejabat dengan rakyat biasa, tidak membedakan perbedaan warna kulit,
suku dan ras. Rasulullah # bersabda'®,
e @,.5 Lab ¥ YT sty o5 oL Aty 1S3 o) NIt Ry
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Wahai manusia, ketahuilah sesungguh Rabb kalian satu, ketahuilah tldak
ada keutamaan orang Arab atas ‘4jamiy (non Arab), tidak pula ‘Ajamiy
(non Arab) atas Arab, tidak pula kulit merah atas kulit hitam, tidak pula
kulit hitam atas kulit merah kecuali keutamaan itu dengan sebab takwa,
apakah sudah saya sampaikan semua? Mereka menjawab: Rasulullah
telah menyampaikan. '’

. Transformasi Pemikiran Tentang Delik Tindak Pidana Islam dan

Ta’zir

Berbagai tindak kejahatan manusia yang merajalela menyebabkan
kerusakan di masyarakat dan meruntuhkan kedamaian masyarakat.
Telah dicoba sanksi-sanksi hukum positif dalam menekan berbagai
tindak kejahatan, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Perdebatan tentang implementasi hukum pidana Islam senantiasa ada
dan saling menghantam. Kaum yang menentang implementasi hukum
pidana Islam menganggap bahwa keberadaan implementasi hukum
pidana Islam telah bertentangan dengan prinsip konstitusi dan Pancasila.
Padahal kenyataannya hukum pidana Islam tidak melanggar Pancasila,
karena implementasi hukum pidana Islam adalah bagian dari
pengamalan ajaran Islam oleh kaum muslimin yang dilindungi secara
legal oleh Pancasila dan UUD ‘45.

Hukum pidana Islam terbukti sebagai solusi jitu bagi persoalan
multi dimensi dan sebagai perbaikan moral bangsa dalam pemberantasan
bebagai penyakit masyarakat. Geliat keinginan sebagian masyarakat
terhadap implementasi hukum pidana Islam mulai tampak dengan

Syu
364-

"®Ahmad, Musnad, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), juz 5 hlm. 411 yang disahihkan

’aib al-Arniit.

"Muhammad Abu Zahrah, Ushil al-Fikh, (Cairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, tt.), him.
365.
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berbagai inspirasi dari kalangan bawah untuk formalisasi hukum syariah,
meskipun masih dari lingkup daerah yang terwujud dengan adanya
Perda Syariah. Hukum positif dan Undang-undang yang ada dinilai tidak
mampu memberantas kemaksiatan, perjudian, korupsi dan tindak
kriminal lainnya.

Multikrisis yang terjadi di Indonesia yang melahirkan frustasi dan
ketertindasan masyarakat yang terwujud dari penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power) oleh kalangan elit politik dalam bentuk korupsi,
gratifikasi, kejahatan politik, penindasan kaum lemah, kelemahan
penegakan hukum dan terpuruknya perekonomian yang hampir
membawa negeri ini ke arah kehancuran.

Di tingkat kalangan bawah, konflik tersebut berbentuk munculnya
konflik dan isu disintegrasi di berbagai daerah, peningkatan tindak
kriminal, solidaritas sosial memudar, perbuatan kemaksiatan dan
kekerasan yang merajalela. Hal yang demikian berdampak pada
kemerosotan legitimasi sistem politik dan hukum. Apalagi diperparah
dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kalangan masyarakat
bawah (grass root), seperti kenaikan BBM dan kebutuhan makanan
pokok. Penderitaan masyarakat menjadi semakin parah dengan
menyebarnya kemerosotan moral dan akhlak yang merusak tatanan
kehidupan, kemiskinan yang menjadi keadaan kehidupan sehari-hari
masyarakat. Semua itu menjadi penyakit yang berbahaya bagi
kelangsungan hidup negara yang berdaulat.

Keadaan multikrisis di negeri ini memunculkan keinginan untuk
kembali kepada sistem hukum pidana Islam sebagai alternatif terbaik
untuk menghadapi multikrisis yang melanda negeri ini.

Dalam perspektif Islam bahwa seluruh perbuatan yang
mendatangkan mafsadat dan bahaya baik kepada dirinya sendiri ataupun
kepada orang lain, dan menghalangi terwujudnya maslahat maka pada
prinsipnya adalah dilarang/maksiat, karena perbuatan tersebut telah
bertentangan dengan tujuan syariat Islam ini diturunkan.

Perbuatan pelanggaran (maksiat) di atas dalam bahasa hukum
disebut tindak pidana atau dalam terminologi Islam disebut jarimah.

**Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks
Keindonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 163.
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Jarimah dilarang oleh syariat Islam karena mengandung mafsadat dan
bahaya bagi individu pribadi dan individu orang lain serta berbahaya
bagi masyarakat umum dan negara.

Larangan menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan orang
lain secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah #z:

SNy 2N
Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.*'

Berpijak pada hadis di atas menunjukkan bahwa konsep hukum
pidana Islam sebagai sistem aturan atas norma-norma kehidupan
manusia yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menjaga
kepentingan publik saja, akan tetapi juga menjaga kepentingan-
kepentingan yang bersifat individual. Meskipun pada prinsipnya
penjagaan kepentingan umum atau maslahah ‘ammah tetap didahulukan
dari pada maslahah pribadi. Sebagai contoh penegakan hudiid potong
tangan bagi pencuri, secara individu, pelaku mendapatkan mudarat
dengan kehilangan tangannya, akan tetapi hukum itu ditegakkan yang
bertujuan untuk penjagaan terhadap kepentingan umum yaitu penjagaan
terhadap harta benda masyarakat.

Hukum pidana Islam menetapkan suatu perbuatan ataupun
ucapan yang dianggap suatu delik dan pelakunya dapat dipidana harus
terpenuhi unsur-unsur umum dan khusus dari tindak kejahatan.

Adapun unsur umum terdiri dari:

1. Ar-Rukn asy-syar’t, yaitu unsur formil sebagai dasar hukum bahwa
suatu perbuatan atau ucapan termasuk jarimah. Unsur ini disebut
asas legalitas formil. Sebagaimana tersebut dalam kaidah:

o2 39,5 U8 D JWY (S Y

“Tidak ada hukum atas perbuatan orang-orang yang berakal sebelum

datangnya nas”.*

*'Malik bin Anas, al-Muwatta’, (Mesir: Dar Thya’ at-Tura$ al-‘Arabi, tt.), juz 2
hlm. 745. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah,
tt.), juz 1 hlm. 313, Hadi$ ini dikatakan Aasan oleh Syu’aib al-Arntit. Muhammad bin Yazid,
Sunan Ibnu Mdajah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz 3 hlm. 430.

*Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’” al-Jindi al-Islami Mugdranan bt al-Qaniin al-
Wadh'’r. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 115.
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2. Ar-Rukn al-madi (materiil), yaitu adanya perbuatan yang melanggar
ketentuan undang-undang. Unsur ini bersifat aktif yaitu melakukan
perbutan yang dilarang dan pasif yaitu meninggalkan perintah.

3. Ar-Rukn al-adabi (moril), artinya pelaku itu keadaannya bisa
dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka hukum pidana tidak
dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, dalam keadaan
terpaksa dan membela diri.

Unsur khusus hanya melekat pada jenis-jenis tindak pidana
tertentu dan berbeda dengan tindak pidana lainnya, seperti syarat-syarat
penjatuhan hukuman delik pencurian yang berbeda dengan delik
perzinaan.*

Adapun landasan penentuan ada dan tidaknya mafsadat dalam
suatu perbuatan atau ucapan sehingga disebut tindak kriminal harus
didasarkan atas pedoman syariat Islam, bukan pandangan manusia,
sebab pandangan manusia bersifat relatif dan berubah-ubah sesuai
perbedaan kondisi dan keadaan masyarakat.

Perkataan ataupun perbuatan yang diharamkan secara syariat,
tidak diharamkan secara zatnya. Perbuatan kriminal jika ditinjau dari sisi
pelaku kejahatan memiliki manfaat atau faedah, misalnya pencuri
mendapatkan harta hasil pencurian, peminum khamr mendapatkan
kepuasan, pezina merasa puas dengan tersalurkannya nafsu syahwatnya,
akan tetapi hal itu menjadi mudarat bagi orang lain dan masyarakat
umum. Di dalam al-Qur’an dijelaskan ada IEanfaat dari judi dan khamr:

P

R T TP A LR O s PRk ORI P
3 A AES sees Gzt mze A% g oo A ¢ od 2 7 £
vﬁmlw_fﬂ/‘.\f}ujldjo}%bb_fb £33 L»./@.g.a.:u_fj&l

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa

“Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks
Keindonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 298-299.
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manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada
manfaatnya... (Q.S. al-Baqarah: 219).%

Selanjutnya dijelaskan di dalam surat al-Maidah ayat 91 bahwa
kerusakan dan mudarat kedua kejahatan itu lebih besar yaitu memicu
permusuhan dan pertikaian antar manusia dan menghalangi dari ibadah
kepada Allah 4:

2e 2 - T
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Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah
bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat;
maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 91).%

Mudarat lain dari sisi korban dan masyarakat, bahwa tindak
kejahatan ini mengakibatkan kerusakan dan hancurnya sendi-sendi
kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana Islam
merupakan perkara yang wajib dalam rangka penjagaan terhadap
keamanan dan eksistensi masyarakat. Hukum pidana adalah perkara
yang darurat untuk ditegakkan di masyarakat, maka perkara darurat

harus ditegakkan secara proporsional dan seimbang sebagaimana dalam
kaidah:

La ks AB 8 )y )
Artinya: “Darurat diukur sesuai dengan ukuran yang proporsional”.
Maka tidak boleh menetapkan hukuman melebihi hukuman yang
pantas atas tindak kejahatan dan tidak boleh menghukum dengan
hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang pantas atas tindak
kejahatan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan masyarakat.”
Tindak kejahatan itu seperti penyakit yang harus ditangani oleh
dokter yang berkompeten untuk kemudian diberikan penanganan medis

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 34.

*Ibid., him. 123.
*Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugdranan bt al-Qaniin al-

Wadh’r. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 384.
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dan resep obat. Sebagai obat bagi tindak kejahatan, hukum pidana harus
manjur dan mujarab dalam menangani kasus kejahatan. Pengaruh buruk
tindak kejahatan lebih luas dan bahaya dari pada penyakit pada diri
seseorang, karena menyangkut kepentingan individu, masyarakat dan
negara. Bersamaan dengan hal itu, akal manusia terbatas dan tidak
mampu menguak kehidupan manusia dan rahasia-rahasianya. Sehingga
tidak ada jalan lain bagi manusia melainkan menyerahkan kewenangan
sank51 kejahatan antara manusia kepada Allah % dan RasulNya #. Allah
£ berfirman:

s (}LS G5 e 2t 0y O 47 allatadd) e
Artinya: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang
yakin? (QS. al-Maidah: 50).*

Hukum pidana Islam menawarkan konsep hukum pidana yang
seimbang dan relevan untuk mengatasi kejahatan yang berpijak di atas
prinsip menarik maslahat dan menolak mudarat.

Asas dari syariat Islam berpijak di atas kaidah menolak
kerusakan dan menarik kemaslahatan, jika anda mendengar Allah %
berfirman, (Wahai orang-orang yang beriman ...), maka perhatikanlah
wasiatNya setelah ditunaikan, maka anda tidak akan mendapatinya
kecuali anda didorong ke dalam kebaikan dan dicegah dari kejelekan.
Sedangkan maslahat itu ada tiga macam: maslahat mubah, mandiib dan
wajib, dan kerusakan itu ada dua macam yaitu, kerusakan yang makruh
dan yang haram.”®

Salah satu contoh hukuman hudiid adalah hukuman cambuk.
Hukuman cambuk ini bisa dijadikan alternatif pidana dalam
pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dari segi stigmatisasi yang
ditimbulkan, hukuman cambuk akan menimbulkan rasa malu bagi
terpidana, karena dilihat banyak orang. Di mata masyarakat yang
menyaksikannya akan menjadikan mereka pelajaran agar menjahui
tindak kejahatan itu, sehingga hukuman cambuk akan memberikan

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 116.

*Izzuddin Abd as-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 him 9, 11.
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kekuatan pencegahan yang besar bagi terjadinya suatu tindak
kejahatan.”

Transformasi Pemikiran Tentang Tentang Konsep Sanksi

Hukum pidana Islam dipandang oleh sebagian orang terutama
kalangan orentalis barat sebagai hukum yang of out date dan dehumanis
melanggar hak asasi manusia. Akhir-akhir ini muncul keinginan kaum
muslimin ~ untuk  kembali  menggali  hukum  Islam  dan
mengaplikasikannya, kelompok kontra akan menolaknya dan
menyerukan bahwa hukum Islam adalah hukum yang kejam, primitif,
kuno dan ketinggalan jaman. Pemikiran kontra tersebut berpangkal dari
lemahnya memahami syariat Islam secara universal dan komprehensif,
sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang negatif tentang hukum
Islam.

Kelompok pendukung formalisasi hukum Islam meyakini bahwa
hukum Islam itu universal dan nilai dasarnya mempunyai keabadian
sedang nilai intrinsiknya interpreteble. Sementara kelompok kontra
menganggap hukuman dalam pidana Islam itu konsepsi primitif, kuno
yang berorentasi pada hukuman yang kejam, sadis dan balas dendam
yang terwujud dalam hukuman rajam, potong tangan, salib dan gisas.*

Pembahasan ini mencoba untuk menjawab paradigma negatif
terhadap hukum pidana Islam yang mendeskripsikan hukum pidana
Islam secara komprehensif, bukan hanya dalam tataran normatif, akan
tetapi juga dalam tinjauan kontekstual. Hukum pidana Islam yang
dipahami secara komprehensif dan obyektif akan menunjukkan
keistimewaan hukum pidana Islam, keadilan dan relevansinya sebagai
hukum hidup di sepanjang jaman.

Dahulu Rasulullah # mengajarkan asas keadilan kepada umat
dan memberikan secara konkrit sebagaimana di dalam hadis dari 'Aisyah
R.A berkata:

*Dwiyana Ahmad Hartanto, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum

Pidana di Indonesia, A/-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2, 2016,

Sura

karta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, hlm 186.
**Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang

Akademik UIN, 2008), hlm. 323
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Orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang
menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhziim1) yang
mencuri pada zaman Nabi tatkala menaklukan Mekkah, lalu mereka
berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah
?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau
kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita itu
dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah
wanita itu, maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu Beliau bersabda:
"Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan
Allah?". Maka Usamah bin Zaid berkata: Mintakanlah ampunan untukku
wahai Rasulullah. Kemudian pada sore harinya Beliau berdiri
menyampaikan khutbah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas
untuk Allah, lalu bersabda amma ba’du: "Orang-orang sebelum kalian
menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat
(pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka
membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (rakyat
biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman hudiid atasnya.
Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku
potong tangannya". Kemudian beliau memerintahkan agar tangan wanita
yang mencuri itu dipotong. Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata, ‘Urwah
berkata, Aisyah berkata: Maka wanita yang dijatuhi hukuman Audiid itu
bagus taubatnya setelah itu dan menikah. Wanita itu datang kepada kami
setelah itu, maka aku menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah.?!

Prinsip keadilan di dalam hukum pidana Islam yang dijalankan
oleh Rasulullah # adalah sebagai percontohan secara fakta hukum hidup
yang berasal dari Allah %. Rasulullah #£ sebagai pengemban amanah
dari Allah 4 dalam menyampaikan risalah Islam, sehingga hukum
pidana Islam bukan berasal dari Rasulullah £, akan tetapi itu merupakan
hukum Allah % yang diturunkan untuk pedoman hidup masyarakat yang
adil dan makmur.

Hukum pidana Islam apabila diuji secara realita dan logika akan
menunjukkan keistimewaannya dan hikmahnya yang tinggi. Hukum
pidana Islam jika ditinjau dari teori Carrol tentang faktor-faktor yang

*'Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 him. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 114.
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dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melakukan tindak kejahatan,
sebagai berikut:

SU=(P(S)XG)-(P(F)XL)

Keterangan:

SU = Subjectivity Utilitiy, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan,
apakah ia akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang ia
rencanakan. Secara garis besar keputusan yang ia buat hanya ada dua
keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak.

P (S) = Probability of success, yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh
mana perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

G = Gain, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan
diperoleh jika kejahatan yang direncanakan itu berhasil atau sukses.
Keuntungan ini bersifat meteri, seperti harta benda dan barang-barang
berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti
kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.

P (F) = Probability of failure, yaitu pertimbangan si pelaku tindak
kejahatan tentang besar kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui
orang lain atau tertangkap ketika melaksanakan tindak kejahatan yang
direncanakan.

L = Loss, yaitu besar kecilnya kerugian apabila si pelaku kejahatan
tertangkap dalam aksi kejahatannya. Kerugian bisa berupa lamanya
hukuman yang dijalani, kehilangan nyawa akibat hukuman mati,
hukuman fisik, kerugian psikologi karena berpisah dengan keluarga
(istri, anak yang dicintai) dan kehilangan kemerdekaan.*

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya tindak kejahatan.
Faktor P(S) dan P(F) sangat tergantung dengan petugas keamanan dan
penegak hukum, yaitu komitmen dan keprofesionalan mereka dalam
menjalankan tugasnya. Petugas keamanan yang profesional dan
didukung dengan teknologi canggih akan dapat memperkecil prosentasi
faktor P(S). Pro aktif masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan juga
sangat mempengaruhi sedikit dan banyaknya tindak kejahatan.

**Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang

Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.
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Faktor L sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, berat dan
kecilnya hukuman. Semakin berat hukumannya, maka semakin kecil
keberanian orang untuk melakukan tindak kejahatan.

Ancaman hukuman pidana Islam yang tegas dan berat atas
tindak kejahatan yang berat pula yang dibarengi dengan penegakkan
hukum yang adil dan obyektif akan memperkecil SU (Subjectivity
Utilitiy) sehingga mampu menekan angka kriminalitas masyarakat yang
ditegakkan hukum pidana Islam. Hal yang menjadi catatan penting
tentang keberhasilan sistem hukum pidana adalah dari sisi efektifitas dan
penekanan  tindak  kejahatannya,  sedangkan  hal-hal  yang
dipermasalahkan sebagian orang tentang hukum pidana Islam yang keras
dan kejam, semua itu tinjauan yang tumpul hanya berfokus pada efek
samping saja, karena hukuman itu bukan hanya terfokus pada
kepentingan pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga harus
memperhatikan kepentingan korban, keluarga korban dan juga yang
lebih penting adalah keberhasilan dalam menekan angka kriminalitas
untuk tercapainya kemaslahatan umum, ketertiban dan keamanan
masyarakat.

Apabila terjadi pertentangan antara maslahat umum dengan
maslahat pribadi, maka syariat Islam mendahulukan maslahat umum dari
pada maslahat pribadi.

Al-‘1zz Abd as-Salam mengatakan:

Kita mendahulukan perkara yang paling maslahat dari pada
maslahat lainnya dalam hak setiap wewenang yang kita miliki secara
umum atau khusus.**

Kaidah di atas sesuai dengan perkataan Nabi # yang akan

menghukum putri beliau Fatimah jika mencuri, ° dalam rangka
mendahulukan maslahat umum atas maslahat pribadi/individu.

»Khalifah Babakr al-Hasan, Falsafah Magqasid at-Tasyri’ fi al-Figh al-Islami,
(Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 26.

*Izzuddin Abd as-Salam, Qawd’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), hlm. 45.

*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 4 him. 213. Muslim, Sahith Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 114.
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Rasulullah # juga melarang penjual yang menghadang penjual dari
kampung sebelum masuk pasar

f,o\:- & d\j GLU‘U'Q %stj\u.@ Jb c:::c A.U\ &p) 5;:;.; Ls,\u&
U

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Nabi # melarang dari
menghadang penjual dari kampung dan penjual kota menjual kepada
orang kampung (gunung).*

Tujuan pelarangan ini adalah dalam rangka mendahulukan
maslahat umum dari pada maslahat pribadi, yaitu mendahulukan
maslahat konsumen pasar dari pada maslahat pribadi orang yang
menghadang penjual dari kampung.

Demikian pula sesuai dengan asas kepentingan umum yang
termasuk di dalam UU No. 28 tahun 1999, vyaitu asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif
dan kolektif.*’

Hukuman di dalam pidana Islam terbagi menjadi hukuman yang
berat dan ringan. Hukuman berat dan ringan ditinjau dari pertimbangan
mudarat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
Hukuman berat di dalam hukum pidana Islam sudah ditetapkan
hukuman atas masing-masing kejahatan yang disebut dengan hukuman
hudud dan gisas, sedangkan hukuman ringan dan sedang termasuk ke
dalam hukuman ta’zir. Adapun diat berat dan ringannya disesuaikan
dengan mudarat yang ada pada korban kejahatan.

Hukuman yang berat yang mendapatkan ancaman hukum hudud
ada tujuh jenis: pemberontakan, murtad, zina, qazf, minum khamr,
pencurian dan perampok.’® Adapun sanksi masing-masing tindak pidana
tersebut di atas dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

**Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,

1987), juz 3 hlm. 95..

37 . q q .
Damang Averroes al-Khawarizmi, “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”,

dikutip dari www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html
pada hari Kamis 5 Desember 2019 jam 09.34 WIB.

*®Abu al-Qasim al-Rafi’i, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, him. 69.
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Delik perzinaan diancam oleh Allah % dengan hukuman rajam bagi
pezina muhsan dan dera 100 kali ditambah pengasingan selama
setahun bagi pezina gairu muhsan. Hukuman ini sangat pantas untuk
dipertimbangkan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif di
Indonesia yang menggantikan hukuman penjara, karena tujuan
hukuman ini adalah sebagai hifz ad-din (penjagaan terhadap agama,
akhlak) dan 4ifz an-nasl (penjagaan terhadap keturunan) dan nasab.
Syariat Islam menganggap perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah
(sangat keji) yang merusak norma-norma kehidupan masyarakat dan
merusak akhlak manusia, akhlak manusia harus dilestarikan yang
membedakan antara manusia dengan binatang. Oleh karena syariat
Islam menutup pintu-pintu perzinaan serapat mungkin dan
menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap pelakunya, dalam
rangka sebagai peringatan yang keras agar perbuatan keji ini dijauhi
sejauh-jauhnya. Sesuai dengan teori Carrol di atas bahwa penjatuhan
hukuman berat bagi pelaku perzinaan sebagai penekan terjadinya
tindak kejahatan dengan memperbesar faktor L = Loss.

Perihal penerapan sanksi diperdebatkan di kalangan internal
kaum muslimin sendiri. Sebenarnya umat Islam tidak perlu
memperdebatkannya. Ini adalah hukum Allah 4 yang yang wajib
ditaati dan sejauh mana kita sebagai hamba Allah % meyakininya
dan berani menegakkannya. Umat Islam seharusnya tidak merasa
dibebani dengan implementasi hukum pidana ini karena tidak ada
yang dirugikan, justru penegakkan hukum pidana Islam ini sebagai
benteng penjagaan pribadi muslim dan masyarakat muslim dari
perbuatan yang sangat keji dan asusila. Sebagai umat muslim yang
taat dengan syariat Allah % akan bergembira dan bersyukur dengan
penegakkan hukum pidana Islam ini, dan tidak sepatutnya
menolaknya dengan alasan apapun.

Delik gazf (menuduh zina). Kejahatan gazf* ini sangat mengganggu
stabilitas dan keamanan masyarakat. Terbukti asbab an-nuzil dari
kasus gazf ini di awal-awal ayat di dalam surat an-Nir, ketika itu
suasana yang memanas sampai hampir terjadi peperangan antara
suku Auz dan Khazraj di kota Madinah. Dengan turunnya ayat-ayat
di awal surat an-Nir ini, maka dijatuhkan hukum dera 80 kali dan
tidak diterima persaksian orang-orang yang menuduh Aisyah R.A.
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berzina. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan nama baik
orang yang dituduh dan sebagai hukuman atas kebohongan pelaku
qazf dan pencemaran nama baik. Di samping itu untuk memulihkan
dan meredam isu perzinaan di masyarakat yang apabila dibiarkan
akan menyebabkan perzinaan merajalela di masyarakat dan sudah
menjadi hal yang biasa.

Delik pencurian, yaitu mengambil uang/barang orang lain dengan
cara sembunyi-sembunyi dengan syarat-syarat dan rukun-rukun
tertentu. Di dalam al-Qur’an menetapkan hukuman potong tangan
atas pelaku pencurian. Hukuman potong tangan berdasarkan atas
hikmah Allah % yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana yang pasti
membawa maslahat yang besar dalam rangka untuk hifz al-mal
(menjaga harta). Akan tetapi anehnya sebagian orang menganggap
hukum Allah % ini kejam dan barbarian. Bukankah tujuan hukuman
adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan?
Pembahasan tentang penegakkan hukum, hendaknya lebih
memikirkan kepentingan korban kejahatan yang kehilangan harta
bendanya oleh tangan-tangan jahil pencuri. Hukuman berat atas
pencuri untuk menekan tindak kejahatan dengan memperbesar faktor
L = Loss.

Jika Islam telah mencakup tujuan tersebut kenapa harus
dipalingkan dengan tuduhan kejam dan dehumanis. Lalu perhatian
kita terhadap orang yang menjadi korban pencurian tidak pernah
ada. Orang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, setelah
terkumpul diambil dengan cara keji. Sementara hukum kita hanya
terbatas pada hukum penjara yang tidak pernah membuat jera pada
pelaku. Anehnya hukum di negeri kita lebih disenangi oleh para
penjahat dibanding hukum yang diinginkan oleh masyarakat.
Mereka lebih senang diproses hukum dari pada diadili masa. Hukum
lemah, merosot dan tidak berwibawa. Kondisi yang sangat
memprihatinkan akhirnya memaksa hukum masyarakat lebih keras
dan sadis dari ketentuan al-Qur’an. Pencuri dibakar hidup-hidup dan
dibunuh ramai-ramai. Kenapa dilakukan, jawabnya mereka benci
dengan kejahatan dan tidak percaya kepada hukum. Oleh karenanya
pesan moral dari Zat yang Maha Tinggi marilah kita wujudkan demi
kemaslahatan, pencuri adalah bagian penyakit masyarakat, kenapa




321

kita tidak mau mengobati penyakit dengan obat yang paling
mujarab?*’

4. Delik hirabah, termasuk dalam tindak pidana ini adalah
perampokan, perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum,
pemerasan, terorisme dan pemerkosaan. Tindak pidana hirabah ini
menimbulkan kerusakan yang besar di masyarakat, sehingga harus
dipertimbangkan hukuman yang berat pula. Hukum pidana Islam
menetapkan hukuman hirabah sebagaimana di dalam surat al-

Maidah ayat 33:
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Artinya: Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari
negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).%°
Sanksi berat bagi pelaku hirabah ini dalam rangka untuk Aifz
an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz an-nasl
(menjaga keturunan). Hukuman berat dijatuhkan atas perampok
untuk menekan tindak kejahatan dengan memperbesar faktor L
(Loss).

5. Delik pemberontakan yaitu kelompok gerakan sparatis di suatu
wilayah suatu negara untuk menggulingkan pemerintahan sah atau
memisahkan diri dari kekuasaan suatu negara. Pemberontakan
merupakan kejahatan politik yang berakibat kerusuhan, peperangan,

*Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang
Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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pertumpahan darah dan menghancurkan stabilitas negara. Hukum
pidana Islam menjatuhkan sanksi berat atas kejahatan yang berat ini
dengan diperangi kelompok sparatis ini dalam rangka untuk Aifz al-
mal (menjaga harta), hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz ad-din
(menjaga agama).

Pemberontakan yang didasarkan atas kesalahan dalam
pemahaman syariat Islam, sehingga memunculkan pemikiran takfir
(pengkafiran) terhadap pemerintah yang dianggap zalim telah ada
sejak jaman Khalifah Usman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Talib.
Puncaknya terjadi pada jaman Khalifah Ali bin Abi Talib, beliau
memerangi kelompok khawarij di Nahrawan.

Hukuman berat dijatuhkan atas para pemberontak untuk
memperkecil SU (Subjectivity Utilitiy).

Delik minum-minuman keras (khamr), termasuk di dalamnya adalah
kejahatan narkoba. Hukum pidana Islam memberikan saksi 40 kali
cambukan bagi pelaku minum kAzamr. Sanksi ini dalam rangka untuk
hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-
‘aql (menjaga akal), hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz an-nasl
(menjaga keturunan). Khamr dapat merusak akal, menurunkan
keimanan, merusak badan, merusak keturunan terutama bagi wanita
hamil dan menyia-nyiakan harta ke jalan yang buruk. Pemerintah
harus menindak tegas atas pelanggaran ini dengan menjatuhkan
sanksi minimal 40 kali cambukan dan menutup toko-toko penjual
miras serta menghukum penjualnya.

Tindak pidana riddah (murtad). Murtad di dalam Islam dianggap
kejahatan berat karena telah merobohkan bangunan pokok yang
dijaga oleh Islam yang disebut aqidah. Sanksi hukuman mati bagi
pelaku murtad di dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk hifz al-
din (menjaga agama). Agama Islam tidak memaksa manusia untuk
masuk Islam, hal ini terbukti tatkala Rasulullah # hijrah di kota
Madinah tidak memaksakan Islam terhadap orang-orang Yahudi,
bahkan Beliau # mengikat perjanjian dengan mereka yang terwujud
dalam Piagam Madinah. Akan tetapi agama Islam memberikan
proteksi ketat dan ancaman keras bagi orang yang sudah diberi
hidayah Islam kemudian murtad. Hukuman berat dijatuhkan atas
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pelaku murtad untuk memperbesar faktor L (Loss) sehingga faktor
SU (Subjectivity Utilitiy) menjadi kecil.

8. Delik gisas dan diat. Dalam hal delik ini, hukum pidana positif
kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan. Konsep
pidana positif dalam implementasinya cenderung bersifat fakultatif,
artinya keputusan hukum atas kedua delik ini di bawah wewenang
penuh majlis hakim dan bukan pertimbangan dari sisi korban atau
keluarga korban.

Pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan
kehilangan anggota badan adalah kejahatan berat yang menyangkut
jiwa dan badan. Hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman gisas
dan diat sebagai alternatif dalam rangka untuk 4ifz an-nafs (menjaga
jiwa). Qisas adalah hukuman sesuai dengan kejahatannya terhadap
badan, jika korban dibunuh maka gisasnya adalah hukuman bunuh
pula.

Apabila korban dilukai atau ada yang hilang dari anggota
badannya, maka hukuman gisa@snya juga semisal itu. Sedangkan diat
adalah ganti rugi dari kejahatan pembunuhan atau penganiayaan
yang menyebabkan rusaknya anggota badan.

Prinsip hukum pidana Islam sangat memperhatikan
kepentingan korban, sehingga menyerahkan keputusan hukum delik
ini kepada korban dan keluarga korban untuk memilih dua alternatif
hukuman; gisds atau diat dan boleh pula memilih opsi pemaafan.

Dalam kasus pembunuhan al-‘amd keluarga korban boleh
meminta gisas atau memaatkan dengan diat atau tanpa diat. Hak
qisas bagi keluarga korban atau diat mugallazah menunjukkan
hukuman berat atas kejahatan ini. Hal ini untuk memperbesar faktor
L (loss) dan memperkecil faktor SU (Subjectivity Utilitiy) sehingga
kejahatan pembunuhan bisa ditekan.

Semua ini merupakan penegakan nilai-nilai keadilan bagi
supremasi hukum di dalam Islam. Secara prinsipil hukum pidana Islam
memperhatikan semua sisi yang berkaitan dengan tindak kejahatan; sisi
pelaku, korban dan keluarga secara menyeluruh dan seimbang. Oleh
karena itu, agar hukum pidana positif lebih efektif dan victim oriented
(perhatian secara proporsional terhadap korban kejahatan), maka konsep
hukum pidana Islam sangat patut dipertimbangkan sebagai bahan
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kebijakan  baru  dalam  pembaharuan pidana penjara  dan
ditransformasikan kepada KUHP baru yang lebih religius.

Konsep KUHP Indonesia sekarang ini mengesankan masih
condong kepada offender oriented (terlalu memperhatikan terpidana
sebagai pelaku kejahatan dan kepentingan-kepentingannya), sementara
perhatian terhadap korban, keluarga korban dan kepentingannya sangat
kurang. Hal di atas berbeda sekali dengan hukum pidana Islam yang
memiliki perhatian secara komprehensif terhadap pelaku, korban,
keluarga korban dan masyarakat luas. Konsep ini tercipta konsep pidana
yang baik dan efektif dengan memperhatikan zawdjir maupun jawabir.*'
Dari paparan di atas, maka kebijakan pembangunan hukum pidana
Indonesia perlu diformat ulang dengan cara menyeimbangkan antara
victim oriented dan offender oriented.

Kelebihan hukum pidana Islam tampak pada stelsel pidana
(posisi dan jenis pidana) yang baku, menjunjung tinggi asas keadilan,
penyeimbangkan antara victim oriented dan offender oriented dan
kejelasan tujuan pemidanaan dan filsafatnya sangat relevan sekali
dikontribusikan dalam penyusunan RUU KUHP mendatang. Adapun
hukuman penjara tetap dijalankan secara proporsional di selain
kejahatan-kejahatan Audiid dan gisas yang kebijakannya disesuaikan
dengan jenis-jenis kejahatannya.

Transformasi Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Hukum
Pidana Islam

Hukum  positif jaman dahulu di  Negara  Barat
pertanggungjawaban pidana tidak mengenal kompromi keadaan
pelakunya, tidak dibedakan antara laki-laki, perempuan, dewasa, anak
kecil, sengaja atau tidak sengaja, dipaksa atau tidak, mengetahui atau
tidak mengetahui hukum, bahkan hukuman ditegakkan terhadap hewan
ataupun benda mati. Keadaan hukum berubah setelah kekuasaan
Perancis yang merombak asas hukum menjadi lebih baik yang
membedakan antara pelaku dewasa dengan anak kecil, sengaja atau
tidak sengaja dan seterusnya*

“"Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang

Akademik UIN, 2008), hlm. 340.

Wad

“Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-
h’1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 281-282.
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Adapun hukum pidana Islam telah menetapkan asas
pertanggungjawaban yang adil semenjak empat belas abad lebih dari
pada hukum positif yang menemukan asas pertanggungjawaban ini pada
abad ke-19 dan ke-20.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam diartikan dengan
pembebanan atas seorang mukallaf atas perbuatan melanggar hukum
pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman pidana
melainkan kepada: manusia hidup dan mukallaf. Di antara prinsip dasar
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah:

1. Hukum pidana Islam memaafkan perbuatan salah anak kecil dan
orang gila, dalilnya adalah firman Allah 4:
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Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka
hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang
lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah 4 menjelaskan ayat-
ayat-Nya dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. an-
Nir: 59).2
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Artinya: Dari Aisyah R.A., sesungguhnya Rasulullah # bersabda:
Pena diangkat atas tiga keadaan: orang yang tidur sampai bangun,

anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai berakal atau
pulih kesadarannya.**

®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 358.

*“Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 198, ini
lafaznya. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.
343. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 him. 32.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, 1986), juz 6 hlm. 156.
Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 1



326

2. Hukum pidana Islam tidak menghukum orang yang melanggar

hukum karena dipaksa dan bukan karena kesengajaan. Dalilnya
firman Allah %:
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Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman
(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka
kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S.
an-Nahl: 106)."
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Artinya: Dari Abu Zar al-Gifari R.A. berkata: Rasulullah
bersabda: Sesungguhnya Allah sungguh telah memaafkan dari
umatku hal-hal yang tidak disengaja, lupa dan karena dipaksakan.*¢
Hukum pidana Islam juga tidak menghukum orang yang tidak tahu
hukum atau hukuman belum ditetapkan.
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Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang
telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali (kejadian pada masa) yang

hlm. 154. Muhammad bin Hibban, Sahih ibn Hibban, (Madinah, Muassasah ar-Risalah, tt.)
jus 1 hlm. 355.

®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 279.

“Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 199,

Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 2 hlm. 198. Muhammad bin Hibban, Sahih ibn Hibban, (Madinah,
Muassasah ar-Risalah, tt.), juz 16 hlm. 202. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani.
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telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci
AllaE dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. an-Nisa’:
22).

4. Hukum pidana Islam tidak menghukum seseorang melainkan setelah

jelas dan terbukti bahwa ia pelakunya.
Artinya: Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain, dan bahwasanya seorang manusia hanya memperoleh apa
yang telah diusahakannya. (Q.S. an-Najm: 38-39).*%
Konsep pertanggungjawaban di dalam hukum pidana Islam
berpijak atas dua landasan:

1. Sesungguhnya hukum pidana ditetapkan yang bertujuan untuk
menjaga keamanan dan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Hal ini
merupakan perkara yang darurat dan perkara darurat itu dijalankan
secara proporsional. Apabila ada tindak kriminal yang sangat
membahayakan masyarakat, maka pelaku dijatuhkan hukuman yang
berat, sebaliknya kejahatan yang ringan, maka dijatuhkan hukuman
yang ringan pula.

2. Sesungguhnya hukuman tidak dijatuhkan melainkan bagi orang yang
berakal dan sengaja (bukan atas paksaan). Apabila pelaku kejahatan
tidak berakal atau dipaksa, maka tidak ada kewajiban
pertanggunjawabannya. Akan tetapi orang yang tidak berakal
dicegah agar tidak berbuat menyakiti orang lain.*’

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana di
dalam hukum Islam didasarkan pada tiga unsur:

1. Perbuatan itu terlarang atau termasuk tindak pidana,

2. Perbuatan itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran,
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“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 81.

“Ibid., hlm. 527.

¥ Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jindi al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-
Wad'1. (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi), juz 1 hlm. 289.
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3. Pelaku mengetahui hukum dan akibat perbuatan itu.*

Unsur pertama, perbuatan itu terlarang dan termasuk termasuk
tindak pidana yang didasarkan atas al-Qur’an, al-Hadis, ijma’, giyas dan
ijtihad lainnya. Sedangkan unsur kedua adalah perbuatan itu dilakukan
atas kemauan dan kesadaran pelaku, sehingga tidak dihukum pelaku
kejahatan yang gila, dipaksa dan dalam keadaan tidur. Adapun unsur
ketiga, pelaku mengetahui hukum dan akibat perbuatan itu, yakni pelaku
memahami hukum pidana dan sudah dewasa bukan anak kecil.

Hadis ini (+12)! «2,) menunjukkan tidak ada pertanggungjawaban

atas anak kecil, orang gila dan orang yang tidur selama menjadi sifatnya.
Al-Hafiz Ibnu Hajar menghikayatkan dari Ibnu Hibban, bahwa
diangkatnya anak kecil dari mukallaf adalah majaz, karena ditulis
untuknya perbuatan baiknya.

Al-Syaukant menjelaskan, perihal anak kecil sudah jelas. Adapun
orang gila maka perbuatannya tidak disifati dengan baik atau buruk
karena ia tidak punya niat. Perbuatan yang muncul dari orang gila tidak
ada hukumnya secara syar’i demikian pula orang yang tidur.”'

Pelaku yang tidak sengaja melakukan tindak pidana, maka ia
tidak berdosa dan tidak dihukum gisas, akan tetapi jika perbuatan itu
merugikan orang lain, ia wajib untuk menggantinya atau dengan
membayar diat.

Adapun kejahatan yang muncul akibat perbuatan orang gila atau
anak kecil yang belum balig, maka tidak ada hukum pidana atasnya.
Pemerintah atau masyarakat berhak untuk menahannya atau
memenjarakannya dengan tujuan agar tidak menyakiti dan menzalimi
orang lain. Apabila perbuatan itu melanggar hak orang lain, maka
walinya harus menggantinya.

Pada kasus kejahatan orang gila, KUHP Bab III Pasal 44 ayat 1
terlihat selaras dengan hukum Pidana Islam, bunyi ayat (1) “Barang siapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena

**Elfa Mudiana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan

Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 4/-Mawarid, Jurnal Hukum
Islam. Vol. XII, No 1, Pebruari-Agustus 2012, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

*'"Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Autar min Asrari Muntaga al-Akhbar,

(Riyad: Dar Ibnu ‘Affan, 2005), juz 2 hlm 196.
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jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak
dipidana”.

Secara umum konsep pertanggungjawaban di dalam hukum pidana
Islam terdapat kesamaan dengan RUU KUHP 2015. Hanya saja ada
perbedaan tentang pertanggungjawaban pelaku berdasarkan umurnya.
RUU membagi pelaku menjadi tiga:

1. umur <12 tahun,
2. umur 12-18 tahun,
3. umur <18 tahun.

Pada Pasal 40 KUHP menunjukkan batasan pertanggungjawaban
dalam pasal ini adalah enam belas tahun. Demikian pula Pasal 45 yang
berbunyi, “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,
hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa
pidana apa pun”.

Berbeda dengan konsep pertanggungjawaban, hukum pidana Islam
hanya mengenal pembagian pelaku kejahatan menjadi dua: balig dan
belum balig. Pelaku tindak pidana yang telah balig dapat dijatuhi
hukuman yang sudah ditentukan, sedangkan pelaku yang belum balig
tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Balig di dalam hukum Islam sebagai batasan kebaikan maupun
kejelekan yang dilakukan seseorang akan dihisab (dihitung) di hari
kiamat. Balig memiliki beberapa kriteria, bukan hanya berdasarkan
umur. Di antara kriteria balig menurut Islam adalah:

1. umur 15 tahun,

2. keluar mani,

3. tumbuh bulu kemaluan,
4. haid bagi perempuan.’”

Apabila seseorang telah memiliki salah satu dari kriteria balig di
atas, maka ia telah dewasa dan mukallaf sehingga memiliki hak dan
kewajiban manusia dewasa serta bertanggungjawab atas setiap perkataan
dan perbuatannya.

*2Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, al-Muhazzab fi Ilmi Usil al-Figh al-Mugaran,
(Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), hlm. 323.
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Konsep kriteria balig di atas bisa dijadikan acuan bagi RUU
mendatang. Kenapa Islam membedakan antara pelaku kejahatan yang
balig dengan yang belum balig? Hukum pidana Islam menjatuhkan
hukuman bagi pelaku kejahatan yang balig, karena pelaku telah
dianggap sempurna akalnya dan cara berfikirnya sehingga pantas untuk
dimintai pertanggungjawaban. Berbeda halnya dengan anak yang belum
balig yang akalnya belum sempurna. Di dalam fikih Islam ada istilah
tamyiz, yaitu anak yang mendekati balig yang sudah mampu
membedakan antara baik dan buruk yang berumur antara 6-7 tahun.

Pada kondisi anak famyiz, hukum pidana tetap tidak belum bisa
dijatuhkan atasnya, karena akalnya masih belum sempurna sehingga ia
belum termasuk mukallaf dan ini adalah pendapat yang kuat yang
dipegang oleh jumhur.”® Akan tetapi dalam rangka pendidikan dan
latihan anak-anak tamyiz tetap diperintahkan dan didorong untuk
menjalankan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.
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Artinya: Dari ‘Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata:
Rasulullah #£ bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk
menjalankan shalat pada umur tujuh tahun, pukullah apabila mereka
tidak mau menjalankan shalat pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah
tempat tidur antara anak-anak laki-laki dan perempuan.**

Pemaafan termasuk perkara yang dapat menggugurkan hukuman
pidana. Dalam hal pemaafan RUU KUHP tidak menyentuh pemaafan
dari pihak korban atau keluarga korban, akan tetapi opsi pemaafan ada
pada wewenang hakim saja. Berbeda halnya dengan hukum pidana
Islam yang memberikan wewenang mutlak kepada korban atau keluarga
korban terutama dalam pidana berat yaitu gisas.

> Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, al-Muhazzab fi llmi Usil al-Figh al-Mugaran,

(Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), hlm. 329.

185.

*Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 1 hlm.
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Artinya: Dari ‘Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi #
bersabda: Seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir
dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
dihadapkan kepada wali-wali korban, jika mereka berkehendak, maka
boleh membunuhnya (gisds), atau boleh mengambil diat.>

Pada kasus di atas, wali korban memaafkan dengan tidak meminta
hukuman gisas pelaku pembunuhan dan diganti dengan dibayar diat.
Diperbolehkan bagi korban dan keluarga korban untuk mengugurkan
haknya secara keseluruhan atas pelaku yang berbuat jahat kepadanya.

Kewenangan pemaafan dari sisi korban dan keluarga korban ini
mungkin yang perlu dimunculkan pada RUU KUHP mendatang, karena
hal ini merupakan perwujudan keadilan bagi korban (victim oriented).
Di dalam hukum pidana Islam juga ada legalitas wewenang pemaafan
bagi hakim misalnya dalam kasus kejahatan darurat, misalnya pencurian
pada waktu kelaparan atau paceklik, sebagaimana keputusan Khalifah
Umar yang tidak menegakkan potong tangan pada pencuri yang
kelaparan.

Dalam kasus tindak pidana akibat pemaksaan, KUHP
menyebutkan secara global sebagaimana pada Pasal 48: “Barang siapa
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
Seseorang yang diperintah oleh penguasa, maka tidak dipidana sebagaimana
pada Pasal 51 KUHP, sedangkan hukuman dikenakan kepada orang yang
memerintahnya (Pasal 55). Menurut hemat penulis, substansi pada Pasal 51
ini perlu ditinjau ulang, sebab bawahan itu juga memiliki ikhtiyar dan
perintah itu berbeda dengan paksaan, sehingga bertanggungjawab atas

»Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm.
293 dan ini lafaznya. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi,
tt.), juz 4 hlm. 11. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 646.
Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2
hlm. 183. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.
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perbuatannya juga, hal ini dikawatirkan bawahan akan menjadi alat

kekuasaan bagi penguasa.

Adapun dalam hukum pidana Islam kasus pemaksaan kejahatan
dijelaskan secara rinci. Al-Juwaini menyebutkan bahwa masalah
pembunuhan yang dipaksa para ulama berbeda pendapat menjadi tiga:

1. Qisas dijatuhkan atas orang yang memaksa bukan pelakunya yang
dipaksa,

2. Qisas dijatuhkan atas pelaku yang dipaksa bukan orang yang
memaksa, ini giyas yang jelas, dan ini pendapat Zufar,

3. Qisas dijatuhkan atas keduanya; orang yang memaksa dan pelaku
yang dipaksa dan ini pendapat al-Syafi’1.

Al-Juwaini menganggap pendapat pertama jauh dari kebenaran,
karena menyangka perbuatan bisa berpindah kepada orang lain dan
pelaku seperti alat saja, ini tidak benar karena manusia itu punya
pilihan.*

Orang yang dipaksa memiliki dua keadaan:

1. la tidak memiliki ikhtiyar atau pilihan. Maka pada kondisi ini ia
tidak bertanggungjawab atas kejahatan itu, seperti orang yang diikat
kemudian dilemparkan ke seseorang yang mengakibatkan korban
meninggal dunia, maka orang yang diikat itu tidak dihukum gisas.

2. la memiliki ikhtiyar, misalnya ia dipaksa untuk membunuh
seseorang. Jika ia lakukan, maka ia berhak dihukum gisas, karena ia
memiliki ikhtiyar untuk melakukan atau tidak melakukan.”’

Adapun orang yang memaksa juga dijatuhi hukuman sebagaimana
pendapat al-Syafi’1, karena ia menjadi sebab terjadinya tindak kejahatan.

Konsep pemaksaan dalam tindak pidana Islam ini memungkinkan
untuk dijadikan bahan pada penyusunan RUU mendatang. Apalagi
kejahatan sekarang terjadi karena kejahatan yang terorganisasi yang
memiliki pemimpin. Pemimpin kejahatan adalah dalang dari kejahatan
yang sangat pantas untuk dihukum dengan berat meskipun ia tidak turun
tangan sendiri dalam suatu kasus kejahatan.

Dalam kasus membela diri, kehormatan, keluarga dan harta juga
salah satu faktor yang menggugurkan hukuman pidana Islam. Hal itu

%0 Al-Juwaini, al-Burhan fi Usiil al-Figh, (Cairo: Dar al-Ansar, tt.), juz 1 him. 1223.
’Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, al-Muhazzab fi Ilmi Usil al-Figh al-Mugaran,

(Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), hlm. 343.



333

dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan, akan tetapi hanya membela
diri.
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Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi
Rasulullah 4 seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu
jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku? Beliau
menjawab: 'Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!' Laki-laki itu
bertanya lagi, 'Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?' Beliau
menjawab: 'Bunuhlah dia! ' Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana
pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?' Beliau menjawab: 'Maka
kamu syahid'. Dia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika aku yang
berhasil membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Dia yang akan masuk ke
dalam api neraka'."*®

Pembelaan terhadap diri, kehormatan, keluarga dan harta juga
harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana,
agar hasil keputusan itu adil dan tidak menzalimi salah satu pihak
bersengketa.

E. Paradigma Hukuman Penjara
1. Hakikat Penjara

Penjara dalam bahasa Arab disebut as-sijn (') yang

berarti penahanan.
by 51 5 g8 od JUiz B s O o & By i )

*Muslim, Sahth Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 87.
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Artinya: “As-sijn berarti penahanan termasuk dalam bab nasara.
Aku katakan: dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berhak
untuk dipanjangkan penahanannya dari pada lisan”.*

Ibnu Faris mengatakan:
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Artinya : Sijnun: as-sin, al-jim dan an-nin arti asalnya satu yaitu
penahanan. Dikatakan sajantuhu-sajnan. As-Sijn adalah tempat yang
digunakan untuk menahan manusia. Allah 4 berfirman yang
menceritakan kisah Yasuf A.S.: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku,
penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka
kepadaku. (Q.S. Yusuf: 33). As-Sijn itu apabila huruf sin dibaca
fathah berarti masdar (kata asal), sedangkan apabila dibaca kasrah
berarti menunjukkan tempat.®
Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa al-habs bukanlah
penjara namun diartikan lebih luas dengan pelarangan terhadap
gerak-gerik seseseorang secara bebas.
S o Wy gl 9 3 LD L 0 e
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Artinya: “Al-habs as-syar 't bukanlah penjara di tempat yang sempit,
akan tetapi artinya adalah penahanan dan pencegahan seseorang dari
aktifitas bebas dirinya, sama saja apakah di suatu rumah atau
masjid...”*!

* Al-Razi, Mukhtar as-Sahhah, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyiran, tt.), him. 326.
Ahmad Mukhtar, Mu jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu dsarah, (‘Alam al-Kutub, 2008),
juz 2 hlm. 1037.

“Ibnu Faris, Mujam Maqayis al-Lugah, (Beirut: Dar al-Fikr: 1979), juz 3 hlm.
137.

%'Tagiyuddin Ibnu Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, (al-Madinah: Majma’ al-Malik
Fahd, 1995), juz 35 hlm. 398.
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Di dalam al-Qur’an terdapat lafaz as-sijn dan al-habs yang
tidak dibedakan makna keduanya yaitu penahanan. Akan tetapi, al-
habs lebih bersifat umum dari pada as-sijn yang menunjukkan
tempat khusus berupa kurungan yang disediakan untuk para nara
pidana sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah. Allah 4¢ berfirman,

A S TR T e
Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai
daripada memenuhi ajakan mereka. (Q.S. Yisuf: 33).
Allah 4 berfirman,
fl.\ll.j QLA.W.o..s o,l.,a.” ,/:J.A L;.é-jwﬁ-} 4
Artinya: Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.
(Q.S. al-Maidah: 106).%
Terdapat juga di dalam al-Qur’an lafaz yang semakna yaitu

al-imsak, al-isbat dan an-nafyu.
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Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan
keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang
menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam
rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi
jalan lain kepadanya. (Q.S. an-Nisa’: 15).

%Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 239.
“Ibid., him. 125.
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy)
memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan
memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka
memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan
Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya. (Q.S. al-Anfal: 30) 64
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Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau
disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau
diasirslgkan dari tempat kediamannya (di penjara). (Q.S. al-Maidah:
33).

,.c

2. Hukuman Penjara dalam Hukum Positif

Hukuman penjara di dalam hukum positif ditetapkan sebagai
hukuman utama bagi hampir semua pelaku kejahatan yang berat
maupun yang ringan. Tercatat, setidaknya ada 654 tindak pidana
(91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak
pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan dan 17 tindak pidana
(2,3%) dengan sanksi pidana denda.®®

Perbedaan hukuman penjara terdapat pada panjang dan
pendek waktunya. Pelaku kejahatan berat biasanya dihukum dengan
hukuman penjara yang lebih lama dari pada pelaku kejahatan yang
lebih ringan. Hukuman penjara juga tidak membedakan antara

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 180.

“Ibid., him. 113.

%Erasmus A.T Napitupulu, dkk. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan,
Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta:
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), him. 1.
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pelaku kejahatan laki-laki dan perempuan, karena prinsip hukuman
penjara adalah merampas hak kebebasan pelaku kejahatan agar bisa
menahan dan membatasi gerak kejahatannya serta memisahkan
mereka dengan lingkungan masyarakat umum. Sehingga lingkungan
masyarakat bisa terjaga dari kejahatan para penjahat.

KUHP Indonesia menetapkan penjara sebagai hukuman
paling dominan, kecuali ada beberapa kejahatan yang hukumannya
lebih berat, seperti hukuman mati bagi pelaku teroris dan pengedar
narkoba.

Di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri
atas:

a. Pidana Pokok:
1) Pidana mati;
2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;
4) Pidana denda;
5) Pidana tutupan.
6) Pidana tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu;

b) Perampasan barang-barang tertentu;

¢) Pengumuman putusan hakim.

Meskipun pidana mati itu disebutkan sebagai pidana pokok
yang nomor satu, akan tetapi pidana mati itu hanya dijatuhkan pada
kasus-kasus kejahatan yang sangat berat sebagai ultimate atau
capital punishment yang sangat jarang sekali penerapannya, karena
secara umum di KUHP hukuman penjara ditetapkan sebagai
hukuman pokok yang paling dominan.

Perbedaan antara hukuman penjara dengan hukuman
kurungan adalah dari segi lama hukuman, hukuman penjara
umumnya lebih lama dari pada hukuman kurungan. Perbedaan
lainnya bahwa pidana dikenakan kepada orang yang melakukan
tindak kejahatan, sementara pidana kurungan dikenakan kepada
orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai
pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sebagaimana
pada Pasal 30 ayat (2) KUHP. Dari segi tempat hukuman menurut
pasal 28 KUHP, pidana penjara dan kurungan boleh satu tempat,
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asalkan terpisah, dalam arti sel-selnya tidak tercampur. Kesimpulan,
bahwa hukum pidana penjara dan pidana kurungan keduanya sama-
sama sebagai hukuman perampasan kebebasan, tetapi pidana lebih
berat daripada pidana kurungan.

Hukuman Penjara dalam Pidana Islam

Hukum pidana Islam menetapkan legalitas hukuman penjara,

di antara dasar hukum penjara di dalam al-Qur’an adalah sebagai
berikut:

Di dalam surat an-Nisa’ ayat 15:

Ao

(3 2 aselhis of nem

St DT Jage
Artinya: Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji di
antara perempuan-perempuan kamu,  hendaklah terhadap
mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi persaksian,
maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam
rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah
memberi jalan lain kepadanya.®’

Ayat ini menunjukkan bahwa dahulu di masa awal Islam
sebelum turunnya hukum hudid, apabila ada seorang wanita
berzina dan disaksikan empat orang saksi laki-laki yang adil
maka wanita itu dikurung di dalam rumah kemudian ayat ini di-
naskh.®® Ini menunjukkan ada syariat hukuman tahanan rumah.

{.’/,J{}\?/:/ ‘i/ - 27
gl U &> < ged

Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), him. 80.

%Al-Bagawi, Ma’alim at-Tanzil fi Tafsir Al-Quran, (Beirut: Dar at-Tayyibah,

1997), juz 2 him. 181.
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Di dalam surat al Maidah ayat 106‘
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah
seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat,
maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang
adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu
kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu
setelah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi
Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang
sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib
kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian
Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk
orang-orang yang berdosa".®’

Yang dimaksud dengan L.£ ;.. yaitu kalian tahan kedua

saksi itu. Dengan demikian al-habs (penahanan) dalam arti
umum diperbolehkan di dalam syariat Islam. Al-Qurthubi
mengatakan:

3&\ ol J:-‘Y) cee 4.:.1.9 Cor g R e LﬁjJ.pT 3.33!\ o.l.:a)

®Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.
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Artinya: “Ayat ini sebagai dasar hukum adanya al-habs atas
orang yang memiliki hak atas kewajiban itu... dan karena hikmah
inilah disyariatkan penjara”.”’

b. Di dalam surat al-Maidah ayat 33:

Ql léwuo)Yngu}’.ij;é\j}w &Tb)j)tﬁ-";ﬁ,;\ﬁ‘ji; L;:)/l
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Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang
atau diasingkan dari tempat kediamannya (dipenjara).”’

Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa arti an-nafyu
adalah al-habs (penjara). Pendapat ini dikuatkan dengan atsar
dari Makhtl menyebutkan bahwa Umar bin al-Khatab adalah
orang yang pertama kali memenjarakan napi di penjara, ia
berkata, “Kita penjarakan dia sampai diketahui taubatnya”.”

c. Didalam surat at-Taubah ayat 5:

2 28 > s 2 £
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Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai
mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah
ditempat pengintaian.

"Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ Ii Ahkam Al-Qur’an, (Riyadh: Dar
‘Alim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 352.

""Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 113.

Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ If Ahkam Al-Qur’an, (Riyadh: Dar
‘Alim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 153.
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“Al-Hasr maknanya menahan (a/-habs) musuh dan
melarang keluar”.”?

d. Didalam surat Yusuf ayat 33:
) G AT T e
Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku
sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.”
Di dalam ayat ini Allah % mengabulkan doa nabi Yusuf
A.S. yang lebih memilih masuk penjara agar terhindar dari fitnah
wanita. Ini menunjukkan adanya penjara pada masa itu yaitu
syar’u man gablana (syariat umat sebelum kita) dan tidak ada
pengingkaran di dalam syariat Islam atas hukuman penjara itu,
maka menurut pendapat yang kuat menjadi syariat kita.”

e. Didalam surat Muhammad ayat 4:

A58 2,080 Ty e LB i 1 all 2t 13
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Artinya: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di

medan perang) maka pukullah batang leher mereka, selanjutnya

apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka

dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau
menerima tebusan sampai perang berakhir...”

Maksud 3Ugl 1sazé adalah tawanlah mereka atau

penjarakan mereka. Perintah menawan atau memenjarakan
menunjukkan adanya hukuman penjara atau tahanan di dalam
Islam.

PMuhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Mesir: Dar al-Haiah al-Misriyyah
al-‘Amah I1 al-Kitab, 1990), juz 10 him. 149.

"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 239.

"Abd al-Qadir bin Syaibah, Imta’ al-‘Uqil bi Raudah al-Usil, (al-Madinah: Dar
al-Fikr al-Islamiyyah, 2002), hlm. 75.

"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 507.
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Di dalam al-Hadis juga terdapat dalil-dalil yang

menunjukkan syariat hukuman penjara:
1) Didalam riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya:

2)

@@M})W%&\Q\cobuycm\u; V‘§>J
Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya.
Sesungguhnya Nabi # menahan (memenjarakan) seorang laki-
laki karena suatu tuduhan.”’

Hadis ini menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang
tertuduh  melakukan tindakan salah, maka Nabi &
memerintahkan agar laki-laki itu ditahan/dikurung selama
beberapa waktu. Ini menunjukkan adanya sanksi tahanan atau
penjara di masa Nabi # dan Nabi # melakukannya.
Sebagaimana dijelaskan ulama bahwa perbuatan Nabi# adalah
sunnah,”® maka ini menunjukkan adanya pensyariatan penjara.
Hadis riwayat al-Bukhart dan Muslim:

NSRRIy - wj\ car B s U e el Lj:; fa
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Sa'id bin Abu Sa'id bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata,
"Nabi # pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najed,
pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari
bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Usal, mereka
kemudian mengikat laki-laki itu di salah satu tiang masjid.

77 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 him.
350. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm. 28.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbaiat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 4 him. 114. Hadis ini dinilai sahih oleh Syeikh al-Albani.

"Abd al-Qadir bin Syaibah, Imta’ al-‘Uqil bi Raudah al-Usil, (al-Madinah: Dar
al-Fikr al-Islamiyyah, 2002), hlm. 37.
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Rasulullah # lalu keluar menemuinya dan bersabda:
"Lepaskanlah Tsumamah." Tsumamah kemudian masuk ke
kebun kurma dekat masjid untuk mandi. Setelah itu ia kembali
masuk ke masjid dan mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak
ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad
adalah utusan Allah."”

Hadis di atas menunjukkan disyariatkan menahan
tawanan karena Nabi # mengakuinya dan tidak mengingkarinya.

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah
menceritakan kepada kami Ma'mar dari Bahz bin Hakim bin
Mu'awiyah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Nabi #&
pernah menangkap beberapa orang dari kaumku karena suatu
tuduhan lalu menahan mereka. Maka datang seorang dari
kaumku menemui Nabi # ketika beliau tengah berkhutbah, ia
berkata; "Wahai Muhammad, karena alasan apa engkau menahan
tetanggaku?" Nabi # hanya diam. Lantas orang tersebut berujar;
"Sesungguhnya orang-orang beranggapan bahwa engkau
melarang kejahatan (penyimpangan), namun anda sendiri

“Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 125.
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melakukannya." Lantas Nabi # meneruskan pembicaraanya.
Kata ayah atau kakek Mu'awiyah; "Maka aku menyela keduanya
dengan suatu pembicaraan, karena khawatir Nabi # mendengar
perkataan seseorang dari kaumku itu, sehingga beliau
mendo'akan kecelakaan atas kaumku sehingga mereka tidak akan
bahagia selama-lamanya. Nabi # meneruskan ucapannya hingga
orang itu memahaminya. Lantas beliau bersabda: "Sungguh
orang-orang dari mereka telah mengatakannya atau seseorang
dari mereka telah mengucapkannya, demi Allah, apa yang
kulakukan itu tanggung jawabku dan bukan tanggung jawab
mereka, dan sekarang lepaskan tetangganya."™

Hadis di atas menunjukkan disyariatkan penjara atau
penahanan karena Nabi # melakukannya.

Adapun disyariatkan hukuman penjara dengan dasar ijma’,
bahwa penjara sudah dijalankan semenjak jaman Nabi # meskipun
belum berupa bangunan penjara khusus, kemudian diteruskan pada
jaman al-Khulafa’ ar-Rasyidiun. Pada jaman Khalifah Umar R.A.
telah dijalankan hukuman penjara di satu rumah tahanan oleh Nafi’
bin Abd al-Haris selaku kepala daerah kota Mekah ketika itu atas
instruksi Khalifah. Hukuman penjara kemudian tetap dijalankan
sampai sekarang tanpa ada pengingkaran®', maka hal ini terhitung
ijjma’® Di dalam mazhab Malikiyyah disebutkan bahwa hukuman
penjara dijatuhkan atas pezina gairu muhsan.®

4. Hukuman Penjara Secara Historis
Hukuman penjara telah ada sebelum datangnya agama Islam.
Hukuman penjara telah dijalankan pada masa lalu oleh para raja dan
pemimpin suku. Telah disebutkan di dalam al-Qur’an bahwa di

®“Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 5 hlm. 2, Hadis$ ini dinilai hasan oleh Syu’aib al-Arniit. Muhammad
bin Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ald as-Sahihaini ma’a Ta'ligdt al-Zahabi fi at-
Talkhis, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 1 him. 214.

$'Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Autar Syarh Muntaga al-Akhbar,
(Lebanon: Bintu al-Fikar ad-Dauliyyah, 2004), hlm. 1730.

Muhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu ' amalah as-Sujana ft al-Islam,
(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 66.

% Abu al-Barakat Ahmad al-Dardir, asy-Syarh as-Sagir ‘ala Aqrab al-Masalik ila
Mazhab al-Imam Malik, (Cairo: Dar al-Ma’arif; tt.), juz 4 hlm. 458.
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kerajaan Mesir kuno terdapat hukuman penjara. Allah %
mengisahkan doa nabi Yusuf A.S.:

) S e RN T e

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai
daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. (Q.S. Yiasuf: 33).%

Nabi Yusuf A.S. di dalam ayat di atas berdoa agar

dimasukkan ke dalam penjara untuk menghindari fitnah wanita,

kemudian Allah % pun mengabulkannya, sehingga Nabi Yusuf A.S
dipenjara beberapa tahun dan di penjara beliau bersama dengan dua

pemuda.
&
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Artinya: Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua
orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya:
"Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan
yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku
membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung."
berikanlah kepada kami takbirnya; sesungguhnya kami memandang
kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Yusuf: 36).

Hal ini menunjukkan tentang adanya hukuman penjara di
masa itu yaitu sekitar tahun 5000 SM. Hukuman penjara masih
dijalankan di kerajaan mesir di jaman raja Fir’aun ketika Nabi Musa
A.S. dan Nabi Harun A.S. diutus. Tatkala terjadi dialog antara Nabi
Musa A.S. dan Fir’aun. Fir’aun tidak mau menerima kebenaran,
bahkan Fir’aun mengancam akan memenjarakan Nabi Musa A.S.
jika tidak mau menyembahnya.

“Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 239.
“Ibid., him. 239.
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Artinya: Fir'aun berkata: "Sungguh jika engkau menyembah Tuhan
selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara". (Q.S. asy-
Syu’ara’: 29).%

Adapun penjara pada masa Romawi kuno mereka memiliki
penjara-penjara yang digunakan untuk memenjarakan para penjahat
dan juga sebagai tempat para tawanan perang. Penjara pada masa itu
berupa bangunan yang terbuat dari batu di dalam benteng kota.

Pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang Arab
hidup bersama dengan suku mereka masing-masing. Sering
terjadinya permusuhan antar suku yang akan memicu peperangan di
antara mereka. Dari peperangan itu mengakibatkan banyaknya
tawanan terutama dari pihak yang kalah. Akan tetapi kehidupan di
padang pasir pada masa itu tidak didapatkan bangunan permanen
melainkan tenda-tenda yang dijadikan tempat penampungan para
tawanan perang atau penjara itu bisa berupa lubang yang digali di
dalam tanah.®’

Hukuman penjara telah ada di jazirah Arab sebelum Islam.
Sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Tatkala diutusnya Nabi
Muhammad # sebagai pemimpin umat Islam di Madinah pada masa
itu belum dibangun penjara khusus untuk para terdakwa ataupun
pelaku kejahatan, sehingga Rasulullah # menahan para pelaku
kejahatan di rumah-rumah atau terkadang di ikat di tiang masjid atau
di batang pohon. Nabi # diriwayatkan telah melakukan penahanan
terhadap Bani Quraizah, Sumamah bin Asal dan tawanan perang
Badar.® Semua ini menunjukkan bahwa hukuman penjara sudah ada
pada jaman Rasulullah #.

Selanjutnya pidana penjara juga dijalankan pada masa
pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khatab R.A. yaitu ketika dibeli

EXN

*Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.
(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 368.

“Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 183.

®Muhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand ft al-Islam,
(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 282.
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rumah di Makkah untuk dijadikan tempat penjara sehingga pada
masa beliau, pertama kali dalam Islam ada tempat khusus untuk
penjara. Pada masa pemerintahan Ustman bin Affan R.A., beliau
pernah memenjarakan seorang penyair bernama Dabi’ bin al-Haris
al-Banjami, karena telah membunuh seorang anak dengan
tunggangannya.89

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A. penjara adalah
tempat yang sangat dibutuhkan sebagai sangsi para pelaku kejahatan,
apalagi kejahatan pada masa itu sangatlah banyak terutama di daerah
Kufah. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A. membangun tempat
khusus untuk para tahanan yang dinamakan nafi yang terbuat dari
batang pohon, sedangkan penjara yang dibangun dari kayu dan tanah
disebut mukhayyas.”

Penjara tetap digunakan sebagai tempat tahanan bagi
terpidana kasus pelanggaran terhadap hukum negara pada masa-
masa setelah masa al-Khulafa’ ar-Rasyidin, yaitu masa kekuasaan
raja-raja BanT Umayyah dan Bani ‘Abbasiyyah. Penjara bukan hanya
sebagai penjara bagi para penjahat, akan tetapi juga digunakan
sebagai hukuman bagi sebagian ulama yang dianggap tidak sejalan
dengan penguasa ketika itu. Imam Ahmad salah satu dari deretan
ulama yang dipenjara yaitu ketika pada masa kekuasaan Makmun
yang disebabkan beliau menolak pendapat bahwa al-Qur’an adalah
makhluk.”’ Salah satu ulama yang dipenjara juga adalah
Taqqiyuddin Ibnu Taimiyyah al-Harani pada tahun 693 H.’* Hal ini
menunjukkan bahwa penjara tetap berlajut digunakan sebagai tempat
hukuman oleh para penguasa.

Di Era abad 17 sampai pertengahan abad 20 penjara masih
digunakan sebagai tempat hukuman pada masa penjajahan Belanda.
Hukuman penjara dijalankan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari

¥Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 183.

“Muhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand ft al-Islam,
(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 286.

*'Umar Sulaiman al-‘Aqili, al-Mihan, (Riyad: Dar al-‘Ulum, 1984), hlm. 453.

“Ibnu Kasir, al-Bidayah wa an-Nihayah, (Beirut: Dar Thya’ at-Turd$ al-Arabi,
1988), juz 13 hlm. 396.
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1918 di masa penjajahan Belanda. Hukuman pada masa Belanda
umumnya digunakan bagi para pejuang kemerdekaan RI yang
tertangkap. Mereka dianggap sebagai para pemberontak dan
perongrong kekuasaan Belanda atas bangsa Indonesia.

a.

Di antara nama-nama penjara pada masa Belanda adalah:
Penjara Nusa Kambangan yang terletak di wilayah Cilacap.

Penjara ini difungsikan pada tahun 1908 M oleh Belanda.
Sampai saat ini penjara Nusakambangan masih dijadikan tempat
tahanan bagi penjara kelas berat oleh negara Indonesia, seperti
penjara bagi trio bom Bali dan para petinggi teroris. Semula ada
sembilan Lapas di pulau Nusakambangan, akan tetapi sekarang
tersisa empat Lapas yang difungsikan: Lapas Batu, Lapas Besi,
Lapas Kembang Kuning dan Lapas Permisan.

Penjara Kalisosok Surabaya.

Penjara ini dibangun Belanda pada tahun 1808 M diera
Henri Wiliams Deandles. Ada beberapa tokoh pejuang Indonesia
yang merasakan pahit getirnya penjara ini, seperti: H.O.S.
Cokroaminoto, W.R. Soepratman dan Ir. Soekarno. Saat ini
penjara ini dinamakan penjara Kembang Jepun.

Penjara bawah tanah Benteng Rotterdam Makassar.

Penjara ini dulu adalah merupakan benteng pertahanan
kerajaan Gowa yang didirikan pada tahun 1545 M oleh raja
Gowa yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Di dalam
benteng tersebut terdapat sebuah penjara bawah tanah. Salah
satu tokoh pejuang kemerdekaan RI yang merasakan pahitnya
penjara ini adalah Pangeran Diponegoro.

Gedung Lawang Sewu Semarang.

Gedung ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1904
hingga 1907 sebagai Kantor Pusat Perusahaan Kereta Api
Swasta. Hingga pada masa kolonial Jepang gedung ini
dialihfungsikan menjadi penjara bawah tanah. Di dalam penjara
ini para pemberontak atau pejuang kemerdekaan Indonesia
disiksa dan dieksekusi.

Benteng Maelborough Bengkulu.

Benteng ini merupakan peninggalan kolonial Inggris di

bawah kepemimpinan Gubernur Josep Callet pada tahun 1713
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sampai dengan 1719. Benteng ini memiliki ruangan bawah tanah
yang biasa digunakan Belanda untuk menahan para pejuang
kemerdekaan RI.

f. Lapas Sukamiskin Bandung.

Penjara ini dibangun pada tahun 1918 M dan difungsikan
pada tahun 1924 M. Penjara ini memiliki 522 ruangan yang
sebagian berada dibawah tahan. Di antara tokoh perjuangan
kemerdekaan yang pernah merasakan hukuman di penjara ini
adalah Ir. Soekarno. Penjara ini tidak difungsikan lagi pada
tahun 1945 hingga tahun 2010 pemerintah kota Bandung
menetapkan tempat ini sebagai tempat wisata bersejarah.”

5. Prospek Hukuman Penjara di Indonesia

Keberadaan hukuman penjara tidak bisa dibantahkan, karena
secara fakta sejak jaman kolonial Belanda sampai sekarang penjara
tetap eksis sebagai sanksi atas kasus kejahatan di Indonesia. Apabila
dicermati pada kasus kejahatan pembunuhan, pemerkosaan,
pencurian, korupsi, perampokan, semua sanksi yang ditetapkan
KUHP adalah penjara.

Hukuman penjara memiliki mashlahat-mashlahat yang tidak
tersembunyi, meskipun manfaatnya tidak ada melainkan hanya
menahan para penjahat yang senantiasa berusaha untuk menimpakan
bahaya bagi kaum muslimin yang melakukan kejahatan selain
kejahatan yang bisa ditegakkan hukuman hudud dan gisas, sehingga
rakyat dan negara bisa beristirahat dan aman dari kejahatan mereka.
Apabila para penjahat dibiarkan bercampur dengan kehidupan
masyarakat, maka akan mendatangkan bahaya terhadap masyarakat.
Apabila para penjahat itu dibunuh, maka itu pembunuhan tanpa hak.
Sehingga tidak akan ada percampuran penjahat dengan masyarakat
dengan adanya penjara, dengan sebab itu diharapkan para penjara
bertaubat atau diputuskan hukuman yang setimpal atas mereka.
Allah % memerintahkan untuk menegakkan amar ma’rif nahi
munkar dan menegakkannya atas penjahat ini. Dan tidak mungkin

“Koran Sindo, Daftar Penjara Peninggalan Penjajah di Indonesia, dikutip dari

https://nasional.sindonews.com/read/1272168/13/daftar-penjara-peninggalan-penjajah-di-
indonesia-1515481599 pada hari Senin 2 Desember 2019 jam. 09.07 WIB.
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bisa ditegakkan melainkan dengan adanya penjara sebagaimana telah
diketahui kondisi hukuman kebanyakan penjahat jenis ini.”*
a. Manfaat Hukuman Penjara

Penulis tidak mengingkari tentang legalitas pidana penjara

di dalam hukum pidana Islam maupun di dalam hukum positif.

Penulis hanya mengkritik atas kebijakan hukuman penjara yang

dijadikan hukuman pokok yang dominan bagi kebanyakan jenis

kejahatan. Pidana penjara memiliki manfaat dan maslahat jika
dijalankan sesuai dengan kasus-kasus kejahatan tertentu secara
proposional.

Di antara manfaat dan faedah hukuman penjara adalah
sebagai berikut:

1) Menahan pelaku kejahatan yang tidak sampai derajat
hukuman hudiid. Penahanan pelaku kejahatan ini bertujuan
agar masyarakat terbebas dari kejahatan para penjahat.
Apabila para penjahat dibiarkan bebas di masyarakat, akan
dikawatirkan merusak ketentraman di masyarakat.

2) Menahan terdakwa pelaku kriminal agar mudah dilakukan
penyidikan oleh kepolisian sebelum diputuskan hukuman
bagi terdakwa ataupun kebebasannya oleh hakim.

3) Pengamanan terhadap pelaku kejahatan agar tidak menjadi
sasaran kemarahan dan emosi massa.

4) Perbaikan dan rehabilitasi narapidana. Penjara bisa dijadikan
tempat perbaikan dan rehabilitasi bagi narapidana, apabila
penjara dikelola dengan sistem yang baik. Para narapidana
diajarkan membaca, menulis, mengaji sehingga sebagian
nara pidana menjadi bisa membaca dan menulis.”

b. Kritik Atas Hukuman Penjara
Tidak dipungkiri bahwa hukuman penjara memiliki
manfaat yang banyak, akan tetapi manfaat-manfaat ini
didapatkan apabila kebijakan hukuman penjara ditetapkan secara
proposional yang disesuaikan dengan jenis kejahatannya.

*Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Autar Syarh Muntaga al-Akhbar,
(Lebanon: Bintu al-Fikar ad-Dauliyyah, 2004), hlm. 1730.

“Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 135.
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Sebagaimana pendapat Imam al-Syaukani, bahwa hukuman
penjara digunakan sebagai saksi atas jenis kejahatan selain
kejahatan hudiid dan gisas.

Apabila hukuman penjara dijadikan hukuman utama dan
sebagai sanksi atas hampir semua pelaku kejahatan, baik itu
kejahatan berat maupun kejahatan ringan; penjara ditetapkan
sebagai hukuman utama bagi pembunuh, pezina, pencuri,
pemberontak, pemabuk, korupsi, pencemaran nama baik,
sehingga semua pelaku kejahatan dikumpulkan di satu tempat
yaitu penjara tanpa melihat bobot kejahatannya, maka kondisi
semacam ini akan membawa akibat yang negatif.”® Kejahatan
tidak bisa diminimalisasi apabila salah dalam penegakan
hukumannya, sebagaimana penyakit yang tidak bisa sembuh
apabila tidak diberikan obat yang cocok dan sesuai takarannya.

Di dalam KUHP hampir semua tindak pidana dijatuhi
hukuman penjara. Penjara yang menjadi hukuman pokok KUHP
yang merupakan hukuman yang merenggut kebebasan yang
ditegakkan atas pelaku kejahatan dirasa masih kurang adil dan
belum cukup mengobati rasa sakit/kehilangan yang dirasakan
oleh korban maupun pihak keluarga korban.”’

Hukuman penjara dijalankan bertujuan untuk melindungi
hak asasi individu dan masyarakat dari perbuatan kejahatan atau
perbuatan tercela. Hukuman penjara akan menahan dan
membatasi pelaku tindak kejahatan agar tidak berlaku sewenang-
wenang di masyarakat. Hukuman penjara seperti ini juga disebut
sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Terpidana yang
telah mendapatkan sanksi, maka perkara pelanggaran pidana
dianggap selesai. Ketika hukum pidana ditempatkan sebagai
hukuman sanksi atas pelaku kejahatan yang menjadi parameter
keadilan dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang ada, maka
penyelesaian masalah kejahatan ini menjadi tidak realistis.

% Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 141.

’Safaruddi Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia
Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal UBELAJ, Vol. 4 1 April
2019, Bengkulu: Universitas Bengkulu, him. 54.
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Apalagi penjara adalah hukuman pokok yang diandalkan dalam
pemindanaan kejahatan.

Hukuman penjara dengan model seperti ini kurang
perhatian terhadap victim oriented, korban kejahatan dan
keluarganya merasakan penderitaan yang berupa gangguan atau
kerusakan fisik, harta, kehormatan dan perampasan hak asasi
manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara
berseberangan dengan magasid asy-syari’ah (tujuan syariat)
yang berupa penjagaan agama, jiwa, harta dan kehormatan
manusia. Demikian pula apabila ditinjau mashlahat dan
mudaratnya, penjara seperti ini lebih banyak mudaratnya bagi
korban dan pelaku kejahatan dari pada mendapatkan mashlahat.

Dari sisi pelaku kejahatanpun di sebagian kasus
kejahatan, penjara dirasakan menjadi hukuman yang berat,
karena hukuman penjara merupakan hukuman perampasan hak
kebebasan hidup manusia. Narapidana yang dihukum cambuk
dalam waktu sebentar, lebih mengena dan terasa sakit yang
menjerakan dari pada dihukum penjara selama satu tahun yang
tidak dirasakan sakit, akan tetapi terampas hak kebebasan
hidupnya selama setahun.

Hukuman penjara sebagai perwujudan kasih sayang
terhadap pelaku kejahatan, sebenarnya bukanlah kasih sayang
terhadap korban yang terbunuh yang keluarganya kehilangan
dirinya dan tidak mewujudkan kasih sayang dengan sesama
manusia, karena kehidupan di masyarakat menjadi tidak aman
atas ancaman kejahatan para penjahat. Masyarakat tidak
merasakan kesenangan melainkan pada waktu mereka di penjara
pada batas waktu tertentu. Orang-orang yang lebih memilih
undang-undang yang berasal bumi (buatan manusia) dari pada
undang-undang dari langit (buatan Allah %) tidak pernah
memikirkan akibat buruk dari pilihan mereka.’®

Disebutkan dalam Naskah Akademik RUU KUHP 2015,
bahwa penjara akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak
pidana dan pada akhirnya menimbulkan bagi nara pidana yang

“Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-
Ahkam, (Riyad: Dar al-Aiman, 2005), juz 2 hlm. 315.
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terlalu lama di dalam penjara yang berupa ketidakmampuan
untuk melanjutkan kehidupannya di masyarakat secara
produktif.”’

Pemidanaan merupakan sistem sanksi atas pelaku
kejahatan yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Sanksi
pemindanaan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti
melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara, masyarakat
dan individu agar pelaku kejahatan takut mengulangi lagi
perbuatan jahatnya dan juga orang lain juga takut untuk
melakukan kejahatan serupa. Akan tetapi, pada kenyataannya
pelaku-pelaku kejahatan bertambah banyak dan munculnya
kejahatan-kejahatan yang lebih besar dan canggih. Hal ini
merupakan efek negatif dari kebijakan hukuman penjara di
hampir semua tindak kejahatan yang menjadikan Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) sebagai sekolah yang buruk bagi para
penjahat dan bertambah jaringan kejahatan antar penjahat yang
bisa melahirkan penjahat-penjahat yang profesional dan
terorganisasi ini akan menambah ancaman yang besar terhadap
keamanan masyarakat.

Selain kebijakan penjara kurang efektif dalam meredam
tindak kejahatan, Lapas ini juga menimbulkan efek tidak ada
rasa malu bagi residivis. Residivis setelah selesai dalam
menjalani hukuman penjara akan dicap sebagai orang yang jahat,
sehingga residivis tidak merasa malu dan akan semakin berani
dalam melakukan tindak kejahatan serupa atau yang lebih berat
lagi.

Di sisi lain, identitas diri seorang residivis akan terampas
setelah terampasnya kemerdekaannya di penjara. Efek negatif ini
akan menyebabkan residivis menatap masa depannya dengan
suram. Kartu hidupnya sudah tercabut yang menyisakan bekas
noda-noda hitam kehidupannya yang tidak bisa menjadi putih
lagi. Di samping itu kehidupannya selalu menjadi pengawasan
pihak-pihak yang berwajib dan menjadi pengawasan masyarakat

“Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draf Naskah Akademik Rancangan
Undang-undang Tentang KUHP, (Jakarta: Kemenhumham, 2015), hlm 46.
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umum yang semua ini akan menjadi ganjalan perbaikan
kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga sulit untuk
kembali menjadi orang yang baik dan normal di kehidupan
masyarakat.

Pidana penjara dinilai telah menunjukkan efek
kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para
napi. Dampak buruk penjara bagi penghuni penjara di antaranya:
prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.'*

Prisonisasi adalah dampak buruk pada akhlak dan
perilaku penghuni penjara akibat budaya buruk yang ada di
penjara dan pengaruh buruk sesama penghuni penjara.
Stigmatisasi adalah label buruk dari masyarakat terhadap napi
bahwa ia adalah penjahat, sedangkan residivisme adalah
kecenderungan napi untuk mengulangi perbuatan jahat meskipun
sudah pernah dihukum.

Dampak buruk penggunakan pidana penjara bertambah
besar dengan adanya overcrowding penghuni di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi seperti ini membuat tujuan
pemindanaan penjara di Lapas menjadi tidak tercapai.

Data Juli 2013 disebutkan Menhuk dan HAM Amir
Syamsudin bahwa Lapas di Indonesia mengalami kelebihan
kapasitas, bahkan ada Lapas yang mengalami over kapasitas
sampai di atas 500%, di Lapas lainnya bahkan ada yang sampai
900%.'""" Data Juli 2018 menunjukkan kelebihan kapasitas
penjara secara total mencapai 201%, dengan hanya 4 (empat)
Lapas yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu: DIY,
Maluku, Maluku Utara dan Papua.'**

"Erasmus A.T Napitupulu, dkk. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan,

Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta:
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 2.

""'"Thsanuddin, “Ada Lapas yang Kelebihan Kapasitas hingga 900 Persen” dikutip
dari
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/231338135/Ada.Lapas.yang.Kelebihan.Kapasitas.
hingga.900.persen, pada Selasa, 10 November 2020, pukul 16.18 WIB.

"“Erasmus A.T Napitupulu, dkk. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan,
Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta:
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), him. 2.
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Efek negatif overcrowding berdampak pada tidak
tercapainya dalam mewujudkan Lapas sebagai rehabilitasi bagi
napi. Selain itu, kebutuhan dasar penghuni Lapas kurang
tercukupi yang berkaitan dengan kebutuhan makanan, pakaian,
tempat tinggal, fasilitas kesehatan dan obat-obatan.

Menurut data anggaran belanja bahan makanan hingga
Juli 2018 mencapai Rp. 435.486.141.135,- atau sebesar 31% dari
total anggaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas).'®?
Jumlah ini belum termasuk anggaran listrik, air, pakaian dan gaji
pegawai Lapas. Jumlah anggaran yang besar ini adalah efek dari
adanya overcrowding penghuni Lapas.

Dari sini dapat dipaparkan bahwa dampak-dampak negatif
hukuman penjara meliputi:

1) Korban dan Keluarga Korban

Korban adalah orang yang paling dirugikan dalam
tindak kejahatan yang tergantung dengan jenis tindak
kejahatannya. Kerugian fisik yang diderita korban apabila
berupa kejahatan yang mengenai fisik, seperti pembunuhan
dan penganiayaan. Kerugian materi atau harta benda yang
dirasakan korban apabila berupa kejahatan pencurian,
perampokan, penjambretan dan penipuan uang. Kerugian
psikis apabila berupa kejahatan terhadap kehormatan
manusia, seperti pemerkosaan, gazf, penghinaan, pelecehan
dan pencemaran nama baik. Keluarga korban juga ikut
merasakan kerugian yang diderita korban.

Prinsip  pemindaan yang adil  seharusnya
memperhatikan juga keadilan dari sisi korban dan
keluarganya. Sehingga diupayakan hak-hak korban dipenuhi
dan dikembalikan. Di dalam pemindanaan penjara dirasa
lebih fokus pada sanksi terhadap pelaku kejahatan dan
kurang memperhatikan kepentingan korban. Sebagai contoh
dalam tindak kejahatan penganiayaan, korban merasakan

"“Erasmus A.T Napitupulu, dkk. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan,

Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta:
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), him. 3.
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penderitaan fisik atau berkurangnya bagian fisik anggota
badannya, meskipun pelaku kejahatannya dihukum, akan
tetapi korban tidak diberikan ganti rugi atas kerugian
fisiknya.

Dalam kasus kejahatan pembunuhan, keluarga
korban tidak merasa puas dan ridha terhadap penjatuhan
hukuman penjara atas pelaku pembunuhan, karena mereka
tetap dirugikan. Keluarga korban merasakan kesedihan yang
mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga yang
disayangi, sebagai gantinya keluarga menuntut agar pelaku
pembunuhan juga dijatuhi hukuman mati/gisas sebagai
balasan atas perbuatannya atau apabila keluarga korban
menghendaki diat, maka keharusan dari pelaku pembunuhan
atau keluarganya untuk membayar diat jiwa sebagai ganti
atas hukuman mati.

Dua hukuman; g¢isas dan diat inilah yang akan
membuat korban dan keluarga korban ridha karena telah
ditunaikan atau dikembalikan hak-hak mereka, kecuali jika
korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan
dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi apapun. Ini berarti
pihak korban maupun keluarga korban telah menggugurkan
haknya.

Dalam kasus kejahatan pencurian, korban dirugikan
dengan kehilangan hartanya. Harta yang dikumpulkan
dengan susah payah oleh korban dengan mudahnya diambil
oleh pencuri. Ketika pencuri tertangkap, hanya dihukum
penjara beberapa bulan saja, sedangkan korban pencurian
tidak mendapatkan kembali hartanya yang telah hilang,
sehingga dari sisi keadilan korban tidak terwujud.

Dalam kasus kejahatan pelecehan seks dan
pemerkosaan ini juga sangat merugikan korban. Korban
kebanyakan dari kalangan wanita. Akibat kejahatan seksual
ini telah merenggut mahkota kehormatan seorang wanita
yang tidak diberikan kecuali untuk pasangannya yang sah.
Kehormatan wanita yang telah dirusak tidak bisa kembali
lagi seperti sedia kala. Hukuman penjara bagi terpidana tidak
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bisa mengobati aib diri korban dan trauma psikis yang

berkepanjangan.

Begitu juga dalam kasus kejahatan /iwat yang sangat
merugikan  korban, terutama trauma psikis yang
berkepanjangan, banyak pula korban yang terjangkiti
penyakit homoseks (menjadi subyek) akibat dijadikan obyek
homoseks. Pada kasus [liwat pada anak-anak, akan
mematikan gairah hidupnya dan hilangnya kepercayaan diri
dan jati dirinya. Pelaku kejahatan hanya dijatuhkan hukuman
satu atau dua tahun penjara, namun rasa sakit dan trauma
psikis pada diri korban tidak akan hilang hingga berpuluh-
puluh tahun.

Terbunuhnya obyek homo seks ini sebelum terjadinya
lebih baik dari pada setelah terjadinya, karena sesungguhnya
jika obyek telah dijadikan korban homo seks, maka ia telah
membunuhnya dengan pembunuhan yang tidak diharapkan
lagi hidupnya, berbeda apabila korban itu terbunuh, maka ia
terbunuh dalam keadaan dizalimi dan syahid.'™
Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yang disengaja adalah orang yang
paling zalim dalam kasus tindak kejahatan, karena ia telah
merampas hak-hak orang lain yang wajib dijaga. Hukuman
penjara dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan sebagai sanksi
atas kejahatannya. Akan tetapi, penjara yang dianggap bisa
menanggulangi kejahatan-kejahatan menjadi kurang efektif,
bahkan penjara dapat menimbulkan efek negatif bagi pelaku
kejahatan, yaitu:

a) Hak kemerdekaan narapidana terampas.

b) Tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Secara kenyataan hukuman penjara tidak memiliki efek
positif berupa efek jera. Hal ini terbukti berapa banyak
para residivis mengulangi lagi kejahatannya setelah
keluar dari penjara. Diperkirakan sekitar 70% narapidana

"“Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, ad-Dau wa ad-Dawau, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi,

2010), hlm. 243.
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yang ada di penjara, sebelumnya sudah pernah dipenjara.
Andai kata penjara bisa menimbulkan efek jera, maka
mereka tidak melakukan kejahatan lagi.'®

c) Terampas rasa malu yang dimiliki residivis dalam
berbuat kejahatan.

d) Menjadi sekolah kejahatan, yang menjadikan penjahat
lebih profesional dan terorganisasi. Berkumpulnya para
narapidana dari berbagai macam kejahatan, akan
menyebabkan saling bertukar informasi dan pengalaman
kejahatan antara narapidana. Hal ini akan membuat para
tahanan semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatan
setelah keluar dari penjara.'®

e) Identitas residivis dan masa depannya menjadi terampas.

f) Menimbulkan penyakit psikis bagi nara pidana, seperti
penyakit homo seksual atau lesbian, karena tidak bisa
menyalurkan kebutuhan seks dengan pasangan halal.
Hukuman penjara dapat membawa akibat buruk bagi
pelaku pidana karena ia tidak dapat melakukan sesuatu
sesuai kehendaknya sendiri atau terampas kehidupan
seksual normalnya, sehingga sering terjadi hubungan
homo seksual dan masturbasi di kalangan narapidana dan
pengalaman penjara dapat meyebabkan terjadinya
degradasi atau penurunan derajat dan harga diri
manusia.'?’

g) Keluarga narapidana merasakan dampak mudaratnya,
karena tidak terpenuhi kebutuhan nafkah lahir batin oleh
suami atau bapak yang sedang dipenjara, sedangkan
bantuan dari pemerintahpun tidak ada.

3) Pemerintah
Pemerintah sebagai pemegang otoritas penuh atas
penyelesaian kasus kejahatan dan sanksi-sanksi beserta

"“Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 146.

"®Ibid., hlm. 143.

'"Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM
Perspektif Hukum Pidana Islam, (Y ogyakarta: Pustaka [lmu, 2015), hlm. 99.
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konskwensi-konskwensinya juga merasakan kerugian akibat
semakin bertambahnya penduduk Lembaga Pemasyarakatan.
Terutama dari segi finansialnya, dengan bertambahnya
narapidana di penjara, semakin bertambah pula pengeluaran
negara dalam penyediaan tempat, pemenuhan kebutuhan
hidup bagi para narapidana yang berupa makanan, minuman,
listrik, air dan fasilitas kesehatan. Di samping itu, bertambah
pula kebutuhan penggajian para sipir dan para karyawan di
Lapas, yang otomatis akan menambah pengeluaran negara.

Efek negatif hukuman penjara yang tidak menjerakan
pelaku kriminal mengakibatkan peningkatan kasus kejahatan
di masyarakat yang menuntut pemerintah untuk
mengupayakan penambahan jumlah personil polisi dalam
menjaga keamanan. Penambahan personil polisi ini akan
menambah anggaran negara yang dikeluarkan untuk
penggajian mereka.

4) Masyarakat

Masyarakat secara tidak langsung ikut merasakan
dampak negatif dari hukuman penjara bagi para penjahat.
Para nara pidana yang keluar dari penjara umumnya tidak
jera dari hukuman penjara, sehingga tatkala nara pidana
keluar dari penjara bukan bertaubat dan memperbaiki diri,
akan tetapi tetap berkumpul-kumpul dengan kawan-
kawannya sesama residivis untuk berencana melancarkan
tindakan kriminal yang berakibat meresahkan masyarakat
dan menggoyahkan ketentraman di masyarakat.

E. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum
Pidana Penjara di Indonesia
Hukuman penjara di dalam hukum positif ditetapkan sebagai
hukuman utama. Penjara sebagai sanksi di hampir semua kejahatan,
dalam kondisi seperti ini hukuman penjara akan mengakibatkan mudarat
atau kerugian bagi korban, pelaku, masyarakat dan negara. Hukuman
penjara terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah meningkatnya
tindak kejahatan, efek jera tidak tercapai pada hukuman penjara,
perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan juga tidak ada.
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Dalam naskah akademik RUU KUHP 2015 pun mengakui bahwa
penjara sebagai hukuman dehumanisasi yang merampas kemerdekaan
yang merugikan narapidana, akan tetapi hukuman primitis ini dianggap
ini sulit dihindari dan belum dapat diganti dengan hukuman lainnya.'*®

Syariat Islam sebenarnya telah memberikan tawaran hukum
pidana Islam yang adil dan relevan. Hukum pidana Islam tidak
meniadakan hukuman penjara secara mutlak, akan tetapi hukuman
penjara disyariatkan sebagai hukuman kedua yang termasuk ke dalam
hukuman fa’zir yang keputusannya di tangan hakim dengan melihat
keadaan jenis kejahatan, pelaku dan korban. Selain hukuman ta’zir di
dalam syariat Islam terdapat hukuman yang lebih berat yaitu hukuman
hudud dan gisas, serta ada pula hukuman diat.

Secara historis hukum penjara tidak dipungkiri menjadi salah satu
alternatif sanksi atas tindak kejahatan, akan tetapi penerapannya secara
praktik hanya sedikit. Hal ini diisyaratkan di dalam hadis riwayat Abu
Dawud dan lainnya dari Bahz bin Hakim'® dan riwayat al-Bukhari dan
Muslim dari hadis Abu Hurairah''’, demikian pula hadis riwayat
Ahmad'"! menerangkan bahwa kasus hukuman penjara zaman
Rasulullah 4 hanya beberapa kasus saja, itupun karena suatu tuduhan
(terdakwa) bukan sebagai sanksi atas terpidana.

Sedikitnya sanksi penjara pada jaman Rasulullah # menunjukkan
bahwa hukuman penjara ini kurang efektif apabila dijadikan sanksi atas
kejahatan secara dominan. Pada zaman Rasulullah # tidak ada bangunan
penjara secara khusus, karena saksi yang banyak digunakan di waktu itu

'"Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draf Naskah Akademik Rancangan

Undang-undang Tentang KUHP, (Jakarta: Kemenhumham, 2015), hlm 46.

' Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.
350. Al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm. 28.
Al-Nasal, Sunan an-Nasat, (Halb: Maktab al-Matbaat al-Islamiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67.
Muhammad bin Abdillah al-Hakim, Mustadrak ‘ala as-Sahihain, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai sahih oleh Syeikh al-Albani. Lihat teks
hadis di hlm. 279.

""Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 125.

""Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah
Qurtubiyyah, tt.), juz 5 hlm. 2, Hadi$ ini dinilai hasan oleh Sy’aib al-Arntt. Muhammad bin
Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ald as-Sahihaini ma’a Ta’liqat al-Zahabt fi at-Talkhis,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1990), juz 1 hlm. 214.
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adalah gisas, hudid, diat dan ta’zir yang lebih praktis dan efektif dari
pada sanksi penjara. Kontribusi pemikiran hukum pidana Islam untuk
pembaharuan pidana penjara ke depan yaitu mentransformasi hukuman
qisas, hudid, dan diat ke dalam RUU KUHP, sedangkan sanksi
selainnya digunakan hukuman #a zir dan penjara.

Jika Islam telah mencakup tujuan tersebut kenapa harus
dipalingkan dengan tuduhan kejam dan dehumanis. Lalu perhatian kita
terhadap orang yang menjadi korban pencurian tidak pernah ada. Orang
mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, setelah terkumpul diambil
dengan cara keji. Sementara hukum kita hanya terbatas pada hukum
penjara yang tidak pernah membuat jera pada pelaku. Anehnya hukum
di negeri kita lebih disenangi oleh para penjahat dibanding hukum yang
diinginkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang diproses hukum dari
pada diadili masa. Hukum lemah, merosot dan tidak berwibawa.''*

Demikian hukum pidana Islam ditetapkan Allah 4 sebagai
hukuman yang sesuai dalam rangka untuk mendapatkan maslahat dan
menolak mudarat yang tidak dimiliki oleh hukum buatan manusia

(positif).'"?

1. Pola Transformasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum
Positif

Upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum
positif sampai saat ini terus menggelora dan tidak pernah padam di jiwa
umat Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya kajian-kajian tentang
eksistensi hukum pidana Islam baik secara teoritik maupun secara riil.
Sambutan yang baik dari rakyat Indonesia terhadap hukum pidana Islam
juga terus meningkat, seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan
yang membahayakan kehidupan masyarakat yang mengakibatkan
ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum yang berlaku.

Tidak seperti hukum Islam lainnya yang telah sukses
bertransformasi ke dalam hukum nasional, seperti bidang perdata,
peradilan agama, perbankan syariah, perwakafan dan perzakatan,

"*Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Bidang
Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.

"Muhammad bin Abdullah al-Jariwi, as-Sijn wa Mijibat fi asy-Syariah al-
Islamiyyah, (Riyad: Idarah as-Sagafah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 149.
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legalisasi hukum pidana Islam hingga kini masih menjadi cita-cita. Cita-
cita luhur dalam upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam
hukum nasional masih terdapat hambatan-hambatan, baik bersifat
internal maupun eksternal.

Hambatan internal, yaitu sebagian umat Islam dari kalangan ahli
maupun praktisi masih belum menerima adopsi hukum pidana Islam ke
dalam hukum positif. Mereka membatasi bahwa hukum Islam itu hanya
bersifat privat bukan sebagai aturan negara. Sementara tidak sedikit dari
ahli hukum pidana Islam yang menuntut positivisasi hukum pidana
Islam, mereka melakukan penelitian dan penggalian hukum pidana
Islam secara materi dengan didukung oleh data-data riil tentang
efektifitas hukum pidana Islam.

Hambatan eksternal, yaitu adanya stigma dari kalangan umat
nonmuslim yang berpandangan bahwa hukum pidana Islam sarat dengan
hukum pidana yang usang dan ketinggalan jaman. Mereka juga
menganggap hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam dan sadis
serta melanggar HAM. Pandangan buruk terhadap hukum pidana Islam
seperti ini juga diikuti oleh sebagian umat Islam yang tidak setuju
terhadap implementasi hukum pidana Islam. Selain kedua faktor di atas
terdapat faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan formalisasi hukum
Islam terkendala, yaitu faktor sosiologis, politik, yuridis dan filosofis.

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana
merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Pada saat ini degradasi
moral dan tindak kriminal yang merajalela sangat membahayakan
eksistensi kehidupan masyarakat. Dominasi hukum pidana penjara
dalam pemidanaan kejahatan kurang efektif dalam menekan kejahatan.
Sehingga seharusnya implementasi hukum pidana Islam sudah menjadi
kebutuhan dalam lingkup negara, bukan hanya kebutuhan pribadi saja,
karena semua rakyat Indonesia pasti menginginkan kehidupan yang
aman dan damai tanpa diganggu oleh para penjahat.

Hukum pidana Islam yang dianggap sebagian orang sebagai
hukum primitif, kejam dan dehumanis, sejatinya statmen itu lahir karena
kajian umumnya para ahli kebanyakan terfokus pada bentuk-bentuk
pemidanaan dalam hukum Islam, sedangkan kajian-kajian tentang
magqasid asy-syari’ah dan filsafat hukum pidana Islam sering terlupakan.
Dalam penelitian ini, di samping memaparkan hukum pidana Islam
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secara materiil, penulis juga memaparkan hukum pidana Islam perpektif
filsatat dan magqasid asy-syari’ah, hal ini menunjukkan eksistensi
hukum pidana Islam dan sebagai jawaban atas pandangan negatif
terhadap hukum pidana Islam.

Terdapat beberapa argumen yang menjadi pijakan terkait upaya
menjadikan hukum pidana Islam menjadi bagian dari hukum Nasional.
Pertama, secara filosofi dapat dikatakan bahwa substansi sendi-sendi
normatif ajaran Islam dapat melahirkan epistemologi hukum yang
memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan dan cita hukum
masyarakat Indonesia; kedua, secara sosiologis, masyarakat hukum
Indonesia memiliki cita dan kesadaran hukum serta berkesinambungan;
ketiga, secara yuridis, perjalanan sejarah hukum nasional sangat
dipengaruhi oleh nilai-nilai religius yang menjadi ciri bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang beragama, di sisi lain terlihat dalam penyusunan
taat hukum nasional tetap dipertahankan nilai-nilai agama sebagaimana
tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sangat berbeda dengan
penyusunan KUHP yang kosong dari norma religius dan penuh dengan
cita kolonialis.'*

Kajian tentang model transformasi hukum pidana Islam ke
dalam hukum positif mengerucut pada dua opsi yang berbeda
sebagaimana diungkapkan oleh Bahtiar Effendy, pertama, bahwa hukum
Islam harus menjadi dasar negara dan harus diterima sebagai konstitusi
negara. Aliran ini mengatakan bahwa kedaulatan politik di tangan Tuhan
dan aplikasi prinsip syira berbeda dengan gagasan demokrasi yang
dikenal dalam diskursus politik modern di masa ini. Kedua, mengatakan
bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang
harus dijalankan oleh umat. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan
negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah
begitu penting. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa negara

"Juneidi Abdillah, Suryani, “Model Transformasi Figh Jinayah ke dalam
Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazariyyah al-Ugiibah Terhadap Materi KUHP”,
Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, hlm 102.
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menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar etis yang telah ditetapkan dalam
al-Qur’an.'"

Model aliran yang pertama lebih menekankan aspek legal dan
formal syariat Islam, sedangkan model aliran kedua lebih menekankan
substansi syariat Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional.
Bila dicermati pola dua aliran di atas hakikatnya memiliki satu tujuan
yang sama, yaitu penegakan hukum Islam dalam lingkup undang-
undang negara, meskipun masing-masing memiliki model dan sudut
pandang yang berbeda.

Apabila memperhatikan kebhinekaan bangsa Indonesia,
memilih opsi pertama akan banyak menuai kendala dan akan
menyisakan trauma masa lalu yang berulang. Perdebatan yang alot dan
panas para tokoh kemerdekaan Indonesia di masa lalu dan perpecahan
bangsa yang hampir terjadi, seharusnya sebagai pembelajaran orang-
orang masa kini agar tidak terulang kembali. Terlepas dari pro dan
kontra tentang formalisme dan substansialisme penerapan hukum pidana
Islam di Indonesia, umat Islam dituntut lebih arif dan bijak dalam
mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dalam memilih model
penegakan hukum pidana Islam. Model kedua yaitu penerapan secara
substansi hukum pidana Islam, menurut penulis lebih tepat dan sesuai
dengan kultur keindonesiaan. Pemaksaan gagasan penerapan syariat
Islam sebagai ideologi bangsa dalam konteks pluralisme sosial dan
budaya Indonesia, justru bisa melahirkan mafsadat yang lebih besar.
Mafsadat itu bisa berupa reaksi penolakan keras kelompok kontra dan
bisa memantik pertikaian dan konflik horizontal yang bernuansa SARA.
Di dalam kaidah disebutkan,

V58, )
Artinya : Mafsadat itu harus dihilangkan.

Penegakan hukum pidana Islam secara substansi merupakan
pilihan yang realistis dan lebih bisa diterima oleh rakyat Indonesia.

"Juneidi Abdillah, Suryani, “Model Transformasi Figh Jinayah ke dalam Hukum

Pidana Nasional; Kritik Nazariyyah al-Ugibah Terhadap Materi KUHP”, Jurnal Masalah-
masalah Hukum, Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, hlm 104-105.
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Usaha integralisasi hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional,
meskipun belum formal harus tetap didukung, sesuai dengan kaidah,

Al d VS S,y L

Artinya : Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, maka
jangan ditinggalkan seluruhnya.

Dalam proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam tagnin
negara, menurut Kuntowijoyo bisa memakai teori objektifikasi. Yang
dimaksud teori objektifikasi adalah perbuatan rasional nilai yang
diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luarpun dapat
menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi hukum
pidana Islam tetap berpijak pada al-Qur’an sebagai pedoman agama
Islam. Namun harus diobjektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada
diintegralisasikan ke dalam hukum positif.'"°

Hukum pidana Islam apabila dipahami secara ideologi maka
akan lebih bersifat tertutup dan terbatas. Berbeda halnya apabila hukum
pidana Islam dipahami sebagai kajian ilmu yang lebih terbuka dan
kebenarannya dapat dikaji dan diterima oleh siapa saja, baik muslim
maupun nonmuslim. Hukum pidana Islam akan lebih terasa sebagai
rahmatan lil alamin apabila dipahami dan dipraktekkan sebagai ilmu
yang manfaatnya akan dirasakan semua manusia. Hukum pidana Islam
yang diformulasikan sebagai undang-undang negara, manfaatnya bukan
kepada umat muslim saja, akan tetapi juga dirasakan oleh umat
nonmuslim, bahkan hewanpun dapat merasakan keberkahannya. Oleh
karena itu setiap hukum pidana Islam, baik berupa hukum gisas, hudiid,
diat dan ta’zir, masing-masing memiliki kandungan nilai-nilai maqasid
dan filosofinya serta dapat dibuktikan secara riil dan logis, sehingga
hukum pidana Islam bukanlah doktrin ideologi semata, tetapi sebagai
objek kajian ilmu yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Teori objektifikasi hukum pidana ini menurut penulis layak
untuk dipertimbangkan. Dalam proses objektifikasi, nilai-nilai hukum
pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori objektif sehingga
dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim atau

"Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisas-Diat pada
Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2011,
Jakarta: DPR RI, hlm. 134.
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nonmuslim. Apabila teori objektifikasi dipadukan dengan model
penegakan hukum pidana Islam secara substansial, maka transformasi
hukum pidana Islam akan mudah diterima rakyat Indonesia secara
integral dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam
secara objektif, natural, netral dan logis. Objektifikasi hukum pidana
Islam sebagai perwujudan nilai-nilainya secara substansi bukan dalam
kerangka normatif, yang berdasarkan dengan analisis realita sosial,
bahwa hukum pidana Islam secara realita efektif dalam pemidanaan dan
mampu menekan tindak kejahatan. Kajian hukum pidana Islam dalam
perspektif filsafat dan magqdsid asy-syari’ah juga sangat membantu
dalam upaya membantu akal dalam memahami hukum pidana Islam
secara logis.

Agenda transformasi hukum pidana yang terpenting adalah
penggalian hukum pidana Islam secara materiil dengan diambil nilai-
nilai substansinya secara objektif dan penyusunan hukum pidana Islam
secara formil yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara
dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil pidana. Dua
agenda besar ini menjadi agenda utama bagi para ahli hukum Islam dan
politikus Islam yang memiliki tekad dan cita-cita transformasi hukum
pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional.

Seperti pada pemaparan sebelumnya bahwa hukum pidana Islam
memiliki pembagian dan kriteria-kriteria berikut ini:
1. Pembagian hukuman ditinjau dari hubungannya dengan hukuman
lainnya yang terbagi menjadi empat:

a. Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok atau asli yang telah
ditentukan oleh syariat, seperti hukuman mati bagi perampok,
pemberontak dan murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam
bagi pezina muhsan dan dera bagi pezina gairu muhsan, pelaku
qazf dan peminum khamr, hukuman gisas dan diat bagi
pembunuhan yang tidak sengaja.

b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai
pengganti hukuman pokok karena ada penghalang yang syar’i
dari penerapan hukuman pokok, seperti diat bagi pembunuhan
yang dimaafkan dan fa zir jika tidak bisa diterapkan hukuman
hudiid.
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Hukuman pengikut, yaitu hukuman tambahan yang dijatuhkan
kepada pelaku kejahatan, seperti pencabutan persaksian atas
pelaku gazf dan pencabutan hak warisan atas pembunuh.
Hukuman penyempurna, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada
pelaku kejahatan sebagai pelengkap dari hukuman pokok. seperti
pencopotan jabatan hakim yang menerima gratifikasi atau
korupsi.

2. Pembagian hukuman ditinjau dari obyek hukuman yang terbagi
menjadi:

a.

Hukuman badan, yaitu hukuman yang dirasakan oleh badan,
seperti hukuman mati, rajam, dera, salib, potong tangan dan
potong kaki.

Hukuman psikis, yaitu hukuman yang mengenai kejiwaan pelaku
yang bertujuan agar pelaku sadar dan bertaubat, seperti celaan,
publikasi kejahatan, Aajr (boikot), ancaman dan nasehat.
Hukuman pembatasan kebebasan, yaitu hukuman yang
membatasi gerak kehidupan pelaku kejahatan, seperti diasingkan
di daerah lain, dipenjara atau hukuman penjara rumah.

Hukuman sosial, yaitu hukuman yang mengenai kedudukan
sosial pelaku, seperti dicopot dari jabatan.

Hukuman harta, yaitu hukuman yang menyangkut harta pelaku
kejahatan, seperti diat, kafarat, penyitaan dan perusakan barang
yang berbahaya.

3. Pembagian hukuman ditijau dari otoritas dalam penetapan hukuman
yang dibagi menjadi dua:

a.

b.

Penetapan hukuman yang merupakan otoritas tunggal hakim
atau penggantinya, yaitu hukuman hudiid dan ta zir.

Penetapan hukuman yang menjadi otoritas korban atau wali
korban yang berarti apakah ditegakkan hukuman gisas,
pembayaran diat atau pengampunan, yaitu pada kejahatan
pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan yang mengakibatkan
terpotong bagian tubuh atau luka.

4. Pembagian hukuman yang ditinjau dari hukuman wajib dari suatu
tindak kejahatan yang dibagi menjadi empat:

a.
b.

Hukuman Audid,
Hukuman gisas dan diat,
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c¢. Hukuman kafarat,
d. Hukuman ta zir.
Dari pemaparan di atas, transformasi hukum pidana Islam yang

terpenting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia adalah:

1.

Penetapan hukuman Audiid sebagai hukuman pokok/utama.
Hukuman hudiid dijalankan untuk tindak pidana kelas berat seperti,
pemberontakan, murtad, zina, gazf, minum khamr, pencurian dan
perampokan. Jenis hukuman hudiid bersifat taufigi artinya hukuman
yang telah ditetapkan berdasarkan nas al-Qur’an dan al-Hadi$. Allah
sebagai Pembuat syariat telah menetapkan hukuman hudid atas
kejahatan-kejahatan berat di atas menunjukkan bahwa kejahatan-
kejahatan itu sangat berbahaya dan merusak eksistensi kesejahteraan
masyarakat, oleh karena itu hukuman harus disesuaikan dengan jenis
jarimah dan akibat kerusakan jarimah. Hukuman hudiid itu adalah
sebagai berikut:

a. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan pemberontakan.

b. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan perampokan
yang disesuaikan dengan rincian aksi perampokannya.

c. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan murtad.

d. Hukuman rajam sebagai hukuman atas kejahatan zina bagi
muhsan dan hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan
selama satu tahun bagi pezina gairu muhsan.

e. Hukuman cambuk delapan puluh kali sebagai hukuman atas
kejahatan gazf.

f. Hukuman cambuk empat puluh kali sebagai hukuman atas
kejahatan syurb al-khamr (minuman keras).

g. Hukuman potong tangan sebagai hukuman atas kejahatan
pencurian.

Hukuman hudid yang merupakan hukuman pokok di atas
dijalankan apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya dan
terbukti secara jelas berdasarkan saksi-saksi dan bukti-buktinya.
Adapun jika tidak terpenuhi persyaratan atau adanya syubhat, maka
hukuman hudiid tidak bisa dijalankan.

Penetapan hukuman gisas bagi pelaku pembunuhan apabila terbukti

terdapat faktor kesengajaan, sedangkan wali/keluarga korban

menuntut penegakan gisas. Adapun jika keluarga korban
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menghendaki pembayaran diat/tebusan atau memaafkan, maka

hukuman gisas dicabut.

Penetapan pembayaran diat atas pembunuhan sengaja yang

dimaaftkan oleh keluarga korban, pembunuhan semi sengaja,

pembunuhan yang tidak sengaja dan diat bagi hilangnya sebagian
anggota badan korban, apabila korban atau keluarga korban
menghendaki diat.

Penetapan hukuman fa zir atas kejahatan selain kejahatan gisas dan

hudiid. Hukuman ta ’zir adalah hukuman yang ditetapkan hakim atas

selain kejahatan hudiid secara ijtihdd yang berdasarkan maslahat dan
mudarat suatu tindak kejahatan. Hukuman ta’zir bisa berupa:
hukuman mati, penjara, pengasingan, cambuk, pencopotan jabatan,
penyitaan, perusakan barang kriminal, publikasi dan peringatan.

Hukuman ta’zir ini bisa ditransformasikan menjadi RUU KUHP

oleh para ahli hukum dengan berpijak dengan kitab-kitab fikih dan

melihat berat dan ringannya tindak kejahatan sebagai pedoman bagi
para hakim dalam memutuskan perkara kejahatan.

Apabila dicermati hukuman penjara yang ditetapkan KUHP
pada selain kejahatan yang mengharuskan gisas dan hudiid, yang
masuk kategori hukuman fa zir masih bisa dijalankan, hanya saja
perlu diteliti ulang dan dilakukan revisi dengan memasukkan
hukuman-hukuman ta ’zir lainnya Kebijakan revisi hukuman/sanksi
ini hendaknya berdasarkan pertimbangan mashlahat dan mudarat
bagi kepentingan korban, narapidana, masyarakat dan negara.
Hukuman penjara tetap dijalankan sebagai sanksi atas tindak
kejahatan selain kejahatan pokok (gisas dan hudiid) dan hukuman
penjara ini ditetapkan berdasarkan asas maslahat dan mudarat
dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan
pribadi atau kelompok. Hal ini memberikan dampak positif terhadap
pengurangan jumlah narapidana di Lapas, sehingga akan
membuahkan manfaat sebagai berikut:

a. Berkurangnya biaya operasional Lapas; biaya kebutuhan makan-
minum, kebutuhan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pegawai,
sehingga mengurangi beban anggaran negara.

b. Lebih mudah dalam manajemen pengelolaan narapidana dan
rehabilitasi di Lapas dengan berkurangnya jumlah narapidana.
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C.

Pengurangan pencampuran narapidana kelas berat dengan
narapidana kelas ringan, karena kejahatan pokok telah dihukum
dengan hukuman Audiid dan tidak dihukum dengan hukuman
penjara, sehingga dapat mengantisipasi negatif education di
Lapas.

6. Perlu adanya perbaikan manajemen pengelolaan penjara, karena
penjara itu ditetapkan sebagai hukuman tujuannya untuk perbaikan
dan rehabilitasi para narapidana.''” Di antara perbaikan-perbaikan
manajemen Lapas adalah:

a.

Perhatian terhadap siraman rohani bagi para narapidana. Siraman
rahani yang berupa kajian islami yang menghadirkan para ustadz
yang berkompetensi yang bertujuan agar mereka para nara
pidana memahami syariat Islam dan mau bertaubat serta
memperbaiki diri. Di samping kajian tentang Islam, juga
dibutuhkan kajian halaqah tahsin al-Qur’an agar mereka
mengenal al-Qur’an dan bebas buta huruf al-Qur’an.
Sesungguhnya para narapidana itu manusia yang paling butuh
terhadap pengajaran dan bimbingan dari para ahli ilmu dan
penasehat.''® Bimbingan dan pengajaran itu hendaknya
menitikberatkan kepada tauhid, tazkiyatun nufiis (penyucian
hati), targib wa tarhib (motivasi dan ancaman) dan tata cara
ibadah. Hal itu dikarenakan kejahatan mereka didorong oleh
faktor kebodohan dan hawa nafsu yang harus dihilangkan
dengan siraman ilmu, motivasi dan ancaman.

Nabi Yusuf A.S. juga memberikan pengajaran terhadap kedua
temannya ketika di penjara:
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Muhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand fi al-Islam,

(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 435.
""" Ibid., him. 381.
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Artinya: Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik,
tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang
Maha Esa lagi Maha Perkasa? apa yang kamu sembah selain Dia
kecuali hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik oleh kamu
sendiri atau nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu
keteranganpun tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah
kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Yisuf: 39-40).'"”

b. Perhatian dan peningkatan amaliah ibadah, seperti shalat fardhu
berjamaah, shalat-shalat sunnah, puasa-puasa sunnah dan
sedekah.

c. Pemakaian metode reward dan punishment sebagai motivasi
agar narapidana bertaubat dan memperbaiki diri di masa-masa
yang akan datang.

d. Perhatian terhadap pengawasan pergaulan para narapidana dari
perbuatan maksiat dan menyimpang dan diadakan evaluasi
perkembangan narapidana secara berkala untuk mengukur
keberhasilan terapi dan bimbingan.

e. Perhatian dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi nara
pidana, terutama penanganan agar tidak tersebar penyakit-
penyakit menular.

f. Peningkatan produktifitas kegiatan narapidana, seperti produksi
kerajinan barang-barang yang bisa dipasarkan ke pasar-pasar dan
pertokoan yang hasilnya bisa digunakan untuk peningkatan
kesejahteraan kebutuhan hidup narapidana dan menekan
pengeluaran kas negara. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk
melatih skill para narapidana agar mereka mampu bekerja
dengan normal setelah keluar dan hidup di masyarakat dan

"“Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 240.
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meninggalkan perbuatan jahat di masa lampau. Pemberian
pekerjaan bagi narapidana ini diperbolehkan menurut mazhab
Syafi’iyyah dan Hanabilah.'*’

2. Paradigma Reaktualisasi Pidana Penjara

KUHP adalah Kumpulan Undang-undang Hukum Pidana

yang dijadikan dasar keputusan perkasa pidana di Indonesia. Isi
KUHP terdiri dari buku kesatu, buku kedua dan buku ketiga. Buku
kesatu memuat Aturan Umum dari Pasal 1 sampai Pasal 103 yang
terdiri dari sepuluh bab:

a.

5o o

J-

Pa
a.
b.

Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-
undangan
Bab II - Pidana
Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau
Memberatkan Pidana
Bab IV - Percobaan
Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam
Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan
Menjalankan Pidana
Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab
Undang-undang
Aturan Penutup

Buku Kedua memuat jenis-jenis kejahatan yang dimulai

sal 104 sampai 485 yang terdiri dari 23 bab, yaitu:

Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan
Wakil Presiden
Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan
Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak
Kenegaraan.

120-

Muhammad Amir, Himsi, Ahkam as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujand fi al-Islam,

(Kuwait: Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 435.
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Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Bab - VI Perkelahian Tanding

Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum
bagi Orang atau Barang

Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum

Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek

Bab - XII Pemalsuan Surat

. Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan

Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong

Bab - XVI Penghinaan

Bab - XVII Membuka Rahasia

Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa

Bab - XX Penganiayaan

Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan
Bab - XXII Pencurian

Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman

Bab - XXIV Penggelapan

Bab - XXV Perbuatan Curang

Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang
Mempunyai Hak

. Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang

. Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan

. Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran

. Bab - XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap

Sarana/Prasarana Penerbangan
Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan
Adapun Buku Ketiga memuat jenis-jenis pelanggaran mulai

Pasal 489 sampai 569 yang terdiri dari 9 bab, yaitu:

a.

b.
C.

Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau
Barang dan Kesehatan

Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum

Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
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Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan
Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan
Pertolongan
Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan
Pekarangan
Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
Bab IX - Pelanggaran Pelayaran

Pada Pasal 10 KUHP menerangkan bahwa jenis-jenis pidana
berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,
pidana tutupan dan pidana tambahan. Pidana mati adalah pidana
terberat dalam KUHP dengan cara dihukum di tiang gantungan
sebagaimana pada Pasal 11. Pidana mati ini digunakan hanya pada
kasus-kasus kejahatan sedikit dan dianggap terberat.

Pidana penjara dan pidana kurungan pada asalnya adalah
sama yaitu pidana perampasan kemerdekaan, perbedaannya bahwa
pidana kurungan hukumannya lebih ringan daripada pidana penjara.
Pidana penjara banyak digunakan pada pemidanaan tindak
kejahatan, sedangkan pidana kurungan dikenakan bagi pelanggaran.

Pidana penjara terbagi menjadi dua sesuai dengan Pasal 12,
yaitu pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu.
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan
paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara adalah
pidana perampasan kemerdekaan, napi terkurung di sel dan area
yang sempit dan terbatas. Sehari saja seseorang terkurung di suatu
tempat, akan merasakan susah, lalu bagaimana dengan orang yang
dihukum penjara seumur hidup? Secara fisik napi yang dipenjara
tidak tampak terluka dan tersakiti, akan tetapi pidana penjara ini
hakikatnya menghancurkan mental dan ruhani terpidana. Pidana
penjara adalah hukuman dehumanis yang tidak efektif digunakan
sebagai sanksi atas tindak kejahatan. Di dalam hukum pidana Islam
terdapat pidana penjara, akan tetapi hanya bagian kecil dari hukuman
ta’zir. Oleh karena itu, pidana penjara seumur hidup layak untuk
dihilangkan dari KUHP.

Pasal 14b memuat tentang masa percobaan hukuman: Ayat
(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-

@

e @
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pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi
pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

Pada Pasal 14b tersebut ada hukuman percobaan. Menurut
hemat penulis, hukuman percobaan ini perlu ditiadakan, karena
apabila seseorang melakukan tindak kejahatan, maka pantas
dihukum, apakah hukuman itu berat ataukah ringan tergantung jenis
kejahatan dan pelanggarannya. Jadi, tidak perlu ada hukuman
percobaan. Disebutkan contoh hukuman percobaan pada Pasal 492
tentang hukuman pemabuk yang menganggu, semisal dengan Pasal
536. Hal ini mengindikasikan mabuk-mabukan termasuk
pelanggaran ringan yaitu dengan diancam kurungan paling lama
enam hari dan denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah, padahal hakikatnya mabuk-mabukan adalah kejahatan berat
yang layak untuk dihukum berat. Di dalam hukum pidana Islam
mabuk-mabukan adalah salah satu kejahatan yang dikenakan
hukuman hudiid yaitu cambuk empat puluh kali. Demikian pula
Pasal 504 tentang sanksi bagi pengemis dan Pasal 506 tentang sanksi
bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita,
keduanya masuk dalam hukuman ta ’zir yang sanksinya tidak harus
penjara, bisa dengan nasehat, peringatan dan ancaman, apabila tidak
berhenti maka dengan sanksi dera atau denda.

Pada Pasal 30 ayat (1) Pidana denda paling sedikit tiga
rupiah tujuh puluh lima sen. (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia
diganti dengan pidana kurungan. Nominal pidana denda pada Pasal
ini dan juga pasal-pasal lainnya sangat sedikit dan sudah tidak
relevan lagi digunakan pada saat ini, maka perlu direvisi dan
dikonversikan menyesuaikan nilai mata uang saat ini.

Pada ayat 2 dari Pasal 30 menjadikan pidana kurungan
sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan dan Pasal 41 (1)
Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti
menjadi pidana kurungan. Menurut hemat penulis, perlu ditambah
dengan sanksi-sanksi lain, seperti cambuk atau sanks-sanksi sosial
lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunakan pidana
penjara atau kurungan, sehingga Lapas berkurang penghuninya dan
tidak overcrowding.
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Pada buku kedua Bab I dimulai tentang sanksi atas kejahatan
terhadap keamanan Negara yang terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau
merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau
Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling
lama dua puluh tahun.

Pasal 106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau
sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh
tahun.

Pasal 107: (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan
pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat
1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108: (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1.
orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang
yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu
bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang
melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan
diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal-pasal berikutnya menyebutkan hukuman atas
usaha pemberontakan dengan meminta bantuan negara asing dan
juga hukuman atas orang yang membantu usaha pemberontakan.

Pasal 111 (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan
negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan
perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat
niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan
mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atau perang
terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
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(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang,
diancam dengan pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 bis (1) Dengan pidana penjara paling lama enam
tahun diancam: 1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang
atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud
untuk menggerakan orang atau badan itu supaya membantu
mempersiapkan, memperlancar atau  menggerakkan  untuk
menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau
badan itu atau menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau
badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan
penggulingan pemerintah; 2. barang siapa memaksudkan suatu
benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam
mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan
pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk
menduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk perbuatan
tersebut; 3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian
mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan
bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau
menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya
atau ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda itu akan
dipergunakan untuk perbuatan tersebut atau benda itu atau barang
lainsebagai penggantinya, dimaksudkan dengan tujuan tersebut atau
untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau benda
yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pasal 112 sampai 116 KUHP yang berkaitan dengan usaha
makar dan memberontak juga dikenakan hukuman penjara.
Demikian pula Pasal 123 yang berbunyi, Seorang warga negara
Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, pada
hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara
Indonesaia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia,
diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, denga pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

Pasal 124 (1) Barang siapa dalam masa perang dengan
sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara
terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
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(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si
pembuat: 1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta,
rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan
tentara; 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan
kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1.
memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan
atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau
diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau
kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian
daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan
suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang
direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau
menyerang; 2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-
hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 125 Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 124, diancam dengan pidana
paling lama enam tahun.

Dalam kasus penghinaan kepada Kepala Negara terdapat
Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil
Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun,
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.
Semakna juga dengan Pasal 154: Barang siapa di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan
terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

Pasal-pasal tentang hukuman atas tindak pidana makar di
atas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kondisi:

a. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden,
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

b. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
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c. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara
paling lama dua puluh tahun.

d. Kerjasama dengan negara asing untuk perang melawan negara
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

e. Barang siapa yang memberi bantuan material dalam
mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan
pemerintah diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

f. Barang siapa menjadi mata-mata musuh diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama
dua puluh tahun.

g. Barang siapa memberitahukan atau menyerahkan kepada musubh,
menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang
diperkuat atau diduduki diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.

Apabila diperhatikan klasifikasi hukuman atas makar atau
pemberontakan di atas, terdapat perbedaan hukuman; hukuman
terberat adalah hukuman mati dan yang teringan adalah pidana
penjara paling lama enam tahun. Hal ini berbeda dengan hukum
pidana Islam dalam memutuskan kasus pemberontakan yang
memiliki dua pilihan: pertama, dilakukan is/ah atau perdamaian atau
ajakan kembali taat dengan pemerintah, kedua, apabila upaya islah
tidak diterima, maka para pemberontak dikenakan hukuman mati
yaitu dengan cara diperangi untuk menghancurkan kekuatan mereka.
Hal ini berdasarkan ﬁrman Allah %
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Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman

itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika salah
satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain,
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maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga
golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah
kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan
berlakulah adil; Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil. (Q.S. al-Hujurat: 9)."*'

Ayat di atas tidak menyebutkan kasus memberontak kepada
penguasa secara eksplisit, akan tetapi ayat di atas sebenarnya
mencakupnya secara umum atau konsekwensinya, karena apabila
dituntut untuk memerangi kelompok yang menyerang kelompok
lain, maka memerangi kelompok separatis yang memberontak
kepada penguasa lebih utama untuk diperangi.'”* Lebih jelas
hukumannya disebutkan di dalam hadis:

o o (0 10 A e 00 Ba DE e
k8L (SEls B i iSTlae a0 0T A a5
Artinya : Dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah #
bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak
mematahkan tongkatmu (memberontak penguasa) atau memecah
belah persatuan kalian, sedangkan kalian sepakat menyerahkan
urusan pemerintah kepada seseorang, maka bunuhlah dia."'**
Pemberontakan atau makar adalah bentuk ketidaktaatan
kepada pemerintah muslim yang berkuasa dan berupaya untuk
menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri. Para pemberontak
adalah sekelompok orang-orang bersenjata yang melakukan
kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat dengan
berbuat onar, merusak ketertiban umum, pembunuhan bahkan
perampokan dan memperkosa. Tindakan yang semena-mena ini telah
merusak eksistensi sebagian ad-darirah al-khamsah, yaitu merusak
agama, jiwa, harta dan keturunan.
Para pemberontak adalah seburuk-buruknya manusia di atas
bumi, karena mereka berupaya membuat kerusakan di muka bumi,

“!Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 516.

"Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtdj ila Ma’ani Alfaz al-Minhdj,

(Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), juz 4, him 159.

' Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 23.
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meruntuhkan aturan negara, menimbulkan fitnah-fitnah dan
menimpakan  keburukan-keburukan kepada umat manusia.
Kepentingan mereka adalah membuat onar dan kerusakan yang tidak
ada dibalik itu kehidupan yang tentram.'”* Oleh karena itu, pidana
mati layak dikenakan kepada mereka. Rekontruksi hukum pidana ke
depan adalah dengan menetapkan pidana mati atas semua tindakan
atau perbuatan yang termasuk kategori memberontak kepada
pemerintahan yang sah, baik mengangkat senjata untuk
memberontak secara langsung ataupun berupa bantuan yang
menyokong pemberontakan, dengan tetap mendahulukan is/@h dan
kesempatan rujuk untuk taat kepada negara.

Pada Bab III KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap
negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya,
demikian pula pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan
kewajiban dan hak kenegaraan, seperti pada Pasal 146: Barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat
badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan
perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah,
atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak
mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau
mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman
penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal-pasal yang termasuk pada ke dua bab di atas umumnya
termasuk kejahatan yang bukan dalam ranah hukuman hudiid,
sehingga masuk dalam kategori hukuman fa zir yang hukumannya
variatif, bukan hanya pidana penjara saja, tetapi bisa digunakan
hukuman lainnya, seperti hukuman cambuk, denda dan hukuman
sosial lainnya.

Pidana atas tindakan kekerasan, pembunuhan dan pelukaan
disebut dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 170: (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

"**Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), juz 2 hlm. 209.
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barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam
bulan.

(2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau
jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;2. dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan
mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Juga pada Bab tentang perkelahian tanding di dalam Pasal
184: (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai
tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.

(3) Diancam dengan pidana penjra paling lama empat tahun,
barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian
tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Pada Pasal 184 disebutkan (1) Seseorang diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian
tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.

(3) Diancam dengan pidana penjma paling lama empat
tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian
tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Pasal 185 juga menyebutkan pidana pembunuhan dan
pelukaan: Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa
pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-
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ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau

penganiayaan:

1. jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;

2. jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi
kedua belah pihak;

3. jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan,
bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari
persyaratan.

Disebutkan pada bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa:
Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.

Juga Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan dengan
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua
puluh tahun.

Dari Pasal-pasal di atas dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:

a. Kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan.

b. Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, jika ia dengan
sengaja menghancurkan barang dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun.

c. Kekerasan mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara
paling lama tujuh tahun.

d. Kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.

e. Dalam perkelahian tanding yang melukai tubuh lawannya
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan
empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. Diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa
melukai berat tubuh lawannya. Barang siapa yang merampas
nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.
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f. Pada Pasal 338: pembunuhan sengaja diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

g. Pasal 340: pembunuhan dengan rencana diancam dengan pidana
rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Terdapat Pasal-pasal lain tentang penganiayaan terdapat pada
Bab XX pada yaitu: Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3)
Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak
kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan
356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,
diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau
menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain,
diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana
penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
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Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan
rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas
tahun.

Sanksi  jinayah  badan  karena  faktor  kealpaan
(ketidaksengajaan) terdapat pada Bab XXI Pasal 359 : Barang siapa
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun.

Dan Pasal 360 (1) Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul
penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam
bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361: Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan
dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana
ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya
untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan
hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Apabila dicermati dari klasifikasi di atas secara ringkas
tindak pidana yang menyangkut nyawa dan badan orang lain dibagi
menjadi tiga: pembunuhan, pelukaan sedang dan pelukaan berat.
Terdapat perbedaan hukuman antara pembunuhan dan pelukaan
akibat kekerasan dan akibat perkelahian tanding. Demikian pula
dibedakan pula antara hukuman bagi pembunuhan sengaja,
berencana dan tidak sengaja.

Di dalam hukum pidana Islam dalam kasus kejahatan atas
jiwa dan badan dibagi menjadi tiga: sengaja, semi sengaja dan tidak
sengaja. Apabila pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, maka
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sanksinya ada tiga opsi dalam wewenang korban atau keluarga
korban, yaitu: gisdas, diat atau pemaafan. Qisas adalah hukuman
setimpal, pembunuhan dihukum mati dan pelukaan dihukum yang
semisalnya. Sedangkan diat adalah ganti rugi berupa harta sebanding
dengan seratus ekor unta yang dibebankan kepada pembunuh,
kecuali diat atas perbuatan semi sengaja dan tidak sengaja, maka
dibebankan kepada keluarga pelaku. Pihak korban atau keluarga
korban juga boleh memilih opsi memaaftkan. Apabila pembunuhan
atau pelukaan dengan semi sengaja atau tidak sengaja, maka ada dua
opsi: diat atau pemaafan. Hukum pidana Islam tidak membedakan
antara pembunuhan berencana dengan tidak berencana, selama
terjadi pembunuhan sengaja maka hukumannya sama. Opsi diat dan
pemaafan tampaknya belum tercakup dalam hukum pidana positif.
Hukuman mati dikenakan atas pembunuhan berencana sebagaimana
pada Pasal 340, selain itu dikenakan hukuman penjara.

Pembunuhan dan pelukaan adalah kejahatan yang
menyangkut jiwa manusia, maka tidak ada hukuman yang pantas
kecuali hukuman yang setimpal, Allah 4 berfirman:
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Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
(Q.S. al-Maidah: 45).'*°

'"Tim Syamil Quran, Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 115.
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Pelaku pembunuhan atau penganiayaan telah melanggar
kehormatan jiwa yang dilindungi syariat. Membiarkan bebas pelaku
kejahatan ini berarti telah membiarkan kejahatan terhadap jiwa-jiwa
manusia. Dengan penegakkan hukuman g¢isas berarti telah
mengokohkan eksistensi kehidupan manusia. Allah 4¢ berfirman,
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Artinya : Dan dalam gisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai

oran%-z(zrang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. al-Bagarah:
179).

Hukum hudid  yang berupa hukuman mati dijadikan
hukuman bagi kejahatan yang sangat besar bahayanya, seperti
jinayah terhadap jiwa. Maka hukum hudiid sesuai dengan jenis
kejahatannya yaitu hukuman mati yang bertujuan untuk mencegah
kejahatannya dan masyarakat aman, dilindungi jiwanya dan tidak
merasa takut. Tidak ada kebaikan dengan keberadaan pembunuh
yang hidup di tengah masyarakat yang justru akan membahayakan
masyarakat.'?’

Dalam penegakan hukuman gisas terdapat dua maslahat yang
kontradiksi, maka didahulukan g¢is@s dari pada kemaslahatan
penjagaan jiwa pembunuh, karena maslahat gisas sangat besar dalam
rangka untuk menenangkan kemarahan keluarga korban, peringatan
keras atas kejahatan pembunuhan dan mensterilkan masyarakat dari
kejahatan pembunuh.'**

Apabila dicermati hukuman atas kejahatan pembunuhan dan
pelukaan hanya berfokus pada kepentingan pelaku kejahatan,
sedangkan kepentingan korban dan keluarga korban kurang
diperhatikan. Secara akal, kejahatan ini menyangkut jiwa seseorang,
seharusnya orientasi pemidanaannya juga berpijak atas kepentingan
korban dan keluarga korban. Hukuman penjara tidak efektif

"Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 27.

""bnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut:
Dar al-Jil, 1973), juz 3 hlm. 339.

Plonu ‘Asyir, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, (Urdun: Dar an-Nafdis,
2001), hlm. 296.
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digunakan dalam pemidanaan kejahatan pembunuhan dan pelukaan
ini. Efek jerapun kurang berhasil dalam hukuman penjara. Dari sisi
keadilan atas korban dan keluarga korban juga tidak bisa dicapai.

Data statistik menunjukkan jumlah kejahatan pembunuhan
dalam rentang tahun 2014-2018 masih sangat tinggi. Pada tahun
2014 ada 1.277 kasus pembunuhan, tahun 2015: 1.491 kasus, tahun
2016: 1.292 kasus, tahun 2017: 1.150 kasus dan tahun 2018: 1.024
kasus.

Gambar 6 Jumlah Kejahatan Pembunuhan

Jumlah Kejahatan Pembunuhan

2018
2017
2016
2015
2014

1491

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat
Statistik

Demikian pula kejahatan fisik atau penganiaan tercatat sangat
tinggi jauh melampaui kejahatan pembunuhan. Pada tahun 2014 tercatat
46.366 kasus, tahun 2015: 47.128 kasus, tahun 2016: 46.706 kasus,
tahun 2017: 42.683 kasus dan tahun 2018: 39.567 kasus.
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Gambar 7 Jumlah Kejahatan Fisik

Jumlah Kejahatan Fisik

2018 39567

2017 42683

2016 46706
2015 47128
2014 46366

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat
Statistik

Menurut hemat penulis, perlu rekontruksi ulang Pasal-pasal
KUHP tentang kejahatan pembunuhan dan pelukaan agar lebih
seimbang antara offender oriented dan victim oriented. Di dalam
Pasal-pasal tentang pembunuhan dan pelukaan perlu pembagian
menjadi tiga macam: sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja.
Apabila pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, maka sanksinya
ada tiga opsi yang boleh dipilih korban atau keluarga korban, yaitu:
qisas, diat atau pemaafan. Sedangkan pembunuhan atau pelukaan
dengan semi sengaja atau tidak sengaja, maka ada dua opsi yaitu:
diat atau pemaafan. Tugas hakim di sini sebagai pengesahan
hukuman yang telah dipilih oleh korban atau keluarga korban.

Pasal-pasal pidana pembunuhan dan pelukaan di KUHP ini
terlalu  melebar dan terkesan bertele-tele. Menurut penulis
pembunuhan berencana itu bisa dimasukkan ke dalam pembunuhan
sengaja dan pasal-pasal tentang kejahatan ini perlu ditata ulang
dengan dikumpulkan dalam satu atau dua bab. Seperti Pasal 170, 184
dan 185 tentang berkelahi tanding ini dihapus saja, karena sudah
tercantum pada Bab XIX dan XX.

Sanksi kejahatan aborsi tercantum pada Pasal 341: Seorang
ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas
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nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Semakna dengan Pasal 342 tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman maksimal 9 tahun.

Sanksi orang yang membantu menggugurkan kandungan
tercantum pada Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang
lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.

Dan Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.

Juga Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dan Pasal 299 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati
seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan
atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu
rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari
keutungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian
atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat,
pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam aborsi termasuk kategori jinayat
jiwa dan pelakunya dikenakan diat. Diat janin baik laki-laki atau
perempuan adalah gurrah budak. Nilai gurrah ini adalah 5 ekor
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unta'?’ berdasarkan hadits Abu Hurairah R.A yang lalu: Bahwa
Rasulullah % memutuskan kewajiban membayar diat janinnya
gurrah budak laki-laki atau wanita’’’ Diat janin ini pada kasus orang
yang menggugurkan kandungan wanita hamil dengan sengaja atau
melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kandungan gugur.
Adapun pada kasus wanita yang sengaja menggugurkan
kandungannya sendiri atau seseorang yang membantu pengguguran
kandungan maka ini termasuk tindak kejahatan dan dikenakan
hukuman fa’zir yang berupa hukuman cambuk, penjara atau
kurungan. Rekontruksi hukum pidana aborsi ke depan yaitu
dimasukkan hukum diat bagi orang yang menyebabkan keguguran
janin seorang wanita.

Sanksi-sanksi tentang kejahatan yang membahayakan
keamanan umum bagi orang atau barang tercantum pada Bab VII
KUHP. Di antara pasal-pasalnya adalah:

Pasal 187: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan
kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika
karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika
karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang
lain;

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut
di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan
orang mati.

Pasal 191: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan,
membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk menahan
atau menyalurkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun jika karena perbuatann itu timbul bahaya banjir.

Pasal 191 bis: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan,
merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau

"Ibnu Qudamah al-Magqdisi, al-Mugni, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), juz
12 him. 59.
Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 9 him. 15.
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menyebabkan jalan atau bekerjanya hangunan itu terganggu, atau
menggagalkan atau mempersukar usaha untuk menyelamatkan atau
membetulkan bangunan itu, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika
karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam
penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika
karena perbuatan itu tirnbul bahaya umum bagi barang;

3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

4. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan
mengakibatkan orang mati.

Perbuatan yang menimbulkan kerusakan tanpa kesengajaan
tercantum pada Pasal 193: Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum
dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan
jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan
bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;

2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika kerena perbuatan
itu mengakibatkan orang mati.

Juga pada Pasal 195 (1) Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang
digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta
api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang
bersalah diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan



393

atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Semisal ini juga pada
Pasal 201, 203, 205.

Pasal 192 Barang siapa dengan sengaja menghancurkan,
membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas
umum, atau merintangi jalan umum darat atau air, atau
menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu,
diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan
mengakibatkan orang mati.

Semisal juga pada Pasal 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204
kejahatan yang membahayakan orang lain dan mengancam nyawa
orang lain dikenakan hukuman penjara 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun
sampai seumur hidup. Pada kasus kekerasan kepada pejabat yang
menimbulkan luka atau kematian hukumannya antara 5 tahun sampai
15 tahun sebagaimana Pasal 213 dan 214.

Termasuk kejahatan yang membahayakan orang lain pada
Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran, di antara pasal-pasalnya
adalah Pasal 438 (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,
barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan
pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu
diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau
terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk
itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan
laut suatu negara yang diakui;

2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang
siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk
bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus
menjalankan pekerjaan tersebut setelab hal itu

Dan juga tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan
terhadap sarana/prasarana penerbangan, seperti pada Pasal 479b: (1)
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
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membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk
pengamanan lalu-lintas udara atau menggagalakan usaha untuk
pengamanan bangun teesebut dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya sembilan tahun,

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun
jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas
udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun
jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam kejahatan yang
membahayakan orang maupun barang termasuk dalam kategori
jinayah badan dan barang. Ketika kejahatan itu menimbulkan
kematian atau luka-luka, maka ada hukum gisas, diat dan pemaafan.
Perlu diperhatikan juga apakah tindakan yang menimbulkan bahaya
itu ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Maka dalam kasus ini
dikembalikan kepada delik pembunuhan dan pelukaan. Adapun
perbuatan kejahatan yang menimbulkan kerugian barang atau harta,
maka hukumannya adalah mengganti barang yang telah dirusak atau
nilai barang itu. Apabila kejahatan yang membahayakan orang lain
ini tidak menimbulkan kematian atau pelukaan atau kerusakan
barang maka dikenakan hukuman ta’zir, dengan dicambuk,
dikurung, dipenjara atau denda. Menurut penulis, rekontruksi hukum
pidana ke depan adalah memasukkan hukum gisas, diat dan
pemaafan pada kasus kejahatan yang membahayakan orang lain,
demikian pula memasukkan hukuman ¢a zir dalam kasus kejahatan
ini.

Pada Bab VIII tentang kejahatan terhadap penguasa umum
pada Pasal 207 dan 208 bisa digabungkan tentang sanksi
penghinaan.

Hukuman pada kasus kejahatan penyuapan tercantum pada
pasal 209 dan 210.

Pasal 209 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat
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atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya;

2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat
karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi
penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan,
dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili.

Pejabat yang menerima suap atau gratifikasi terjerat pidana
Pasal 418: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduganya, hahwa hadiah atau janji
itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi
hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Juga Pasal 420: (1) Diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun:

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang menjadi tugasnya;

2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk
menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu
diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus
diputus oleh pengadilan itu.
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(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa
hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara
pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.

Pasal 421-436 berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan
oleh pejabat paling lama 7 tahun. Kasus korupsi terdapat pada Pasal
415: Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu,
yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat
berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong
sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling 1ama tujuh tahun.

Suap dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan haram
dan pelanggaran. Allah % berfirman:

ety AT ) T 185 gt &5 951 586

= . 22l ,{,5/ 2Tl 7 l/sf,, z -

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Bagarah:
188)."!

Di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah #z
melaknat penyuap dan penerima suap.'’’ Di dalam hadis ini
menunjukkan bahwa suap: pemberi suap, penerima suap dan korupsi
merupakan dosa besar, karena pelakunya diancam laknat dan

BITim Syamil Quran, A/-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygma, 2011), hlm. 29.

132 Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah,

tt.), juz 2 hlm. 164. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, tt.), juz 3
hlm. 326. Al-Tirmiz, al-Jami’ As-Sahth, (Beirut: Dar lhya Al-Turas Al-‘Arabi, tt.), juz 3 hlm.

622.
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pelakunya diancam dengan hukuman fa’zir, seperti: peringatan
(ancaman), dera, kurungan, penjara dan denda.

Sanksi-sanksi kejahatan sumpah palsu tercantum pada Bab
IX Pasal 242 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun dan sembilan tahun. Sedangkan kejahatan pemalsuan-
pemalsuan terdapat pada Bab X, XI dan XII dengan ancaman
hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Rekontruksi hukum
pidana pada kasus-kasus di atas yaitu dengan memasukkan hukuman
ta zir selain penjara, seperti cambuk, penyitaan dan denda, agar lebih
efektif dan mengurangi dominasi pidana penjara di dalam KUHP.

Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di atas yaitu pada Bab
XXIV tentang penggelapan Pasal 372 sampai Pasal 375, Bab XXV
tentang perbuatan curang Pasal 378 sampai 379, Bab XXVI tentang
perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
pada Pasal 396 sampai 404 dan Bab XXX tentang penadahan
penerbitan dan percetakan dalam Pasal 480 sampai Pasal 481.
Apabila diperhatikan sanksi-sanksi yang digunakan adalah penjara
dan denda. Menurut hemat penulis, bahwa kejahatan penipuan,
penggelapan dan curang tersebut di atas dalam pemidanaannya bisa
digunakan hukuman fa’zir, seperti potong tangan, cambuk,
pengasingan, penyitaan, penjara dan denda. Yang menjadi
pertimbangan dalam penetapan hukuman ta ’zir pada masing-masing
kejahatan di atas yaitu dengan dilihat kondisi, kerugian, kerusakan
dan bahaya masing-masing kejahatan.

Sebagai contoh dalam kasus penggelapan seperti pada Pasal
372: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah.

Pada kasus penggelapan di atas, ke depan sanksi yang
digunakan bisa dengan hukuman potong tangan dan denda sebesar
uang yang telah digelapkan. Apalagi pada jaman sekarang marak
kasus-kasus penggelapan, korupsi dan penipuan yang sangat
merugikan perekonomian negara dan membuat rakyat sengsara.
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Tercatat di dalam data statistik pada tahun 2014 terdapat 48.608
kasus penipuan, penggelapan dan korupsi, sedangkan pada tahun
2015 terdapat 54.115 kasus, tahun 2016 terdapat 49.198, pada tahun
2017 terdapat 47.594 kasus dan pada tahun 2018 tercatat 43.853
kasus.

Gambar 8 Jumlah Kejahatan Penipuan, Penggelapan dan Korupsi

Jumlah Kejahatan Penipuan, Penggelapan dan
Korupsi

2018
2017
2016
2015
2014

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat
Statistik

Dengan melihat data-data kasus kejahatan di atas,
menunjukkan bahwa pidana penjara tidak efektif digunakan sebagai
sanksinya. Maka perlu rekontruksi ulang atas pidana, yaitu dengan
mengunakan hukuman fa’zir yang bervariasi sebagai sanksi-
sanksinya.

Delik tentang kejahatan terhadap kesusilaan tercantum pada
Bab XIV pada pasal-pasal berikut:

Pasal 281: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan;

2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang
ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
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Pasal 282 ayat 1-3 tentang siapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan,
gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar
kesusilaan hukumannya paling lama sembilan bulan.

Pasal 284: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak
(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b.
seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah
telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan
suami/istri yang tercemar.

Pasal 285 tentang pemerkosaan: Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun.

Pasal 286 Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di
luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun.

Dan Pasal 294: Barang siapa melakukan perbuatan cabul
dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah
pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum
dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya dianya
yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

Pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan



400

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun: 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang,
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa
umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas,
yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun
atau kalau umumya tidak jelas yang bersangkutan atau bersangkutan
belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan
dengan orang lain.

Sanksi zina dengan anak perempuan yang belum dewasa
terdapat pada Pasal 287 (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang
wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya
harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau
umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika
umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu
hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 288 (1) Barang siapa
dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan
belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan
luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan
pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.

Pasal 291 (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal
286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan
pidana penjara paling lama dua belas tahun;
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(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286,
287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi kejahatan homoseks dan sodomi terhadap anak kecil
terdapat pada Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan
cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.

Secara ringkas pidana kejahatan kesusilaan atau perzinaan
yang ada pada pasal-pasal di atas diancam dengan pidana penjara
dengan kriteria-kriteria berikut ini:

a. Pezina laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan
dan tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan
suami/istri yang tercemar.

Zina dengan kekerasan atau pemerkosaan.

c. Zina dengan anak di bawah umur, penuntutan hanya dilakukan
atas pengaduan

d. Homoseks dengan dewasa dan anak kecil.

Apabila dicermati delik perzinaan di dalam pasal-pasal
KUHP di atas mengalami penyempitan makna menjadi hubungan
terlarang yang dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat
dalam perkawinan berarti jika pelaku perzinaan itu dilakukan orang
yang tidak terikat perkawinan tidak dapat dipidanakan kecuali pada
kasus pemerkosaan. Demikian pula ada kasus perzinaan yang
dilakukan oleh orang yang terikat perkawinanpun tidak bisa diadili
apabila tanpa tuntutan oleh pihak suami/istri yang dirugikan.

Banyak ahli hukum mengkritik pasal 284: 1. a. seorang pria
yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita
yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa
pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang

wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu,
padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin
dan pasal 27 BW berlaku baginya.
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Syarat pemberlakuan adanya Pasal 27 BW ini menimbulkan
celah pembolehan perzinaan, karena apabila ada laki-laki yang sudah
menikah dan tidak tunduk dengan Pasal 27 BW (orang Indonesia asli
bukan orang Eropa dan Cina) berzina dengan wanita yang belum
menikah, maka tidak bisa dipidanakan.

Sahetapy menyatakan bahwa kontruksi yuridis ini bukan saja
deskriminatif tetapi juga tidak masuk akal bagi pikiran yang sehat.
Menurutnya, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti
persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau istri di luar
lembaga perkawinan, tetapi juga dilakukan oleh pria dan wanita
yang belum menikah, kendati sudah bertunangan. Sah di sini harus
ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan, sehingga
zina meliputi pula fornication atau persetubuhan yang dilakukan
secara suka rela antara dua orang yang belum menikah. Dengan
demikian, pengertian zina mencakup overspel, fornication dan
prostitusi.'?

Berbeda dengan hukum pidana Islam yang memandang
perzinaan adalah setiap hubungan seksual di luar nikah, baik
pelakunya belum menikah, sudah menikah ataupun salah satunya
menikah. Ibnu Rusyd mendifinisikan zina dengan “Setiap hubungan
seks yang terjadi tanpa nikah yang sah, tanpa ada syubhat nikah dan
tanpa kepemilikan yang jelas (budak)”.'**

Hukum pidana Islam juga tidak memandang apakah
perzinaan itu ada tuntutan dari pihak yang dirugikan atau tidak,
selama perzinaan itu terbukti adanya dengan pengakuan, empat saksi
laki-laki adil atau ada bukti-bukti pasti lainnya, maka dikenakan
hukum hudid zina. Hukum hudiid bagi pezina ada dua: hukuman
rajam bagi pezina muhsan (sudah menikah), dan dicambuk seratus
kali dan diasingkan satu tahun bagi gairu muhsan. Kejahatan zina
telah merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat serta
meruntuhkan moral dan akhlak di masyarakat. Kejahatan zina adalah
kejahatan yang paling keji yang telah merusak eksistensi ad-darirah

3Makhrus Munajat, Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks

Keindonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 232.
"“*Tonu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1983), juz 2 him. 433
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al-khamsah, yaitu: hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nasl
(memelihara keturunan) dan Aifz an-nafs  (memelihara jiwa),
sehingga pelaku zina pantas untuk dihukum berat.

Dasar dari hukum pidana zina di antaranya adalah hadis dari
Abdullah bin Abbas berkata, "Umar bin Khattab berkata sambil
duduk di atas mimbar Rasulullah, "Sesungguhnya Allah telah
mengutus Muhammad # dengan kebenaran, dan Dia juga telah
menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan
kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan
memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah # telah
melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita tetap
melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku
khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam
al-Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas
mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah
diturunkan oleh Allah #. Sesungguhnya hukuman rajam yang
terdapat di dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki
dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinaan apabila
ada saksi atau ada bukti hamil atau ada pengakuan."'*’ Tentang
hudiid pezina dlsebutkan di dalam al-Qur’an hadis berikut:

L;Ml)urj»bﬁb o-\b— LeLa.‘,.a-\.a-jdgb-\b-U ;JJ ;-‘

w s~ > - s s 2 gz o4 g~ P R B d
el Lplie X3 ST B oplE &S of AT g

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

"*Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cairo: Dar asy-Sya’b,
1987), juz 8 hlm. 209. Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-J1l, tt.), juz 5 hlm. 115.
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disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-
Nir: 2)."°
G Vpd eyl 1 R Al UL, U6 1B el S e

M A U e Al LR B e 8

e
Artinya : Dari 'Ubadah bin Samit dia berkata, "Rasulullah #
bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku.
Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum
wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk
seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan
wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali
dan dirajam.""’

Delik perzinaan di dalam pasal-pasal KUHP di atas terlihat
sangat kental dengan budaya barat yang liberal yang sangat jauh dari
budaya ketimuran. Pasal KUHP yang tidak menjerat hubungan seks
remaja yang tidak terikat pernikahan akan membuka celah seks
bebas kawula muda, karena apabila zina dilakukan dengan dasar
suka sama suka tidak termasuk tindak pidana. Menko PMK
Muhadjir Effendy mengatakan bahwa perilaku seks bebas
merupakan budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma
yang dianut bangsa Indonesia.'*®

Fakta membuktikan potret buram remaja Indonesia yang
banyak terjerumus dalam kasus-kasus pornografi, seks bebas, aborsi,
sampai terpapar HIV/AIDS. Data yang bersumber dari survei yang
dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada

-

"Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

“"Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu
Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizi,
al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar Thya al-Turas al-‘Arabi, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Majah,
Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.

B8Ade Lukmono, “Bukan Budaya Indonesia, Fakta Seks Bebas di Lapangan
Mengkhawatirkan” dikutip dari https://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-

118915868/bukan-budaya-indonesia-fakta-seks-bebas-di-lapangan-mengkhawatirkan pada hari
Sabtu, 28 November 2020 jam 18.31 WIB.



405

tahun 2007, bahwa sekitar 62,7% remaja SMP telah melakukan
hubungan seks di luar nikah dan 21% remaja SMA telah melakukan
aborsi."”’

Jumlah kejahatan kesusilaan (perkosaan dan pencabulan)
menurut data statistik masih sangat tinggi. Tercatat pada tahun 2014
ada 5.499 kasus, tahun 2015: 5.051 kasus, tahun 2016: 5.247 kasus,
tahun 2017: 5.513 kasus dan tahun 2018: 5.258 kasus.

Gambar 9 Jumlah Kejahatan Kesusilaan (Perkosaan dan Pencabulan)

Jumlah Kejahatan Kesusilaan

2018 5258

2017 5513
2016 5247

2015 5051

2014 5499

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat
Statistik

Fakta kemerosotan moral bangsa ini harus segera
ditindaklanjuti di antara dengan usaha mentransformasi hukum
pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional. Hukum pidana Islam
dalam kasus kriminal ini tampak lebih tegas dan memberikan efek
jera, sehingga lebih efektif dalam mengurangi tindak kejahatan
perzinaan.

Upaya rekontruksi hukum pidana zina ke depan adalah:

a. Menetapkan hukuman rajam bagi pezina muhsan (menikah)

'%1chsan Emrald Alamsyah, “Seks Bebas Hancurkan Generasi Bangsa” dikutip dari

https://m.republika.co.id/berita/py4idc349/seks-bebas-hancurkan-generasi-bangsa pada hari Sabtu
28 November 2020 jam 19.25 WIB.
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b. Menetapkan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama
satu tahun bagi pezina gairu muhsan (belum menikah).

c. Menetapkan sebagai kejahatan zina, baik dilakukan oleh orang
yang belum menikah, sudah menikah atau salah satunya sudah
menikah.

d. Penetapkan delik zina tanpa membedakan orang yang tunduk
dengan Pasal 27 BW atau tidak.

e. Menetapkan pelaku homo seks dan sodomi anak dengan
hukuman mati atau rajam.

f. Menetapkan syarat-syarat pemidanaan zina, seperti pengakuan
pelaku sendiri, terbukti oleh empat saksi laki-laki yang adil yang
telah melihat perbuatan zina dengan jelas dan dibuktikan adanya
hamil tanpa ada suami.

g. Menetapkan adanya syubhat pembatalan hukuman hudiid zina,
seperti syubhat kepemilikan, pernikahan syubhat dan wanita
yang diperkosa.

KUHP tidak menetapkan mabuk-mabukan sebagai tindak
kejahatan, selain dari menjual miras dan memaksa orang meminum
miras, sebagaimana disebutkan pada Pasal 300 (1) Diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan
minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan
mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.

2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang
anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan mabuk-mabukan dimasukkan ke dalam Pasal
pelanggaran bukan kejahatan. Tercantum di Pasal 536: Barang siapa
terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan
pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
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Termasuk juga dalam pelanggaran menjual miras dan
menyediakannya untuk orang lain, Pasal 537: Barang siapa di luar
kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak
kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau
kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana
kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi
seribu lima ratus rupiah. Pasal 538: Penjual atau wakilnya yang
menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan
memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang
anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana
kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi
empat ribu lima ratus rupiah.

Juga Pasal 539: Barang siapa pada kesempatan diadakan
pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau
diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara
cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai
hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari
atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal-pasal tentang meminum miras di atas menunjukkan
bahwa mabuk-mabukan bukan termasuk kejahatan, akan tetapi
dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran dengan hukuman denda
yang kecil, kecuali mabuk-mabukan yang mengganggu keamanan
dan ketertiban sebagaimana dalam Pasal 492: Barang siapa dalam
keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau
mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau
melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau
dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar
jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam
dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda
paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Berbeda dengan hukum pidana Islam yang memasukkan
syurb al-khamr termasuk kejahatan besar dan diancam dengan
hukuman hudiid dan apabila ditambah dengan mengganggu dan
mengancam kemanan orang lain, maka akan semakin besar
kejahatannya. Syurb al-khamr adalah perbuatan yang buruk dan
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termasuk dosa besar yang mendapat laknat Allah ¢
disebutkan:

G el Ll Wl e u, g;;jj\ SVCPA PV N ! e
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Artinya : Dari Abu 'Algamah mantan budak mereka, dan
Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi bahwa keduanya telah
mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah # bersabda: "Semoga
Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya,
pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang
membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya.'*’

Syurb al-khamr termasuk ummu al-khabdis (induknya semua
keburukan), karena meminum khamr ini bisa menyebabkan
kemungkaran lainnya. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar
Rasulullah # bersabda:

R 08 ey e 80 o B 005 R 06 LG )
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Artinya . Khamr adalah induknya kekejian dan dosa yang paling
besar, siapa yang meminumnya, bisa menyebabkannya menzinai
ibunya, bibinya dari pihak bapak dan pihak ibu.'*'

Di dalam surat al-Maidah ayat 90-91 Allah 4 mensifati
minum khamr sebagai perbuatan syetan dan perbuatan yang
memalingkan dari zikir kepada Allah. Di samping itu pelanggaran
ini telah merusak eksistensi al-dariirah al-khamsah: hifz ad-din
(memelihara agama), hifz al-’aql (memelihara akal), hifz an-nafs

(memelihara jiwa), hifz al-mal (memelihara harta), hifz an-nasl
(memelihara keturunan). Sehingga kejahatan ini ditindak tegas

£, di dalam hadis

-0

"“YAbu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-*Arabi, tt.), juz 3 hlm.
366. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.),
juz 2 hlm. 97. Syu’aib al-Arniit mengatakan sahih dengan penguat jalur-jalur yang banyak.

1 Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt),
juz 5 him. 444.
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dengan dikenakan hukuman dicambuk empat puluh kali,
berdasarkan hadi§ marfii’ dari Rasulullah #:

o) ANy JBL S o O ey 08T e L of (T
Artinya : Dari Anas bahwa Nabi pernah mendera peminum khamr
dengan menggunakan terompah dan pelepah kurma sebanyak empat
puluh kali.'*

Rekontruksi hukum pidana syurb al-khamr ke depan adalah
dengan menetapkan hukuman dera empat puluh kali bagi peminum dan
bagi orang yang menjual dikenakan hukuman ta zir yaitu dera empat
puluh kali dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Tentang pidana perjudian tertuang dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh
tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,
barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata-cara.

Pasal 303 bis:(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang
diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di
pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,
kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah
memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Hukum pidana Islam menetapkan tindak pidana judi adalah
perbuatan dosa dan melanggar syariat. Allah 4 berfirman:

"“*Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 him. 125.
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah:
90).143
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Ayat di atas berisi perintah agar menjahui judi karena
termasuk perbuatan syetan. Perjudian juga menyebabkan
permusuhan, perkelahian dan memalingkan dari zikir kepada Allah.
Sebagaimana lanjutan ayat di atas:

-

Sial ,mudf,”Tgfli‘\’é;'w"f’Tg syl S (::a): of A 2T Sy L3
R AP °)1¢‘J‘u-°) &7 53 2

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)
khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu). (Q.S. al-Maidah: 91).

Hemat penulis perlu ditambah ayat pidana tentang sanksi
perjudian meskipun tidak di muka umum dan dihilangkan
pengecualian pidana perjudian yang diizinkan penguasa. Demikian
pula perlu ditambahkan hukuman ta ’zir lainnya yaitu hukuman dera,
penyitaan uang dan barang dan denda. Menurut hemat penulis,
perjudian baik secara sembunyi maupun terang-terangan, hakikatnya
telah melakukan dosa dan pelanggaran syariat yang pantas dihukum
untuk penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun ayat
yang berisi pengecualian pidana atas perjudian yang diizinkan
penguasa hendaknya dihilangkan, agar tidak memberikan celah
kemungkinan pengadaan tindak pidana perjudian di masyarakat.

" Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 123.
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Pemberlakuan hukuman cambuk atas kejahatan perjudian,
syurb al-khamr dan kejahatan lainnya, lebih efektif dari pada
penggunaan pidana penjara. Di samping itu, keuntungan hukuman
cambuk lebih cepat selesai, hemat dan memberikan efek jera. Wakil
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali
mengatakan, jangankan masyarakat muslim, masyarakat nonmuslim
Aceh lebih memilih hukuman cambuk ketimbang hukum nasional,
kenapa? Setelah dicambuk selesai dan sudah bisa dekat lagi dengan
keluarga. Faisal melanjutkan sejak pemberlakuan hukuman cambuk,
angka pelanggaran asusila, judi dan konsumsi minuman keras serta
penjualannya menjadi menurun.'*

Hukum pidana pencurian tercantum pada Bab XXII dalam
pasal-pasal berikut:

Pasal 362: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.

Pasal 363: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun:

1. pencurian ternak;

2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang
yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak;

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

"“Deutsche  Welle, “Arab Saudi Hapuskan Hukum Cambuk, Bagaimana
Indonesia”  dikutip  dari  https://m.republika.co.id/berita/q9g4465615000/arab-saudi-
hapuskan-hukum-cambuk-bagaimana-indonesia pada hari Selasa 1 Desember 2020 jam
07.30 WIB.




412

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 364: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan
pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal
363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri
tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Apabila dicermati definisi pencurian menurut pasal-pasal
KUHP di atas, ada sisi kesamaan dengan definisi sarigah (pencurian)
menurut hukum pidana Islam. Sisi kesamaan yaitu bahwa pencurian
adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-
sembunyi. Syarat hirzun (barang tersimpan) dan mencapai nisab
tercantum pada Pasal 364 disebutkan perkara-perkara yang
meringankan pidana pencurian yaitu harta itu tidak tersimpan dan tidak
lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Demikian pula disebutkan
syubhat kepemilikan pada Pasal 367: Jika pembuat atau pembantu dari
salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang
terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah
harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak
mungkin diadakan tuntutan pidana.

Penulis menduga bahwa pasal-pasal tentang pencurian di atas
substansinya diserap dari hukum pidana Islam, meskipun masih belum
secara lengkap. Ada sisi perbedaan pidana pencurian di atas dengan
hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

a. Perbedaan sanksi; di dalam KUHP pencurian diancam pidana
penjara paling lama lima tahun atau tujuh tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah. Adapun di dalam hukum
pidana Islam menetapkan hukuman potong tangan apabila terpenuhi
syarat-syaratnya dan tidak ada syubhat.

b. Perbedaan syarat pemidanaan; dalam hal nisab pencurian, menurut
KUHP nisab pencurian dua puluh lima rupiah, sedangkan nisab
pencurian menurut hukum pidana Islam adalah seperempat dinar
atau tiga dirham.

c. Dalam hal syubhat pencurian, tertera di Pasal 367 pencurian
salah istri mencuri harta suami atau sebaliknya, tidak dipidana.
Adapun di dalam hukum pidana Islam, pencurian antar pasangan
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dapat menggugurkan hukuman hudiid, akan tetapi apabila tidak
ada uzur dikenakan hukuman fa’zir. Termasuk di dalamnya
bapak mencuri harta anaknya atau sebaliknya dan seseorang
mencuri harta yang tercampur hartanya dengan harta orang lain,
hal-hal tersebut belum tercantum di dalam KUHP.

Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam
adalah kejahatan terhadap harta-harta manusia yang terjaga.
Kejahatan yang berat ini telah merusak eksistensi ad-dariurah al-
khamsah vyaita hifz al-mal (memelihara harta). Sebagai hukuman
yang membuat efek jera, al-Qur’an menetapkan hukum potong
tangan bagi pencuri:

& al/&a»/,/”///,// ~ o o SEe grzer Ao e A2
o Al AT 5 USS LIS LG H Lage il Toakasls 38, L2015 5, LTS
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Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).'*

‘Izzuddin Abd as-Salam mengatakan, bahwa sesungguhnya
pemotongan tanga pencuri adalah mafsadat baginya, akan tetapi
hukuman itu dilakukan sebagai peringatan keras dan penjagaan
harta-harta manusia, maka maslahat ini didahulukan atas mafsadat
terpotongnya tangan pencuri. s

Data statistik lima tahun terakhir menunjukkan kasus
kejahatan pencurian sangat tinggi. Tercata pada tahun 2014 ada
117.751 kasus, tahun 2015: 114.013 kasus, tahun 2016: 120.026 kasus,
tahun 2017: 107.042 kasus dan tahun 2018: 90.757 kasus.

"“Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 114.
' Jzzuddin Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 116.
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Gambar 10 Jumlah Kejahatan Pencurian

Jumlah Kejahatan Pencurian

2018 90757

2017 107042

2016 120026
2015 114013
2014 117751

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat
Statistik

Maraknya kejahatan pencurian ini sangat mengganggu
keamanan harta dan ketenangan hidup masyarakat. Pada kondisi
seperti ini membutuhkan sanksi yang tegas dan menjerakan untuk
menekan angka kejahatan pencurian. Hukum hudiid atas kejahatan
ini sangat perlu dipertimbangkan untuk rekontruksi hukum pidana
yang baru.

Rekontruksi pidana pencurian ke depan yaitu dengan
menetapkan hukuman potong tangan atas kejahatan pencurian
apabila terpenuhi syarat-syaratnya, sedangkan pencurian yang tidak
terpenuhi syarat-syaratnya, maka dikenakan hukuman ta ’zir.

Tercantum pada Bab XXII  pencurian yang disertai
kekerasan, yaitu pada Pasal 365: (1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan
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merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah
satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut hemat penulis pencurian dengan kekerasan dan
ancaman kekerasan termasuk pada bab hirabah (perampokan),
bukan pada bab sarigah (pencurian), karena memiliki hukum pidana
yang berbeda. Delik pidana perampokan lebih berat dari pada delik
pidana pencurian, sehingga lebih tepat dimasukkan ke bab
selanjutnya yaitu Bab XXIII tentang Pemerasan Dan Pengancaman.
Pada bab ini terdapat Pasal 368: (1) Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat
berlaku bagi kejahatan ini.

Dan Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau
dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya
memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang
atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang
yang terkena kejahatan.
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Pasal 368 ini mirip dengan pasal 365 yang berisi delik pidana
mengambil dengan paksa atau perampokan, meskipun tidak tertulis
secara terang kejahatan perampokan, akan tetapi intinya sama.
Adapun Pasal 369 berisi tentang pemerasan.

Termasuk kategori perampokan juga pada Bab XXIX tentang
kejahatan pelayaran pada pasal-pasal berikut:

Pasal 439: (1) Diancam karena melakukan pembajakan di
tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang
siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan
terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di
perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu
wilayah "Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939
442."

Pasal 440: Diancam karena melakukan pembajakan di pantai
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa
yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai,
melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ,
setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau
sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441: Diancam karena melakukan pembajakan di sungai
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa
dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai
terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya,
setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari
tempat lain.

Hirabah (perampokan) dalam hukum pidana Islam termasuk
kejahatan terberat. Perampokan adalah tindak kejahatan yang
membahayakan nyawa, harta dan kehormatan. Tindakan yang keji
ini telah merusak eksistensi ad-darirah al-khamsah yaitu hifz al-mal
(memelihara harta) dan hifz an-nafs (memelihara jiwa). Kejahatan
yang berat ini pantas mendapatkan hukuman yang berat dalam
rangka menolak mudarat, Allah ¥ menetapkan hukuman yang berat
sebagaimana di dalam firmanNya:
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Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33)."%

Tindak kejahatan perampokan bermacam-macam jenisnya

yang terbagi menjadi empat jenis:

a. Merampok harta atau benda saja,

b. Melakukan pembunuhan,

c. Merampok dan membunubh,

d. Membuat teror dan menakut-nakuti.

Data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan
kasus kejahatan harta dengan kekerasan (perampokan dan
pembegalan) sangat tinggi. Pada tahun 2014 tercatat 11.758 kasus,
tahun 2015: 11.856 kasus, tahun 2016: 12.095 kasus, tahun 2017:
10.692 kasus dan tahun 2018: 8.428 kasus.

"“'Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.
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Gambar 11 Jumlah kejahatan harta dengan kekerasan

Jumlah Kejahatan Harta (Kekerasan)

2018 8428

2017 10692

2016 12095
2015 11856
2014 11758

Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat

Statistik

Masih tingginya angka kejahatan perampokan ini

membutuhkan solusi dan sanksi yang tegas, yaitu dengan
pembaharuan hukum pidana penjara direvisi menjadi hukum hudiid.
Rekontruksi delik pidana perampokan ke depan adalah:

a.

Penetapan delik pidana perampokan: Perampok yang hanya
mengambil harta, maka dihukum dengan dipotong tangan dan
kakinya secara bersilang, sedangkan perampok yang membunuh
tidak mengambil harta maka dihukum mati. Adapun perampok
yang membunuh dan mengambil harta dibunuh atau disalib.
Sedangkan perampok vyang membuat teror saja maka
hukumannya dibuang atau diasingkan.'*® Dikarenakan perbedaan
jenis kejahatan ini, maka berbeda pula hukumannya
sebagaimana yang termuat di surat al-Maidah ayat 33 di atas.
Ketentuan Pasal 369 tentang pemerasan, karena tidak termasuk
ke dalam kejahatan perampokan, maka dikenakan hukuman
ta zir yaitu hukuman cambuk, penjara dan denda ganti rugi.

<Alauddin al-Kasani, Badai’ as-Sandi’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1986), juz 7 hlm 93.
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c. Pasal 365 dan 368 digabungkan menjadi satu bab tentang
kejahatan perampokan. Perlu dicantumkan juga secara jelas delik
pidana perampokan dan pembegalan.

Termasuk juga ke dalam pidana perampokan kejahatan
terhadap kemerdekaan orang pada Bab XVIII pasa pasal-pasal
berikut:

Pasal 324: Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya
orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan
perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung
atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 325: (1) Barang siapa sebagai nakoda bekerja atau
bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu
dipergunakan untuk tujuan pemiagaan budak, atau dipakai kapal itu
untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun.

(2) Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian
seorang budak atau lebih, maka nakoda diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 326: Barang siapa bekerja sebagai awak kapal di
sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan
untuk tujuan atsu keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela
tetap berengas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan
untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 327: Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya
orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk
menyewakan, mengangkutkan atau mengasuransikan sebuah kapal,
sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan
perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama
delapan tahun.

Pasal 328: Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat
kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud
untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah
kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan
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dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan penculikan, perbudakan dan jual belinya dan
pergundikan merupakan perendahan harkat dan martabat manusia.
Hakikatnya kejahatan ini seperti perampokan, perampok melakukan
aksinya untuk merampok barang, sedangkan penculikan dan
perbudakan ini merampok manusia dan merampas kemerdekaan,
sehingga pelaku kejahatan ini pantas mendapat hukuman berat, yaitu
hukuman mati. Pelaku perbudakan ini adalah musuh Rasulullah di
hari kiamat, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah R.A bahwa
Rasulullah # bersabda:

SET g0 0h 0 O s ) sl s L TS
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Artinya: Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di
hari kiamat: Seseorang yang bersumpah denganku kemudian ia
berkhianat, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan
hasilnya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja yang telah
menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi kemudian tidak dibayarkan
upahnya.'*’

Dalam hal sanksi terhadap gazf (menuduh zina), menurut
pengamatan penulis, belum ada satupun ayat di dalam KUHP yang
spesifik mengatur tentang tuduhan palsu zina. Pasal-pasal yang
tercantum lebih bersifat umum, yaitu menyerang kehormatan,
pencemaran nama baik dan penghinaan. Kejahatan penyerangan
kehormatan pencemaran nama baik bisa berupa menuduh korupsi,
menyuap atau pornografi. Berikut ini pasal-pasal tentang penghinaan
pada Bab XVI KUHP:

Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan
atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

"*Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari. (Cairo: Dar Al-Sya’b,

1987), juz 3 him. 108.
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(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,
jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena
terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang
dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam
melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak
bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn
terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan,
maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau
dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam
karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

Pasal 316: Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal
sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah dengan sepertiga jika
yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena
menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317: (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan
pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara
tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga
kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat
dijatuhkan. Pasal 318: Barang siapa dengan sesuatu perbuatan
sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang
bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena
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menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 319 Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut
bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang
terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Qazf (tuduhan palsu zina) di dalam hukum pidana Islam
adalah sebuah kejahatan yang merusak kehormatan seseorang yang
harus dijaga. Salah satu magasid asy-syari’ah adalah menjaga
kehormatan manusia. Setiap manusia memiliki kehormatan dan hak-
hak yang wajib dijaga untuk terwujudnya kehidupan masyarakat
yang tertib dan aman. Kejahatan tuduhan zina yang akan
menyebabkan hancurnya kehormatan seseorang di mata masyarakat.
Oleh karena itu bukti dan saksi harus ditegakkan dalam hal tuduhan
zina ini, kalau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi
maka ia berhak dihukum hudiid .

Apabila seseorang terbukti melakukan gazf, maka ia dijatuhi
tiga hukuman:

a. Dicambuk delapan puluh kali,

b. Ditolak persaksiannya,

c. Ditetapkan sebagai orang fasik sampai ia bertaubat. Berdasarkan
firman Allah %:
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali

dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nir:
4).150

Dengan demikian, perlu transfomasi hukum pidana Islam ke

dalam KUHP tentang sanksi gazf (menuduh zina) secara jelas yaitu

"Tim Syamil Quran, AI-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin.

(Bandung: Sygqma, 2011), hlm. 350.
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dengan digunakan sanksi cambuk delapan puluh kali. Adapun sanksi
bagi kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyerangan
kehormatan digunakan juga hukuman cambuk sebagai ta’zir atau
denda. Dikecualikan gazf (menuduh zina) suami kepada istrinya
yang masuk pada bab /i’an. Li’an adalah suami yang menuduh istri
berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, kemudian istri
membantah tuduhan itu, maka hakim memutuskan keduanya untuk
saling bersumpah dan melaknat sebagaimana di dalam al-Qur’an
surat an-Niir ayat 6 sampai 9, kemudian setelah itu pernikahan
keduanya dibatalkan.

Hukuman cambuk ini lebih efektif dan efisien jika
dibandingkan hukuman penjara. Negara sudah cukup berat dibebani
dalam pembiayaan penjara dan pemenuhan kebutuhan penghuninya.
Penggunakan hukuman cambuk ini sangat mengurangi jumlah
penghuni penjara. Apabila jumlah penghuni penjara berkurang,
maka kas keuangan Negara bisa digunakan untuk pembangunan dan
kesejahteraan rakyat.

Di dalam buku ketiga tentang pelanggaran dari bab I sampai
IX umumnya menjelaskan tentang sanksi-sanksi pelanggaran yang
ringan yang tidak termasuk ke dalam kejahatan, sehingga
hukumannya kebanyakan adalah kurungan. Pidana kurungan ini
berbeda dengan pidana penjara, meskipun keduanya sama-sama
hukuman perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan
lebih ringan dari pada pidana penjara. Dalam catatan penulis, ada
beberapa pelanggaran yang tersebut di buku ketiga ini yang layak
dimasukkan ke dalam tindak kejahatan, seperti syurb al-khamr,
sambung ayam dan perdukunan.

Pasal tentang sambung ayam terdapat pada Pasal 544 (1)
Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk
untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum
atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh
khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama
enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh
lima rupiah.

Sedangkan perdukunan tercantum pada Pasal 545 (1) Barang
siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan
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peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau
penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama
enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Menurut hemat penulis bahwa syurb al-khamr, sambung
ayam dan perdukunan termasuk kejahatan yang mengganggu
keamanan dan ketertiban umum. Syurb al-khamr jelas akan
menimbulkan gangguan dan kejahatan lainnya, sedangkan kejahatan
sambung ayam, pertama adalah karena penyiksaan hewan, kedua
akan menyebabkan perjudian sambung ayam. Sedangkan
perdukunan adalah praktek kejahatan yang akan merusak aqidah
umat, semisal juga yang bisa dimasukkan dalam delik kejahatan
adalah dukun tukang sihir, karena dukun tukang sihir ini bisa
membahayakan orang lain dengan berbuat santet, bahkan bisa
menyebabkan korban terbunuh. Adapun pelanggaran-pelanggaran
lainnya, bisa digunakan hukuman fa zir, mulai dari peringatan dan
ancaman sampai hukuman cambuk.

Pidana penjara dan kurungan, menurut penulis perlu
dikurangi penggunakannya dan tidak dijadikan sanksi utama dalam
pemidanaan kejahatan ataupun pelanggaran. Di samping kurang bisa
menekan angka kejahatan, penjara juga menimbulkan kerugian yang
besar yang menyangkut pembiayaan dan pemeliharaan Lapas dan
penghuni-penghuninya. Eramus menyebutkan bahwa pidana penjara
dinilai telah menunjukkan efek kontraproduktif terhadap upaya
rehabilitasi dan reintegrasi para narapidana. Dampak buruk penjara
bagi penghuni penjara di antaranya: prisonisasi, stigmatisasi dan
residivisme."”!

“Erasmus A.T Napitupulu, dkk. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan,

Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta:
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), him. 2.



BAB VI
PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian yang

dipaparkan pada bab sebelumnya. Di samping berisi kesimpulan, bab ini
juga berisi sejumlah hal yang direkomendasikan berkenaan dengan
penulisan disertasi ini.

Untuk kepentingan sistematika dalam penulisan, bab ini dibagi

dalam dua bagian. Pertama, bagian kesimpulan yaitu merupakan

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah
dilakukan. Kedua, bagian yang direkomendasikan berkenaan dengan temuan
penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1.

Eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara yaitu
terdapat pada sisi keadilan dan relevansinya; keadilan yaitu dengan
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu dan sosial,
sedangkan relevansinya ditunjukkan dengan adanya pengaruh baik
dalam menekan angka tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, ,
sehingga sangat relevan sekali untuk ditransformasikan dalam
pembaharuan hukum pidana penjara. Di samping itu keunggulan
hukum pidana terdapat pada hakikatnya yang mengandung filsafat
hukum dan magqgasid asy-syari’ah yang bertujuan untuk penjagaan
terhadap hak-hak dasar manusia yang disebut ad-darirah al-
khamsah (lima kebutuhan dasar manusia), yaitu: Ahifz ad-din
(memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz al-’aql
(memelihara akal), 4ifz an-nasl (memelihara keturunan) dan Aifz al-
mal (memelihara harta). Keistimewaan hukum pidana Islam lainnya
tampak pada fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menetapkan
sanksi atas bermacam-macam kejahatan dengan sanksi-sanksi yang
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variatif dan efektif; Pertama, sanksi fisik yang berupa hukuman mati
atas kejahatan pembunuhan, riddah, pezina muhsan dan
pemberontakan, hukuman mati dan salib atas kejahatan perampokan,
hukuman cambuk atas pezina gairu muhsan, kejahatan gazf dan
mabuk-mabukan, hukuman potong tangan atas pencuri. Kedua, saksi
harta terdapat pada diat atas pembunuhan a/- ‘amd yang dimaafkan,
pembunuhan syibh al-‘amd, pembunuhan al-khata’ dan pelukaan
badan. Ketiga hukuman fa zir yang berupa, peringatan, hajr, ta ’zir
harta, pencopotan jabatan, cambuk, pengasingan, penjara dan
hukuman mati.

Tranformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan
pidana penjara di Indonesia yaitu dengan mentransformasikan
hukuman gisas., hudid, dan diat ke dalam KUHP, sedangkan sanksi
selainnya digunakan hukuman ta zir dan penjara. Penegakan hukum
pidana Islam secara substansi merupakan pilihan yang realistis dan
lebih bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Dalam proses transformasi
hukum pidana Islam ke dalam taqnin, menurut teori objektifikasi
nilai-nilai hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori
objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh
kalangan muslim atau nonmuslim. Apabila teori objektifikasi
dipadukan dengan model penegakan hukum pidana Islam secara
substansial, maka transformasi hukum pidana Islam akan mudah
diterima rakyat Indonesia secara integral dengan menonjolkan
keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam secara objektif, natural,
netral dan logis. Objektifikasi hukum pidana Islam sebagai
perwujudan nilai-nilainya secara substansi bukan dalam kerangka
normatif yang berdasarkan dengan analisis realita sosial, bahwa
hukum pidana Islam secara realita efektif dalam pemidanaan dan
mampu menekan tindak kejahatan. Agenda tranformasi hukum
pidana yang terpenting adalah penggalian hukum pidana Islam
secara materiill dengan diambil nilai-nilai substansinya dan
penyusunan hukum pidana Islam secara formil yang merupakan
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ketentuan-ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang
menegakkan hukum materiil pidana.

B. Rekomendasi

1.

Pentingnya penelitian dan penggalian hukum pidana Islam dengan
pendekatan magqasid asy-syari’ah dan filsafat hukum pidana oleh
para negarawan, ulama, ilmuwan dan para peneliti untuk
pembaharuan pemikiran hukum pidana.

Perlunya sosialisasi paradigma hukum pidana Islam perpektif
magqasid asy-syari’ah dan filsafat hukum pidana sebagai edukasi
untuk masyarakat.

Para negarawan, ulama, ilmuwan dan para peneliti hendaknya
berjuang bersama-sama dalam usaha transformasi hukum pidana
Islam untuk pembaharuan hukum pidana penjara demi kesejahteraan
dan keamanan rakyat Indonesia.

Para ahli hukum dan pejabat yang berwenang agar berupaya
membuat draf rancangan KUHP yang baru dengan
mentransformasikan hukum pidana Islam ke dalamnya dan merevisi
hukuman penjara sebagai sanksi kejahatan-kejahatan selain
hukuman gisdas, hudiid dan diat dan hukuman penjara dimasukkan ke
dalam hukuman ta ’zir. Rancangan KUHP bisa disusun berdasarkan
referensi kitab-kitab fikih yang membabhas kitab jinayah dari mazhab
Syafi’iyyah.

Para negarawan muslim dan ulama hendaknya menyadari bahwa
perjuangan terhadap penegakkan hukum Allah 4¢ adalah termasuk
jihad fi sabilillah yang bernilai ibadah yang agung, hal itu
membutuhkan juhiid, girah dan semangat yang besar serta
kesabaran yang tinggi.
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